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GUBERN UR N USA TEN GGARA BARAT 

SURAT PERN YATAAN  
PERUMUSAN  ISU PRIORITAS LIN GKUN GAN  HIDUP DAERAH 

Berdasarkan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Daerah 

mempunyai kewajiban mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk 

mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pengembangan sistem informasi 

lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan Dokumen lnformasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), yang di dalamnya memuat isu utama 

yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan 

isu prioritas lingkungan hidup daerah dalam DIKPLHD Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2023 telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 

stakeholder, sehingga isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat ditetapkan sebagai berikut: 

a. Alih fungsi lahan 

b. Degradasi sumber daya air 

c. Pengelolaan sampah tidak optimal 

d. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 

Demikian Surat Pernyataan Perumusan lsu Prioritas Lingkungan Hidup 

Daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
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GUBERN UR N USA TEN GGARA BARAT 

SURATPERN YATAAN IN OVASIDAERAH 

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

penanganan berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di daerah, maka 

Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan berupaya 

melakukan berbagai upaya dalam bentuk inovasi penanganan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

dengan ini saya menyatakan bahwa inovasi-inovasi yang dipaparkan dalam 

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang secara garis besar implementasi dari: 

a. Program "NTB Zero Waste 2023" 

b. Program "NTB Hijau 2023" 

adalah benar merupakan inovasi pengelolaan lingkungan hidup daerah yang 

dibuat atau sedang dijalankan hingga periode penilaian Tahun 2022 di wilayah 

NTB baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun lembaga 

mitra pemerintah. 

Demikian Surat Pernyataan Inovasi Daerah ini dibuat dengan 

sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mataram, b I Juli 2023 

ARA BARAT 

Dr. Rl-"'7.NII K'T~"JM W!!Y 
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SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Julmansyah, S.Hut., M.A.P. 

NIP : 19740701 200212 1 005 

Jabatan : Kepala Dinas Ungkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Dengan ini menyatakan bahwa data-data dan informasi yang disampaikan 

dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi NTB Tahun 2023 beserta lampirannya ini adalah benar. 

Demikian Surat Pernyataan Keabsahan Data ini dibuat dengan 

sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mataram, ~I Juli 2023 
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KATA PEN GAN TAR 

Dok:umen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan 

laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang dipublikasi oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya. 

Pelaporan DIKPLHD ini dilandasi oleh amanat 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi 

tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. 

Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 menggunakan kerangka kerja 

model Driving force (pemicu perubahan kualitas lingkungan) - Pressures 

(tekanan terlladap lingkungan) - State (kondisi aktual lingkungan hid up) -

Impact (dampak terlladap lingkungan) - Responses (upaya peningkatan 

kualitas lingkungan hidup) berdasarkan pada media lingkungan hidup, 

meliputi: tata guna lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko 

bencana, perkotaan dan tata kelola. 

Pelaporan DIKPLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi 

pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam 

menyusun kebijakan pembangunan, terutama yang terkait dengan 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Nusa Tenggara Barat. 

Tekanan yang dihadapi lingkungan Nusa Tenggara Barat saat ini berupa 

alih fungsi lahan, degradasi sumber daya air, pengelolaan sampah yang 

belum optimal serta degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 

mengakibatkan penurunan pada beberapa indikator lingkungan hidup. Hal 

ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang berkelanjutan 



masih perlu ditingkatkan. Selain itu, interaksi dari beberapa tekanan 

lingkungan menghasilkan dampak kumulatif yang memperkuat ancaman 

yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk 

wilayah yang dinilai rentan terhadap dampak aktivitas alih fungsi lahan. 

Penyempumaan penyusunan DIKPLHD NTB tentu memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak baik dalam penyediaan data dan informasi 

maupun saran dan masukan. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang 

telah berperan serta secara aktif hingga tersusunnya Dokumen Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2023. 

Semoga laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ini dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan 

keputusan dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yaitu "Mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". 

Mataram, 211 Juli 2023 

AH, S.E., M.Sc. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan

hak konstitusional bagi setiap warga negara. Seluruh pemangku
kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Keselarasan pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah daerah yang berasaskan pada pembangunan
berkelanjutan akan dapat menekan permasalahan lingkungan yang telah
menjadi isu global. Pemerintah daerah diharuskan melakukan upaya-
upaya strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang
terjadi, dengan tujuan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat
sehingga dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat
menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tetap
mengedepankan prinsip berkelanjutan. Atas dasar itu, penggunaan
sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak dan terencana.
Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga
pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi
(economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan
ramah lingkungan (environmentally sound). Proses pembangunan yang
diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan

datang.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 62)

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan

informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. Atas dasar
peraturan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun
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penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD) setiap tahun sebagai laporan kondisi lingkungan hidup di
Provinsi NTB.

Dokumen IKPLHD Provinsi NTB merupakan dokumen yang
menyediakan data dan informasi resmi tentang keadaan lingkungan hidup
kepada seluruh masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi para

pemangku kepentingan, penentu kebijakan, dunia usaha, lembaga
swadaya masyarakat dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan

pembangunan berkelanjutan.
IKPLHD Provinsi NTB menjadi sangat penting karena menyajikan

hubungan kausalitas antar unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya
persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki
kualitas lingkungan. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang
dilakukan terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi pertimbangan
utama dalam membuat perencanaan lingkungan. Informasi lingkungan
hidup sebagai upaya memenuhi kewajiban menyediakan, memberikan dan
atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
“Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”. Presiden Republik Indonesia
memberikan apresiasi penghargaan Nirwacita Tantra bagi Pemerintah
Daerah yang telah menyusun Laporan IKPLHD setiap tahun. Tahapan
penyusunan IKPLHD dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data
serta dokumentasi dan penyajian dokumen dalam bentuk DPSIR (Driving
Force-Pressure-State-Impact dan Response).

1.2. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
1.2.1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari
daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas

29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat
dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%) dan
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Pulau Sumbawa seluas 15.414,5 km² (76,49 %) yang dikelilingi oleh 378
pulau-pulau kecil. Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46’ -
119°05’ Bujur Timur dan 8°10’- 9°5’ Lintang Selatan dengan batas wilayah
di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra
Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali dan sebelah timur Selat
Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD Provinsi NTB, 2019).

Secara administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 (delapan)
Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan ibu kota terletak di Kota Mataram.

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah terluas yaitu 6.643,98 km²
(35,77%), sedangkan terkecil yaitu Kota Mataram seluas 61,3 km²

(0,33 %) (Provinsi NTB Dalam Angka, 2023). Rincian luas daerah NTB
menurut Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1.1. Luas Daerah NTB menurut Kabupaten/Kota

Sumber: Provinsi NTB Dalam Angka, 2022

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 m dpl
untuk Pulau Lombok, dan 0 – 2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa, dengan

klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas
478.911 Ha, ketinggian 100 - 500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas
753.612 Ha, ketinggian 500 - 1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas
307.259 ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475.533 Ha 23,60%.
Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15 - 40% seluas

No Kabupaten / Kota Luas (km²) Persentase
1. Lombok Barat 923,06 4,83
2. Lombok Utara 811,19 4,18
3. Lombok Tengah 1.169,52 5,90
4. Lombok Timur 1.606,47 6,63
5. Kota Mataram 60,42 0,33
6. Sumbawa Barat 1.743,58 9,96
7. Sumbawa 6.655,92 35,77
8. Dompu 2.281,75 12,88
9. Bima 4.216,09 18,34
10. Kota Bima 207,89 1,20

Total 19.675,89 100,00
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704.619 ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi
kemiringan tanah 0 - 2% seluas 338.552 ha (16,80%). Untuk Pulau
Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2 - 15%
seluas 198.616 ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi
kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 ha (1,01%). Sedangkan
Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar

antara 15 - 40% seluas 573.903 ha (28,48%) dan yang paling sempit
kemiringan tanah 0 - 2% seluas 214.194 ha (10,63%). Geologi wilayah

NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan
tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter, batuan

tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu
lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu
gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava,
breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa
dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.
Batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan
dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuarter
di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik
(konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api
Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral,
aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan
Lombok (RPJMD Provinsi NTB, 2019).

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah
sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18
sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan

SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS)
Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih

dan Jelateng sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas)
SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo,

Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh (RPJMD Provinsi NTB,
2019).
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Berdasarkan data klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) Provinsi NTB yang diamati di Stasiun klimatologi NTB
(-8.63627 LS; 116.17094 BT), pada tahun 2022 temperatur udara
maksimum di Provinsi NTB 32,9˚C temperature udara minimum 16,6˚C
dan temperatur rata-rata 24,75°C. Kelembaban udara maksimum 87%,
kelembaban udara minimum 82% dan kelembaban udara rata rata 84,5%

dengan kecepatan angin rata-rata 3,08 (m/det). Jumlah curah hujan
maksimum 431 mm/bulan, minimum 10 mm/bulan dengan jumlah hari

hujan maksimum 26 hari/bulan dan minimum 3 hari/bulan. Lama
penyinaran matahari maksimum 84% dan minimum 48%.

1.2.2. Wilayah Administrasi
Provinsi NTB terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, 117 Kecamatan dan

1.152 Kelurahan/Desa, tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Berikut adalah data wilayah administrasi yang ada di Provinsi NTB:

Tabel 1.2. Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi NTB

No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
1 Lombok Barat 10 122
2 Lombok Utara 5 43
3 Lombok Tengah 12 139
4 Lombok Timur 21 254
5 Kota Mataram 6 50
6 Sumbawa Barat 8 65
7 Sumbawa 24 165
8 Dompu 8 81
9 Bima 18 191
10 Kota Bima 5 41

Total 117 1.151
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023
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Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
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1.2.3. Kondisi Demografi
Penduduk merupakan modal dasar pembangunan baik sebagai

subyek maupun obyek pembangunan. Pertumbuhan penduduk merupakan
sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia yang
memerlukan pembinaan, pengembangan serta pemanfaatan. Dalam
hubungan ini adanya pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi

memperberat tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup .

Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Penduduk NTB Lima Tahun Terakhir

Grafik di atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk lima
tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2022. Pada lima tahun lalu (2018)
tercatat jumlah penduduk NTB sebanyak 5.013.687 jiwa terdiri dari
2.433.731 jiwa laki-laki dan 2.579.956 jiwa perempuan, sementara di
tahun 2022 jumlah penduduk mencapai 5.473.671 jiwa terdiri dari
2.741.857 jiwa laki-laki dan 2.731.814 jiwa perempuan. Data ini
menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan
jumlah penduduk sebanyak 9 %.

Selain pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan masyarakat juga
merupakan faktor yang menentukan kualitas lingkungan hidup. Tingkat

pendidikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi masyarakat
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dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Semakin tinggi
tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula persepsi
masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Taci dkk,
2011).

Gambar 1.3. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa di seluruh Kabupaten/Kota NTB

jumlah penduduk tertinggi merupakan penduduk yang tidak/belum
bersekolah (1.676.126 jiwa) disusul oleh penduduk dengan tingkat
pendidikan SD (1.143.876 jiwa) kemudian SLTA (889.521 jiwa), SLTP
(683.887 jiwa), belum tamat SD (681.075 jiwa), DIV/S1 (217.130 jiwa),
DI/II/III (102.996 jiwa), S2 (10.736 jiwa) dan paling terendah yaitu
penduduk dengan tingkat pendidikan S3 (854). Data terkait jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan menurut tingkatan pendidikan dapat
dilihat selengkapnya pada Lampiran Tabel 32.

1.2.4. Karakteristik Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir Provinsi NTB merupakan dua gugus pulau utama

yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 278 pulau kecil. Perairan
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laut meliputi perairan terbuka di bagian selatan yaitu Samudera Hindia
dan Laut Flores di bagian utara. Selat Alas menyatukan Pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB
memiliki 4 tipe karakteristik perairan, yaitu perairan laut terbuka (laut
lepas), perairan selat, perairan teluk dan perairan sekitar pulau-pulau kecil.
Masing-masing tipe perairan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga

dalam pemanfaatan ruang perlu memperhatikan karakteristik fisik, kimia
dan biologi, dinamika oseanografi, dan sosial budaya.

1. Pasang Surut
Tipe pasang surut (pasut) di perairan Indonesia, yaitu tunggal

(diurnal), ganda (semi diurnal), campuran dominan tunggal (mixed tide
predomanandtydiurnal), campuran dominan ganda (mixed tide
predomanandtydiurnal). Menurut Wyrtki (1961), tipe pasut di perairan
pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB dipengaruhi oleh pasut dari Laut
Flores dan dari Samudera Hindia yang keduanya bertipe campuran semi
diurnal. Tipe pasang surut di perairan Selat Lombok dan sekitarnya
merupakan pasut campuran yang dominan ke harian ganda (Mixed Tide
Predominantly Semi Diurnal), artinya dalam satu hari terjadi dua kali
pasang dan dua kali surut. Perairan Selat Alas memiliki pasang surut tipe
pasut campuran yang dominan ke harian ganda, sama halnya dengan
Labuhan Badas Sumbawa bagian utara dengan tipe pasang surut
campuran ganda.
2. Arus Laut

Secara umum perairan laut Provinsi NTB memiliki arus yang kuat di
sekitar pulau-pulau dan perairan selat, sebagai konsekuensi dari morfologi

dasar laut yang curam dan pengaruh arus global serta arus pasang surut
yang dipengaruhi oleh dua lautan utama yaitu Laut Flores dan Samudera

Hindia.
Secara global, perairan laut NTB memperoleh pengaruh dari Arus

Lintas Indonesia (ARLINDO) berasal dari Selat Makasar yang sebagian
berbelok kearah timur menuju Laut Flores dan sebagian bergerak ke
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Samudera Hindia melalui Selat Lombok. Massa air yang bergerak ke Laut
Flores sebagian berbelok ke selatan memasuki Samudera Hindia melalui
Selat Alas dan Selat Sape. Arus-arus kuat umumnya terjadi pada periode
menjelang pasang dan menjelang surut karena terdapat pergerakan
massa air yang besar antara Laut Flores dan Samudera Hindia. Pola arus
secara umum yang terjadi di Provinsi NTB dapat dilihat pada berikut:

Musim Barat (Desember-Februari) Musim Peralihan 1 (Maret-Mei)

Musim Timur (Juni-Agustus) Musim Peralihan 2 (September-November)

Gambar 1.4. Pola Arus di Perairan Laut KSPN Komodo dan Sekitarnya

Secara musiman, kecepatan arus tertinggi terjadi pada musim

peralihan satu. Pada musim barat, arus di Laut Flores bergerak ke arah
timur menuju Laut Banda dan sebagian berbelok ke selatan melalui Selat
Sape menuju Laut Sawu dan bergerak ke arah timur. Pada musim
peralihan satu, di perairan Laut Flores terjadi pertemuan massa air dari
arah barat (Laut Jawa), Selat Makassar dan Laut Banda. Oleh karena
massa air yang berasal dari arah barat lebih besar maka terjadi arus
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menyusur pantai di sebelah utara Flores menuju arah timur. Kondisi arus
pada musim timur di daerah pesisir secara umum hampir sama dengan
dengan kondisi arus pada musim peralihan satu. Pada musim peralihan
dua, massa air yang dominan di sebelah utara berasal dari Selat Makassar.
Arus yang berasal dari arah utara tersebut bertemu dengan arus laut yang
berasal dari Laut Banda yang kemudian bergerak menyusur pantai ke arah

timur.
Selat Lombok dalah koridor utama ARLINDO atau Indonesian

Through flow (ITF). Arus ini membawa massa air Samudera Pasifik ke
Samudera Hindia. Meskipun arah utama transportasi air dari timur laut,

namun terbatas terjadinya pertukaran air dalam arah yang berlawanan.
Aliran ITF yang hangat, rendahsalinitas dari Pasifik Utara dan tengah,
menyediakan sumberair utama bagi Samudera Hindia bagian timur laut
(Turak dan De Vanitier, 2011).

Keistimewaan Arlindo adalah karena massa air di Samudera Pasifik
Ekuator Barat memiliki temperatur yang tinggi dan salinitas yang rendah
daripada massa air di Samudera Hindia. Jadi ketika memasuki Samudera
Hindia massa airnya hangat dan tawar. Arlindo mengalir 80% melalui
Selat Makasar sebagai jalur utama dan kemudian terpisah 25% melewati
Selat Lombok dan 75% masuk ke Laut Flores, Banda dan keluar di Selat
Ombai dan Laut Timor menuju Samudera Hindia. Dari Samudera Hindia
diteruskan ke Afrika melalui Indian South Equatorial Current dan
bergabung dengan Arus Agulhas di sekitar Afrika Selatan Samudera
Atlantik. Jadi transport ARLINDO bisa mencapai 10.000 km dari Selat
Lombok (Gordon, 2000).

Arlindo menguat dengan kecepatan melebihi 70 cm/dt selama
bulan Juli-September, dan melemah pada bulan Januari-Maret, sedangkan

arus pasang surut (pasut) mencapai kecepatan 350 cm/dt di daerah
dangkalan (sill) antara Pulau Nusa Penida dan Lombok (Murrays dan Arief,

1988). Selain itu, interaksi antara pasang surut setengah harian (12,42
jam) dengan kedangkalan (sill) antara Pulau Nusa Penida dan Lombok



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

I - 12

menyebabkan terbentuknya soliton berupa paket gelombang yang
menjalar dalam dua arah: ke Utara menuju Laut Flores dan mencapai
Pulau Kangean dan ke Selatan menuju laut lepas Samudera Hindia.
Dengan demikian, paling tidak ada 4 faktor utama: ARLINDO, alun (swell),
pasut, dan soliton yang saling berinteraksi dan menyebabkan Selat
Lombok senantiasa berombak dan memiliki arus kuat serta mengalami

perubahan cepat (dalam hitungan jam).
Berdasarkan hasil penelitian Manopp et al. (2014), diketahui bahwa

rata-rata kecepatan arus permukaan perairan Lombok selama setahun
(2013) adalah berkisar antara 24 – 55 cm/det. Kecepatan arus tertinggi

mencapai nilai lebih dari 40 cm/det terjadi pada bulan Januari, Maret dan
tertinggi di bulan Juli 2013 mencapai 55 cm/det. Pada kondisi tersebut,
wilayah yang terkena dampak paling tinggi adalah perairan teluk yang
berada di daerah Lombok Barat), dimana terlihat arah arus hampir
sepanjang tahun mengarah ke dalam perairan teluk yang berada di
Kabupaten Lombok Barat tersebut.

Arus laut di perairan NTB sangat dipengaruhi oleh fenomena pasut
arah yang cenderung bolak balik.

Gambar 1.5. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Pasang
Sumber : Dokumen awal RZWP3K NTB, 2015
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Gambar 1.6. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Surut
Sumber : Dokumen awal RZWP3K NTB, 2015

3. Gelombang

Gelombang di laut dibedakan menjadi beberapa macam tergantung
gaya pembangkitnya, misalnya gelombang angin (ombak), gelombang

tsunami, gelombang pasang surut, dan lain-lain. Gelombang, terutama
gelombang angin, dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai
atau merusak pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam
arah tegak lurus dan sepanjang pantai. Gelombang tidak hanya sebagai
faktor utama mempengaruhi pantai, tetapi juga memiliki energi yang
misterius. Ukuran dan bentuk gelombang di perairan pesisir yang dangkal
tidak teratur, sedangkan gelombang di laut dalam cenderung lebih teratur
dan ada hubungan yang jelas antara periode gelombang dengan panjang
gelombang dan kecepatannya. Semakin besar periode gelombang maka
panjang gelombang semakin besar dan kecepatannya pun semakin tinggi.

Perbedaan kondisi gelombang yang tumbuh di perairan tertutup
(perairan antar pulau) dan perairan terbuka (perairan terbuka ke
samudera lepas). Selanjutnya perairan NTB, tinggi rata-rata gelombang
mencapai nilai maksimum 2,0- 2,5 m di utara dan 2,5 – 3,0 m di selatan,
sehingga bagian selatan NTB termasuk Selat Lombok mendapat hantaman

langsung energi gelombang angin dari arah laut lepas Samudera Hindia
(dari Selatan) (Sofian et al., 2008). Kondisi gelombang perairan NTB
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berdasarkan Stasiun Labuhan Badas dengan tinggi signifikan 0,3-0,8 m,
dengan tinggi maksimumnya berkisar antara 0,5 -1,3 m. Sedangkan angin
berasal dari tenggara dan selatan dengan kecepatan berkisar 2-20 knot.

1.2.5. Kondisi Geologi
Geologi wilayah NTB secara umum ditutupi oleh kumpulan dari

batuan andesit vulkanik, epiklastik breksi dan setempat dijumpai sisipan
batu gamping kalsitis dan batu gamping koral dan dibeberapa lokasi

dijumpai intrusi andesit porfiri. Tidak ada struktur-struktur besar dan yang
dapat dipetakan telah tercatat kecuali rekahan-rekahan yang secara

umum berarah timur laut dan beberapa berarah barat daya terdapat lini
ament-kelurusan yang umumnya berarah NE - SW dan NW – SE.

Pulau Lombok terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur
magmatic Sunda-Banda berarah Barat-Timur yang menunjukan tempat
bertemunya tiga lempeng tektonik besar (Hamilton, 1979). Geologi Pulau
Lombok dicirikan oleh busur kepulauan dari tipe sedimentasi batuan
gunung api yang terbentuk pada oligosen akhir hingga kwarter. Bagian
selatan dari Pulau Lombok dibangun oleh batuan gunung api andesitic
kalkalin lemah hingga kalkalkalin dengan terendah, perlapisan vulkanik
lastik, intrusi intermediet rendah dan batuan sedimen laut dangkal serta
batu gamping (Garwin, 2002).

Batuan berkomposisi dasitik secara lokal terpetakan di daerah ini,
dimana umumnya menempati topografi yang tinggi. Batuan termuda
adalah batuan gunung api kwarter yang sebagian besar menempati
dibagian utara Pulau Lombok dan tidak terfokuskan untuk di eksplorasi,

karena tidak mengalami proses dari sistem hydrothermal. Longsoran
batuan dan tanah pada daratan di bagian tengah dari Pulau Lombok

sebagai pemisah antara batuan kwarter di utara dan batuan erosi busur
gunung api tersier di selatan.

Pada bagian utara Pulau Sumbawa didominasi oleh batuan vulkanik
yang berumur Kwarter sampai Resen (Qtv), dan terdapat pada bahagian
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hulu sungai Sai, sedangkan G. Lambuwu merupakan salah satu batuan
yang berumur kwarter. Pada sisi Doro Saka ditemukan kerucut vulkanik
muda yang berukuran kecil dan muncul kepermukaan. Gunung Tambora
pernah meletus pada tahun 1815, dan merupakan salah satu peristiwa
letusan yang sangat besar dan melemparkan abu gunung api keudara
dengan radius sekitar 15 km². Material gunung api yang dihasilkan dari

letusan tersebut berupa batu apung, dan aliran lava. Abu letusan tersebut
saat ini menutupi sebahagian besar wilayah penelitian dengan ketebalan

hingga beberapa meter. Pada peristiwa letusan tersebut menelan korban
jiwa sekitar 100.000 orang. Gunung api yang terdapat pada wilayah

Sangiang (pulau yang terletak pada bahagian Timur laut Sumbawa) pada
saat ini sudah tidak menunjukkan aktifitas lagi semenjak tahun 1980. Pola
patahan yang terdapat pada wilayah ini mengakibatkan Pulau Sumbawa
terpotong dengan arch Timur laut, Barat laut dan Timur - Barat. Zona
patahan yang terbentuk tersebut sebahagian diketahui mengandung
mineralisasi. Peta geologi regional Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok
dapat dilihat pada gambar 1.7.

Gambar 1.7. Peta Geologi Regional Pulau Lombok dan Sumbawa
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1.2.6. Tata Ruang
Rencana Tata Ruang Provinsi NTB diarahkan seiring dengan

pembangunan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik.
Karena itu, kebijakan pemerintah dan masyarakat menjadikan penataan
ruang di Provinsi NTB lebih menekankan pada pengembangan ruang
berbasis sumberdaya lokal.

1. Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas
Terdiri dari wilayah yang potensial untuk dikembangkan namun berada

pada kawasan rawan bencana dan hutan lindung, wilayah potensial
(sepanjang jalur transportasi utama dan wilayah tujuan wisata),

wilayah yang memiliki sumberdaya alam (emas di Sekotong, pasir besi
di Selong, emas-tembaga-perak di Jereweh, pasir besi di Alas, pasir
besi dan belerang di Dompu, emas-perak-pasir besi di Bima), dan
kawasan di sekitar pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

2. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung
Terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah
dibawahnya (kawasan hutan lindung, resapan air, sempadan sungai
dan sempadan pantai), kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar
mata air, kawasan suaka alam (kawasan cagar alam, kawasan suaka
margasatwa, hutan bakau dan kawasan suaka alam laut), dan
kawasan rawan bencana.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Terdiri dari kawasan hutan produksi (hutan produksi terbatas dan
hutan produksi tetap), kawasan pertanian pangan (sawah,
tegalan/kebun), kawasan perikanan (ikan laut, ikan darat, tambak),

kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan pariwisata.

1.2.7. Tutupan Lahan
Luas tutupan lahan eksisting diperoleh berdasarkan digitasi Peta

Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
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dan Interpretasi Citra Spot 6/7 LAPAN Tahun 2018-2019, hasil digitasi
yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3. Luas Tutupan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
No Tutupan Lahan Luas Area (ha) Persentase

Tutupan Lahan
1. Bandar Udara Domestik/Internasional 689,14 0,0350
2. Gosong Pantai/Dangkalan 348,94 0,0177
3. Hamparan Pasir Pantai 2.821,20 0,1434
4. Hutan Lahan Basah Primer 78,12 0,0040
5. Hutan Lahan Basah Sekunder 9.462,63 0,4811
6. Hutan Lahan Kering Primer 421.270,36 21,4197
7. Hutan Lahan Kering Sekunder 614.955,15 31,2676
8. Ladang 303.732,74 15,4434
9. Lahan Kosong 120,39 0,0061
10. Lahan Terbuka 7.264,12 0,3693
11. Lahan Terbuka Pada Kaldera 64,22 0,0033
12. Lapangan 64,19 0,0033
13. Pelabuhan Laut 183,79 0,0093
14. Perkebunan Campuran 16.612,44 0,8447
15. Permukiman 58.149,50 2,9566
16. Sabana 34.141,19 1,7359
17. Sawah Irigasi 153.733,11 7,8166
18. Rawa 636,60 0,0324
19. Rumput Rawa 196,35 0,0100
20. Sawah Pasang Surut 16,47 0,0008
21. Sawah Tadah Hujan 149.346,98 7,5936
22. Semak/Belukar 159.307,32 8,1000
23. Pertambangan 2.488,12 0,1265
24. Sungai 5.415,17 0,2753
25. Tambak 13.240,62 0,6732
26. Tanaman Campuran 8.668,45 0,4408
27. Waduk 2.528,62 0,1286
28. Danau 1.171,90 0,0596
29. Anjir Pelayaran 32,92 0,0017
30. Gosong Sungai 6,07 0,0003

Jumlah 1.966.746,82 100,0000
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tutupan lahan terluas
merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 614.955,15 ha disusul
Hutan Lahan Kering Primer seluas 421.270,36 ha dan Ladang seluas
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303.732,74 ha. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI, Hutan Primer merupakan hutan alam yang utuh sementara Hutan
Sekunder merupakan hutan alam tidak utuh yang telah menampakkan
bekas tebangan atau gangguan. Luasnya hutan lahan kering sekunder
menandakan bahwa sudah banyak hutan lahan kering yang rusak karena
gangguan manusia. Luas wilayah menurut penggunaan lahan di

Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2 Lampiran.

1.2.8. Kondisi Flora dan Fauna
Secara ekologis, wilayah NTB mempunyai nilai karakteristik flora

dan fauna karena berada di lintasan garis Wallacea sebagai peralihan

ekologis antar benua Asia dan Australia. Wilayah NTB mempunyai
keanekaragaman hayati berbeda pada tingkat jenis dan tingkat

ekosistemnya dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Penyebaran
jenis flora dan fauna bervariasi terkait hubungannya dengan ekosistem

setempat, karena adanya kesesuaian jenis dengan habitat tempat
tumbuhnya atau tempat berkembangnya suatu jenis. Adanya perubahan
kondisi ekosistem akan memberi pengaruh nyata pada perubahan variasi
jenis, karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan
habitat sehingga akan mengalami kepunahan bahkan mengalami kematian.

Berdasarkan data sekunder terbaru yang diperoleh dari BKSDA
Provinsi NTB diperoleh informasi bahwa di NTB terdapat beberapa jenis
fauna di antaranya kelompok mamalia sebanyak 50 spesies, aves 220
spesies, pisces 106 spesies , amphibi 13 spesies, reptil 26 spesies, insect
94 spesies, mollusca 9 spesies dan karang/coral 134 spesies, sementara
jenis flora terdapat 401 spesies yang terdiri dari spesies flora yang hidup
di habitat daratan maupun perairan. Keadaan flora dan fauna di NTB
menurut status endemik, terancam punah, dilindungi atau tidak dilindungi
selengkapnya disajikan dalam Tabel. 4 Lampiran.

Beberapa fauna yang dikategorikan endemik, dilindungi dan hampir

punah adalah beberapa spesies burung kakatua kecil jambul kuning
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(Cacatua sulphurea), Koakiau (Philemon buceroides), Burung Madu
(Lichmera lombokia), Beo Sumbawa (Gracula religiosa), Elang Tikus
(Elanus caeruleus), Uncal Buau (Macropygia emiliana), Walik Putih
(Ptilinopus cinctus), dan Burung Anis Nusa Tenggara (Zoothera dohertyi
Paradoxurus). Demikian pula beberapa spesies kupu-kupu, seperti Troides
Helena, Papilio helenus, Papilio memnon, Graphium sarpedon, Moduza

prochris banyak ditemukan di NTB dan merupakan spesies dilindungi
seperti halnya trenggiling (Manis javanica) yang dikategorikan spesies

terancam punah (Mellawati dan Suhartini, 2018).
IUCN (International Union for Conservation of Nature) yaitu Uni

Internasional untuk Konservasi Alam adalah sebuah organisasi
internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. IUN
mencatat spesies terancam punah yang ada di NTB, karena spesies
tersebut merupakan spesies yang beresiko tinggi akan punah di alam liar
untuk masa yang akan datang, diantaranya adalah Banteng, Rusa timor
(Cervus timorensis), Monyet, Musang Rinjani (hemaproditus rinjanicus),
landak (Hystrix javanica), Trenggiling (Manis javanica), serta beberapa
spesies burung seperti Burung Udang, Burung Pecuk Ular, dan lain-lain.
Selain itu NTB juga diketahui juga sebagai area transit sekawanan penyu.
Beberapa satwa yang disebutkan tersebut tercatat dalam PP No 7 Tahun
1999 sebagai satwa yang dilindungi diantaranya karena rawan untuk
diawetkan (Mellawati dan Suhartini, 2018).

Kehidupan flora dan fauna tidak terlepas dari keberadaan hutan,
mengingat hutan merupakan habitatnya. Kawasan hutan yang ada di NTB
merupakan habitat dari kedua jenis keanekaragaman hayati tersebut yang

kini mulai menyusut akibat berbagai kegiatan manusia.
Kawasan hutan yang ada di NTB berdasarkan fungsinya terdiri dari

hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan Konservasi
(suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam dan

taman buru) adalah hutan dengan ciri flora dan fauna karakteristik yang
manfaatnya adalah melestarikan keanekaragaman flora dan fauna beserta
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ekosistemnya. Hutan Lindung adalah hutan yang manfaatnya melindungi
sistem penyangga kehidupan flora dan fauna dengan mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan
memelihara kesuburan tanah, serta Hutan Produksi (hutan produksi tetap,
hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi)
berfungsi memproduksi hasil hutan untuk penyedia flora, fauna dan

kebutuhan manusia lainnya yang hidup di sekitarnya. Luas hutan NTB
berdasarkan fungsi ditampilkan pada Grafik 1.8.

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang
didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau

institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan
terhadap hutan tersebut. Luas hutan NTB berdasarkan status ditampilkan
pada Grafik 1.9.

Gambar 1.8. Grafik Luas Hutan NTB Berdasarkan Fungsi

Luas hutan NTB berdasarkan status ditampilkan pada Gambar 1.9,
sementara sebaran hutan di NTB ditampilkan pada gambar 1.10.
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Gambar 1.9. Grafik Luas Hutan NTB Berdasarkan Status
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Gambar 1.10. Peta Sebaran Wilayah Hutan Provinsi NTB
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1.3. Tahapan Penyusunan DIKPLHD
1.3.1. Tahap Persiapan
1. Perencanaan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(DIKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2023 diawali dengan menyusun
perencanaan terhadap pembagian tugas, penjadwalan, penentuan isu

prioritas, perumusan struktur isi, identifikasi kebutuhan data,
pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, analisis data

mengikuti kerangka kerja Driving Force-Pressures-State-Impact-Responses
(DPSIR), evaluasi, penyusunan atau penulisan laporan, dan finalisasi

(pencetakan).

2. Tim Penyusun

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(DIKPLHD) Provinsi NTB disusun oleh tim penyusun terdiri dari para

pejabat/staf di Organisasi Perangkat Daerah terkait, akademisi dari
beberapa Perguruan Tinggi dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat
bidang lingkungan hidup di Provinsi NTB. Pihak-pihak yang terlibat
didasari pada aspek kapabilitas disiplin keilmuan dan posisi/jabatan yang
memiliki wewenang terkait isu atau substansi.

3. Penentuan Isu Prioritas
Langkah penyusunan dan perumusan isu lingkungan prioritas di

Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
1) Review Literatur

Langkah review literatur meliputi kajian terhadap pustaka dan
konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Literatur yang
diacu adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 yang didalamnya membahas Visi dan
Misi Provinsi NTB, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi NTB, Dokumen Kajian Rawan Bencana NTB dan Dokumen Kajian
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Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi NTB 2019-2023.

Gambar 1.11. Alur Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

2) Penetapan Kriteria

Isu prioritas lingkungan hidup yang akan dikemukakan pada Focus
Group Discussion (FGD) adalah isu strategis yang terkait dengan
perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan daerah.
Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas :
a. Kerusakan sumberdaya alam;
b. Kerusakan keanekaragaman hayati;
c. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dan

berdampak signifikan;
d. Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera

(urgen)

Review Literatur

Penetapan Kriteria

Verifikasi dan
Klarifikasi

Penjaringan Isu
Lingkungan Hidup

Penetapan Isu
Lingkungan
Strategis

- RPJMD Provinsi NTB
- RTRW Provinsi NTB
- IKPLHD NTB Tahun 2022
- Renstra DLHK

- Kerusakan sumber daya alam
- Berdampak signifikan
- Mendapat perhatian publik
- Ancaman terhadap keanekaragaman hayati
- Perubahan iklim
- Daya dukung lingkungan

- Focus Group Discussion (FGD)
- Rapat internal intensif

- Isu Lingkungan Strategis Provinsi NTB
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3) Penjaringan Isu Lingkungan Hidup
Penjaringan isu melalui penelusuran desk study dan Focus Group

Discussion (FGD) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. FGD
dilakukan dengan pola konsultansi dan diskusi berbagai sektor yang
melibatkan stakeholders, baik dari unsur pemerintah, swasta dan
masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat digali isu-isu penting

yang terkait dengan berbagai permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Identifikasi isu-isu penting dilakukan dengan menghimpun masukan

dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang didasarkan pada data
dan/atau analisis teknis (ilmiah) serta berdasarkan nomenklatur yang ada.

4) Verifikasi dan Klarifikasi
Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan tim penyusun untuk memastikan

isu lingkungan hidup yang akan dirumuskan dan ditetapkan sebagai isu
lingkungan hidup strategis. Data-data pendukung sangat dibutuhkan
untuk memperkuat perumusan dan penetapannya.
5) Perumusan dan penetapan Isu Lingkungan Hidup Strategis

Isu Lingkungan Hidup Strategis dirumuskan dan ditetapkan setelah
melalui tahapan di atas yang selanjutnya akan dianalisis mengikuti
kerangka kerja DPSIR (Driving Force-Pressures-State-Impact-Responses).
4. Sumber Data

Sumber data DIKPLHD, antara lain:
a. Organisasi Perangkat Daerah terkait di Provinsi NTB
b. Hasil Kajian, penelitian dan survey dari Instansi Pemerintah maupun

Swasta;
c. Unit kerja internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

NTB;
d. Data dan informasi dari sumber lain.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DIKPLHD
Provinsi NTB 2023 menggunakan ketersediaan data tahun 2022 dan tahun

sebelumnya yang dilaporkan pada tahun 2023.
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1.3.2. Tahap Pelaksanaan (Penyusunan/Penulisan)
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data (spasial dan
tabular) dan bentuk data (numerik, narasi, gambar atau foto), sedangkan
pengolahan data dilakukan dengan urutan pemilihan, pemilahan,
penapisan dan perhitungan data dengan satuan yang konsisten.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data utama dan data tambahan.
Data utama yaitu data yang wajib diisi sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan

Dokumen IKPLHD Tahun 2023, terdiri dari 61 Tabel, sementara data
tambahan yaitu data-data lain berupa informasi, tabel, foto/gambar dan

lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dalam dokumen.
2. Analisis Data

Analisis data mengikuti kerangka kerja DPSIR (Driving Force-
Pressures-State-Impact-Responses). Struktur isi generik berdasarkan
media lingkungan hidup meliputi: tataguna lahan dan hutan, kualitas air,
kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan. Kelima media memberikan
kesimpulan mengenai status atau kondisinya apakah baik, buruk ataupun
diantaranya, dan dilengkapi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut
(tekanan/Pressure), serta upaya-upaya untuk mengatasinya (Response).

1.3.3. Tahap Finalisasi/Akhir
Pada tahap ini dilakukan expose terhadap draf akhir Dokumen IKPLHD
Provinsi NTB 2023 untuk menemukan kelemahan dan kekurangan untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan. Dokumen yang telah final siap untuk
ditandatangani Kepala Daerah dan seterusnya dicetak dan dikirim ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi NTB adalah untuk

memberikan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Provinsi
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NTB, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
hidup NTB pada tahun-tahun mendatang.

1.4.2. Tujuan
Adapun tujuan dari adanya penyusunan Dokumen Inforasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2023,
antara lain:
1. Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan isu
prioritas lingkungan hidup yang ada di daerah.

2. Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki lingkungan

di Provinsi NTB.
3. Sebagai gambaran factual lingkungan guna meningkatkan kesadaran,

pemahaman, dan pengertian kepada masyarakat tentang kondisi
lingkungan.

4. Sebagai dasar mengukur perkembangan dan kemajuan lingkungan di
Provinsi NTB.

1.5. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang disajikan dalam Laporan Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ini meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah NTB meliputi wilayah daratan dan wilayah
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

2. Ruang lingkup materi yang tercantum dalam panduan Nirwasita
Tantra, yakni penentuan isu prioritas, analisis D-P-S-I-R dan inovasi
dalam pengelolaan daerah;

3. Ruang lingkup kedalaman data mengikuti ketentuan yang terdapat
dalam panduan Nirwasita Tantra.
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BAB II
ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN

RESPONSE

Penyusunan IKPLHD NTB tahun 2023 menggunakan model Driving
Force - Pressures - State - Impact - Responses berdasarkan media
lingkungan hidup, meliputi antara lain tata guna lahan, zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana,
perkotaan dan tata kelola. Analisis dampak pembangunan berkaitan erat
dengan faktor-faktor terjadinya tekanan yang terjadi terhadap lingkungan.

2.1. Tata Guna Lahan dan Hutan
Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu pengelolaan

lingkungan hidup. Keseimbangan antara kawasan budidaya dan kawasan
konservasi merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan (Catanese & Snyder, 1989), sehingga diperlukan
perencanaan untuk merancang kerangka pelaksanaan tata guna lahan
yang berhubungan dengan penetapan keputusan dalam menentukan
lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan
air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-
pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya (Shirvani, 1985).

2.1.1. Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa,
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan
lindung di Provinsi NTB bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga
keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses
pembangunan berkelanjutan di NTB.
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Kawasan lindung NTB berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan tutupan lahan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu kawasan
lindung terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan
bencana serta kawasan lindung lainnya. Data luasan kawasan lindung
berdasarkan RTRW Provinsi NTB Tahun 2009 - 2029 ditunjukkan pada
gambar grafik berikut:

Gambar 2.1. Grafik Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan
Tutupan Lahannya

Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari
kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Provinsi NTB tidak memiliki lahan gambut sehingga data dan informasi
yang disajikan terbatas pada hutan lindung dan kawasan resapan air.
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Arah pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya yang ada di Provinsi NTB yakni,
ketersediaan vegetasi hijau sebagai perlindungan kawasan (Green Belt)
dan mempertahankan ekosistem kawasan, sehingga ekosistem tersebut
tetap lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029, kawasan hutan
lindung di Provinsi NTB memiliki luas 433,391 ha atau setara dengan
20,51% dari luas kawasan Provinsi NTB. Skema pengelolaan dan
pemanfaatan yang dilakukan pada kawasan hutan lindung di Provinsi NTB
ditentukan berdasarkan tipologi petak hutan lindung. Dalam upaya
pelestarian hutan lindung diperlukan kerjasama antar stakeholder untuk
membuat lembaga koordinatif dalam mengelola hutan, misalnya terdiri
dari pihak pemerintah, LSM, lembaga internasional, perguruan
tinggi/akademik, swasta, masyarakat dan pers. Dimana masing-masing

stakeholder memilki batasan peranan dalam pengelolaan hutan yang
harus diketahui dan ditaati. Salah satu contoh skema yang dapat

diusahakan di kawasan hutan lindung adalah pemanfaatan jasa
lingkungan, kawasan agroforestry multi-jenis, dan lain sebagainya.

Kawasan lindung terhadap kawasan bawahnya selain kawasan
hutan lindung adalah kawasan resapan air. Jumlah luas kawasan resapan
air di Provinsi NTB seluas 56.468 ha atau 2,80%. Pengawasan dan
pengendalian pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara
pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap
pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada
pemerintahan daerah kabupaten/kota, pada wilayah terkait.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau
bendungan dan ruang terbuka hijau. Data terkait ruang terbuka hijau
sebesar 30% dari total luas penggunaan lahan di masing-masing
kabupaten/kota dan provinsi belum dapat diinventarisir.



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-4

Kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian
pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai,
sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kawasan sempadan pantai yang ada di Provinsi NTB sebesar 0,72% atau
setara dengan 14.460 ha. Pantai rawan gelombang pasang dan tsunami
sempadan > 100 m. Penetapan sempadan pantai rawan bencana
memperhatikan karakter pantai (topografi, tipe, bentuk pantai, dsb).
Vegetasi hijau sebagai sabuk hijau (Green belt). Pelindung dari abrasi dan
gelombang pasang/tsunami.

Luas kawasan sempadan sungai Provinsi NTB sebesar 0,51% atau
setara dengan 10.297 ha. Kawasan sempadan sungai sekurang-kurangnya
5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan
3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan.
Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di

kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan.
Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai

kedalaman tidak lebih besar dari 3 m. Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi
sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m – 20 m.
Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai
kedalaman lebih dr 20 m. Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai
untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi
sebagai jalur hijau.

Kawasan sekitar danau dan waduk di Provinsi NTB memiliki luas
sebesar 910 ha atau 0,05% dari luas kawasan provinsi. Kawasan sekitar
danau merupakan daratan sepanjang tepian waduk dan danau yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau
sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Ketersediaan vegetasi hijau sebagai pelindung kawasan danau dan waduk.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan, serta



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-5

pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya di sekitar
lokasi waduk/danau harus mempertimbangkan konservasi waduk/danau.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terbagi
menjadi kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairannya,
kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar
alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan
taman nasional dan taman nasional laut, kawasan wisata alam dan
kawasan wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan.

Sejak tahun 2015 kawasan suaka margasatwa dan suaka
margasatwa laut sudah tidak terdapat di kawasan Provinsi NTB. Hal ini
diikuti dengan adanya penetapan Kawasan Gunung Tambora menjadi
Taman Nasional melalui SK.111/MenLHK-II/2015 pada 7 April 2015
dimana status kawasan sebelumnya terdiri dari kawasan cagar alam

seluas 23.840,81 ha, kawasan suaka margasatwa seluas 21.674,68 ha dan
kawasan taman buru seluas 26.130,25 ha.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan. Kawasan suaka alam yang ada di Provinsi NTB adalah
Kawasan Suaka Alam Jereweh yang terletak di Kecamatan Jereweh,
Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 3,718.8 ha atau sebesar 0,18%
dari total keseluruhan Provinsi NTB. Arah pengembangan untuk kawasan
suaka alam merupakan arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian,
pendidikan, dan ekowisata. Pemanfaatan sebagai ekowisata dilakukan
dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam.
Perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut.



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-6

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena
keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan
perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan cagar alam di
Provinsi NTB adalah sebesar 0,64% atau setara dengan 12,998 ha yang
terdiri dari CA Pedauh, CA Pulau Panjang, CA Pulau Sangiang, dan CA
Toffo Kota Lambu.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang
merupakaan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi
member perlindungan kepada peri-kehidupan pantai dan lautan. Kawasan
pantai berhutan bakau yang ada di Provinsi NTB memiliki total luasan
sebesar 179.948,66 ha atau 8,93% dari luas provinsi. Pengelolaan
kawasan pantai berhutan mangrove dilakukan melalui penanaman
tanaman bakau dan nipah di pantai. Kawasan pantai berhutan mangrove

yang ditetapkan memiliki: Tingkat salinitas 2,5 – 4,0 %. Fluktuasi pasang
– surut air laut < 1 meter dan Kedalaman laut < 0,5 meter.

Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan tipe
dan karakteristik berhutan memiliki luas kawasan sebesar 5,80% atau
setara dengan 116.851 ha. Kawasan Taman Nasional yang ada di Provinsi
NTB adalah Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung
Tambora

Taman wisata alam dan taman wisata alam laut dengan tipe dan
karakteristik berhutan dan pantai terbuka memiliki luas sebesar 14.085 ha
atau 0,70% dari luas keseluruhan Provinsi NTB. Kawasan wisata alam dan
taman wisata alam laut yang ada di Provinsi NTB adalah TWA Pulau
Satonda, TWA Suranadi, TWA Madapangga, TWA Kerandangan, TWA
Bangko-bangko, TWA Tanjung Tampa, TWA Pelangan, TWA Gunung
Tunak, TWA Semongkat, TWAL Pulau Moyo, dan TWA D. Rawa Taliwang

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan
yang didalamnya terdapat benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan
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yang terdapat di darat dan di bawah air yang perlu dilindungi
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan dan agama atau kebudayaan. Kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan dengan tipe dan karakteristik berhutan di
Provinsi NTB memiliki total kawasan 0,02% atau setara dengan 306,6 Ha.

Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan tanah longsor,
kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Kawasan
rawan gelombang pasang dan kawasan rawan tanah longsor untuk saat
ini belum dapat ditampilkan, dikarenakan tidak terdapat data yang dapat
menginterpretasikan jumlah luas kawasan lokasi terjadinya kejadian
gelombang pasang dan tanah longsor sedangkan untuk kawasan rawan
banjir yang ada di Provinsi NTB memiliki luas kawasan dengan total
98.420 ha atau setara dengan 4,88% dari total kawasan provinsi yang
terdiri dari 96.644,12 ha di Pulau Lombok dan 1.775,57 ha di Pulau

Sumbawa.
Kawasan lindung geologi dibagi menjadi kawasan cagar alam

geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi namun untuk saat ini
luasannya belum dapat ditampilkan, dikarenakan tidak terdapat data yang
dapat menginterpretasikan jumlah luas kawasan kawasan lindung geologi.

Kawasan rawan bencana geologi terdiri dari kawasan rawan letusan
gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, kawasan yang terletak di
zona patahan aktif (active fault), kawasan rawan tsunami, abrasi dan gas
beracun. Berikut adalah ketentuan arah pengembangan masing-masing
kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas
ancaman atau dampak paling tinggi di Provinsi NTB.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan kawasan
berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan. Material pembentuk
lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.
Kawasan ini memiliki kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah,
terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di
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kawasan ini. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana
longsor, pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat
ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelerengan >30%. Penanaman
vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan
erosi tanah pada sempadan sungai. Prioritas kegiatan penanaman
vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan tanah longsor.
Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk. Penetapan lokasi
evakuasi bencana pada zona aman. Penyediaan system peringatan dini
(early warning system) terkait jenis bencana.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api merupakan penetapan
zona kerentanan letusan gunung berapi. Penentuan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk. Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona
aman. Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana
Penyediaan system peringatan dini (early warning system) terkait jenis
bencana.

Sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan

bencana gempa bumi. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah
mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified
Mercally Intensity (MMI). Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan
yang merusak. Kawasan yang dilalui patahan aktif daerah yang
mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar
dari 5 pada skala richter. Kawasan dengan batuan dasar berupa endapan
lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk. Kawasan
lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor. Sempadan,
lebar paling sedikit 250 meter dari tepi jalur patahan aktif. Kawasan
dengan kerentanan karena terdapat pada zona sesar aktif.
Mengembangkan kesiapsiagaan keselamatan masyarakat sadar akan
bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri Penerapan
kurikulum pembelajaran terkait bencana gempa. Pengaturan tata, masa
bangunan yang aman dari gempa. Penentuan jalur evakuasi dari



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-9

permukiman penduduk. Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona
aman. Penyediaan kelengkapan sarana/prasarana perlindungan bencana
alam. Penyediaan system peringatan dini (early warning system) terkait
jenis bencana.

Kawasan lindung lainnya terdiri dari kawasan cagar biosfer,
kawasan ramser, taman buru, kawasan perlindungan plasma nuftah,
kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi
jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung lainnya yang ada di Provinsi NTB hanya terdiri dari
kawasan taman buru dan kawasan terumbu karang. Kawasan terumbu
karang yang ada di Provinsi NTB memiliki total kawasan seluas 22.537,9
ha atau sekitar 1,12% dari total wilayah provinsi yang terletak di Pulau
Sumbawa yaitu Taman Buru Pulau Moyo sedangkan kawasan terumbu
karang di Provinsi NTB memiliki luas sebesar 1,84% atau setara dengan

37.107 ha.

2.1.2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Lahan merupakan wilayah daratan meliputi semua attribute biosfer,

atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan
dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini yang
bersifat mantap atau mendaur, sehingga berpengaruh terhadap

penggunaan lahan (FAO, 1977).
Penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan

dan daya dukung lingkungan. Bentuk penggunaan lahan dikaji melalui
proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi
sumber daya lahan untuk berbagai penggunaan. Pengelolaan lahan yang
ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat
mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan seperti banjir, kekeringan
dan longsor.

Sumber daya lahan (land resource) merupakan salah satu
komponen sumber daya alam (natural resource) yang berperan dalam
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proses produksi pertanian, peternakan dan kehutanan. Parameter sumber
daya lahan meliputi tanah, iklim dan air, topografi, serta vegetasi
termasuk padang rumput dan hutan. Bahwa setiap kegiatan yang
mengubah sumber daya alam termasuk bentang lahan (landscape) untuk
pembangunan seperti pertanian, pertambangan, industri, perumahan,
infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan dan
kemunduran produktivitasnya akibat hilangnya tanah lapisan atas yang
subur (Balitbang Pertanian-Kementan, 2010).

Menurut data luas tutupan lahan eksisting yang diperoleh
berdasarkan digitasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000
Badan Informasi Geospasial dan Interpretasi Citra Spot 6/7 LAPAN Tahun
2018-2019, diperoleh gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 2.2. Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan

Grafik tersebut menunjukkan bahwa lahan hutan (hutan lahan
basah dan kering) mendominasi wilayah NTB seluas 1.045.766,24 ha atau
53,18% dari luas wilayah NTB yang sebagian besarnya merupakan hutan
lahan kering yang keberadaannya sebagian besar berada di Pulau
Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu
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dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tergambar pada Grafik 2.3.
Penggunaan lahan terluas selanjutnya yaitu lahan kering (ladang dan
semak belukar) seluas 463.040,06 ha setara dengan 23,55% luas wilayah
NTB, sawah (sawah irigasi, tadah hujan, pasang surut) 303.096,56 ha
setara dengan 15,41% luas wilayah NTB. Lahan non pertanian seluas
115.240,95 ha setara dengan 5,85% luas wilayah NTB menempati urutan
selanjutnya. Lahan non pertanian terdiri dari permukiman, bandar udara,
pertambangan, tanaman campuran, lahan terbuka, lapangan, hamparan
pasir dan lain-lain. Badan air (sungai, danau, waduk, tambak dan rawa)
dan perkebunan campuran adalah penggunaan lahan dengan luasan
terendah yaitu 22.623,95 ha (1,15%) dan 16.612,44 ha (0,84%).

Gambar 2.3. Grafik Luas Wilayah Kabupaten/Kota Menurut
Penggunaan Lahan

2.1.3 Jenis Pemanfaatan Lahan
Jenis pemanfaatan lahan berdasarkan data terbaru 2022 yang

tersedia terdiri dari pemanfaatan lahan pertambangan, pertanian dan
kehutanan. Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, diketahui bahwa luas lahan yang akan
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dan telah dimanfaatkan sebagai areal pertambangan logam sebesar
149.971,50 ha dan batuan sebesar 655,67 ha.

Gambar 2.4. Grafik Luas Lahan Menurut Jenis Pemanfaatannya

Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sebagai pertanian sawah yaitu
seluas 253.355 ha sementara pertanian bukan sawah seluas 133.101,75
ha.

Data pemanfaatan hutan yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi NTB seluas 155.224,96 ha, diperoleh berdasarkan
akumulasi data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Alam (HA) seluas 106.216 ha,
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (IUPJLWA)
seluas 429,63 ha, IUPHHK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 3.152,88
ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) seluas
27.389,08 ha serta Izin Usaha Pemanfaatan Kemitraan Kehutanan (IUP KK)
seluas 12.744 ha. Data jenis pemanfaatan lahan beserta luasannya

berdasarkan skala usahanya dapat dilihat pada Tabel 14 Lampiran 1.
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2.1.4. Tutupan Mangrove
Ekosistem mangrove di Provinsi NTB hidup, tumbuh, dan

berkembang biak di daerah pasang surut (tidal zone) berlumpur dan/atau
berpasir. Mangrove dijumpai di wilayah pesisir yaitu di kawasan delta,
serta sepanjang pantai dan sungai, juga di pulau - pulau kecil. Aliran
sungai yang sepanjang tahun terus berair merupakan sumber material
lumpur di daerah pasang surut yang diangkut oleh sungai dari dataran
yang lebih tinggi. Lumpur yang diangkut ke muara sungai melalui aliran
sungai secara terus-menerus dalam periode yang panjang akhirnya
terdisposisi (mengendap) hingga membentuk delta. Habitat lumpur
dan/atau delta seperti ini sangat menguntungkan ekosistem mangrove
untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak karena perairannya relatif
tenang terutama sekali pada musim panas/kemarau serta terlindung dari
terjangan ombak/gelombang dan arus laut. Keadaan seperti ini umum

dijumpai pada kawasan-kawasan teluk di Pulau Lombok (Teluk Lembar,
Teluk Sepi, Teluk Ekas) dan Pulau Sumbawa (Teluk Saleh, Teluk Sanggar,

Teluk Bima, Teluk Waworada, Teluk Cempi) (DKP NTB, 2022).
Ekosistem mangrove memiliki peran ekologis/ biologis, ekonomi,

pariwisata dan fisik, diantaranya penyangga antara laut dan daratan,
penyerap oksigen dari udara di permukaan air secara langsung, penyerap
energi gelombang dan menghambat intrusi air laut ke daratan,
menghasilkan habitat untuk perlindungan bagi hewan-hewan muda dan
permukaannya, sebagai substrat perlekatan dan pertumbuhan dari banyak
organisme epifit, pemasok hara dan makanan bagi plankton, fishing
ground (daerah penangkapan ikan) yang produktif, seperti penghasil
nener, ikan, udang dan biota lainnya, menghasilkan berbagai produk yaitu
kayu, bahan pewarna, makanan, madu, obat-obatan, kosmetika dan lain-
lain, objek dan daya tarik wisata alam, pendidikan dan ilmu pengetahuan,
menjebak dan menahan sedimen, meredam badai pantai dan energi
gelombang, kontrol terhadap erosi, menetralisasi limbah cair sehingga
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melindungi laut dari pencemaran, menjaga kestabilan produktivitas dan
ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir, daerah asuhan (nursery
ground) dan pemijahan (spawning ground) beberapa jenis biota perairan
seperti udang, ikan dan kerang
kerangan serta sebagai sanctuary
kehidupan liar (DKP NTB, 2022).

Ekosistem mangrove memiliki keterkaitan erat terhadap perubahan
iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat
meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim dan
meminimalisir dampak bencana alam, seperti tsunami, badai dan
gelombang (fungsi adaptasi).

Beberapa alasan pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove
terhadap perubahan iklim antara lain :
a. Mangrove berperan dalam hal ketahanan mitigasi dan adaptasi

nasional terhadap perubahan iklim karena mangrove menyimpan

karbon 800-1200 ton setara karbon/ha atau 4-5 kali dari hutan
daratan.

b. Konservasi mangrove dapat mengurangi 10 hingga 31 persen dari
estimasi emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. Dimana
mangrove menyimpan karbon 800-1200 ton setara karbon/ha atau 4-
5 kali dari hutan daratan, sementara 80 persen karbon tersimpan di
dalam tanah.

c. Mangrove menjadi pelindung daratan dari naiknya permukaan air laut,
angin kencang, ombak besar akibat perubahan iklim. Namun di sisi
lain, konversi mangrove menjadi tambak baru akan menyebabkan
karbon yang tersimpan di dalam tanah juga terekspose ke udara,
sehingga menghasilkan emisi yang tinggi.

Terdapat 19 jenis mangrove di wilayah pesisir NTB, terbagi menjadi
17 jenis kelompok mangrove sejati dan 2 jenis kelompok mangrove ikutan.
Jenis mangrove yang dominan terdiri dari tiga jenis yaitu bakau hitam
(Rhizophora mucronta), bakau merah (Rhizophora apiculata), dan
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pidada/perepat (Sonneratia alba). Terdapat 4 jenis mangrove Bagurik,
Prek Mayung, Galuneng, dan Blubu (bahasa Sumbawa). Berkaitan dengan
status konservasi dalam “Daftar Merah IUCN (the IUCN Red List)”,
terdapat 1 (satu) jenis mangrove di Provinsi NTB yang masuk kategori
vulnarebale species (jenis rentan), 10 jenis masuk kategori threatened
species (jenis terancam), dan 8 (delapan) jenis masuk kategori least
concern species (jenis sedikit/kurang perhatian), sedangkan 4 (empat)
jenis mangrove yang lain belum diketahui kategorinya dalam the IUCN
Red List. Dengan demikian, 100% jenis mangrove di Provinsi NTB
merupakan jenis yang dilindungi oleh masyarakat dan dunia.

Panjang ekosistem hutan mangrove dan luas tutupan mangrove
tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota di NTB disajikan pada gambar 2.5.
dan gambar 2.6. Berdasarkan gambar tersebut WP3K Kabupaten
Sumbawa memiliki ekosistem hutan mangrove terpanjang sebesar 53,04%

dan tutupan mangrove terluas sebesar 51,10%. Ini berarti lebih dari
separuh ekosistem mangrove Provinsi NTB hidup di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa. Gambaran sebaran ekosistem
mangrove di Pulau Lombok dan Sumbawa dapat dilihat pada peta pada
gambar 2.7. dan 2.8.

Gambar 2.5. Panjang Hutan Mangrove di WP3K Kabupaten/Kota
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Gambar 2.6. Grafik Luas Tutupan Mangrove di Kabupaten/Kota

Data terbaru berdasarkan hasil klarifikasi Kemenkumham,
Kementerian ATR/BPN pasca Forum Penataan Ruang, data total luasan
ekosistem mangrove NTB terbaru (2022) adalah ±5.338,94 ha, artinya
telah terjadi pengurangan luasan sebesar 55,81% dari luasan sebesar
12.080,60 ha di tahun 2015.

Gambar 2.7. Peta Sebaran Ekosistem Mangrove Pulau Lombok
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Gambar 2.8. Peta Sebaran Ekosistem Mangrove Pulau Sumbawa

Kondisi ekosistem hutan mangrove NTB di beberapa kawasan di
tahun 2015 masih berada pada status “baik” dengan tingkat kepadatan
dan tutupan berstatus “sangat padat” (kepadatan rerata: 4.551-4.552
individu/ha) dengan tingkat tutupan yang mencapai rerata 59,08%
mengindikasikan status “sedang”, namun pada Kawasan Teluk Sanggar

dan sekitarnya kondisinya sangat mengkhawatirkan sehingga perlu
mendapat perhatian lebih banyak dari pemerintah. Data kondisi,

kerapatan dan tutupan ekosistem mangrove tahun 2015 pada beberapa
kawasan dapat dilihat pada Tabel 10b Lampiran I (DKP NTB, 2022).

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Wildlife
Conservation Society (WCS) NTB pada beberapa kawasan hutan mangrove
menunjukkan bahwa tahun 2019 tutupan di KKD Pulau Medang mencapai
87,48% (sangat padat), tahun 2020 tutupan di TWP Gili Sulat dan Gili
Lawang mencapai 81,21% (sangat padat), tahun 2022 tutupan di KKD
Pulau Panjang dan Pulau Saringgit mencapai 87% (sangat padat), TWP
Gili Balu mencapai 70% (sedang) dan Kabete mencapai 75% (sangat
padat).
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2.1.5. Padang Lamun

Provinsi NTB memiliki nilai penting bagi Indonesia dalam
mempertahankan jenis-jenis lamun berkaitan dengan fungsi ekologis dan
ekonomi. Semakin luas dan semakin padat padang lamun maka
produktivitasnya akan bertambah tinggi sehingga akan menjadi pemasok
nutrient bagi berbagai jenis sumber daya ikan yang hidup berasosiasi
dengan padang lamun.

Luas padang lamun di NTB adalah 9.379 ha dengan hamparan
padang lamun terluas ditemukan di Kabupaten Sumbawa seluas 4.477,0
ha (47,73%), disusul oleh Kabupaten Bima seluas 1.617,5 ha (17,25%),
Kabupaten Sumbawa Barat seluas 846 ha (9,02%), Kabupaten Lombok
Timur seluas 784,3 ha, Kabupaten Lombok Barat seluas 636 ha,
Kabupaten Lombok Tengah seluas 615,6 ha, Kabupaten Lombok Utara
seluas 277,3 ha dan Kabupaten Dompu seluas 125,3 ha (DKP NTB, 2022).

Data tersebut memberikan informasi dan indikasi bahwa secara umum
kondisi perairan Pulau Sumbawa lebih sesuai untuk kehidupan lamun

dibanding kondisi perairan Pulau Lombok. Grafik luasan padang lamun
tahun 2019 berdasarkan Kabupaten/Kota NTB disajikan pada gambar 2.9.

Gambar 2.9. Luas Padang Lamun Menurut Kabupaten/Kota
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Sebaran ekosistem lamun NTB di Pulau Lombok dan Sumbawa
ditunjukkan pada gambar 2.10. dan 2.11.

Gambar 2.10. Peta Sebaran Ekosistem Padang Lamun di Pulau Lombok

Gambar 2.11. Peta Sebaran Ekosistem Padang Lamun di Pulau Sumbawa

Ekosistem lamun pada 15 kawasan pengembangan kelautan dan

perikanan sangat bervariasi sebaran (luas) dan penutupannya. Secara
keseluruhan pada tahun 2019, luasnya mencapai 5.563,11 ha, atau
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59,31% dibanding luas total padang lamun di Provinsi NTB. Padang lamun
di Kecamatan Alas merupakan yang paling luas yaitu 1.013,2 ha (10,80%),
selanjutnya adalah Kecamatan Langgudu seluas 835,6 ha (8,91%),
Kecamatan Buer 690 ha (7,36%), dan Kecamatan Lape 663,3 ha (7,07%).
Wilayah kecamatan di Pulau Lombok yang cukup luas hamparan padang
lamunnya adalah Kecamatan Sekotong Tengah yaitu 625,4 ha (6,67%)
dan Kecamatan Jerowaru seluas 571,5 ha (6,09%). Kawasan Teluk Saleh
memiliki luas padang lamun 1.680 ha (30,20%), Kawasan Lembar-
Sekotong dan sekitarnya 625,40 ha (11,24%) dan Kawasan Kuta-Awang
dan sekitarnya seluas 615,60 ha (11,07 ha%), Kawasan Teluk Bima dan
sekitarnya 2,00 ha (0,04%), Kawasan Senggigi dan sekitarnya 10.60 ha
(0,19%), dan Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya 34.10 ha (0,61%).
Ekosistem lamun di perairan Sumbawa tersebar di Kabupaten Sumbawa
seluas 4.477,0 ha (47,73%), Kabupaten Bima seluas 1.617,5 ha (17,25%)

dan Kabupaten Sumbawa Barat seluas 846,0 ha (9,02%). Padang lamun
di Kecamatan Alas 1.013,2 ha (10,80%), Kecamatan Langgudu 835,6 ha

(8,91%), Kecamatan Buer 690,0 ha (7,36%), dan Kecamatan Lape 663,3
ha (7,07%). Wilayah kecamatan di Pulau Lombok yang cukup luas
hamparan padang lamunnya adalah Kecamatan Sekotong Tengah yaitu
625,4 ha (6,67%) dan Kecamatan Jerowaru seluas 571,5 ha (6,09%)
(DKP NTB, 2022).

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Wildlife
Conservation Society (WCS) NTB pada beberapa kawasan menunjukkan
bahwa tahun 2019 tutupan lamun di KKD Pulau Medang mencapai
48,59% (kurang kaya), tahun 2020 tutupan di TWP Gili Sulat dan Gili
Lawang mencapai 80% (kaya), tahun 2022 tutupan di KKD Pulau Panjang
dan Pulau Saringgit mencapai 52% (kurang kaya), TWP Gili Balu mencapai
47,79% (kurang kaya) dan Kabete mencapai 59,42% (kurang kaya).

Jenis lamun yang terdapat di Provinsi NTB antara lain Zostera sp,
Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule pinifolia, Halodule
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uninervis, Syringodium isoetifolium, Thalassodendron ciliatum, Enhalus
acoroides, dan Thalassia hemprichii. Dengan luasan padang lamun di
Provinsi NTB yang terdiri dari sebelas jenis, terdapat cadangan
penyimpanan karbon sebesar 0,94 ton per ha. Dengan kemampuan
menyerap karbon pada setiap hektare padang lamun, mencapai 6,59 ton
per tahun, maka padang lamun yang ada di provinsi NTB mampu
menyerap karbon sejumlah 61.807,61 ton. Sementara, potensi cadangan
karbon biomassa lamun Provinsi NTB mencapai 8.816,26 ton (DKP NTB,
2022).

Padang lamun yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon,
masih didominasi oleh dua jenis lamun, yakni Enhalus acoroides dan Thalassia
hemprichii. Kedua jenis lamun tersebut menjadi tumpuan karena memiliki
nilai cadangan karbon yang besar. Cadangan karbon pada lamun itu
tersimpan pada substrat yang ada di bawah permukaan pasir laut dan

menyatu dengan akar lamun. Cadangan tersebut, mampu bertahan dalam
kurun waktu lama jika kawasan pesisir tidak mengalami kerusakan karena

berbagai hal.

2.1.6. Tutupan Terumbu Karang
Ekosistem terumbu karang merupakan habitat di kawasan pesisir

dan pulau-pulau kecil yang sangat kaya dengan keberadaan plasma

nutfah dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies, bahkan diperkirakan lebih
dari satu juta spesies mendiami ekosistem terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang merupakan sumber persediaan
makanan dan bahan obat-obatan bagi manusia di masa kini maupun di
masa mendatang. Selain itu keindahan menjadi daya tarik yang bisa
menjadi sumber devisa bagi negara melalui kegiatan pariwisata.

Ekosistem terumbu karang mempunyai fungsi ekologi penting bagi
ikan dan berbagai biota laut, yaitu sebagai daerah perlindungan (nursery
ground), daerah pencarian makanan (feeding ground), dan tempat
pemijahan (spawning ground). Keberadaan terumbu karang juga berperan
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dalam mencegah abrasi pantai karena mampu memecah ombak sehingga
kekuatan ombak yang mencapai bibir pantai menjadi berkurang.

Ekosistem terumbu karang dapat mereduksi gas karbon dioksida di
udara melalui mekanisme fotosintesis. Gas karbon dioksida yang terlarut
dalam air laut merupakan sumber karbon utama dalam reaksi fotosintesis.
Kemampuan terumbu karang menyerap karbon dioksida sangat penting
dalam mencegah pemanasan global. Jadi, ekosistem terumbu karang tidak
hanya penting bagi kelestarian kehidupan biota laut, tetapi juga bagi
kehidupan di daratan.

Terumbu karang Indonesia tercatat seluas 60.000 km², sebagian
besar berada di Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, Sunda Kecil
(Bali, Nusa Tenggara), dan Papua. Di Indonesia barat, ekosistem terumbu
karang hidup di perairan Pulau Jawa, Lampung, Kepulauan Bangka
Belitung, Kepulauan Riau dan pantai Barat Sumatera. Provinsi NTB

merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem terumbu karang
yang cukup luas. Menurut data tahun 2019, pada perairan WP3K Provinsi

NTB terdapat ekosistem terumbu karang seluas 19.399,14 ha. Kabupaten
Sumbawa memiliki luas terumbu karang terbesar yaitu 13.460, 04 ha
dengan sebaran paling banyak berada di Kawasan Teluk Saleh yang
mencapai 5.319,50 ha (27,42%) dari keseluruhan luas ekosistem terumbu
karang di perairan Provinsi NTB, sedangkan sebaran ekosistem terumbu
karang yang paling sedikit berada di kawasan Kota Bima (48,00 ha) serta
Kawasan Kota Mataram dan sekitarnya (DKP NTB, 2022). Grafik luas
terumbu karang berdasarkan Kabupaten/Kota ditunjukkan pada gambar
2.12., sementara peta sebaran terumbu karang NTB di Pulau Lombok dan
Sumbawa ditunjukkan pada gambar 2.13. dan 2.14.
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Gambar 2.12. Grafik Luas Tutupan Terumbu Karang

Gambar 2.13. Peta Sebaran Terumbu Karang di Pulau Lombok
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Gambar 2.14. Peta Sebaran Terumbu Karang di Pulau Sumbawa

Sebaran dan status ekosistem terumbu karang pada tahun 2019 di
beberapa kawasan konservasi perairan menunjukkan persentase tutupan
4,20% hingga 89,20% (status buruk hingga sangat baik). Data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12a. Lampiran 1.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Wildlife
Conservation Society (WCS) NTB pada beberapa kawasan menunjukkan
bahwa tahun 2020 tutupan terumbu karang di KKD Pulau Kelapa
mencapai 39,47% (sedang), KKD Pulau Sangiang 23,69% (buruk), TWP
Gili Balu 43,83% (sedang), TWP Gili Sulat dan Gili Lawang 25,31%
(buruk), TWP Pulau Keramat, Bedil dan Temudong 39,40% (sedang),
tahun 2021 tutupan terumbu karang di TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali
mencapai 60,47% (baik) serta TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit 32,88%
(sedang) .
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2.1.7. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan
Perubahan lahan terus berlangsung seiring meningkatnya jumlah

dan aktivitas penduduk dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan
budaya yang berdampak positif dan negatif akibat pertumbuhan sosial
ekonomi masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan
lahan adalah peningkatan jumlah penduduk disertai dengan motif ekonomi
untuk pemenuhan kebutuhan hidup hingga upaya meningkatkan
perekonomian yang menuntut ketersediaan lahan bagi penggunaan lahan
lain, seperti permukiman, pertanian, industri, infrastrukur dan jasa.

2.1.7.1. Alih Fungsi Lahan Pertanian
Data jenis pemanfaatan lahan tahun 2022 menunjukkan bahwa

luas lahan pertanian sawah adalah 253.355 ha. Jika dibandingkan dengan
luas eksisting tahun 2021 seluas 296.120,13 ha, artinya terdapat
pengurangan lahan sawah seluas 42.765,13 ha selama 1 tahun terakhir.
Data ini sejalan dengan data luas panen padi NTB 2 tahun terakhir (2021
dan 2022) dimana terjadi penurunan luas panen padi dari luasan tahun
2021 sebesar 276.211,88 ha menjadi 269.827,26 ha. Grafik luas panen
padi 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) berdasarkan kabupaten/kota

ditunjukkan oleh gambar 2.15.

Gambar 2.15. Grafik Luas Panen Padi
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Alih fungsi lahan pertanian di Provinsi NTB disebabkan oleh
berbagai faktor. Faktor yang paling utama yaitu pertumbuhan penduduk
yang terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan
kebutuhan akan lahan terbangun. Permintaan akan lahan meningkat
sementara ketersediaan lahan tidak berubah. Kondisi sumberdaya lahan
yang terbatas sementara pertumbuhan penduduk yang tinggi ini
menyebabkan nilai lahan tumbuh setiap tahunnya. Nilai lahan untuk
perumahan dan penggunaan lain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai lahan untuk pertanian khususnya sawah. Karena secara manfaat
langsung yang diterima, nilai lahan pertanian lebih kecil maka konversi
lahan akan lebih mudah terjadi. Peningkatan kebutuhan penduduk
mendorong peningkatan aktivitas penduduk dalam menjalankan
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mendorong peningkatan
pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendukung baik oleh

Pemerintah, swasta dan masyarakat pada berbagai sektor.
Alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi pada satu tahun

terakhir meskipun tidak berdampak pada penurunan produksi padi karena
terjadinya peningkatan produktivitas padi dari 51,39% menjadi 53,99%
namun dalam jangka panjang jika hal ini terjadi terus maka dapat
menyebabkan berbagai masalah, baik terkait produksi padi dan hasil
pertanian lainnya hingga hilangnya lahan sebagai sumber mata
pencaharian petani.

Hilangnya mata pencaharian petani karena semakin menyempitnya
lahan pertanian sawah mendorong petani menemukan alternatif
komoditas pertanian lainnya yang dapat dijadikan mata pencaharian dan
aktivitas pertanian ke lahan bukan sawah. Perambahan lahan hutan di
lahan miring merupakan fenomena yang sering terjadi beberapa tahun
terakhir dan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit sebagaimana
yang terjadi di sebagian besar wilayah di Pulau Sumbawa. Jagung adalah
komoditas yang dipilih sebagai produk pertanian yang dibudidayakan di
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lahan miring tersebut. Fenomena ini didukung oleh data luas panen
jagung di kabupaten/kota NTB yang terus meningkat selama tiga tahun
terakhir (2020-2022), sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.16.

Gambar 2.16. Grafik Luas Panen Jagung Berdasarkan Kabupaten/Kota

Selain dampak-dampak di atas, alih fungsi lahan pertanian sawah
juga menyebabkan tidak optimalnya investasi Pemerintah di Bidang
Pengairan dan berkaitan dengan keanekaragaman hayati, alih fungsi lahan
pertanian menyebabkan berkurangnya habitat beberapa flora dan fauna.

NTB merupakan salah satu dari 8 provinsi lumbung pangan
Indonesia yang menghasilkan padi/beras dari hasil pertanian sawah
sebagai bahan makanan utama pokok. Merespon fenomena dan dampak
yang terjadi, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan
penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan
pemerintah menjaga lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan
nasional. Proses penetapan LSD dimulai dari proses verifikasi Lahan Baku

Sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi,
data cetak sawah dan data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan

kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Berikut data Lahan Baku
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Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel 2.1. Luas Lahan Baku Sawah dan Lahan Sawah Dilindungi
No. Kabupaten/ Kota LBS (ha) LSD (ha)

1. Lombok Barat 15.004,4 14.637,62

2. Lombok Tengah 50.281,81 49.327,55

3. Lombok Timur 39.388,98 39.398,55

4. Sumbawa 54.918,06 54.334,45

5. Dompu 16.843,85 19.059,71

6. Bima 41.098,59 39.529,15

7. Kota Mataram 1.564,27 1.414,39

8. Kota Bima 1.620,89 1.628,71

9. Sumbawa Barat 8704,17 9.102,17

10. Lombok Utara 5117,37 5.129,18

Total 234.542,39 233.561,48

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, 2022

Lahan Baku Sawah di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:
686/SK.PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah

Nasional Tahun 2019. Hingga saat ini upaya penetapan LSD masih dalam
dalam tahap penyesuaian dan klarifikasi serta terus berproses di tingkat
kabupaten/kota karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi
eksisting saat ini.

2.1.7.2. Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan

Alih fungsi lahan pertanian di lahan datar baik sawah maupun
perkebunan menjadi perumahan dan penggunaan lain serta terbatasnya
lahan yang ada, mendorong adanya upaya menciptakan lahan pertanian
baru sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Alih fungsi kawasan
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hutan menjadi lahan pertanian adalah pilihan pintas yang dilakukan
masyarakat.

Berdasarkan data dua tahun terakhir yang berhasil dihimpun Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, telah terjadi perambahan
hutan pada lokasi-lokasi yang berada di wilayah kerja kehutanan NTB
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.17. Terjadi pengurangan luasan
perambahan hutan di tahun 2022 karena luasan hutan yang terus menipis
akibat perambahan hutan besar-besaran yang telah terjadi beberapa
tahun sebelumnya dan adanya upaya pengamanan hutan. Perambahan
hutan ini adalah bagian dari upaya masyarakat melakukan alih fungsi
hutan menjadi lahan budidaya pertanian khususnya jagung. Hal ini
didukung oleh data luas panen jagung yang terus meningkat sebagaimana
ditunjukkan pada gambar 2.16.

Gambar 2.17. Grafik Luas Wilayah Perambahan Hutan NTB

Grafik 2.17. menunjukkan bahwa di Tahun 2021 terjadi perambahan
hutan seluas 7.851,31 ha di kawasan hutan NTB antara lain di wilayah
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat
hingga ke Dompu sementara di Tahun 2022 terjadi perambahan hutan
seluas 19 ha di wilayah Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima.
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Mengingat proses perambahan hutan di NTB selalu disertai dengan
pembakaran lahan, diduga sebagian besar kasus kebakaran kawasan
hutan dan lahan yang terjadi di NTB disebabkan oleh aktivitas masyarakat
yang melakukan alih fungsi lahan hutan sebagai lahan penanaman
tanaman semusim saat akan memasuki musim tanam.

Data luas kebakaran hutan yang ditangani dua tahun terakhir di
wilayah kawasan hutan NTB ditunjukkan oleh tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Luas Kebakaran Hutan NTB

No. Wilayah Kerja Kehutanan Luas Kebakaran, ha
2021 2022

1. BKPH Tahura Nuraksa - -

2. BKPH Rinjani Barat - -

3. BKPH Rinjani Timur 572,54 48,15

4. BKPH Pelangan Tastura 2,00 0,50

5. BKPH Sejorong Mataiyang - -

6. Brang Beh - -

7. BKPH Brang Rea Puncak Ngengas 54,85 -

8. BKPH Ropang 3,00 -

9. BKPH Orong Telu - 11,00

10. BKPH Batu Lanteh 21,50 5,50

11. BKPH Ampang Plampang 1,00 129,07

12. BKPH Ampang Riwo 0,80

13. BKPH Toffo Pajo Soromandi 3,00 -

14. BKPH Madapangga Rompu Waworada 3,79 -

15. BKPH Tambora 4,50 -

16. BKPH Maria Donggomasa 3,00 1,00
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No. Wilayah Kerja Kehutanan Luas Kebakaran, ha
2021 2022

17. TN Gunung Rinjani 89,80 18,24

18. TN Tambora 2.829,51 1.666,58

19. BKSDA NTB 7,00 -

20. Diluar Kawasan (lahan) - 200,00

Jumlah 3.595,49 2.080,84
Sumber: DLHK NTB, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang dua tahun terakhir
kebakaran hutan dan lahan terjadi di hampir seluruh wilayah NTB namun

terjadi pengurangan luasan kebakaran di tahun 2022.
Selain sebagai lahan pertanian, alih fungsi lahan hutan juga

diperuntukkan untuk pertambangan. Data eksisting tahun 2018-2019
menunjukkan bahwa terdapat lahan pertambangan di NTB seluas
2.488,12 ha, namun jika merujuk pada luasan izin yang dikeluarkan
hingga Tahun 2022, terdapat 150.627,17 ha luasan izin usaha
pertambangan terdiri dari 135.178,29 ha Izin Usaha Pertambangan
Mineral Logam dan non logam serta 655,67 ha Izin Usaha Pertambangan
Batuan. Artinya, beberapa tahun ke depan proses eksploitasi sumber daya
tambang akan terus berlangsung dan tentunya akan memberikan dampak
bagi lingkungan sekitarnya jika tidak dikendalikan pelaksanaannya.

Terjadinya alih fungsi lahan besar-besaran pada kawasan hutan
tentunya berdampak pada lingkungan sekitarnya. Lahan yang dahulu
berfungsi sebagai daerah resapan air kini kehilangan fungsinya. Di musim
hujan seringkali terjadi banjir dan tanah longsor sementara di musim
kemarau mengalami kekeringan.
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Gambar 2.18. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Alam di NTB Tahun 2022

Grafik jumlah kejadian bencana alam NTB Tahun 2022 pada
gambar 2.18. menunjukkan bahwa banjir, banjir bandang dan tanah
longsor termasuk bencana alam yang paling sering terjadi. Sepanjang
tahun 2022, seluruhnya tercatat 30 kejadian banjir, 14 kejadian banjir
bandang dan 10 kejadian tanah longsor. Kejadian ini merupakan indikasi
ketidakseimbangan alam akibat adanya kerusakan lahan. Terlihat bencana
ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di NTB. Hal ini selaras dengan
banyaknya lahan yang dahulunya hutan dan hamparan perdu semak
belukar yang mana berfungsi sebagai daerah resapan air, kini beralih
fungsi menjadi lahan pertanian tanaman semusim dan lahan terbangun.
Apalagi lahan hutan di wilayah NTB hampir semuanya berada di
pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam.

Meluasnya lahan pertanian tanaman semusim di lahan miring tanpa
menerapkan teknik yang tepat sebagai upaya konservasi tanah dan air,
meningkatkan erosi di musim penghujan yang menjadi penyebab

terjadinya pendangkalan di daerah aliran sungai yang lambat laun tidak
mampu lagi menampung volume air di musim penghujan dan

menyebabkan banjir. Erosi yang terjadi terus menerus menurunkan
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tingkat kesuburan tanah bahkan hingga mengikis habis lapisan tanah pada
lahan, maka yang terjadi ke depannya lahan tidak dapat dimanfaatkan lagi.
Bertani di lahan miring tanpa teknik bertanam yang tepat artinya
menciptakan lahan kritis baru.

Hasil evaluasi kerusakan tanah di lahan kering yang pernah
dilakukan pada kawasan Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2017
menunjukkan bahwa ketebalan solum, redoks, dan jumlah mikroba
melebihi batas ambang kritis. Hasil pengamatan menunjukkan ketebalan
solum sebesar >100 cm sedangkan batas ambang kritis hanya <20 cm.
Data evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 Lampiran.

Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor: SK.306/ MENLHK/ PDASHL/
DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis
NTB yaitu 65.799 ha (3,26%) dari luas wilayah, sementara lahan kritis
baik di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan data BPDAS-HL

Dodokan Moyosari Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19. Grafik Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar
Kawasan Hutan

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat luas lahan kritis eksisting di
dalam kawasan hutan sebesar 110.928 ha (6%) dan di luar kawasan
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hutan sebesar 213.715 ha (11%) sementara data lahan sangat kritis di
dalam dan di luar kawasan hutan secara berturut-turut sebesar 81.366 ha
(4%) dan 84.106 ha (4%). Luasan ini meningkat dari data sebelumnya
dimana jumlah lahan kritis dan sangat kritisnya baik di dalam maupun di
luar kawasan hutan adalah 177.607 ha saat ini menjadi 490.115 ha.

Selain bencana alam banjir dan longsor serta meluasnya lahan kritis,
alih fungsi lahan di kawasan hutan juga menyebabkan hilangnya ratusan
mata air yang ada di NTB, terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang
berada di Pulau Sumbawa. Fenomena yang terjadi, masyarakat
mengindahkan larangan melakukan perambahan hutan di sekitar mata air
yang seharusnya menjadi catchment area mata air. Akibatnya, saat ini di
musim kemarau masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena
beberapa mata air sebagai sumber air bersih telah berkurang debitnya
bahkan hilang sama sekali.

Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Merusak lahan hutan
berarti membunuh flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Berdasarkan

data flora dan fauna NTB dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi
NTB (Tabel 4 Lampiran 1) tercatat flora dan fauna yang terancam punah
di antaranya 22 spesies mamalia, 174 spesies burung/aves, 18 spesies
reptil, 13 spesies amphibi, 83 spesies serangga dan sekitar 800 spesies
flora.

Merespon dampak akibat kerusakan lahan hutan yang seringkali
terjadi pada beberapa tahun ini dan sebagai mitigasi terjadinya bencana
alam di kemudian hari, pemerintah Provinsi NTB sejak Tahun 2018
mencanangkan Program NTB Hijau. NTB Hijau merupakan salah satu
program pembangunan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)
yang tertuang dalam Program Kerja Gubernur. Program tersebut
merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah NTB dalam
menyelamatkan lingkungan dan konservasi hutan yang dilakukan mulai
dari bagian hulu hingga hilir. Tidak hanya itu, Program NTB Hijau juga
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merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2012
tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

NTB Hijau menjadi Program unggulan Provinsi NTB diharapkan tak
hanya memberikan dampak positif kepada lingkungan saja. Melainkan
juga harus dapat memberikan banyak manfaat langsung kepada
masyarakat sebagai pelaku utama melalui Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam
mewujudkan NTB Hijau (Subuhadi, 2022) antara lain:
1. Penyiapan Regulasi Pengelolaan Hutan. Regulasi yang mengatur
pengelolaan hutan diatur dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun
2018. Regulasi tentang Pengelolaan Hutan juga diatur dalam Peraturan
Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis Dan
Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Peraturan
Gubernur NTB Nomor 74 tahun 2020 Tentang tata Cara Bagi hasil

Pemanfaatan Hutan, Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75/KUM
tahun 2020 dan Instruksi Gubernur 2021 Nomor 660/11/KUM/2021
tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi NTB

2. Penguatan Kelembagaan KPH. Penguatan kelembagaan KPH ditujukan
untuk percepatan realisasi NTB Hijau melalui pengembangan organisasi
KPH, penguatan sumber daya manusia KPH, dan dukungan anggaran
operasional KPH.

3. Penguatan Kelompok Tani Perhutanan Sosial. Penguatan kelompok
perhutanan sosial diharapkan mampu menghijaukan lahan yang sudah
mengalami alih fungsi lahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan kawasan hutan diharapkan mampu mengurangi lahan kritis
melalui skema penanaman agroforestry. Penguatan Kelompok
perhutanan sosial dilakukan sebagaimana Skema PS yang berkembang
di Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan Kementerian Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan, yaitu memperbanyak skema perhutanan sosial di
masyarakat. Perkembangan perhutanan sosial di NTB pada 2022
berjumlah 220 KTH atau Gapoktan yang terbagi HKm berjumlah 109
unit, HTR 12 unit dan Kemitraan Kehutanan 99 unit.

4. Meningkatkan Areal Rehabilitasi Lahan. Target penghijauan yang ingin
dicapai selama 2018 – 2023 adalah 152.858 ha. Peningkatan areal
rehabilitasi dilakukan melalui berbagai macam program, diantaranya
kerjasama 486 desa (melalui skema perhutanan sosial – upaya
pengelolaan hutan dengan sistem agroforestry), rehabilitasi APBD NTB
15.000 ha dan DAK 10.000 ha, reboisasi APBN 10.000 ha, rehabilitasi
yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin seluas 10.000 ha, dan
rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat, pemuda, dan pelajar.
Progress penghijauan sendiri pada 2019 menjangkau seluas 9.753,9 ha
yang melebihi target, yaitu 7.972 ha namun pada tahun 2020 dan 2021,

rehabilitasi lahan yang dilakukan tidak memenuhi target, pada tahun
2020 hanya berhasil mencapai 20.425 ha dari target 42.056 sedangkan

pada tahun 2021 realisasi mencapai 39.229,2 ha dari target 79.416 ha
dan di tahun 2022 realisasi mencapai 23.283,26 ha dari target 37.555
ha yang grafik rincian realisasi per kabupaten/kota terlihat pada gambar
2.20. Hal ini tentu saja menjadi tugas bagi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk menyelesaikan target rehabilitasi yang telah
direncanakan yaitu luas lahan sebesar 152 ribu hektar pada 2023 yang
harus terus dievaluasi melalui perlindungan kawasan hutan dari
perambahan, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan oleh masyarakat.

5. Pengembangan Tanaman Industri dan Tanaman Produktif.
Pengembangan tanaman industri dan tanaman produktif ditujukan
untuk mendukung kegiatan industrialisasi. Pengembangan tanaman
industri dan tanaman produktif dilakukan melalui penanaman dengan
pola agroforestry yang didukung juga dengan kegiatan civil teknis.
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Gambar 2.20. Grafik Luas Realisasi Penghijauan dan Reboisasi

6. Kerjasama Pemanfaatan Hutan. Salah satu kegiatan untuk mendukung
NTB Hijau adalah dengan melakukan kerjasama pemanfaatan hutan
yang juga dapat mempercepat proses rehabilitasi hutan dan lahan
untuk mendukung NTB Hijau.

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Selain melakukan kegiatan
teknis untuk mendukung NTB Hijau, kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan serta mencegah
terjadinya pembukaan lahan secara terus menerus adalah dengan
melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya melakukan patroli
rutin serta melakukan penjagaan peredaran hasil hutan di pos jaga atau
pondok jaga.

Terkait dengan kegiatan pertambangan, sejauh ini berbagai upaya
telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber daya Mineral untuk
mengendalikan dampak dan kerusakan lingkungan di areal tambang
melalui pendampingan dan pengawasan terhadap upaya pemantauan dan
pengelolaan lingkungan hidupnya. Perusahaan/masyarakat penambang
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wajib melaporkan progress kegiatannya, upaya pemantauan dan
pengelololaan lingkungannya serta wajib melakukan rehabilitasi dan
konservasi lahan pasca kegiatan.

Terkait dengan terancam punahnya beberapa fauna endemik akibat
rusaknya habitat mereka, pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan
masyarakat pecinta hewan baik atas nama perusahaan maupun
perorangan melakukan penangkaran terhadap hewan-hewan tersebut
agar jenis dan populasinya tetap lestari. Menurut data dari BKSDA NTB,
terdapat 54 penangkaran di NTB, terdiri dari penangkaran Rusa timor
(Cervus timorensis) sebanyak 33 lokasi, penangkaran Kijang (Muntiacus
muntjak) sebanyak 2 lokasi, penangkaran karang hias sebanyak 4 lokasi,
penangkaran Jalak Bali (Leocopsar rothschildi) sebanyak 6 lokasi,
penangkaran Murai Batu (Copsychus malabaricus) sebanyak 5 lokasi,
penangkaran Kenari (Serinus canaria) sebanyak 2 lokasi, penagkaran

Burung Cinta sebanyak 1 lokasi dan penangkaran Parkit Australia
sebanyak 1 lokasi (Tabel 5 Lampiran 1).

2.1.7.3. Degradasi Tutupan Mangrove
Ekosistem mangrove sangat penting karena mempengaruhi

ketahanan adaptasi nasional terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini
mencegah terjadinya subsiden, banjir, kebakaran hutan dan lahan dan

memperkuat ketahanan wilayah pantai dari abrasi dan kenaikan muka air
laut. Mangrove juga menyediakan berbagai macam jasa ekosistem,

termasuk siklus nutrisi, regulasi air, pembentukan tanah, produksi kayu,
tempat pemijahan ikan, ekowisata dan penyimpanan karbon.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan
serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, luasan
mangrove tahun 2015 sekitar 12.080,60 ha sementara di tahun 2018
sedikit meningkat menjadi 12.144,30 ha, namun di tahun 2019 terjadi
penurunan signifikan luas tutupan menjadi 6.008,91 ha. Berdasarkan data
dari Bappeda NTB (2022), luas tutupan mangrove yang ada saat ini
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sekitar 5.338,94 ha artinya dari luasan awal di tahun 2015 hingga tahun
2022 telah terjadi degradasi tutupan mangrove lebih dari separuh.

Gambar 2.21. Grafik Luas Tutupan Mangrove NTB

Berdasarkan hasil pengamatan, degradasi tutupan mangrove
di NTB sebagian besar disebabkan oleh aktivitas alih fungsi lahan
mangrove menjadi lahan penggunaan lainnya seperti tambak,

pembangunan infrastruktur jalan dan permukiman.
Mengalami situasi ini maka Provinsi NTB memiliki tanggung jawab

besar dalam merehabilitasi mangrove terutama di kawasan dengan kondisi
mangrove yang kritis. Upaya rehabilitasi, perlindungan dan pengelolaan
mangrove merupakan solusi berbasis alam (nature base solution) dalam
rangka melindungi, mengelola, keanekaragaman hayati, dan fungsi-fungsi
kehidupan lainnya yang hidup dalam ekosistem mangrove.

Merespon terjadinya penurunan luasan tutupan mangrove maka
untuk menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan luasannya, Provinsi
NTB menetapkan beberapa Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di
wilayahnya. Pada tahun 2017 ditetapkan KEE Koridor mangrove di Pantai
Sekotong dan Lembar Kabupaten Lombok Barat seluas 86,46 ha,
selanjutnya di tahun 2019 ditetapkan lagi seluas 91,8 ha di Pantai Soro
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Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Di tahun 2021 ditetapkan lagi KEE
koridor mangrove seluas 1.132,51 ha di Gili Sulat dan Gili Lawang
Kabupaten Lombok Timur, kemudian 604,19 di pantai Kecamatan Alas
Kabupaten Sumbawa. Hingga tahun 2022 total Kawasan Ekosistem
Esensial koridor Mangrove yang telah ditetapkan seluas 1.914,96 ha.
Pantai di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan di Kecamatan
Talonang di Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas yang belum
ditentukan juga rencanakan untuk diusulkan sebagai KEE koridor
mangrove.

Respon tidak hanya dilakukan Pemerintah Daerah saja, berbagai
Lembaga Swadaya Masyarakat serta Perusahaan baik BUMN maupun
swasta sebagai bentuk CSR nya juga turut ambil bagian dalam upaya
menyelamatkan dan melestarikan serta memperluas tutupan mangrove di
NTB.

2.1.7.4. Kerusakan Padang Lamun
Nilai penutupan lamun di perairan pada seluruh kawasan

pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi NTB berkisar antara
10,00% - 77,15%. Status penutupan lamun paling besar terdapat di

perairan Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya yaitu 74,3% dengan
status “Kaya/Sehat”, sedangkan penutupan lamun yang berstatus “Miskin”

yaitu di Kawasan Senggigi dan sekitarnya dengan tutupan mulai 18,70% -
28,80% sedangkan 13 kawasan lainnya, penutupan lamun berstatus

“Kurang Kaya/Kurang Sehat”. Berdasarkan fakta tersebut dapat
disimpulkan bahwa penutupan lamun di perairan Provinsi NTB berstatus
“Kurang Kaya/Kurang Sehat”. Dikarenakan lamun dan padang lamun
memiliki peran, fungsi, dan manfaat yang sangat banyak dan besar bagi
sumberdaya hayati maupun keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil maka perlu ditangani lebih serius dan seksama dalam bentuk
kawasan konservasi.
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Gambar 2.22. Grafik Persentase Area Kerusakan Padang Lamun

Menurut data tahun 2019 yang tergambar pada grafik di atas,
terlihat bahwa Sumbawa merupakan Kabupaten dengan persentase area

kerusakan padang lamun terbesar disusul Kabupaten Bima dan Kabupaten
Sumbawa Barat. Data kerusakan tersebut selaras dengan data degradasi

mangrove dan data kebakaran hutan yang terjadi. Salah satu penyebab
rusaknya padang lamun yaitu sedimentasi. Ketika lahan hutan telah rusak

dan menyebabkan erosi di musim penghujan maka akan menyebabkan
sedimentasi di laut. Kondisi menjadi lebih parah saat lahan hutan dan
tutupan mangrove sama-sama mengalami kerusakan.

Melihat keterkaitan hubungan antara kondisi lahan yang satu
dengan lainnya, maka untuk memperbaiki kondisi di hilir harus dimulai
dengan memperbaiki kondisi di hulu. Melalui Program NTB Hijau di
harapkan kondisi perairan beserta segala keanekaragaman hayati di
dalamnya menjadi lebih baik ke depannya.

2.1.7.5. Kerusakan Tutupan Terumbu Karang
Di samping peranannya yang penting, ekosistem terumbu

karang Indonesia dipercaya sedang mengalami tekanan berat dari
kegiatan penangkapan ikan dengan mempergunakan racun dan bahan
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peledak. Selain itu penangkapan berlebihan sedimentasi dan pencemaran
juga merupakan ancaman yang tak kalah beratnya. Belakangan ini
diperkirakan hampir 25 persen dari kehidupan di ekosistem terumbu
karang telah mati, antara lain akibat dari peningkatan suhu mencapai
sebesar 40°C.

Kondisi terumbu karang di Provinsi NTB mengalami kerusakan yang
sangat serius, hal ini antara lain disebabkan oleh limbah, tekanan
antropogenik (perlintasan kapal, aktivitas nelayan dan pariwisata,
destructive fishing, coral bleaching karena signifikansi perubahan suhu air
laut serta sedimentasi dan kondisi perairan yang buruk. Rusaknya
terumbu karang memutus kelangsungan ekosistem laut dan kehidupan
sumber daya hayati di dalamnya. Terumbu karang merupakan tempat
bertelurnya berbagai jenis ikan strategis maka dikhawatirkan kerusakan
terumbu karang menghambat berkembangnya populasi ikan dan satwa

perairan umumnya.
Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di daerah pesisir

yang semakin meluas, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap
ekosistem terumbu karang. Permasalahan utama yang menjadi tekanan
ekosistem terumbu karang di Provinsi NTB antara lain :
a. Kurangnya kesadaran akan nilai penting sumber daya ekosistem

terumbu karang baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.
b. Lemahnya kebijakan pengelolaan sumber daya ekosistem terumbu

karang.
c. Penegakan hukum terhadap perusak terumbu karang masih lemah,

walaupun tersedia peraturan perundang-undangan yang menyangkut
pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang.

d. Pembangunan industri yang tidak terkendali di kawasan pesisir yang
memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup ekosistem
terumbu karang.
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e. Kemiskinan masyarakat hidup di kawasan pesisir menyebabkan tidak
ada pilihan lain selain terus-menerus memanfaatkan sumber daya
yang ada.

f. Kurangnya keinginan politis untuk menanggulangi masalah.
Berbagai upaya, baik rencana jangka pendek maupun jangka

panjang, harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan ekosistem
terumbu karang. Pemerintah Indonesia antara lain melalui program
COREMAP telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya
penyelamatan ekosistem terumbu karang termasuk di Provinsi NTB. Patroli
terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut juga rutin dilakukan di
beberapa kawasan perairan laut di NTB untuk mencegah terjadinya
destructive fishing dan pencurian terumbu karang di masa yang akan
datang. Mensukseskan Program NTB Hijau dan Program NTB Zero Waste
merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk menghentikan

terjadinya sedimentasi dan pencemaran limbah di laut yang mengancam
kerusakan terumbu kerang ke depannya.

2.2. Kualitas Air
Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks, agar tetap

dapat dimanfaatkan air harus dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat
air yang mudah berubah baik dari karakteristik fisik, kimiawi, dan

biologisnya. Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur
dan atau diuji melalui pemantauan kualitas air.

Kualitas air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kesesuaian ruang perairan khususnya bagi kegiatan yang mempunyai
ketergantungan terhadap beberapa parameter kualitas air. Kualitas air
dapat ditinjau melalui sifat fisik, kimia dan biologis air atau kesatuan dari
sifat-sifat tersebut.

Kualitas air pada suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor di
antaranya yaitu iklim, geologi, vegetasi, kedalaman dari permukaan air
dan aktivitas manusia. Iklim tersebut menyangkut curah hujan,
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temperatur, penguapan dan tekanan udara. Curah hujan di NTB menurut
Kabupaten/Kota digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 2.23. Grafik Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tahun 2022

Grafik menunjukkan bahwa puncak curah hujan rata-rata bulanan
NTB 2022 terjadi di bulan November. Curah hujan rata-rata bulanan
tertinggi secara berurutan juga terjadi di bulan Februari, Desember dan
Januari, sementara curah hujan rata-rata bulanan terendah terjadi di
bulan Juli. Tren curah hujan di tahun 2022 hampir sama dengan tahun
sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Tengah di
bulan November yaitu 392 mm, sementara curah hujan terendah terjadi di
Kota Bima di bulan Agustus yaitu 3 mm. Sepanjang tahun 2022 tidak
ditemukan bulan tanpa hujan.

Menurut data kualitas air hujan di bulan Februari tahun 2022 di
Kota Mataram diketahui bahwa pH menunjukkan angka 7,06, Sulfat (SO4)
<1,00 mg/L, Nitrat (NO3) 0,261 mg/L, Cromium <0,040 mg/L, Amonium
(NH4) <1,0 mg/L, Kalsium (Ca) 1,6 mg/L dan Magnesium (Mg) 38,40 mg/L.
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2.2.1. Analisis DPSIR Penurunan Kualitas Air Tanah /Sumur
Sumber air minum dan air bersih penduduk di Provinsi NTB yang

paling banyak digunakan adalah air sumur (sumur terlindungi, sumur tak
terlindungi dan sumur bor/ pompa), disusul air kemasan dan mata air,
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar grafik di bawah ini.

Gambar 2.24. Grafik Jumlah Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum

Gambar 2.25. Grafik Jumlah Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di
Kabupaten/ Kota NTB
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Di wilayah perkotaan atau wilayah permukiman padat seperti di
Kota Mataram dan Kota Bima, sebagian besar kebutuhan air minum
bersumber dari air kemasan, sementara untuk kebutuhan air bersih
bersumber dari ledeng/PAM. Di wilayah yang merupakan pedesaan dan
berada di sebagian besar kabupaten di NTB sumber air minum dan air
bersih bersumber dari sumur dan mata air. Di Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Bima, sumur adalah sumber
air yang paling banyak digunakan oleh masyarakatnya.

Pertumbuhan penduduk NTB yang terus meningkat diikuti oleh
semakin meluasnya permukiman dan meningkatnya aktivitas penduduk
menyebabkan semakin sulitnya mendapatkan air sumur dengan kualitas
yang baik sebagai air baku kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kualitas
air sumur di beberapa titik pantau air sumur di NTB (Kota Mataram)
ditunjukkan oleh gambar-gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 2.26. Grafik Hasil Uji Parameter Fisika Air Sumur

Hasil uji kualitas air sumur untuk parameter fisika di seluruh titik
pantau menunjukkan kondisi aman atau memenuhi standar baku mutu
sesuai Permenkes 32 Tahun 2017.
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Gambar 2.27. Grafik Hasil Uji Parameter Biologi Air Sumur

Untuk parameter biologi, hasil uji kualitas air sumur di seluruh titik
pantau menunjukkan nilai Total Coliform dan Fecal Coliform yang tidak
aman atau melampaui standar baku mutu air bersih sesuai Permenkes 32
tahun 2017. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain

permukiman padat penduduk yang tidak dilengkapi dengan bak septic
tank yang memadai, jarak antara septic tank dengan sumur yang tidak
memenuhi jarak aman, sistem drainase dan pembuangan limbah domestik
yang kurang baik.

Parameter kimia (wajib) yang di uji antara lain pH, Besi, Fluorida,
Kesadahan, Mangan, Nitrat sebagai N, Nitrit sebagai N dan Deterjen.
Merujuk pada standar baku mutu yang ditetapkan oleh Permenkes 32
2017, hasil uji menunjukkan bahwa pH di seluruh titik pantau berada pada
range yang aman, sementara untuk parameter Besi hanya pada satu titik
pantau yang kualitas airnya melampaui ambang batas yaitu di titik 8.
Untuk parameter Fluorida terdapat 3 titik pantau yang airnya melampaui
ambang batas yaitu titik 6, 8 dan 9. Hasil uji untuk parameter kesadahan
menunjukkan bahwa seluruh titik pantau aman karena berada di bawah
standar baku mutu sementara untuk parameter Mangan terdapat 3 titik
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pantau yang melebihi standar baku mutu yaitu titik 6, 8 dan 9. Hasil uji
parameter Nitrat sebagai N menunjukkan terdapat 2 titik pantau yang
melampaui standar baku mutu yaitu titik 3 dan 6 sementara untuk
parameter Nitrit sebagai N, seluruh titik pantau airnya berada di bawah
standar baku mutu. Konsentrasi detergen di 5 titik pantau (1, 2, 3, 5 dan
8) terlihat melampaui ambang batas pada hasil uji. Kontaminasi deterjen
pada area sekitar sumur adalah penyebab utama tingginya kandungan
deterjen dalam air sumur.

Gambar 2.28. Grafik Hasil Uji Parameter Kimia (wajib) Air Sumur

Penyebab utama tingginya kadar Besi dalam air adalah rendahnya
pH air yang dapat melarutkan logam besi, suhu air tinggi yang
meningkatkan derajat korosif, gas-gas terlarut yang korosif dan bakteri
yang membutuhkan makanan dengan mengoksidasi besi sehingga larut
dalam air (Joko, 2010), sementara tingginya kadar Fluorida dalam air
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sumur dapat disebabkan oleh kontaminasi limbah yang mengandung zat
tersebut, demikian pula dengan tingginya kadar Nitrat dan Nitrit dalam air
sumur dapat disebabkan oleh kontaminasi limbah organik manusia.

Parameter kimia (tambahan) yang diuji antara lain Kadmium,
Kromium, Sulfat dan Timbal. Hasil uji untuk parameter ini seluruhnya
menunjukkan kondisi aman/ memenuhi standar baku mutu air bersih.

Penurunan kualitas air sumur dapat berdampak pada menurunnya
kualitas kesehatan masyarakat pengguna air. Penggunaan langsung air
sumur dengan kandungan Total Coliform dan Fecal Coliform yang tinggi
tanpa pengelolaan air bersih sebelumnya dapat menyebabkan
permasalahan kesehatan antara lain infeksi saluran kemih, infeksi saluran
pencernaan, infeksi paru-paru hingga infeksi otak. Berdasarkan data
penyakit utama yang diderita penduduk infeksi saluran pencernaan seperti
diare dan kolera termasuk ke dalam sepuluh penyakit yang sering di derita.

Demikian pula dengan penggunaan air sumur dengan tingkat kesadahan
tinggi. Selain dapat menyebabkan kerak pada perpipaan dan utilitas lain,

penggunaan air sadah yang berlebihan untuk konsumsi dalam jangka
waktu lama dapat menyebabkan permasalahan kesehatan.

Permasalahan air di NTB tidak hanya terkait kualitas saja namun
juga kuantitasnya. Ketersediaan air yang terbatas untuk kegiatan
pertanian, peternakan dan lain-lain menyebabkan maraknya pengeboran
sumur air tanah permukaan hingga air dalam. Pengambilan air
tanah/sumur yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan terhadap
lingkungan. Pengambilan air tanah dapat mengakibatkan penurunan muka
air tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan erosi bagian dalam tanah
akibat terangkutnya butir tanah di bawah muka tanah oleh penyerapan air
tanah secara berlebihan yang lambat laun menyebabkan permukaan tanah
menjadi amblas.

Mengatasi permasalahan penurunan kualitas air, Pemerintah NTB
melalui balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan Dinas Pekerjaan
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Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai upaya penyediaan air
bersih penduduk melalui fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM)
yang merupakan bidang kerja Kementerian PUPR di Direktorat Air Minum
Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada tahun 2021, dilaksanakan
pembangunan SPAM Mandalika kemudian dilakukan juga perencanaan
pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok. Kedepannya sebagai
prioriras pembangunan SPAM akan lebih diarahkan pada pemanfaatan air
baku yang tersedia dari bendungan-bendungan yang tersedia di NTB.

Terkait permasalahan penurunan kuantitas air, pemerintah melalui
Program NTB Hijau berusaha merehabilitasi kondisi lahan-lahan resapan
air yang telah rusak, tentunya dengan dukungan dan bantuan dari semua
pihak. Untuk mengendalikan maraknya pengeboran air yang terjadi,
Pemerintah NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral mengaturnya
melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015

tentang Tata Cara Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah.

2.2.2. Analisis DPSIR Penurunan Kualitas Air Laut
Pertumbuhan penduduk NTB yang terus meningkat diikuti oleh

semakin meluasnya permukiman dan meningkatnya aktivitas penduduk

sebagai sumber-sumber pencemar baik di darat maupun di laut
menyebabkan menurunnya kualitas air laut baik secara langsung maupun

tidak langsung.
Laut merupakan habitat berbagai organisme maka kondisi kualitas

air laut suatu perairan yang baik sangat penting untuk mendukung
kelulushidupan organisme yang hidup di dalamnya. Penentuan status
mutu air laut perlu dilakukan sebagai acuan dalam melakukan
pemantauan pencemaran kualitar air laut. Kualitas air laut yang meliputi
faktor fisika, kimia, dan biologi perlu dimonitor secara kontinu untuk
mengetahui kondisi terkini suatu perairan. Pentingnya dilakukan
monitoring adalah karena pertumbuhan biota-biota di laut dipengaruhi
oleh kondisi kualitas air laut. Setiap jenis biota laut memiliki sensitivitas
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terhadap parameter-parameter kualitas air laut tertentu. Sebagai contoh
biota karang pertumbuhannya lebih banyak dipengaruhi oleh suhu
permukaan laut, sedangkan makro alga pertumbuhannya dominan
dipengaruhi oleh kandungan nutrient dalam perairan. Meskipun demikian,
tidak menutup kemungkinan parameter kualitas air laut lainnya turut
berpengaruh terhadap pertumbuhan biota-biota tersebut.

Pada tahun 2022, pemantauan kualitas air laut Provinsi Nusa
Tenggara Barat dilakukan pada 17-18 Mei 2022 di 23 titik lokasi
pemantuan, yang akan menjadi dasar bagi perhitungan Indeks Kualitas Air
Laut (IKAL) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pemantauan Kualitas
Air Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dilakukan berdasarkan keadaan
kondisi lingkungan di lokasi tersebut seperti muara sungai, sekitar
pelabuhan, sekitar perkampungan nelayan dan sekitar industri yang
berada sekitar pesisir Nusa Tenggara Barat. Penetapan 23 lokasi

pemantauan yaitu di belakang pertamina TBBM Ampenan, area sekitar
muara meninting, area batu layar, area belakang Pura Batu Bolong, area

belakang Hotel Sheraton, area belakang Hotel Katamaran, Pantai Malimbu,
Pantai Pandanan, Pelabuhan Teluk Nare, DAS Moyo 1, DAS Moyo 2 dan
DAS Moyo 3, Pelabuhan Bangsal, Pantai Kuta, Pantai Mandalika, Bukit
Merese, Tanjung Aan, Pelabuhan Awang, Pemukiman Penduduk Teluk
Awang, Muara Teluk Awang, Tambak Udang Kampung Bali, Tambak
Udang Tano dan Pelabuhan Tano. Dari hasil pengambilan sampel pada 23
lokasi diperoleh hasil uji kualitas air laut di kawasan perairan pesisir NTB
sebagaimana terlihat pada Tabel 22 Lampiran 1 dan Gambar 2.29.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada Lampiran VIII mengenai Baku Mutu Air Laut maka
grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil uji TSS (Total Padatan
Tersuspensi) seluruh titik pantau memenuhi standar baku mutu karena
masih berada di bawah standar baku mutu. Pengamatan terhadap
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sebaran TSS sering dilakukan untuk mengetahui kualitas air di suatu
perairan. Karena Nilai TSS yang tinggi menunjukan tingginya tingkat
pencemaran dan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. Kandungan
TSS memiliki hubungan yang erat dengan kecerahan perairan.
Keberadaan padatan tersuspensi tersebut akan menghalangi penetrasi
cahaya yang masuk ke perairan sehingga hubungan antara TSS dan
kecerahan akan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Nilai
TSS umumnya semakin rendah ke arah laut. Hal ini disebabkan padatan
tersuspensi tersebut disuplai oleh daratan melalui aliran sungai.

Gambar 2.29. Grafik Hasil Uji Air Laut
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Hasil uji parameter DO (Dissolve Oxigen/Oksigen Terlarut)
menunjukkan bahwa seluruh titik pantau memenuhi standar baku mutu
DO yang seharusnya (>5 mg/l untuk wilayah laut peruntukan wisata
bahari dan biota laut, 0 untuk peruntukan pelabuhan). Hasil ini
menunjukkan bahwa kandungan oksigen dalam air tinggi dan baik baik
kelangsungan biota laut.

Hasil uji untuk parameter minyak dan lemak menunjukkan bahwa
hanya ada 1 lokasi yang melampaui standar baku mutu yaitu Pantai
Mandalika. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai hal antara lain
aktivitas pengunjung tempat wisata Mandalika atau nelayan sekitar yang
menggunakan perahu/kapal motor. Berbeda dengan parameter Ortofosfat,
hasil uji menunjukkan bahwa seluruh titik pantau berada pada kondisi
aman atau memenuhi standar baku mutu.

Hasil uji Amonia Total pada wilayah peruntukan bahari

menunjukkan bahwa air laut di Area Belakang Hotel Katamaran tidak
memenuhi standar baku mutu sebagai laut wisata bahari karena nilai

amonia totalnya melampaui standar baku mutu yang seharusnya yaitu
0,02 mg/l. Tingginya kadar amonia total pada air laut wisata bahari rentan
membahayakan wisatawan penikmat wisata laut karena dapat
menyebabkan iritasi kulit hingga alergi. Tingginya amonia total area
tersebut disebabkan karena letaknya berdekatan dengan muara serta
banyaknya aktifitas masyarakat di sepanjang pantai.

2.2.3. Analisis DPSIR Penurunan Kualitas Air Sungai
Kualitas air sungai merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari

karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air sungai juga
menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan
manusia. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap
kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air
minum.
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Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai
kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga
listrik. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai
macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.
Maka, air memiliki peranan dan fungsi penting dalam kehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB, terdapat total 76 ruas sungai terdiri dari 4
ruas di Kabupaten Lombok Barat, 3 ruas di Kota Mataram, 6 ruas di
Kabupaten Lombok Utara, 1 ruas di Kabupaten Lombok Tengah, 11 ruas
di Kabupaten Lombok Timur, 38 ruas di Sumbawa, 9 ruas di Kabupaten
Dompu dan 4 ruas di Kabupaten Bima. Kondisi sungai di NTB dapat dilihat
pada Tabel 27 Lampiran 1.

Kondisi jumlah penduduk NTB yang kian meningkat selaras dengan

meningkatnya aktivitas manusia memberikan tekanan pada lingkungan
sekitarnya termasuk sungai sehingga penurunan kualitas air tidak dapat

dihindari seiring bertambahnya sumber-sumber pencemar yang limbahnya
menuju ke sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan agar dapat diketahui
sumber polutan penyebab penurunan kualitas. Fungsi sungai sebagai
pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar
yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Pemantauan kualitas air sungai periode 1 dan 2 tahun 2022
dilakukan di 10 (sepuluh) lokasi yaitu sungai Ancar, Rabalaju, Jangka,
Padolo, Brang Biji, Brang Rea, Segara, Tojang, Babak dan Dodokan pada
bulan Maret dan September. Titik pengambilan sampel yaitu di bagian
hulu 2 titik, tengah 2 titik dan hilir 2 titik dari sungai tersebut. Peruntukan
sungai di NTB menggunakan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil
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uji kualitas air selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 29 Lampiran 1 dan
digambarkan pada grafik-grafik berikut:

Gambar 2.30. Grafik Hasil Uji pH Air Sungai

Grafik hasil uji pH di atas baik pada pemantauan 1 dan 2
menunjukkan bahwa seluruh lokasi dan titik pantau memenuhi standar
baku mutu pH (6 - 9).

Gambar 2.31. Grafik Hasil Uji Total Suspended Solid Air Sungai

Grafik hasil uji TSS pada pemantauan 1 di bulan Maret
menunjukkan bahwa 6 titik pantau di Sungai Babak melampaui standar
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baku mutu TSS pada air sungai kelas 2 yaitu 50 mg/l dimana salah satu
titik pantaunya memiliki nilai TSS tertinggi dibandingkan titik pantau
lainnya tepatnya di titik pantau 1 (hulu 1). Hasil uji 4 titik pantau di Sungai
Rabalaju juga menunjukkan konsentrasi TSS yang tinggi dan melampaui
standar baku mutu, secara berurutan di titik pantau 5, 6, 4 dan 3 (hilir 1,
hilir 2, tengah 2 dan tengah 1). Hasil uji 3 titik pantau di Sungai Brangrea
juga melampaui standar baku mutu yaitu titik pantau 4, 5 dan 6 (tengah 2,
hilir 1 dan hilir 2) namun konsentrasinya tidak setinggi di Sungai Babak,
Rabalaju dan Brangrea. Selain titik-titik pantau pada 3 sungai yang telah
disebutkan di atas, hasil uji pada titik-titik pantau lainnya menunjukkan
konsentrasi yang aman dan tidak melampaui standar baku mutu.

Grafik hasil uji TSS pada pemantauan 2 di bulan September
menunjukkan bahwa hanya 1 titik pantau di Sungai Babak saja yaitu titik
pantau 1 (hulu 1) yang melampaui standar baku mutu air sungai kelas 2.

Tingginya nilai TSS (Total Padatan Tersuspensi) di ruas Sungai
Babak sebagian besar disebabkan oleh kontaminasi limbah organik dan

anorganik yang telah terdekomposisi. Alasan ini diperkuat oleh hasil
penelitian terbaru yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Provinsi NTB bersama Tim Ekspedisi Sungai Nasional (ESN) bahwa Sungai
Babak di Kebon Kongok Desa Taman Ayu Gerung Lombok Barat tercemar
kandungan partikel fiber, fragmen dan filamen paling parah dari 5 Provinsi
di Indonesia yang telah diteliti yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Pencemaran
mikroplastik di Sungai Babak sebesar 10,46 partikel per liter air sungai.
Pencemaran fiber di Sungai Babak cukup tinggi yaitu sekitar 81% yang
diduga bersumber dari degradasi kain sintetik akibat kegiatan rumah
tangga seperti pencucian kain, laundry hingga limbah industri tekstil yang
dibuang ke Sungai Babak. Kandungan filamen pada Sungai Babak sekitar
9%, diduga berasal dari degradasi sampah plastik sekali pakai, kantong
kresek, botol plastik, kemasan plastik dan jaring nelayan sementara
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kandungan fragmen dalam air sungai sekitar 10%, diduga berasal dari
kemasan sachet multilayer, tutup botol, botol sampo dan sabun.

Berbeda halnya dengan Sungai Babak, tingginya konsentrasi TSS di
Sungai Rabalaju dan Brangrea diduga sebagian besar disebabkan oleh
erosi sebagai dampak dari terbukanya lahan miring yang cukup luas untuk
pertanian tanaman semusim seperti jagung di daerah aliran 2 sungai
tersebut, tepatnya di Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat, mengingat
curah hujan rata-rata bulan Maret di kedua wilayah tersebut cukup tinggi
yaitu 291 mm dan 191 mm.

Berdasarkan gambar 2.32., grafik hasil uji DO menunjukkan bahwa
sebagian besar lokasi titik pantau memenuhi standar baku mutu air sungai
kelas 2. Beberapa titik pantau yang tidak memenuhi standar baku mutu
diantaranya titik 2 Sungai Jangka, titik 6 Sungai Padolo dan titik 6 Sungai
Brangbiji. Nilai DO menunjukkan jumlah oksigen terlarut dalam air.

Semakin tinggi nilai DO maka kualitas air semakin baik. Rendahnya nilai
DO pada air sungai dapat menimbulkan bau yang tidak sedap akibat

degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi.

Gambar 2.32. Grafik Hasil Uji Dissolve Oxigen Air Sungai

BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan
mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik dalam kondisi
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aerobik. Walaupun nilai BOD untuk menyatakan jumlah oksigen terlarut,
tetapi dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik
mudah urai (biodegradable organics) yang ada di perairan. Nilai BOD yang
tinggi menandakan rendahnya kandungan oksigen terlarut di perairan
sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan akibat kekurangan
oksigen.

Gambar 2.33. Grafik Hasil Uji BOD Air Sungai

Berdasarkan gambar 2.33., grafik menunjukkan bahwa hampir
seluruh titik pantau hasil uji air sungai pada pemantauan 1 memenuhi
standar baku mutu BOD air sungai kelas 2, kecuali 1 titik pantau yang
berada di ruas Sungai Brangrea yaitu titik 6 (hilir 2). Pada pemantauan 2,
titik pantau yang menunjukkan nilai BOD melebihi standar baku mutu
antara lain Sungai Ancar titik 4 dan 6 (tengah 2 dan hilir 2), Sungai
Jangka titik 2 dan 6 (hulu 2 dan hilir 2), Sungai Brangbiji titik 4, 5 dan 6
(tengah 2, hilir 1 dan 2), Sungai Babak titik 6 (hilir 2) dan Sungai Dodokan
titik 6 (hilir 2). Meningkatnya konsentrasi BOD pada air sungai disebabkan
oleh pembuangan limbah domestik dan industri ke sungai.
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Gambar 2.34. Grafik Hasil Uji COD Air Sungai

COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksigen yang

digunakan untuk menguraikan bahan organik di dalam air secara kimiawi.
Semakin tinggi COD, maka semakin rendah kandungan oksigen terlarut

dalam air dan kualitas air semakin buruk.

Grafik hasil uji air sungai pada gambar 2.34. menunjukkan bahwa

pada pemantauan 1 sebagian besar titik pantau menunjukkan konsentrasi

COD yang memenuhi standar baku mutu, namun terdapat beberapa titik

pantau yang memiliki nilai COD tidak memenuhi standar baku mutu air

sungai kelas II dengan kata lain melampaui nilai standar yang telah

ditetapkan diantaranya di titik 3, 4, 5 dan 6 Sungai Rabalaju, titik 3, 4 dan

6 Sungai Padolo dan titik 5 Sungai Dodokan. Seperti halnya pada

pemantauan 1, hasil pemantauan 2 juga menunjukkan bahwa sebagian

besar titik pantau menunjukkan hasil uji konsentrasi COD yang memenuhi

standar baku mutu, namun terdapat beberapa titik yang melampaui

standar baku mutu di antaranya titik 6 Sungai abalaju, titik 6 Sungai

Padolo, titik 2 Sungai Jangka, titik 5 dan 6 Sungai Brangbiji, titik 1 dan 6

Sungai Dodokan. Limbah domestik, industri dan peternakan merupakan

sumber utama limbah penyebab utama tingginya nilai konsentrasi COD.
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Gambar 2.35. Hasil Uji Nitrat sebagai N

Grafik hasil uji air sungai menunjukkan bahwa hampir seluruh lokasi
titik pantau memenuhi standar baku mutu Nitrat sebagai N, namun
terdapat satu titik pantau yang hasil ujinya menunjukkan konsentrasi
Nitrat sebagai N yang melampaui standar baku mutu yaitu titik 5 Sungai
Rabalaju. Kandungan Nitrat dalam air sungai NTB umumnya berasal dari
pupuk pertanian yang terikut air irigasi atau air hujan yang mengalir ke
sungai, limbah domestik, limbah peternakan dan perindustrian.

Gambar 2.36. Hasil Uji Total Fosfat sebagai P



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-61

Grafik hasil uji air sungai pada pemantauan 1 menunjukkan bahwa
terdapat titik pantau yang tidak memenuhi standar baku mutu Total Fosfat
sebagai P, dengan kata lain melampaui nilai standar yang telah ditetapkan,
diantaranya titik 2 Sungai Ancar, titik 3, 4, 5 dan 6 Sungai Rabalaju, titik 3
dan 4 Sungai Tojang, titik 1 dan 6 Sungai Babak, titik 1, 2 dan 5 Sungai
Dodokan. Sementara pada pemantauan 2, beberapa titik terlihat tidak
memenuhi standar baku mutu diantaranya titik 1, 3, 4, 5 dan 6 Sungai
Ancar, titik 4, 5 dan 6 Sungai Rabalaju, titik 2 dan 5 Sungai Jangka, titik 6
Sungai Padolo, titik 2, 3, 4, 5 dan 6 Sungai Brangbiji, titik 3 dan 4 Sungai
Tojang, titik 1, 4, 5 dan 6 Sungai Babak serta titik 5 dan 6 Sungai
Dodokan.

Seperti halnya Nitrat, melimpahnya Fosfat di Sungai NTB berasal
dari limbah aktivitas pertanian, peternakan, perindustrian dan domestik.
Unsur N dan P sangat dibutuhkan oleh biota perairan namun jika

kandungannya berlebih/ melimpah justru dapat membunuh biota perairan
lainnya.

Gambar 2.37. Grafik Hasil Uji Fecal Coliform Air Sungai

Hasil uji air sungai selanjutnya adalah Fecal Coliform, merupakan
bakteri coliform yang umumnya berasal dari tinja dan kotoran hewan lain
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yang berdarah panas. Grafik hasil uji menunjukkan bahwa hampir seluruh
lokasi titik pantau baik pada pemantauan 1 dan 2, konsentrasi Fecal
Coliformnya melampaui standar baku mutu air sungai kelas 2, kecuali di
tiga titik pantau pada pemantauan 1 yaitu titik 6 Sungai Rabalaju, titik 2
Sungai Brangrea dan titik 1 Sungai Tojang, sementara pada pemantauan 2
tidak ada.

Pada pemantauan 2 dilakukan juga uji terhadap konsentrasi Total
Coliform. Total Coliform merupakan kumpulan dari berbagai jenis
bakteri/mikroba. Sumber pencemaran bakteri koliform bersumber
dari buangan limbah rumah tangga, perilaku buang air besar
sembarangan masyarakat di sungai dan cemaran dari kotoran hewan
ternak. Hasil uji menunjukkan bahwa hampir seluruh air sungai NTB yang
dipantau telah terkontaminasi parameter ini dan melampaui standar baku
mutu air sungai kelas 2 bahkan kelas 3 dan 4. Grafik hasil uji Total

Coliform ditunjukkan oleh gambar 2.38.

Gambar 2.38. Grafik Hasil Uji Total Coliform Air Sungai

Kebiasaan buruk buang air besar di sungai, mengalirkan limbah
tinja langsung ke badan sungai dan membuang limbah ternak ke sungai
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merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan di NTB. Hal ini
didukung oleh data rumah tangga pengguna fasilitas buang air besar yang
ditampilkan pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 2.39. Grafik Rumah Tangga Pengguna Fasilitas BAB

Grafik di atas menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga
yang tidak menggunakan dan memiliki fasilitas buang air besar. Terhitung
2.680 atau 0,18% rumah tangga tidak menggunakan fasilitas BAB dan
177.131 (11,70%) rumah tangga tidak memiliki fasilitas BAB. Ini berarti
bahwa penyediaan fasilitas MCK bagi masyarakat perlu terus diperhatikan.

Kemiskinan merupakan faktor pendukung tidak tersedianya fasilitas
BAB yang memadai. Di NTB tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Sejak
tahun 2020 hingga 2022 penduduk miskin masih bertahan di angka 13%
yaitu 13,42%, 13,85% dan 13,37%.

Tingkat pendidikan penduduk menggambarkan kualitas sumber
daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan
penduduk tentunya makin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan
semakin tinggi pula kesadarannya terhadap perilaku hidup bersih dan

kelestarian lingkungan, sehingga tekanan terhadap lingkungan semakin
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berkurang. Penduduk tidak/belum bersekolah dan Sekolah Dasar
merupakan penduduk terbanyak di NTB sebagaimana tergambar dalam
grafik berikut:

Gambar 2.40. Tingkat Pendidikan Penduduk NTB Tahun 2022

Merespon kebiasaan buang air besar sembarangan di sungai,

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi program bebas buang
air besar sembarangan (BABS) melalui program BASNO beberapa tahun

yang lalu. Namun, meski program tersebut dirancang sebagai gerakan
yang melibatkan masyarakat luas, hasilnya belum memuaskan. Pada April
2021, hanya 64 persen desa dan satu dari 10 kabupaten yang meraih
status Bebas BABS. Faktor utama yang menghambat kemajuan adalah
kapasitas keuangan provinsi yang terbatas dan penjangkauan masyarakat
miskin. Peluang untuk mempercepat gerakan tersebut muncul pada tahun
2015 ketika majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang
memperbolehkan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
untuk mendukung penyediaan akses air dan sanitasi untuk masyarakat
miskin. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum bagi Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB untuk mendukung program BASNO.
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UNICEF memberikan bantuan teknis kepada Bappeda dan
kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL)
termasuk dalam berkoordinasi dengan BAZNAS. UNICEF melakukan
advokasi di kabupaten/kota untuk mendorong adopsi pembiayaan inovatif,
kesetaraan dan inklusi dalam WASH. UNICEF juga mendukung
pengembangan kapasitas Pokja AMPL serta mengadakan monitoring dan
evaluasi program pada tahun 2018. Pada awal tahun 2020, UNICEF
mendukung penyusunan pedoman teknis replikasi yang disebarluaskan ke
10 kabupaten/kota di NTB.

Pencapaian yang diperoleh dari kerjasama ini, sedikitnya 7.776
orang dewasa dan anak-anak di 36 desa memperoleh manfaat dari
konstruksi jamban dan akses air bersih yang lebih baik, 888 jamban
keluarga dibangun dan 654 rumah tidak layak huni direnovasi dan
dilengkapi dengan jamban yang layak, dimana tahun 2017 terdiri dari 200

rumah dan 361 jamban, tahun 2018 terdiri dari 195 rumah dan 277
jamban dan tahun 2019 terdiri 250 rumah dan 250 jamban.

Lokasi program terus meluas selama tiga tahun terakhir, dimulai di
enam desa di enam kabupaten, program tersebut berkembang ke 10 desa
di 10 kabupaten pada tahun berikutnya. Bappeda Provinsi NTB
mengeluarkan surat edaran pada tahun 2020 yang mendorong pemerintah
kabupaten/kota mereplikasi program kerja sama ini. Gerakan ini diperkuat
dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 70 tahun 2020
tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol Menuju Sanitasi Aman.

2.2.4. Analisis DPSIR Penurunan Kualitas Air Danau/Waduk/
Situ/Embung
Danau, waduk, situ dan embung merupakan ekosistem perairan

yang dicirikan oleh komponen air sebagai medium bagi berlangsungnya
kehidupan hayati dan proses-proses biofisik-kimia badan air dan daerah
tangkapan sebagai komponen pengaliran air dan penampung air,
komponen hayati yaitu biota air.
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Di NTB terdapat 4 danau yang luasannya telah teridentifikasi yaitu
Danau Segara Anak di Kabupaten Lombok Timur, Danau Lebo Taliwang di
Kabupaten Sumbawa Barat, Danau Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara
dan Danau Satonda di Kabupaten Dompu, sementara jumlah bendungan
(waduk) dan embung berdasarkan data inventarisasi dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, terdapat 76 bendungan dan 323 embung di
wilayah Provinsi NTB. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 28
Lampiran 1.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari
menunjukkan bahwa di Provinsi NTB terdapat Danau/Waduk/Situ/Embung
yang dijadikan sumber air dengan luas 1.406 ha di Sumbawa Barat, 1.100
ha di Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, dengan luas
1.406 ha di Sumbawa Barat, 1.100 ha di Lombok Utara, Lombok Tengah,
dan Lombok Timur. Kemudian 84,7 ha di Kabupaten Dompu dan 7,5 ha di

Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu waduk yang memiliki daya tampung air sangat besar

adalah Waduk Batujai di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten
Lombok Tengah. Waduk Batujai merupakan waduk yang memberikan
manfaat cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
baik secara sosial, ekonomi maupun aspek lainnya, sehingga
keberadaannya perlu dilestarikan terlebih karena adanya dorongan
pengembangan melihat fungsi kawasan sekitar waduk ditetapkan sebagai
bagian dari kawasan Perkotaan. permasalahan baik yang menyangkut
kondisi dalam waduk maupun kawasan sekitarnya.

Permasalahan tersebut antara lain sedimentasi, eutrofikasi, dan
penurunan kualitas perairan yang mengakibatkan dampak lanjutan berupa
pendangkalan waduk, berkurangnya luas dan volume air waduk, tingginya
kepadatan makrofita (rerumputan phragmites karka, teratai/ nymphaea
sp., seroja/ nelumbo sp., eceng gondok/eichhornia crassipes, dan lainnya),
konflik sumber daya air dan lahan. Saat ini kondisinya mengalami
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pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup besar utamanya dari
permukiman Kota Praya. Ditambah lagi dengan adanya gulma air berupa
enceng gondok, hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas
tampungan efektif waduk. Degradasi yang secara langsung nampak di
Waduk Batujai merupakan salah satu indikasi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidupnya telah terlampaui.

Kondisi Waduk Batujai menuntut perlu dilakukan upaya
penyelamatan ekosistem waduk. Dalam konteks Daerah Aliran Sungai
(DAS), upaya penyelamatan ekosistem waduk tidak terbatas pada wilayah
perairannya saja, namun terintegrasi yang mencakup daerah hulu, tengah,
dan hilir daerah tangkapan airnya. Pengelolaan sumber daya air dan lahan
harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kondisi sosial-
ekonomi masyarakat dan rencana pengembangan wilayah.

Salah satu isu penting dalam menangani masalah pengelolaan

Waduk Batujai adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian
pemanfatan ruang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pembangunan

fisik di Kabupaten Lombok Tengah baik pembangunan pusat pelayanan
publik berupa perkantoran dan infrastruktur kota yang dibangun oleh
pemerintah maupun pusat perdagangan dan jasa, serta pembangunan
permukiman yang dibangun oleh masyarakat maupun oleh para
pengembang. Tingginya alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi
kawasan budidaya lainnya yaitu perdagangan, jasa dan permukiman serta
akibat dari pembangunan fisik dan alih fungsi lahan yang kurang ditunjang
secara teknis dari aspek lingkungan adalah tata ruang wilayah terus
menerus juga menjadi tekanan keberlanjutan waduk yang berimplikasi
terhadap perubahan fisik dan fungsi Waduk.

Permasalahan di sekitar waduk dan di sekitar hulu dan hilir waduk
adalah sebagai berikut.
a. Wilayah green belt beralih fungsi menjadi lahan sawah.
b. Populasi eceng gondok yang meningkat sangat cepat.
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c. Waduk Batujai dijadikan oleh masyarakat di sekitar waduk sebagai
tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga.

d. Kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungann hidup masih rendah. Hal ini akibat penduduk di sekitar
waduk masih tergolong miskin, di sisi lain minimnya informasi tentang
pengelolaan lingkungan sehingga aktivitas ekonomi dilakukan secara
masif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan yang
berdampak pada kerusakan fisik lingkungan, hilangnya vegetasi dan
lain sebagainya.

e. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar
waduk dan daerah tangkapan air.

f. Tingginya erosi di daerah tangkapan air dan sekitar waduk, hal ini
terbukti dengan banyaknya sedimentasi yang masuk ke dalam waduk.

g. Saluran alam yang tidak terkonsentrasi dengan baik.

Berdasarkan penelitian, hasil uji sampel air waduk Batujai yang
diambil tanggal 25 Juni 2020 pada koordinat S:080 42’50.918”, E: 1160

15’46.975” diketahui bahwa kualitas air waduk ini mengalami pencemaran
ditunjukkan oleh parameter TSS sebesar 527 mg/l, BOD 6,6 mg/l, COD
rata-rata 48,5 mg/l, Fe 0,39 mg/l, MPN Coliform 14.000MPN/100 ml dan
MPN Colitinja sebesar 3.300 MPN/100 ml yang melebihi baku mutu air
bersih. Status mutu air sudah tercemar ringan dengan indeks pencemaran
tertinggi sebesar 6,34. Sumber cemaran waduk Batujai secara
keseluruhan berupa limbah rumah tangga, sisa-sisa pupuk pertanian,
pakan ternak dan ikan mati. Beban pencemaran Waduk Batujai yang
terbesar yaitu TSS dan COD (Melinda & Siswandi, 2021).

Sebelumnya, pemantauan kualitas air waduk dilakukan oleh Balai
Informasi Infrastuktur Wilayah Provinsi NTB di empat bendungan di
wilayah NTB Tahun 2017 yaitu di Bendungan Batu Jai, Bendungan Pengga,
Bendungan Pandanduri dan Bendungan Tibu Kuning. Titik pengambilan
sampel di hulu, tengah dan hilir dari bendungan. Pemantauan kualitas air
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bendungan mengukur parameter fisik Temperatur, TDS dan TSS,
parameter kimia pH, DHL, DO, BOD, COD, amonia (NH3-N), Klorida, besi
(Fe), seng (Zn), Florida, Parameter mikrobiologi yang diujikan adalah
kandungan koliform dan koli tinja, sedangkan untuk parameter kimia
organik mengukur minyak dan lemak serta deterjen. Baku mutu yang
digunakan yaitu baku mutu Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun
2001.

Gambar 2.41. Grafik Hasil Uji Air Bendungan

Hasil uji Fecal Coliform dan E Coli menunjukkan nilai yang tidak
memenuhi standar baku mutu, maka berdasarkan hasil klasifikasi, ke
empat bendungan tersebut termasuk dalam mutu air kelas IV. Artinya, ke
empat air bendungan tersebut hanya dapat digunakan untuk mengairi
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pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi
terjadinya pencemaran di area bendungan dan embung di wilayah NTB
melalui pelaksanaan program NTB Zero Waste dan pembersihan secara
berkala pada area bendungan dan embung oleh penanggungjawab baik di
tingkat Provinsi maupun Nasional. Namun, upaya yang telah dilakukan
tidak dapat berhasil tanpa kerjasama dan keterlibatan pemerintah dan
masyarakat secara bersama-sama.

Ketidakmampuan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan
dipengaruhi oleh masih banyaknya rumah tangga miskin di NTB. Tercatat
sekitar 179.841 KK jumlah rumah tangga miskin di NTB yang tersebar di
10 Kabupaten/Kota. Jumlah rumah tangga miskin terbanyak ada di
Kabupaten Lombok Timur sejumlah 46.595 rumah tangga dan terendah di

Kota Bima sejumlah 4.039 rumah tangga.

Gambar 2.42. Grafik Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2022

2.3. Kualitas Udara
Kualitas udara bisa menjadi penentu kesehatan suatu lingkungan

dan mahluk hidup di dalamnya. Udara yang sehat pastinya berdampak
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baik bagi kehidupan di dalamnya, begitupula sebaliknya. Udara
merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan
menjadi syarat pokok kehidupan setiap mahluk di muka bumi. Karenanya,
dibutuhkan kualitas udara yang baik, tidak tercemar polusi, atau
membahayakan kesehatan sehingga aktivitas mahluk hidup dapat berjalan
lancar.

2.3.1. Analisis DPSIR Penurunan Kualitas Udara
Kualitas udara di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor di antaranya sumber emisi, meteorologi (arah dan kecepatan angin,
kelembaban, suhu udara, curah hujan serta intensitas cahaya) dan
infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat.

Sumber emisi berasal dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
Peningkatan jumlah penduduk diiringi peningkatan aktivitas masyarakat
mempengaruhi jumlah sumber emisi yang ada. Sumber bergerak yaitu gas
buang dari hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor. Menurut data
tiga tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor di NTB digambarkan pada
grafik berikut:

Gambar 2.43. Grafik Jumlah Kendaraan NTB
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Pada grafik di atas terlihat peningkatan jumlah beberapa jenis
kendaraan bermotor terutama mobil penumpang dan mobil barang/truk
pengangkut barang. Jumlah kendaraan transportasi massal (bus) terlihat
cenderung turun. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang
jumlahnya paling besar, mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021
yang cukup tinggi namun di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan
jumlah. Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang
kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa
hindrokarbon, oksida nitrogen (NOx), sulfur (SOx), dan partikulat debu
termasuk timbal (Pb). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor
menyebabkan peningkatan pencemaran udara yang menurunkan kualitas
udara.

Sumber emisi tidak bergerak di NTB antara lain berasal dari
aktivitas pembakaran hutan, aktivitas industri dan rumah tangga,

pembakaran sampah, insinerator fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-
lain. Emisi yang dihasilkan sumber tidak bergerak ini juga menyebabkan

menurunnya kualitas udara.
Selain sumber emisi, faktor meteorologi (arah dan kecepatan angin,

kelembaban, suhu udara, curah hujan serta intensitas cahaya) juga
mempengaruhi kualitas udara suatu wilayah. Semakin tinggi kecepatan
angin dan kelembaban maka semakin rendah konsentrasi polutan di udara,
sedangkan untuk suhu, semakin tinggi suhu maka semakin tinggi
konsentrasi polutan di udara. Sementara curah hujan, semakin tinggi
curah hujan maka semakin rendah konsentrasi polutan di udara. Suhu
udara rata-rata di NTB pada 2 Pulau Besar Pulau Lombok dan Sumbawa
berdasarkan data suhu 2022 pada Buletin Iklim Edisi Februari 2022 - Edisi
Januari 2023 digambarkan pada grafik sebagai berikut:
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Gambar 2.44. Grafik Suhu Udara Rata-rata Bulanan

Grafik menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata tertinggi terjadi di
Pulau Sumbawa pada bulan Mei 2022 yaitu 290C, sementara suhu udara
rata-rata terendah terjadi di Pulau Lombok pada bulan Juli yaitu 24,750C.
Secara keseluruhan suhu rata-rata di dua pulau cenderung sedang.

Kualitas udara juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur,
sarana, prasarana pendukung aktivitas masyarakat misalnya jalan.
Semakin panjang jalan di suatu wilayah maka akan memperpanjang dan
memperluas akses kendaraan yang melaluinya.

Gambar 2.45. Grafik Perubahan Panjang Jalan NTB
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Berdasarkan data panjang jalan NTB tidak terjadi perubahan

panjang jalan baik jalan kewenangan Nasional, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB melakukan uji kualitas udara di seluruh Kabupaten/Kota
menggunakan metode manual (passife sampler) dan otomatis (AQMS)
pada 4 wilayah peruntukan berbeda, yaitu perkantoran, pemukiman,
transportasi dan industri. Tempat-tempat tersebut memiliki kriteria
berbeda berkaitan dengan sumber polusi yang mempengaruhi kualitas
udara. Data kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 37 Lampiran.

Hasil uji kualitas udara tersebut digunakan untuk menghitung
Indeks Kualitas Udara Tahun 2022. Terdapat 2 parameter penilaian IKU,
yaitu NO2 dan SO2. Indeks kualitas udara Provinsi NTB Tahun 2022
ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3. Indeks Kualitas Udara Provinsi NTB

No. Provinsi

Perhitungan Indeks

IKU
Rataan Per Parameter Indeks Dibagi

Bakumutu
Rataan

NO2
(Âµg/m3)
(Nitrogen
Dioksida)

SO2
(Âµg/m3)
(Sulfur
Dioksida)

NO2
(Âµg/m3)
(Nitrogen
Dioksida)

SO2
(Âµg/m3)
(Sulfur
Dioksida)

INDEKS

1. NTB 9,11 7,15 0,23 0,36 0,29 89,30

Sumber: Aplikasi IKLH, 2022

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKU Provinsi NTB dalam
kondisi baik karena berada pada range 70 - <90. Selanjutnya Indeks
Kualitas Udara di Kabupaten/Kota Provinsi NTB ditampilkan pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4. Indeks Kualitas Udara di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB

No. Kabupaten/
Kota

Perhitungan Indeks

IKU
Rataan Per Parameter Indeks Dibagi Bakumutu Rataan

NO2
(Âµg/m3)
(Nitrogen
Dioksida)

SO2
(Âµg/m3)
(Sulfur
Dioksida)

NO2
(Âµg/m3)
(Nitrogen
Dioksida)

SO2
(Âµg/m3)
(Sulfur
Dioksida)

INDEKS

1. Bima 10,85 7,7 0,27 0,39 0,33 87,33

2. Dompu 10,4 8,65 0,26 0,43 0,35 86,32

3. Lombok Barat 6,3 7,18 0,16 0,36 0,26 91,2

4. Lombok Tengah 8,34 4,96 0,21 0,25 0,23 92,88

5. Lombok Timur 10,63 7,71 0,27 0,39 0,33 87,47

6. Lombok Utara 5,33 4,02 0,13 0,2 0,17 96,27

7. Sumbawa Barat 9,24 8,69 0,23 0,43 0,33 87,07

8. Sumbawa 9,02 4,7 0,23 0,23 0,23 92,77

9. Kota Mataram 13,57 9,71 0,34 0,49 0,41 82,65

10. Kota Bima 10,85 7,7 0,27 0,39 0,33 87,07

Sumber : Aplikasi IKLH, 2022
Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai IKU terendah berada di

wilayah Kota Mataram dengan nilai IKU 82,65, dan nilai IKU tertinggi
berada di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 96,27. Penurunan
kualitas udara terlihat dari menurunnya Indeks Kualitas Udara dari tahun
2020 ke 2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.46.

Gambar 2.46. Grafik Indeks Kualitas Udara Lima Tahun Terakhir



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-76

Dari hasil pengukuran kualitas udara pada lokasi yang telah
ditetapkan, indeks kualitas udara NTB masuk dalam kategori baik, namun
tidak menutup kemungkinan pencemaran udara terjadi pada lokasi lain
yang tidak diukur.

Pada wilayah perkotaan yang memiliki jalur transportasi padat serta
wilayah sekitar hutan yang dirambah dan dibakar, penurunan kualitas
udara cukup memberikan pengaruh pada kualitas kesehatan masyarakat.

Gambar 2.47. Grafik 10 penyakit Utama Yang Di derita Penduduk NTB

Infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas dan Infeksi

Saluran Pernafasan Bagian Atas (ISPA) termasuk dalam 10 penyakit yang
paling banyak diderita masyarakat NTB. Dua penyakit merupakan penyakit

yang paling banyak diderita penduduk NTB diurutan pertama dan ketiga.
Pelaksanaan Program NTB Hijau merupakan respon mitigasi

peningkatan emisi selain kegiatan pengawasan dan PROPER pada
usaha/kegiatan penyumbang emisi yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi
NTB.

2.4. Resiko Bencana
Resiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh

bencana pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
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mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan
masyarakat. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Faktor pemicu terjadinya bencana dapat disebabkan oleh kejadian
alam (natural disaster) maupun ulah manusia (man made disaster).
Kondisi perubahan lingkungan sangat terkait dengan adanya perubahan
iklim saat ini yang tidak menentu. Beberapa dekade terakhir ini
menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan
berubahnya sistem iklim berakibat terjadinya bencana alam.

Data BPBD Provinsi NTB tahun 2022 menunjukkan bahwa telah
terjadi 93 kejadian bencana yang menimpa 192 Desa/Kelurahan terdiri

dari 30 kejadian bencana banjir, 14 kejadian bencana banjir bandang, 10
kejadian bencana tanah longsor, 2 kejadian bencana banjir beserta puting

beliung, 3 kejadian bencana gelombang pasang/rob, 30 kejadian bencana
angin puting beliung dan 4 kejadian bencana banjir rob. Data
kebencanaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 44 Lampiran 1.

Gambar 2.48. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2022
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Banjir, angin puting beliung dan banjir bandang merupakan
bencana yang paling sering terjadi di NTB pada tahun 2022, disusul tanah
longsor, banjir rob , gelombang pasang/rob dan banjir yang disertai angin
puting beliung.

2.4.1. Analisis DPSIR Bencana Banjir
Bencana banjir di Provinsi NTB merupakan salah satu kejadian

bencana yang hampir setiap tahunnya terjadi. Bencana banjir seringkali
disebabkan oleh perubahan kondisi tutupan lahan/alih fungsi lahan hutan
atau daerah resapan air lainnya menjadi lahan pertanian atau permukiman
dan bangunan lainnya. Di samping itu, faktor kondisi meteorologi,
topografi juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Kondisi meteorologi
seperti hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada kondisi tertentu.
Kondisi topografi lebih berhubungan dengan rendahan atau daerah
lembah seperti bantaran sungai atau daerah dataran banjir sungai yang
sudah mulai di tinggali masyarakat.

Menurut data BPBD tahun 2022, jumlah kejadian banjir sebanyak
30 kejadian ditambah 2 kejadian banjir yang disertai angin puting beliung,
sedangkan untuk banjir bandang sebanyak 14 kejadian yang terjadi di

seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Kejadian banjir yang terjadi
pada waktu dan lokasi yang berbeda ini mengakibatkan 20.259 jiwa

terdampak, 16 jiwa mengungsi dan 2 orang meninggal di Kabupaten
Dompu dan Kota Bima. Jumlah kejadian ini jauh menurun dari kejadian

tahun lalu.
Menurut grafik 2.49, seluruh wilayah NTB mengalami banjir namun

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Sumbawa merupakan daerah yang wilayahnya paling banyak mengalami
kejadian banjir. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian di wilayah
perbukitan dan pegunungan menyebabkan dataran rendah di wilayah ini
rentan mengalami bencana banjir.
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Gambar 2.49. Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tahun 2022 di
Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah langkah antisipasi untuk
menangani bahaya banjir agar tidak terulang dari tahun ke tahun.
Peningkatan curah hujan wajib diberikan prioritas penanganan, terutama
untuk daerah yang sering mengalami bencana banjir. Permasalahan banjir

menjadi masalah serius di seluruh wilayah NTB. Selain akibat dari alih
fungsi lahan, hal ini dipengaruhi juga oleh banyak faktor, seperti

pembangunan gedung yang tidak memiliki resapan air yang baik,
meningkatnya jumlah sampah dan rendahnya tingkat kesadaran penduduk
untuk membuang sampah pada tempatnya, sistem tata drainase yang
kurang baik mengakibatkan volume kapasitas penyerapan air hujan yang
kurang maksimal, banyaknya lahan hijau yang seharusnya berfungsi
sebagai resapan air beralih fungsi menjadi bangunan dan lahan pertanian.

Merespon bencana banjir yang kerap terjadi, Pemerintah melalui
Program NTB Hijau melakukan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi
sementara melalui Program NTB Zero Waste melakukan peningkatan
kinerja pengelolaan persampahan dan pelibatan masyarakat melalui Bank
Sampah.
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2.4.2. Analisis DPSIR Bencana Tanah Longsor
Tanah longsor merupakan suatu peristiwa perpindah masa tanah

dari atas lereng menuju ke bagian kaki lereng yang diakibatkan oleh
adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
Peristiwa ini memiliki potensi bahaya apabila dibawah lereng dihuni oleh
masyarakat.

Berdasarkan data BPBD tahun 2022, terdapat 10 kejadian bencana
tanah longsor di seluruh Kabupaten/Kota NTB. Penyebab kejadian tanah
longsor yang terjadi di NTB disebabkan karena faktor tata kelola wilayah
perbukitan yang kurang tepat akibat adanya alih fungsi lahan hutan yang
awalnya ditumbuhi tanaman keras, diubah menjadi lahan tanaman
semusim seperti jagung, padi dan lain-lain. Kejadian tanah longsor yang
terjadi menyebabkan kerusakan jalan karena tertutup tanah longsor.

Gambar 2.50. menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana tanah

longsor terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten Sumbawa
paling sering mengalami bencana ini di tahun 2022.

Gambar 2.50. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor NTB Tahun
2022 di Kabupaten/Kota
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Merespon bencana longsor yang kerap terjadi, Pemerintah melalui
Program NTB Hijau melakukan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi pada
lahan-lahan hutan yang telah rusak.

2.4.3. Analisis DPSIR Bencana Angin Puting Beliung
Angin puting beliung merupakan angin dengan kecepatan lebih

dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian

maksimum 5 menit. Angin puting beliung disebabkan karena bertemunya
udara panas dan dingin sehingga saling bentrok dan terbentuklah puting

beliung. Selain itu juga karena di dalam awan terjadi arus udara naik ke
atas yang kuat. Proses terjadinya angin puting beliung, biasanya terjadi
pada musim pancaroba pada siang hari dengan suhu udara panas, pengap,
dan awan hitam mengumpul, akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh
awan secara vertikal, selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi
pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup
tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang tinggi menghembus
ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Angin
puting beliung dapat mengakibatkan rusaknya rumah dan infrastuktur
daerah, menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material bagi
masyarakat.

Gambar 2.51. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Angin Puting Beliung
Tahun 2022 di Kabupaten/Kota



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-82

Jumlah kejadian angin kencang dan puting beliung di Provinsi NTB

tahun 2022 yaitu sebanyak 30 kejadian dan 2 kejadian lainnya bersamaan
dengan kejadian bencana banjir. Jumlah korban terdampak di berbagai

lokasi di NTB sejumlah 3.624 jiwa.

2.4.4. Analisis DPSIR Bencana Gelombang Pasang/Rob
Banjir rob atau banjir pasang surut air laut adalah pola fluktuasi

muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa,

terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi
(Sunarto, 2003). Banjir rob terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut
yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Selain itu, banjir rob juga
disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin,
atau swell (gelombang yang bergerak dengan jarak sangat jauh
meninggalkan daerah pembangkitnya); badai di laut; serta pencairan es
kutub yang dipicu oleh pemanasan global (Karana dan Supriharjo, 2013).

Gambar 2.52. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Gelombang Pasang dan
Banjir Rob Tahun 2022 di Kabupaten/Kota

Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan
air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi
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pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir
rob (Wahyudi dkk, 2001). Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia
menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu amblesnya
permukaan tanah dan intrusi air laut (Asdak, 1995). Dampak akibat banjir
rob meliputi berbagai aspek kehidupan seperti mengubah fisik lingkungan,
penurunan kualitas lingkungan, dan kerugian ekonomi.

Grafik 2.52. menunjukkan bahwa di NTB tahun 2022 terdapat 3
kejadian gelombang pasang/rob dan 4 kejadian banjir rob. Hampir seluruh
Kabupaten/Kota berpesisir mengalami kejadian bencana ini.

2.4.5. Analisis DPSIR Bencana Kebakaran
Kejadian kebakaran di Provinsi NTB tahun 2022 ini tidak terjadi di

kawasan permukiman, namun terjadi di kawasan hutan. Penyebab
kebakaran di kawasan pemukiman dikarenakan kelalaian manusia atau
korsleting listrik sedangkan kebakaran di kawasan hutan disebabkan oleh
alam dan manusia, biasanya terjadi pada musim kemarau. Kebakaran
hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan
atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari
luar lokasi usaha dan atau kegiatan.

Kebakaran hutan dan atau lahan akan menimbulkan kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara,

yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.
Pada tahun 2022 terjadi kebakaran hutan dengan luasan 2.080,84

ha yang sebagian besar terjadi di Pulau Sumbawa. Jumlah luas kebakaran
hutan yang di tangani per wilayah kerja kehutanan pada tahun 2022
digambarkan pada grafik 2.53.
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Gambar 2.53. Grafik Luas Kebakaran Hutan Tahun 2022

Upaya pengendalian kebakaran hutan dilakukan oleh Polhut dalam
lingkup Balai TNGT beserta masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat
Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pencegahan
kebakaran hutan dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kebakaran
secara resmi maupun pada acara kemasyarakatan. Masyarakat yang
tinggal di Desa sekitar hutan juga turut membantu dan berpartisipasi
dalam pemadaman api. Partisipasi masyarakat ini didukung oleh kegiatan
pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kesadaran masyarakat.
Penanganan pasca kebakaran hutan mencakup identifikasi lokasi rawan
kebakaran, inventarisasi jenis vegetasi yang terbakar dan pemetaan lokasi

bekas kebakaran.

2.4.6. Analisis DPSIR Bencana Kekeringan
Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu

daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga

bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara
terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim
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kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan
air tanah akan habis akibat penguapan, transpirasi, ataupun penggunaan
lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai
menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat
gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya.

Terjadinya kekeringan di NTB disebabkan oleh faktor alamiah dan
ulah manusia. Faktor alamiah berhubungan erat dengan tingkat curah
hujan yang menurun, berkurangnya pasokan air permukaan dan air tanah.
Sedangkan darri faktor ulah manusia terjadi akibat adanya penebangan
liar/alih fungsi lahan untuk dijadikan lahan pertanian.

Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses
sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda.
Namun demikian, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula
menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di Provinsi NTB terdapat 5

Kabupaten yang rawan bencana kekeringan yaitu (1) Kabupaten Lombok
Tengah di Kecamatan Pujut dan Praya Barat Daya, (2) Kabupaten Lombok

Timur di Kecamatan Pringgabaya dan Kopang, (3) Kabupaten Lombok
Utara di Kecamatan Bayan dan Kayangan, (4) Kabupaten Lombok Barat di
Kecamatan Sekotong, dan (5) Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Lunyuk.
Kekurangan pasokan air ini tidak hanya pasokan air bersih tetapi juga
pasokan air pertanian. Kekeringan ini banyak menimbulkan kerugian bagi
petani, karena dapat menimbulkan gagal panen.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam
mengantisipasi bencana kekeringan, dilakukan dengan pembangunan
embung baru yang dapat digunakan sebagai sumber air saat terjadinya
kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Keberadaan embung
baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekeringan dan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari namun juga untuk pertanian.
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2.4.7. Analisis DPSIR Bencana Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi,
patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Potensi
bencana gempa bumi yang mempengaruhi NTB terdiri atas 2 bagian, yaitu
zona subduksi Indo-Australia di bagian selatan yang merupakan zona
megathrust dan patahan naik busur belakang (back arc thrust) sesar
Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk
Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault di bagian utara NTB. Hal inilah
yang menyebabkan frekuensi kejadian gempa bumi di NTB tinggi.

Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala
kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat
mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar
melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran
bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah,
berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah

lembek, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.
Menurut data kebencanaan, pada tahun 2022 NTB tidak mengalami

gempa sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir. Gempa bumi
dengan getaran sangat kuat dapat menyebabkan kerusakan di permukaan
bumi, berupa hancurnya bangunan, rumah, fasilitas umum dan jatuhnya
korban jiwa. Intensitas gempa bumi yang terjadi terakhir kali pada tahun
2020 sudah mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2018
dan 2019. Berdasarkan data BNPB bahwa pada tahun 2018 tercatat
jumlah korban meninggal akibat kejadian gempa bumi sebanyak 466
orang yang tersebar di 5 kabupaten/kota yang ada di NTB yaitu, Kota
Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten
Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.
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2.5. Perkotaan
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kota merupakan

suatu kawasan pemukiman yang memiliki jumlah populasi dan tingkat

kepadatan penduduk yang tinggi, dengan adanya populasi yang memiliki

keanekaragaman sumber daya manusia sehingga dapat tertampung

dalam sebuah kawasan dengan bertambahnya kepadatan yang jauh lebih

tinggi dibanding kawasan pedesaan.

Perkotaan menyediakan berbagai jenis sarana sosial seperti

sekolah, tempat pribadatan, perkantoran, jalan, taman kota dan rumah

sakit, serta menyediakan berbagai jenis fasilitas-fasilitas yang lengkap dan

siap untuk melayani masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari,

selain itu fasilitas-fasilitas tersebut juga menjadikan sebuah tolak ukur

dalam meningkatkan kemajuan suatu kota.

Gambar 2.54. Grafik Jumlah Penduduk NTB 2022

Penduduk Provinsi NTB pada tahun 2022 tercatat sebanyak
5.473.671 jiwa. Dari ke sepuluh wilayah kabupaten/kota di NTB,
Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk
terbesar yaitu 1.366.434 jiwa sedangkan untuk wilayah yang



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-88

penduduknya terkecil adalah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 151.775
jiwa.

Banyaknya fasilitas dan sarana menjadi alasan banyak penduduk

memilih menetap di perkotaan. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap
permasalahan lingkungan dan aspek lainnya, karena berkaitan dengan
ketersediaan ruang serta kebutuhan yang tersedia. Semakin tinggi jumlah
penduduk, dengan luas wilayah yang sempit maka kepadatan penduduk
semakin besar. Jumlah penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan
terhadap lingkungan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan.

Gambar 2.55. Grafik Kepadatan Penduduk NTB 2022

Gambar 2.56. Grafik Jumlah Rumah Tangga
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Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Mataram sebesar
7.189 jiwa/km² sedangkan yang terendah di Kabupaten Sumbawa sebesar
79 jiwa/km². Sementara jumlah rumah tangga sebesar 1.523.133
terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 400.714.

Salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan
terjadinya peningkatan jumlah penduduk yaitu melalui program Keluarga
Berencana (KB) dengan melakukan sosialisasi program 2 Anak Cukup dan
Program penggunaan Alat kontrasepsi terhadap masyarakat.

2.5.1. Sumber-sumber Pencemaran
Berbagai permasalahan perkotaan terkait lingkungan terjadi akibat

peningkatan jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk
artinya semakin meningkat pula sumber-sumber pencemar lingkungannya.

Pada sub bab sebelumnya terkait penurunan kualitas air, telah
dijelaskan mengenai sumber pencemaran terkait limbah domestik
terutama limbah tinja. Menurut data, masih banyak rumah tangga di NTB
yang tidak memiliki dan tidak menggunakan fasilitas tempat buang air
besar yang memadai.

Selain limbah domestik, sumber pencemaran berasal dari berbagai

sektor antara lain perhubungan, kesehatan, industri, perdagangan,
pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lain. Menurut data sementara

yang berhasil dihimpun pada Tabel 35 Lampiran 1 terdapat lebih dari
seribu jumlah sumber-sumber pencemaran namun hanya beberapa

usaha/kegiatan yang tersedia data jumlah limbah padat dan cair yang
dihasilkan. Data jumlah sumber-sumber pencemar yang telah dihimpun
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Sumber-sumber Pencemar
No. Sektor Sumber Pencemaran Jumlah
1. Perhubungan Terminal 9

Pelabuhan 13
Bandar Udara 7

2. Kesehatan Rumah Sakit 37
Klinik Pratama 96
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No. Sektor Sumber Pencemaran Jumlah
Puskesmas Rawat Inap 121
Puskesmas Non Rawat Inap 27

3. Pariwisata Penginapan 943
4. Industri Industri Besar dan Menengah 136
5. Pertambangan Pertambangan Besar dan Menengah 16
6. Perdagangan Pasar 25
7. Energi (Listrik,

Minyak dan Gas)
PLTD, PLTU, PLTG, Distribusi Migas 14

Sumber: Data Diolah, 2023

2.5.2. Analisis DPSIR Minimnya Penanganan Sampah
Perkotaan selalu identik dengan permasalahan sampah. Jumlah

penduduk yang terus meningkat selalu diikuti juga dengan meningkatnya
jumlah timbulan sampah.

Gambar 2.57. Grafik Jumlah Timbulan Sampah NTB Tahun 2022

Timbulan sampah di Provinsi NTB tahun 2022 diperkirakan
mencapai 975.848,34 ton/tahun, yang berarti per harinya terdapat
2.673,56 ton sampah yang harus dikelola. Kabupaten Lombok Timur
merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan sampah yaitu

188.395,22 ton/tahun (516,15 ton/hari), sementara yang terendah yaitu
Kota Bima sebesar 32.872 ton/tahun (90,06 ton/hari).
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Timbulan sampah tersebut kemudian ada yang dibawa ke TPA
namun sebagian lainnya tidak mampu terbawa. Keterbatasan tenaga dan
sarpras menyebabkan tidak semua timbulan sampah ini mampu diangkut
ke TPA seluruhnya. Selain itu, timbulan sampah yang dihasilkan
masyarakat tidak seluruhnya terkumpul ke tempat pengumpulan sampah
sementara yang telah disediakan pemerintah. Masih banyak masyarakat
yang membuang sampah bukan pada tempatnya seperti di sungai, di
lahan kosong dan fasilitas umum lainnya. Akibatnya, sampah-sampah
bertumpuk dan berserakan di mana-mana. Di musim hujan sampah
terbawa ke selokan hingga ke sungai yang menyebabkan penyumbatan
aliran air yang memicu terjadinya banjir.

Gambar 2.58. Lokasi TPA di Provinsi NTB

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menimbun
sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Pada
kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, TPA seharusnya merupakan singkatan dari
Tempat Pemrosesan Akhir dan menerima sampah residu yang telah
diproses sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan. Di NTB terdapat 9 TPA yang menampung kiriman sampah
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dari 10 Kabupaten/Kota yaitu 1 TPA Regional dan 8 TPA non regional
menampung sampah kiriman dari wilayahnya masing-masing. Beberapa
TPA yang ada di Provinsi NTB antara lain adalah TPA Kebon Kongok, TPA
Pengengat, TPA Ijobalik, TPA Jugil, TPA Lekong, TPA Raberas, TPA Lune,
TPA Waduwani, dan TPA Oi Mbo. Data TPA selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel 46 Lampiran 1.

TPA Regional Kebon Kongok bekerja di bawah kewenangan
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana menampung kiriman
sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Jumlah sampah
yang masuk TPA setiap bulannya tergambar pada grafik berikut:

Gambar 2.59. Grafik Jumlah Sampah Yang Diterima TPAR Kebon Kongok

Grafik di atas menunjukkan bahwa sampah yang masuk di bulan
April merupakan sampah terbanyak yang diterima TPAR Kebon Kongok di
tahun 2022. Secara kumulatif, total jumlah sampah yang masuk ke TPA
Kebon Kongok per tahun 2022 mencapai sekitar 113.150,34 ton, jumlah
ini meningkat dari tahun 2021 sejumlah 108.844 ton.

Selain masuk ke TPA Kebon Kongok, sampah Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat juga masuk ke TPST Lingsar sebagai TPST
kewenangan Provinsi NTB. Tahun 2022 terhitung 7.615,6 ton sampah
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dikelola di TPST ini. Jika diakumulasi maka jumlah sampah terangkut pada
kedua lokasi ini (TPA Kebon Kongok dan TPST Lingsar) menjadi
120.765,94 ton.

Jika melihat jumlah timbulan sampah yang dihasilkan Kabupaten
Lombok Barat dan Kota Mataram sejumlah 310.809,51 ton/tahun maka
artinya hanya 38,86% sampah yang terangkut. Masih tersisa 61,14%
sampah tidak terangkut sejumlah 190.043,57 ton.

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan sampah yang
sangat meresahkan, Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2019
melaksanakan Program NTB Zero Waste. Melalui program ini Pemerintah
mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah dari sumbernya. Pemerintah
Provinsi NTB bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat
mengembangkan bank sampah dan menjalin kemitraan dengan Bank-
bank Sampah Mandiri di NTB.

Gambar 2.60. Grafik Jumlah Bank Sampah

Hasil inventarisasi sampai dengan tahun 2021, di Provinsi NTB telah
terbentuk 457 unit bank sampah terdiri dari 145 unit binaan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 202 unit binaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi sebagai
bagian dari pelaksanaan BUMDES, 60 unit Bank Sampah Mandiri dan
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sisanya merupakan binaan Dinas Lingkungan Hidup di wilayahnya masing-
masing. Di tahun 2022, DLHK NTB melakukan pembinaan pada 118 Bank
Sampah di Kabupaten/Kota NTB.

Selain melalui Bank Sampah, upaya lain yang juga didorong
sebagai pelaksanaan pengelolaan sampah di NTB antara lain:
1. Partisipasi seluruh pihak baik instansi pemerintah (Program Eco Office),
pelaksana event (Gerakan Nol Sampah Event), sekolah-sekolah
(Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah),
Perguruan Tinggi (Bank Sampah Kampus) dan masyarakat (Gerakan
Pilah Sampah Dari Sumber).

2. Industrialisasi sampah plastik melalui produksi pelet RDF (Refuse
Derived Fuel)/ SRF (Soil Recovered Fuel) sebagai co-firing batubara PLN,
produksi Block Solutions/ Bata atau batako plastik, produksi solar dan
budidaya maggot (Black Soldier Fly).

Untuk memperkuat fondasi pelaksanaan Program Zero Waste,
Pemerintah menyusun dan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan

sebagai dasar pelaksanaannya, antara lain:
1. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2020

tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2022

tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemprosesan Akhir Sampah Regional
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2022
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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5. Keputusan Gubernur Nomor 660.1-479 Tahun 2019/ 28 Mei 2019
tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengurangan dan Penanganan
Sampah Prov. NTB.

6. Keputusan Gubernur Nomor 660-942 Tahun 2019 tentang Penetapan
Bank Sampah Induk Regional di Provinsi NTB

7. Surat Edaran Gubernur Nomor 660/060/DLHK/2019 tentang
Pengelolaan Sampah Menuju NTB Zero Waste Province 2023

8. Surat Edaran Gubernur Nomor 660/066/DLHK/2019 tentang
Pengelolaan Sampah di Sekolah dan Perguruan Tinggi Menuju NTB
Zero Waste Province 2023.

9. Surat Edaran Gubernur Nomor 451/249/Kesra/2019 tentang Himbauan
Pelaksanaan Program Zero Waste (Bebas Sampah) Tempat Ibadah

10. Surat Edaran Gubernur Nomor 660/06/KUM Tahun 2022 tentang
Pengurangan Potensi Sampah Pada Kegiatan Seremonial.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sejak tahun 2019 memfasilitasi aksi maupun edukasi

penyadartahuan penanganan dan pengelolaan persampahan.

2.6. Tata Kelola
Tata kelola lingkungan merupakan suatu interaksi multi level antara

lokal, nasional bahkan global yang dilakukan dalam ranah kebijakan
terkait lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan.

Meningkatnya kasus perusakan lingkungan yang menyebabkan
permasalahan lingkungan dan memberikan dampak yang luas bagi
manusia yang tinggal di dalamnya memunculkan ide konsep
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Eksploitasi sumber daya
yang tidak terkendali bukan hanya menyebabkan kelangkaan sumber daya
namun juga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Degradasi
yang terjadi bukan hanya membahayakan keberlangsungan hidup
melainkan juga kehidupan ekosistem.
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Untuk mengeliminasi dampak degradasi hingga destruksi
lingkungan diperlukan kebijakan dan regulasi terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif.

2.6.1. Pemanfataan Hasil Hutan Kayu
Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah benda-

benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hasil hutan
alam. Pemanfaatan HHK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHK pada Hutan
Produksi seperti halnya pada HTR dapat dilakukan dengan satu atau lebih
sistem silvikultur, sesuai dengan sumber daya hutan dan lingkungannya.

Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi NTB diatur
melalui Peraturan Daerah NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Hutan, yang kemudian diturunkan melalui Instruksi Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 188.4.5-75/KUM Tahun 2020 tentang Moratorium
Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi NTB dan
saat ini berubah menjadi Instruksi Gubenur Nusa Tenggara Barat Nomor
660/11/KUM/tahun 2021 tentang Tertib Pemanfaatan hasil Hutan kayu di

Wilayah Provinsi NTB.
Luas total keseluruhan pemanfaatan hasil hutan kayu (HTI dan HTR)

yang ada di Provinsi NTB tahun 2022 adalah seluas 109.368,88 ha
meningkat dari luasan total tahun sebelumnya sejumlah 67.053,46 ha.

Sebagaimana Gambar 2.61. grafik menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil
hutan kayu terluas berada pada wilayah Kabupaten Dompu disusul
Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa.
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Gambar 2.61. Luas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

2.6.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah

hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan
budaya, kecuali kayu berasal dari hutan. Pemanfaatan HHBK adalah

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa
bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi
fungsi pokoknya.

Sebagaimana halnya pemanfaatan hasil hutan kayu, pemberian izin
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga diatur melalui Peraturan Daerah
NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan.

Jumlah izin pemanfaatan HHBK yang berlaku hingga 2022
sebanyak 127 izin. Grafik pada Gambar 2.62. menunjukkan bahwa izin
terbanyak yang dikeluarkan berada di Kabupaten Lombok Barat seluas
4.903,24 ha dan Dompu seluas 5.440 ha pada masing-masing 25 unit
Gapoktan/KTH. Hasil produksi HHBK pada tahun 2022 terdiri dari Jagung,
Kemiri, Bambu Apus, Nira Aren, Biji Kopi, Empon-empon, Padi, Buah-
buahan, Umbi-umbian, Bambu Milah, Rotan, Lonto, Sarang burung Walet,
Kayu Putih, dan Biji-bijian.
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Gambar 2.62. Grafik Jumlah dan Luas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu

2.6.3 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Konservasi dan

Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, terdapat 80
species satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan terdiri dari 41 species
karang, 1 species ular, 1 species biawak, 1 species tokek, gaharu, 2
species burung, 10 species kumbang dan 24 species kupu-kupu. Data
perdagangan satwa dan tumbuhan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
20 Lampiran 1.

2.6.4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Jasa lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati dan

ekosistem berupa manfaat langsung (tangible) dan manfaat tidak
langsung (intangible) yang meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi,
jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi
dan banjir, keindahan, keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan
dan penyimpanan karbon, sementara pemanfaatan jasa lingkungan adalah
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kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan juga diatur melalui
Peraturan Daerah NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan.
Izin pemanfaatan jasa lingkungan yang masih berlaku hingga tahun 2022
terdiri dari 25 lokasi dengan luasan total sebesar 5.960,09 ha dan
berlokasi di 7 Kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima. Data
pemanfaatan jasa lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 21
Lampiran 1.

2.6.5. Dokumen Izin Lingkungan
Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang

yang memerlukan usaha dan/atau kegiatan di mana wajib AMDAL atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dasar ketentuan yang digunakan sebagai acuan di terbitkannya

persetujuan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2022 terdapat 55 usaha/kegiatan yang

mengajukan dokumen untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Grafik

Jumlah Dokumen Izin Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2.63.
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Gambar 2.63. Grafik Jumlah Dokumen Izin Lingkungan

2.6.6 Perusahaan Pengelola Limbah B3
Dalam pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah
diangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan
benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk membantu pengelolaan limbah B3, penghasil limbah
biasanya menggunakan jasa pihak ke 3. Hingga tahun 2021 terdapat 3

perusahaan pengelola limbah B3 yang diberikan izin sebagai pengumpul
limbah B3. Pengumpul limbah B3 yaitu badan usaha yang berbadan

hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk
mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan

dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
Perusahaan pengumpul limbah B3 yang beroperasi di lingkup

wilayah Provinsi NTB lain PT. Wahyu Nusantara Indah Putra sebagai
pengumpul Llimbah B3 skala Provinsi, PT. Peduli Lingkungan Lestari dan
PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi sebagai pengumpul limbah B3 skala
Nasional. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 42 Lampiran 1.
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2.6.7. Pengawasan Ijin Lingkungan
Untuk memastikan bahwa suatu usaha/kegiatan yang telah

memiliki izin melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungannya,
pemerintah NTB melalui DLHK NTB melaksanakan pengawasan izin
lingkungan. Bentuk pengawasan yang dilakukan bersifat aktif dan pasif.

Tahun 2022 pengawasan sebagian besar dilakukan secara pasif
melalui pemeriksaan Dokumen RKL-RPL per semester, mengingat kondisi
yang tidak memungkinkan karena keterbatasan biaya. Kunjungan
langsung ke pelaku usaha/kegiatan diprioritaskan untuk menindaklanjuti
pengaduan, penyelesaian kasus atau sengketa lingkungan hidup. Hingga
akhir 2022 telah dilakukan pemeriksaan Dokumen RKL-RPL sebanyak 151
usaha/kegiatan. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa terdapat 62
perusahaan yang taat dan 89 perusahaan yang tidak taat. Data
pengawasan izin lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 43

Lampiran 1.

2.6.8. Status Pengaduan Masyarakat
Pelaksanaan kegiatan/usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha,

seringkali ditemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan pemantauan dan

pengawasan lingkungan. Adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan tersebut
dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai upaya antsipasi

terjadinya hal tersebut diperlukan penegakan hukum yang tegas dari
pemerintah daerah terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan yang

telah dibuat.
Keterlibatan masyarakat di setiap proses pengambilan keputusan

terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan pengendalian
dampak lingkungan merupakan faktor penentu good governance, sebagai
perwujudan konsep open governance yang mengakui public right to
observe, public right to access to information, public right participate
dalam pembentukan kebijakan publik. Hak masyarakat untuk mengajukan
keberatan apabila hak hak partisipasi diabaikan. Dengan menciptakan
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pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan
kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan, termasuk kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2021, DLHK Provinsi NTB menemukan adanya berbagai
pelanggaran terhadap kasus lingkungan yang terjadi, untuk itu dilakukan
penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga semua kasus
pengaduan yang diterima dapat diselesaikan dengan cara diluar
pengadilan. Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak
12 pengaduan. Data terkait pengaduan selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 50 Lampiran 1.

2.6.9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh
karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan
hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi

rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Pernyataan di atas berarti bahwa melindungi dan mengelola

lingkungan hidup bukan merupakan tugas pemerintah saja namun juga
merupakan tugas setiap warga negara. Pemerintah tidak akan berhasil jika

tidak ada dukungan dari warga negaranya. Alasan inilah yang mendasari
terbentuknya kelompok-kelompok peduli lingkungan di masyarakat,
disamping alasan lain seperti adanya kerusakan/degradasi lingkungan
yang telah menyebabkan dampak serius bagi manusia dan mahluk hidup
lainnya.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Forum Komunikasi Kelompok
Pemerhati Sumber Daya Alam (FKKPSDA), Lembaga Peduli Lingkungan



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

II-103

dan Kesehatan NTB, Asosisasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia,
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB dan Lembaga Juang Laut Lestari.
Di samping itu, terdapat puluhan lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak di bidang pengelolaan sampah membentuk bank sampah mandiri.

2.6.10. Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut
Tingkat Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04
Tahun 2011, bahwa standar kompetensi nasional adalah suatu ukuran
atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil
lingkungan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung
sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja
yang dipersyaratkan, yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka mendukung tata kelola sumberdaya dibutuhkan
pengetahuan, keterampilan dan inovasi, karena hanya dengan lingkungan
hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya
dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang
optimal. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah upaya
terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan,

pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup, secara
terus menerus, konsisten, dan terukur. Dalam rangka mendukung upaya

pengelolaan lingkungan secara tepat dibutuhkan kualitas sumberdaya
manusia yang handal dan inovatif.

Peran pendidikan dalam masyarakat adalah penting, karena
pendidikan formal yang ditempuh merupakan faktor yang dapat
membentuk karakter seseorang dalam berperilaku peduli terhadap
lingkungan. Disisi lain Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu
hasil karya manusia yg terus mengalami perkembangan, dari
perkembangan iptek tersebut akan berdampak terhadap perkembangan
inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
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Beberapa penting Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni
(Ipteks) bagi keberlanjutan lingkungan antara lain :
a. Masyarakat khususnya pengelola lingkungan hidup akan mampu

mengelola sampah atau limbah dengan lebih baik dan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan.

b. Manusia akan lebih mudah dalam melakukan konservasi alam. Dengan
iptek maka manusia mampu membuat rekayasa genetika untuk
kemajuan lingkungan hidup

c. Manusia dapat mengolah hasil alam menjadi barang yang bernilai
ekonomis tinggi secara efisien.

d. Manusia mampu menciptakan alat yg digunakan untuk kemudahan
dalam pengembangan sumber daya alam

e. Manusia dapat memanfaatkan alam seefisien mungkin agar dapat di
gunakan pula oleh generasi yg akan datang

Gambar 2.64. Grafik Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Berdasarkan grafik di atas, kuantitas personil lembaga pengelola
lingkungan hidup relatif besar, namun perlu dibarengi dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, antara lain dengan membuka ruang atau
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kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan ke jenjang yang
lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Pandangan ini didasarkan bahwa pendidikan lingkungan
hidup berfungsi sebagai indikator kepedulian terhadap lingkungan dan
permasalahan yang terkait di dalamnya, serta menciptakan suatu
masyarakat yang memiliki pengetahuan, gagasan maupun
ide dalam mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan lingkungan
hidup. Bila sumber daya alam dan lingkungan di kelola secara
berkelanjutan sesuai daya dukung, alam dan lingkungan akan mampu
mendukung kehidupan dan melakukan regenerasi dan asimilasi secara
berkelanjutan.

2.6.11. Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Diklat yang
Diikuti
Staf fungsional bidang lingkungan hidup daerah memiliki peran

penting dalam mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah
daerah karena pelaksanaan tugasnya menyentuh langsung ke masyarakat
dan seluruh pihak yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2022 tercatat 115 tenaga fungsional laki-laki dan 13
tenaga fungsional perempuan yang terdiri dari fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan, Pengendali Ekosistem Hutan, Pengendali Ekosistem,
Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Surveyor Pemetaan,

Polisi Kehutanan, Penata Humas, Pranata Laboratorium, Pranata Humas,
Analis SDM, Perencana, dan Pengawas Benih Tanaman.

Tenaga fungsional dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya
dengan baik apabila didukung dengan kemampuan dan pengetahuan yang
mencukupi, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Hingga tahun
2021 tercatat 102 tenaga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan bidang tugasnya, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan
informasi yang terus maju menuntut agar tenaga fungsional selalu
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meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya maka pendidikan dan
pelatihan sebaiknya terus dilakukan secara berkala.

Tujuan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup adalah
meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan
dalam kegiatan di bidang lingkungan hidup, termasuk meningkatkan
kemampuan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian sumber
daya alam.

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terbentuknya sumber
daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup melalui program
pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. Permasalahan utama
lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan
tingginya tingkat pencemaran dan exploitasi sumberdaya alam secara
berlebihan, sementara ketersediaan sumber daya alam ketersediaannya
terbatas. Jika masalah tersebut tidak dapat mengancam kelangsungan

lingkungan hidup dan pembangunan, sumberdaya alam dan lingkungan
akan terus mengalami eksploitasi dan tekanan disebabkan karena

kurangnya wawasan di bidang lingkungan hidup, lemahnya upaya
penegakan hukum, dan belum berjalannya mekanisme
pemantauan/pengawasan lingkungan yang bersifat rutin. Untuk mengatasi
berbagai persoalan diatas dibutuhkan pengelola lingkungan hidup yang
berperan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan berbagai program
penanganan lingkungan, sehingga kualitas pengelola yang akan bertindak
sebagai motor penggerak pelestarian lingkungan hidup harus terus
ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal (dalam
bentuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan). Pendidikan dan
pelatihan yang relevan saat ini dengan peningatan kualitas dan kapabilitas
pengelola lingkungan hidup antara lain :
a. Bimtek Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup
b. Bimtek Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 1 Tahun 2017

https://diklat.net/2017/01/10/bimtek-penyusunan-dokumen-upaya-pengelolaan-lingkungan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup/
https://diklat.net/2017/01/10/bimtek-penyusunan-dokumen-upaya-pengelolaan-lingkungan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup/
https://diklat.net/2017/01/16/bimtek-pertambangan-mineral-dan-batubara-pp-nomor-1-tahun-2017/
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c. Diklat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
d. Diklat Program Sistem Informasi Geografis Perikanan
e. Pelatihan Program Sistem Informasi Geografis Pertanian
f. Pelatihan Tata Cara Pengawasan Kegiatan Perkebunan
g. Sosialisasi Bimtek Strategi Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan

Berwawasan Lingkungan
h. Sosialisasi Pembangunan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
i. Bimtek Tata Cara Pengawasan Kegiatan Pertambangan.
j. Kebijakan Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Alam

2.6.12. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Penghargaan lingkungan diberikan kepada seseorang atau

kelompok yang telah berkontribusi dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk terus memotivasi
agar terus meningkatkan kontribusi dan parsipasinya bagi lingkungan
hidup, sebagaimana amanat undang-undang lingkungan hidup bahwa
melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah tanggungjawab semua
pihak.

Pada tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia memberikan penghargaan lingkungan hidup kepada 15

Perusahaan BUMN berupa Penghargaan PROPER Hijau dan Biru yaitu
Pertamina dan PLN di beberapa lokasi. Gubernur NTB juga memberikan

penghargaan kepada 10 Desa Peduli Lingkungan untuk 5 kategori yaitu
Kategori Peningkatan Kegiatan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan,
Kategori Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Persampahan, Kategori
Membangun Ketangguhan Bencana, Kategori Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil serta Kategori Pembangunan Rendah Karbon. Data
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 54 Lampiran 1.

https://diklat.net/2016/11/01/diklat-analisis-mengenai-dampak-lingkungan/
https://diklat.net/2018/07/18/diklat-program-sistem-informasi-geografis-perikanan/
https://diklat.net/2018/07/03/pelatihan-program-sistem-informasi-geografis-pertanian/
https://diklat.net/2018/08/10/pelatihan-tata-cara-pengawasan-kegiatan-perkebunan/
https://diklat.net/2018/01/20/sosialisasi-bimtek-strategi-pengelolaan-sampah-secara-terpadu-dan-berwawasan-lingkungan/
https://diklat.net/2018/01/20/sosialisasi-bimtek-strategi-pengelolaan-sampah-secara-terpadu-dan-berwawasan-lingkungan/
https://diklat.net/2017/03/07/sosialisasi-pembangunan-daerah-di-bidang-lingkungan-hidup/
http://info-jadwal-bimtek-diklat-pelatihan.com/bimtek-tata-cara-pengawasan-kegiatan-pertambangan/
http://info-jadwal-bimtek-diklat-pelatihan.com/kebijakan-pengelolaan-pengawasan-dan-pengendalian-sumber-daya-alam/
http://info-jadwal-bimtek-diklat-pelatihan.com/kebijakan-pengelolaan-pengawasan-dan-pengendalian-sumber-daya-alam/
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2.6.13. Kegiatan /Program yang Diinisiasi Masyarakat
Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan

tanggungjawab bersama seluruh pihak. Masyarakat sebagai pihak yang
bersentuhan langsung dengan penyebab dan dampak kerusakan
lingkungan hidup sudah semestinya berinisiatif melakukan mitigasi/ upaya
pencegahan hingga perbaikan kerusakan baik secara mandiri maupun
melalui campur tangan Pemerintah. Pemerintah sebagai perpanjangan
tangan rakyat sudah semestinya memfasilitasi inisiatif masyarakat
melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Pada tahun 2022 berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat
ada yang dilaksanakan mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah.
Masyarakat dimaksud bukan hanya penduduk yang bermukim pada
lingkungan tertentu namun juga termasuk lembaga-lembaga yang
terbentuk di masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, dan pelaku dunia

usaha.
Kegiatan yang dilaksanakan mandiri oleh kelompok-kelompok

masyarakat dan dilakukan rutin sepanjang tahun antara lain “Mengubah
Sampah Menjadi Berkah” yaitu menabung sampah di Bank Sampah,
membuat kreativitas berbahan sampah bernilai jual, Kampung Wisata
terintegrasi Pengelolaan Sampah, Sosialisasi dan pelatihan mengelola
sampah, Jasa Pengolahan Sampah Organik (JPSO), Sekolah Alam,
Sedekah Sampah, Posyandu Terintegrasi Bank Sampah, Pembersihan
sampah di lingkungan tempat tinggal, pemilahan sampah, dan lain-lain.

Kegiatan inisiasi masyarakat yang dilaksanakan rutin sepanjang
tahun bersama pemerintah antara lain pembersihan fasilitas umum,
pembersihan pantai, patroli dan pengamanan hutan, sosialisasi
pengelolaan sampah, dan lain-lain. Sementara kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada waktu tertentu antara lain penanaman pohon (turus
jalan, rehabilitasi dan reboisasi), Sosialisasi dan Pelatihan dan lain-lain.
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Kegiatan/Program Lingkungan Hidup yang diinisiasi masyarakat
selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 55 Lampiran 1.

2.6.14. Produk Domestik Regional Bruto
PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa

yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh
wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun

waktu satu tahun. Dalam perhitungannya, PDRB dapat menggunakan dua
harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga

berlaku adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan PDRB
harga konstan adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun
acuan atau tahun dasar untuk harga tersebut.

Gambar 2.65. Grafik PDRB 2 Tahun Terakhir

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk
mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur
ekonomi suatu daerah, sementara PDRB atas dasar harga konstan
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun
ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor
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harga. Menurut beberapa penelitian, aspek-aspek PDRB mempengaruhi
IKLH secara signifikan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan data dua tahun terakhir terjadi peningkatan nilai PDRB
baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga
konstan.
2.6.15. Produk Hukum Bidang pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
Dalam penatakelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam suatu daerah, produk hukum lingkungan hidup merupakan
faktor yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang ramah
lingkungan.

Pada tahun 2019 hingga 2022 terdapat 33 produk hukum yang
ditetapkan di antaranya 28 produk hukum lingkungan hidup dan 33

produk hukum khusus kehutanan. Data selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 58 Lampiran 1.

2.6.16. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan

dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena pembangunan
berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu, ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Ketiga pilar utama ini saling mempengaruhi. Tantangan
utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana

merecovery degradasi lingkungan tanpa menghalangi pertumbuhan
ekonomi dan keadilan sosial, serta bagaimana mencapai pertumbuhan
ekonomi dan keadilan sosial mengingat daya dukung dan daya tampung
ekosistem dan sumber daya alam terbatas.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk
memenuhi fungsi dan tujuan sebagaimana tercantum dalam undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian,
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Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pembangunan
berkelanjutan juga dilaksanakan sesuai Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan
hidup di tingkat ekoregion.

Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Anggaran lingkungan hidup
pemerintah cenderung tidak mencukupi dalam penanganan permasalahan
lingkungan, sehingga pentingnya mekanisme pengelolaan lingkungan
hidup juga turut dibebankan kepada perusahaan-perusahaan, atau
pemanfaat sumberdaya alam yang mengeluarkan pollutant. Langkah ini
merupakan upaya untuk mengedepankan prinsip Polluter Pays Principles,
dimana pihak-pihak yang telah memanfaatkan lingkungan hidup secara
gratis ikut bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup.

Provinsi NTB merupakan daerah penghasil komoditas pertanian,
perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan serta kawasan industri

pertambangan. Keberadaan industri tersebut berimplikasi memberikan
dampak terhadap pesatnya laju pembangunan dan peningkatan kondisi

perekonomian masyarakat, namun di sisi yang lain dampak kerusakan
lingkungan semakin besar apabila tidak diimbangi oleh upaya
pengendalian lingkungan.

Gambar 2.66. Grafik Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 Tahun Terakhir
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Gambar 2.66. menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk
pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB tahun 2022 menurun dari
tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai imbas dari menurunnya APBD
total Provinsi NTB.

Keberpihakan anggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup
merupakan salah satu indikator tingkat keseriusan pemerintah dalam
mengatasi permasalahan lingkungan, sekaligus menggambarkan bentuk
komitmen pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan
berkelanjutan. Namun dengan kondisi keuangan daerah yang minim,
berbagai upaya lain diupayakan agar program yang telah dicanangkan
dapat terealisasi sesuai harapan.

Pengalokasian anggaran pengelolaan lingkungan hidup dalam
mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB
pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 66.043.730.627. Anggaran tersebut

teralokasikan untuk beberapa program sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.67. Grafik Distribusi Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2022

2.6.17. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pelaksanaan pembangunan dan permasalahan lingkungan yang

timbul adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat
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pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang
terjadi di Provisni NTB sampai saat ini perlu diimbangi sikap kehati-hatian
dalam pengelolaannya, sehingga dampak kerusakan sumber daya alam
dapat dikendalikan dari waktu ke waktu.

Total PAD Provinsi NTB berjumlah Rp.2.287.653.655.567
bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah.
Diantara empat sumber pendapatan asli daerah tersebut, yang paling
besar konstribusinya terhadap PAD Provinsi NTB adalah dari sektor pajak,
sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.68. Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB

Pendapatan Asli Daerah perlu diupayakan secara optimal karena
Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif

dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pengelolaan
lingkungan dan berbagai permasalahan pembangunan daerah lainnya.
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BAB III
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam
memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Isu prioritas merupakan pilihan-
pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis

yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.
Sebuah isu akan menjadi prioritas yakni apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dalam hal tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam jangka panjang.

Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan
pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau
akan terjadi di daerah, dan prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan
DIKPLHD dilakukan melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh
kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) dan pendapat pakar
(expert opinion) melalui forum Focus Group Discussion (FGD).

3.1. Review Literatur
Tahap awal dalam upaya penjaringan isu dilakukan melalui desk

study dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Langkah review
literatur meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan
lingkungan yang telah ada. Diantara literatur yang diacu adalah:
1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi NTB yang didalamnya membahas Visi dan Misi Nusa Tenggara
Barat;

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB;

3. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB;
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4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Kajian Rawan Bencana Nusa Tenggara Barat;
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Nusa Tenggara Barat.
8. Dokumen/kajian lainnya yang relevan dan mendukung dalam proses

penentuan isu Proioritas di NTB.

3.2. Penetapan Kriteria
Langkah penetapan kriteria dilakukan untuk memberikan landasan

langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan potensial. Mengingat

banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi, penetapan kriteria akan
menjadi penting untuk membuat isu lingkungan yang lebih terfokus.

Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman
Nirwacita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009,
sehingga diperoleh kriteria berikut:
1. Kerusakan sumber daya alam, yakni seberapa besar kerusakan alam

yang ditimbulkan dengan adanya isu lingkungan tersebut;
2. Dapak signifikan, kriteria ini membantu penetapan isu lingkungan

potensial dengan menganalisis isu lingkungan yang memberikan
dampak signifikan (penting) terhadap berbagai aspek lain, misalnya
aspek sosial dan ekonomi;

3. Perhatian publik, isu lingkungan yang menjadi perhatian publik dan
mendapat sorotan tajam dari berbagai diskusi ilmiah, forum
masyarakat, serta media massa menjadi salah satu parameter untuk
ditetapkan sebagai isu lingkungan potensial;

4. Kinerja jasa ekosistem, yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat)

jenis layanan, yaitu:
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a. Layanan fungsional (provisioning services) : Jasa/Produk yang
didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika,
makanan, air dan lainnya;

b. Layanan regulasi (regulating services) : manfaat yang didapatkan
dari pengaturan ekosistem, seperti aturan tentang pengendalian
banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim

dan lainnya;
c. Layanan cultural (cultural services) manfaat yang tidak bersifat

material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit,
tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan;

5. Pemanfaatan sumber daya alam, yang berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 12 dijelaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan
berdasarkan RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup). Namun Dalam hal RPPLH belum tersusun,
pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. Keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan hidup;
b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Ancaman keanekaragaman hayati, kondisi lingkungan yang diukur
dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap,
menurun atau meningkat. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan,
kemerosotan dan kerusakan;

7. Dampak dan resiko lingkungan, yaitu dampak suatu kegiatan

terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; dapat diukur
dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara atau

seperti yang tertuang dalam penjelasan PP 46 Tahun 2016 Pasal 3
ayat 2 point a yang dimaksud dengan Dampak dan/atau risiko

lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
a. Perubahan iklim;
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b. Kerusakan, penurunan dan/atau kepunahan keanekaragaman
hayati;

c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,
longsor, kekeringan, dan/ atau kebakaran hutan dan lahan;

d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau
g. Terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;

dan/atau
h. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

8. Perubahan iklim, seperti telah dijelaskan pada UU Nomor 32 Tahun
2009 pasal 1 bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia
sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global
dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang
teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

3.3. Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup
Pada tanggal 19 Juni 2023, telah dilaksanakan Focus Group

Disscusion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi
NTB diantaranya OPD terkait, Akademisi dan LSM yang bergerak di bidang
lingkungan hidup. Selain melihat fenomena yang terjadi, FGD juga
mengacu pada Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 sebagai
bahan pertimbangan penetapan isu prioritas lingkungan hidup.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTB yang dicapai
tahun 2022 berdasarkan perhitungan masing-masing nilai Indeks Kualitas
Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Tutupan
Lahan yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan dirilis melalui Website IKLH sebesar 70,56.
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Gambar 3.1. Grafik Target dan Realisasi IKLH Provinsi NTB

IKLH setiap tahunnya menunjukkan nilai yang dinamis. Grafik di
atas menunjukkan bahwa nilai IKLH tahun 2022 mengalami peningkatan
sebesar 0,67 dari tahun 2021 (69,89) dengan rincian nilai Indeks Kualitas
Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan
(IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut sebagai berikut:

Gambar 3.2. Grafik Realisasi IKA, IKU, IKL dan IKAL Provinsi NTB
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Akhirnya berdasarkan hasil FGD diperoleh isu prioritas lingkungan
hidup sebagai berikut:
a. Alih fungsi lahan
b. Degradasi sumber daya air
c. Pengelolaan sampah tidak optimal
d. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

Selanjutnya isu prioritas yang telah ditetapkan akan menjadi
landasan utama dalam pembahasan inovasi Pemerintah Daerah Provinsi
NTB.

Gambar 3.3. Dokumentasi Rapat Penjaringan Isu Prioritas
di Provinsi NTB

3.3.1. Alih Fungsi Lahan
1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Luasan lahan pertanian cenderung menurun dari tahun ke tahun
akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Alih fungsi

lahan didefinisikan sebagai berubahnya fungsi awal lahan menjadi fungsi
lainnya baik dari sebagian maupun keseluruhan lahan akibat faktor-faktor

tertentu. Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan non
pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam
Supriyadi (2004) menyatakan bahwa, tiga faktor penting yang
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:
a. Faktor Eksternal, disebabkan oleh dinamika pertumbuhan perkotaan

(fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi.



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

III - 7

b. Faktor Internal, disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah
tangga pertanian pengguna lahan.

c. Faktor Kebijakan, disebabkan oleh aspek regulasi yang dikeluarkan
pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan
perubahan fungsi lahan pertanian.
Data pemanfaatan lahan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan

menunjukkan bahwa luas lahan pertanian sawah tahun 2022 adalah
253.355 ha. Jika dibandingkan dengan luas eksisting tahun 2021 seluas

296.120,13 ha, artinya terdapat pengurangan lahan sawah seluas
42.765,13 ha selama 1 tahun terakhir. Data ini sejalan dengan data luas

panen padi NTB 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) dimana terjadi
penurunan luas panen padi dari luasan tahun 2021 sebesar 276.211,88 ha
menjadi 269.827,26 ha.

Berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi
pengendaliannya oleh Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi NTB,
bahwa alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lainnnya dipengaruhi
beberapa faktor pendorong, yaitu:
a. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk NTB mengakibatkan

peningkatan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan
fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat
juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat
peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti pasar, pusat
perbelanjaan, jalan, tempat rekreasi, dan lain-lain.

b. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian seperti real estate,
kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa lainnya yang

memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan
sawah. Hal ini disebabkan oleh lokasi yang relative dekat dengan

pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah sekitarnya
(sub urban).

c. Nilai ekonomi lahan (land rent) untuk penggunaan non pertanian jauh
lebih tinggi dibandingkan penggunaan pertanian, menjadi disinsentif



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

III - 8

untuk mempertahankan penggunaan lahan sawah untuk aktivitas
pertanian. Tingginya biaya produksi serta rendahnya atau fluktuasi
harga hasil-hasil pertanian mengakibatkan surplus ekonomi dari
kegiatan usaha tani menjadi rendah. Nilai ekonomi lahan (land rent)
atau “economic rent” dari lahan yang diusahakan menjadi relatif kecil.
Sementara land rent untuk penggunaan lain, terutama di daerah

perkotaan dan pusat-pusat perdagangan cukup tinggi. Hal ini
merupakan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian.
d. Faktor sosial budaya, seperti keberadaan hukum waris yang

menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak
memenuhi batas minimal skala ekonomi usaha yang menguntungkan. Di
sisi lain, kebutuhan keluarga yang mendesak untuk pendidikan anak,
mencari pekerjaan non-pertanian, dan keperluan lain seringkali
membuat petani tidak memiliki pilihan selain menjual sebagian lahan
pertaniannya.

e. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian.
Anggapan masyarakat, khususnya generasi muda terkait sektor
pertanian tidak sepopuler bidang usaha yang lain, sehingga orang tua
yang memiliki lahan pertanian menjual lahannya kepada orang lain.

f. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Kewajiban untuk
memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya dan mencegah
kerusakannya sebenarnya telah ada dalam Pasal 15 UU No 5 Tahun
1960, tentang UUPA serta peraturan-peraturan lainnya. Namun dalam
pelaksanaannya, tidak ada ketegasan dalam menegakkan peraturan

tersebut berikut sanksi terhadap pelanggarannya.
Akibat alih fungsi lahan berpengaruh terhadap berbagai aspek

antara lain :
a. Berkurangnya Lahan Pertanian

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, akan
menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang, sehingga
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berdampak pada berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak
langsung.

b. Menurunnya Produksi Pangan
Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi
akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional akan
sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat

tiap tahun, kebutuhan pangan bertambah, namun lahan pertanian
semakin berkurang. Dari segi fungsinya, lahan pertanian diperuntukan

bagi produksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan pertanian
ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Volume

produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah ditentukan oleh
pola tanam yang diterapkan di lahan sawah yang belum dikonversi;
produktivitas usaha tani dari masing-masing komoditi dari pola tanam
yang diterapkan; dan luas lahan sawah yang terkonversi.

c. Mengancam Keseimbangan Ekosistem
Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau
lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi
beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami
perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat
tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu,
adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan
dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim
penghujan.

d. Sarana Prasarana Pertanian Menjadi Tidak Terpakai
Dalam meningkatkan produksi pertanian, pemerintah telah

menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana
pertanian, seperti sistem irigasi antara lain membangun bendungan,

drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian.
Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana

dan prasarana tersebut tidak terpakai lagi. Perubahan lahan sawah
kepemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi

https://ilmugeografi.com/bencana-alam/penyebab-banjir


Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

III - 10

besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikan untuk mencetak sawah,
membangun waduk dan sistem irigasi.

2. Alih Fungsi Lahan Hutan
Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam

ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga
mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan
tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa tutupan
lahan yang terdapat di Provinsi NTB diantaranya seperti tutupan lahan
Hutan Lindung, Hutan produksi, Taman Hutan Raya dan lain-lain.

Kondisi hutan NTB saat ini sangat menghawatirkan disebabkan
fenomena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung yang marak

terjadi pada beberapa tahun terakhir. Perambahan hutan masih terus
terjadi meskipun luasannya berkurang pada satu tahun terakhir (Gambar

2.17).
Kualitas tutupan lahan dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks

Kualitas Lahan (IKL). Parameter yang digunakan untuk menghitung
Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah berupa tutupan hutan dengan
menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan,
dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan
>25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun
raya dan taman keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2022, indeks kualitas lahan Provinsi NTB sebesar 65,61.
Selama periode 2 tahun terakhir angka IKL Provinsi NTB tidak memenuhi
target sesuai SE 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021.
Setelah mengalami penurunan di tahun 2021 dari IKL tahun 2020, terjadi
sedikit peningkatan IKL di tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar
berikut:
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Gambar 3.4. Grafik Target dan Realisasi IKL Provinsi NTB

Indeks kualitas lahan di Kabupaten/ Kota NTB terlihat pada Tabel sebagai
berikut:

Tabel 3.1. Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se NTB

No Kabupaten/Kota TL IKTL DKK TL-DKK IKL
1 Sumbawa Barat 0.78 93.93 0 0.777072368 93,93

2 Sumbawa 0.6 77.84 0 0.602303741 77,84

3 Bima 0,44 63,13 0 0.442552661 63,13

4 Dompu 0,4 59,38 0 0.401843901 59,38

5 Lombok Utara 0,3 50.08 0 0.30087487 47,85

6 Lombok Timur 0,28 47,81 0 0.276192224 47,81

7 Lombok Barat 0,26 46,72 0 0.264338058 46,72

8 Kota Bima 0.25 45,21 0 0.248030881 45,21

9 Lombok Tengah 0,09 30,83 0 0.091790934 30,83

10 Kota Mataram 0 22,4 0 0.000248143 22,40

Sumber : Aplikasi IKLH, 2022

Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan nilai IKL tertinggi
sebesar 93,93 sedangkan yang terendah diperoleh Kota Mataram dengan
nilai 22.4. Kota Mataram sebagai kawasan pusat pemerintahan, pusat
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aktivitas perdagangan dan jasa serta industri yang cukup padat
menyebabkan jumlah tutupan lahan menjadi sangat minim. Tutupan lahan
pada Kota Mataram sebagian besar diperoleh dari nilai Ruang Terbuka
Hijaunya.

3.3.2. Degradasi Sumber Daya Air
Degradasi sumber daya air merupakan penurunan baik kualitas

maupun kuantitas air, sumber air, dan daya air yang terkandung di
dalamnya. Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi ukuran standar terhadap
kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.
Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung
data kualitas air menjadi istilah sederhana misalnya Excelent, good, dan
bad.

Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan adalah 8
parameter, yaitu adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Fosfat dan
Fecal Coliform dengan perhitungan berdasarkan bobot dan transformasi
nilai sub-indeks parameter kualitas air yang ditetapkan dalam metode
Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia.

Capaian nilai IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir
cukup rendah dan menghawatirkan. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3.5.

Nilai IKA periode 2020-2022, mengalami penurunan secara signifikan
meskipun masih berada di atas target sesuai SE

4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021. Hasil pemantauan
tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai fecal coliform pada salah satu
sungai yang dipantau, memiliki nilai mencapai 1.600.000 MPN/100 ml,
nilai ini jauh melampaui ambang batas yaitu 5.000 MPN/100 ml. MPN
adalah jumlah perkiraan individu bakteri. Penurunan kualitas air
disebabkan oleh aktivitas manusia yang membuang (langsung/tidak
langsung) limbah domestik maupun peternakan ke sungai. Air sungai
menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan
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mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar layak
digunakan.

Gambar 3.5. Grafik Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air
Provinsi NTB

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten/Kota NTB terlihat pada Tabel
sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kondisi Sungai Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2022

No. Kabupaten/
Kota

Jumlah Titik Nilai Indeks Per Mutu IKA
Memenuhi Ringan Sedang Berat Memenuhi Ringan Sedang Berat Berat

1. Lombok Tengah 1 10 1 0 5,83 41,67 2,5 0 50

2. Sumbawa 12 23 19 0 15,56 21,3 10,56 0 47,41

3. Sumbawa Barat 7 37 13 1 8,45 31,9 6,72 0,17 47,24

4. Lombok Barat 14 28 25 0 14,63 20,9 11,19 0 46,72

5. Dompu 0 23 6 1 0 38,33 6 0,33 44,67

6. Bima 1 11 5 1 3,89 30,56 8,33 0,56 44,33

7. Lombok Timur 1 13 10 0 2,92 27,08 12,5 0 42,5

8. Kota Mataram 6 10 24 1 10,24 12,2 17,56 0,24 40,24

9. Lombok Utara 0 4 14 0 0 11,11 23,33 0 34,44

10. Kota Bima 0 5 20 7 0 7,81 18,75 2,19 28,75

Sumber: Aplikasi IKLH 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa air sungai yang paling
tercemar di NTB merupakan sungai yang berada di Kota Bima yaitu Sungai

Padolo. Pencemaran pada Sungai Padolo diindikasikan menjadi salah satu
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penyebab terjadinya Algae Blooming yang terpantau sejak 27 April 2022 di
Teluk Bima, di samping penyebab lain seperti limbah pencemar akibat
berbagai aktivitas di sepanjang pesisir Teluk Bima. Indikasi jenis pencemar
Teluk Bima dikelompokkan menjadi tiga yaitu limbah domestik (N, P,
organik dan coliform), pertanian dan perikanan (N dan P) dan kandungan
minyak (TPH, toluene serta oil dan grease)(Permana, 2022).

Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membuang
sampah ke sungai baik organik maupun anorganik, berakibat pada

tercemarnya sungai sehingga kadar TSS, BOD, COD, DO dan nitrat berada
pada kondisi tidak aman untuk dimanfaatkan. Pupuk pada pertanian lahan

miring yang terbawa erosi air hujan menuju sungai juga menyebabkan
kadar Nitrat dan Fosfor air sungai meningkat.

Selain permasalahan kualitas air, kuantitas ketersediaan air juga
menjadi permasalahan di Provinsi NTB. Berdasarkan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB
diketahui bahwa Rata-rata indeks kebutuhan air Pulau Lombok sebesar
70% sedangkan sumber daya air terus berkurang, akibat kerusakan
lingkungan. Tingkat kekritisan air sangat tinggi, Indikatornya tercermin
pada kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin rusak.
Berdasarkan data WWF, NTB memiliki 627 DAS, namun luas lahan DAS
di Pulau Lombok yang kritis mencapai 71,59 % dari 145 DAS yang ada,
sementara di Pulau Sumbawa luas lahan DAS yang krirtis mencapai
73,09 %dari 482 DAS. Kondisi ini sebagai indikasi kemampuan daerah
aliran sungai mempertahankan air semakin berkurang, serta menjadi
indikasi hutan NTB sangat kritis, karena degradasi sistem hidrologi DAS

berkaitan erat dengan kondisi hutan.

3.3.3. Pengelolaan sampah tidak optimal
Pada Tahun 2022, jumlah timbulan sampah Kabupaten/Kota se

Provinsi NTB mencapai 975.848,34 ton/tahun atau sebesar 2.673,56

ton/hari berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penduduk.
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Provinsi NTB memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah
regional di TPA Regional Kebon Kongok dengan luas areal 8,6 ha berlokasi
di Dusun Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat yang melayani sampah
dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Saat ini sudah 5,41 ha
area digunakan untuk pemrosesan akhir dengan kapasitas desain TPA
sebesar 951.859,58 m3, sampai dengan akhir 2022 kondisi eksisting

sampah sudah mencapai lebih dari 1.514.800 m3. Permasalahan di TPA
yang saat ini terjadi adalah:

1. TPA yang sudah melebihi kapasitas
2. Kurangnya sarana dan prasanana untuk pemrosesan akhir (alat berat,

dump truck)
3. Kurang berkembangnya pemanfaatan biogas
4. Produksi lindi yang jauh melebihi kapasitas pengolahan dan

penampungan
5. Limpasan lindi yang mengalir ke jalan dan sungai.
6. Tenaga operasional yang terbatas.

Permasalahan utama tidak hanya menimpa TPA. Timbulan sampah
yang ada di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat tidak
mampu terangkut seluruhnya ke TPA Kebon Kongok dan TPST Lingsar.
Hanya sekitar 310.809,51 ton/tahun (38,86%) sampah yang terangkut ke
TPA dan TPST, artinya masih tersisa sekitar 190.043,57 ton/tahun
(61,14%) sampah yang tidak terangkut.

Permasalahan serupa juga terjadi di daerah-daerah lain di NTB.
Sampah yang tidak terangkut tidak hanya menyebabkan lingkungan
menjadi kotor dan mengurangi keindahan tetapi juga menyebabkan banjir

akibat tersumbatnya saluran air dan aliran sungai oleh tumpukan sampah
yang sengaja dibuang masyarakat.
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Gambar 3.6. Kondisi TPA Regional Kebon Kongok

3.3.4. Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya

hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa
lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang
lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi
pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi

infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-
jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat

instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta
energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (UU 27 2007).

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di NTB mengalami
degradasi yang cukup menghawatirkan. Data menunjukkan bahwa terjadi
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pengurangan luasan mangrove yang cukup besar dari luasan awal di
tahun 2015 sekitar 12.080,60 ha menjadi sekitar 5.338,94 ha artinya dari
luasan awal di tahun 2015 hingga tahun 2022 telah terjadi degradasi
tutupan mangrove lebih dari separuh. Rusaknya ekosistem mangrove
menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati, dan fungsi-fungsi
kehidupan lainnya yang hidup dalamnya. Abrasi yang terjadi di daerah

pesisir dan pulau-pulau kecil NTB juga terjadi akibat rusaknya ekosistem
mangrove yang dulunya berfungsi sebagai pengaman pantai.

Berdasarkan hasil pengamatan, degradasi tutupan mangrove di NTB
sebagian besar disebabkan oleh aktivitas alih fungsi lahan mangrove

menjadi lahan penggunaan lainnya seperti tambak, pembangunan
infrastruktur dan permukiman.

Di samping mangrove, tutupan lamun juga mengalami degradasi.
Data menunjukkan bahwa penutupan lamun di perairan Provinsi NTB
berstatus “Kurang Kaya/Kurang Sehat”. Data kerusakan tutupan lamun
menunjukkan bahwa persentase kerusakan tutupan lamun terparah
berada di Kabupaten Sumbawa disusul Kabupaten Bima dan Sumbawa
Barat. Data kerusakan tersebut selaras dengan data degradasi mangrove
dan data perambahan hutan yang terjadi. Salah satu penyebab rusaknya
padang lamun yaitu sedimentasi. Ketika lahan hutan telah rusak dan
menyebabkan erosi di musim penghujan maka akan menyebabkan
sedimentasi di laut. Kondisi menjadi lebih parah saat lahan hutan dan
tutupan mangrove sama-sama mengalami kerusakan.

Terumbu karang di NTB juga mengalami degradasi. Kondisi
terumbu karang di Provinsi NTB mengalami kerusakan yang sangat serius,

hal ini antara lain disebabkan oleh limbah dan aktifitas pariwisata,
destructive fishing, coral bleaching karena signifikansi perubahan suhu air

laut serta sedimentasi dan kondisi perairan yang buruk. Rusaknya
terumbu karang memutus kelangsungan ekosistem laut dan kehidupan

sumber daya hayati di dalamnya. Terumbu karang merupakan tempat
bertelurnya berbagai jenis ikan strategis maka dikhawatirkan kerusakan
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terumbu karang menghambat berkembangnya populasi ikan dan satwa
perairan umumnya.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada sumber daya hayati namun
juga terjadi pada sumber daya non hayati seperti pasir dan air laut.
Penambangan pasir pantai ilegal pada berbagai lokasi telah menimbulkan
kerusakan seperti abrasi yang cukup parah pada bibir pantai demikian

pula dengan pulau-pulau kecil di NTB, sementara kerusakan air laut
karena Blooming Algae yang terjadi di Teluk Bima adalah fenomena yang

terjadi akibat pencemaran air laut.

Gambar 3.7. Fenomena Blooming Algae di Teluk Bima
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BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Berdasarkan indeks kualitas lingkungan tahun 2022, Provinsi NTB
memperoleh nilai 70,56. Indeks kualitas terendah di Provinsi NTB adalah
indeks kualitas air sebesar 43,39, sedangkan indeks kualitas tertinggi

adalah indeks kualitas air laut sebesar 89,48. Beberapa faktor yang
menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB adalah

alih fungsi lahan, degradasi sumber daya air, pengelolaan sampah yang
tidak optimal dan degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Merespon isu-isu perubahan iklim, degradasi lingkungan dan
sumber daya alam serta penatakelolaan lingkungan yang belum optimal,
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diikhtiarkan secara
konsisten oleh Pemerintah Provinsi NTB periode 2019-2023 melalui misi ke
empat yaitu NTB Asri dan Lestari. Indikator utama dari misi keempat
adalah meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan
Indeks Kualitas Air Laut. Indikator kinerja ini merupakan upaya
pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselarasan,
keseimbangan dan keserasian antara pembanguan fisik dan pembangunan
manusia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Seiring
dengan hal tersebut program-program yang mendukung pencapaian
indikator tersebut antara lain melalui program unggulan NTB Hijau dan
NTB Zero Waste.

4.1. Program NTB Hijau 2023
Bentuk upaya memperbaiki kerusakan lahan terutama lahan hutan

akibat perambahan hutan, Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2019
berinovasi dengan melaksanakan Program NTB Hijau 2019-2023, yang
diawali dengan penetapan regulasi dan kebijakan sebagai acuan

pelaksanaan program.
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Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor
14 tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Dalam perda pengelolaan
hutan, terdapat 3 substansi utama yang menjadi unggulan, diantaranya :
1. Memperkuat pola koordinasi terhadap pemerintah pusat dan

kabupaten/kota dengan provinsi
2. Memperkuat dan mempertegas peran serta masyarakat baik dalam

pengelolan maupun dalam pemanfaatan
3. Adanya afirmasi anggaran dari APBD Provinsi NTB untuk penerapan

Perda sebesar 2% setiap tahun untuk tiga kegiatan utama yaitu
perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan perhutanan sosial, serta

pengelolaan hutan dan investasi kehutanan
Selain 3 substansi utama, Perda Pengelolaan Hutan merupakan

upaya yang sangat strategis, sehingga mampu memahami tata cara
pengelolaan hutan yang benar, seperti:
1. Pengaturan sistem kelembagaan KPH yang mengakomodasi

kebutuhan teknis ditingkat tapak (penghargaan terhadap keberadaan
Resort, adanya kepastian Rasio Sumber Daya Manusia pengelola
hutan dan terbukanya peluang kemandirian pengelolaan KPH) adalah
beberapa aspek yang diatur komponen kelembagaan dalam Perda.

2. Dalam konteks perencanaan Kawasan, adanya mandat yang tegas
terkait sinergitas perencanaan antara KPH, Dinas Teknis (Unit
Pelaksana Teknis), Pemerintah Daerah, dan kementarian menjadi
salah satu hal yang penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya
gap informasi pada masing-masing level institusi pengelolaan hutan di
tingkat tapak.

3. Dalam konteks pemanfaatan Kawasan, Perda Pengelolaan Hutan
mengatur terkait luaran hasil hutan (HHBK, HHK, dan Jasa

Lingkungan) serta sistem perizinan yang menjadi kewenangan
provinsi dengan harapan dapat dioptimalkan dan memberikan benefit

cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor
kehutanan.
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4. Dari aspek pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan hutan, Perda
Pengelolaan hutan memberikan ruang yang akomodatif terhadap
upaya pemberdayaan di tingkat lokal termasuk skema perhutanan
social dan juga memberikan ruang kerjasama yang lebar kepada
pemerintah kabupaten sampai desa untuk turut terlibat aktif dalam
upaya pengelolaan hutan.

5. Dari aspek pelaksanaan teknis kegiatan kehutanan, Perda Pengelolaan
Hutan memberikan mandat yang tegas dalam hal rehabilitasi dengan

menyatakan bahwa upaya RHL baru dinyatakan berhasil apabila
persentae tumbuhnya melebihi 75%, dan membebankan kepada

pemerintah daerah untuk melaksanakan RHL minimal 3.000 ha/tahun.
6. Perda Pengelolaan Hutan memberikan ruang untuk mengoptimalkan

sistem perlindungan Kawasan dengan mengoptimalisasi sistem
pengamanan hutan, kolaborasi dan pemberian insentif perlindungan
Kawasan.

Setelah Perda Pengelolaan Hutan ditetapkan dibuatlah perencanaan
rehabilitasi NTB Hijau. Implementasi awal pelaksanaan Program NTB Hijau
yaitu melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi
dan penghijauan.

Gambar 4.1. Target dan Realisasi Kegiatan RHL Provinsi NTB
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Pada perencanaan awal, kegiatan rehabilitasi akan dilaksanakan
melalui APBD NTB sebanyak 15.000 ha, APBN KLHK seluas 20.000 ha,
rehabilitasi melalui pemegang izin (IPPKH) seluas 10.000 ha serta
rehabilitasi bersama dengan organisasi masal seperti sekolah, ponpes dan
BUMN/BUMS sebanyak 10.658 ha, sehingga diharapkan total rehabilitasi

sampai dengan 2023 dapat mencapai 152.858 ha.
Setiap tahun sejak 2019 dilakukan penetapan target capaian setiap

tahunnya. Target dan realisasi NTB Hijau yang telah dilaksanakan dari
tahun 2019-2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.1. Kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 telah terealisasi
seluas 52.842,07 ha, terdiri dari 24.607,08 ha reboisasi dan 28.234,99 ha
penghijauan. Dari target lima tahunan seluas 152.858 ha artinya masih
tersisa 100.015,93 ha yang belum terealisasi.

Selain melaksanakan penghijauan dan reboisasi, Pemerintah
Provinsi NTB berinovasi untuk mensukseskan Program NTB Hijau 2023,
diantaranya:
1. Membangun kerjasama dengan 468 Desa sekitar hutan atau setara

dengan 97.200 ha.
2. Mengupayakan sistem pengembangan agroferestry bekerjasama

dengan BUMDES di sekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan
sosial. Ada dua teknologi agroforestry yang dikembangkan di NTB yaitu
pola Alley Cropping (Budidaya Lorong) dan pola Multipurpose Tree
Species (MPTS) dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Alley
Cropping merupakan teknik konservasi vegetatif pada lahan berlereng

ataupun datar. Tanaman legume seperti tanaman Lamtoro ditanam
searah kontur dengan jarak tanam 5 x 1 m sehingga membentuk lorong,

kemudian di antara lorong lamtoro ditanami tanaman pangan seperti
jagung atau kacang-kacangan. Pelaksanaan inovasi ini dilakukan oleh

Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB.
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3. Melaksanakan Program One Resort One Demplot yaitu mendorong
setiap KPH memiliki masing-masing 1 ha demplot penanaman pohon
sebagai percontohan rehabilitasi hutan dan lahan di setiap wilayah kerja
resort.

4.2. Program NTB Zero Waste 2023
Jumlah penduduk NTB yang terus meningkat berdampak pada

meningkatnya timbulan sampah. Lemahnya tata kelola menyebabkan
permasalahan sampah tidak pernah tuntas. Upaya pengelolaan sampah

tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk penanganan, perlu untuk
meningkatkan efektifitas pengurangan sampah di NTB. Kegiatan

pengurangan adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang
sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Program NTB Zero Waste 2023 merupakan program unggulan
Provinsi NTB dalam melaksanakan misi keempat NTB Asri dan Lestari.
Harapannya, program ini menjadi model pengelolaan sampah yang
memperlakukan sampah sebagai sumberdaya. NTB Zero Waste
merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan
jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan
konsep ekonomi sirkular (circular economy).

Gambar 4.2. Road Map NTB Zero Waste 2023
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Gambar 4.3. Rancangan Pengelolaan Sampah di NTB melalui
Program Zero Waste

Untuk melegitimasi Program Zero Waste, pemerintah provinsi NTB
menerbitkan Peraturan Daerah No 5 tentang Pengelolaan Sampah.
Sebagai pendukungnya juga diterbitkan Peraturan Gubernur tentang
Kebijakan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Tabel 4.1. Wilayah Kerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

NO PROVINSI KAB/KOTA KE T
1. TPA Regional TPA

2. TPST Regional TPS,TPST

3. Bank Sampah Induk Regional Bank Sampah Induk Tahun 2019 Pemerintah Prov NTB 
mengalokasikan Bantuan Hibah
Sarpras dan Modal Untuk 3 BSI 
Kab/Kota Yaitu Kota Mataram, Kab. 
Loteng dan Kab. Lotim. 

4. Pengelolaan Sampah pada Kawasan
Khusus

-

5. Pengelolaan Sampah Sungai (Lintas
Kab/Kota)

Pengelolaan Sampah Sungai 
(Kab/Kota)

6. Pengelolaan Sampah Perairan Pesisir
(0-12 Mil laut)

-

7. Pengelolaan Sampah Hutan -

Sumber : Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019
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Melalui kebijakan dan Program Zero Waste, Bank Sampah, TPS 3R,
TPST, Kelompok Swadaya Masyarakat pengelola sampah, dan Komunitas
memiliki peran besar dalam proses pengurangan sampah. Untuk
meningkatkan efisiensi pelayanan penanganan persampahan, pemerintah
daerah merencanakan pembangunan beberapa TPA regional dan TPST di
beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTB. Rencana TPA regional dan

TPST di NTB dapat dilihat dalam Tabel 4.1., sedangkan untuk limbah dan
sampah B3, saat ini telah dibangun di Lemer Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, dilakukan berbagai upaya pengurangan sampah yang
bekerjasama dengan berbagai pihak dengan berbagai treatment yang

dilakukan.
Sebagai langkah akselerasi dan realisasi, pemerintah Provinsi NTB

melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa pihak
termasuk Kabupaten/Kota, di antaranya:
1. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan ADUPI (Asosiasi Daur

Ulang Plastik Indonesia)
2. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah menuju NTB Zero
Waste Province 2023

3. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah dari Bank Sampah Unit
dan Bank Sampah Induk ke Bank Sampah Induk Regional

4. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota tentang kerjasama pengelolaan sampah dari bank
sampah unit dan bank sampah induk ke bank sampah induk regional

5. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Sekolah Tinggi Teknik
PLN tentang Pengolahan Sampah menjadi Sumber Energi

Program NTB Zero Waste mencetuskan berbagai ide kreatif dan inovasi
baik oleh pemerintah, LSM, Kelompok pegiat lingkungan untuk bersama-

sama turut berkontribusi dalam upaya pengurangan dan pengolahan
sampah, diantaranya:
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1. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan Pelet RDF
Khusus untuk MoU ke-5, pemerintah Daerah Provinsi NTB

melakukan kerjasama dengan STT PLN untuk membuat instalasi
pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pengolahan dan konversi ini
menggunakan alat Tempat Olah Sampah Setempat atau yang disebut
TOSS yang sebelumnya telah dikembangkan di Kabupaten Klungkung, Bali.

MoU dengan STT PLN dilanjutkan dengan kerjasama dan
kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB dengan PLN pada

instalasi PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu. Pengolahan sampah menjadi
energi yang dilakukan menggunakan prinsip gasifikasi hingga

menghasilkan pelet RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar
cofiring PLTU Jeranjang. Uji coba penggunaan pellet sampah sudah
dilakukan sejak tahun 2018 uji coba berhasil tanpa efek negative apapun
dengan persentase optimal 3% cofiring pellet RDF dan 97% batu bara.
Pellet RDF juga mengandung lebih sedikit sulfur jika dibandingkan dengan
batubara. Oleh karena itu, co-firing batubara dan pelet berpotensi
menurunkan emisi CO2, NOx dan SOx.

Dalam satu jam kondisi maksimal, PLTU Jeranjang membutuhkan
200 ton batubara sebagai bahan bakar. Dengan substitusi sebesar 3%,
maka kebutuhan pelet sampah per jam mencapai 600 kilogram. Kapasitas
mesin RDF yang dimiliki NTB di TPA Kebon Kongok merupakan 3 mesin
dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 30 ton/hari.

Gambar 4.4. Alur Proses Produksi Biomassa Pelet RDF
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Mesin pengolah sampah ini mampu memproduksi 400 kg pellet dari
1 ton sampah. Dengan tiga mesin, PLN akan membutuhkan 60 ton
sampah untuk diolah setiap hari menjadi bahan bakar.

Secara teknis, proses pengolahan sampah ini juga terbilang
sederhana dan mudah. Setelah dipilah, sampah yang sudah terpisah dari

batu dan besi kemudian dilakukan proses peuyeumisasi atau proses
penumpukkan dengan bioactivator selama tujuh hari untuk

menghilangkan bau dan meningkatkan energi. Selanjutnya, sampah hasil
“fermentasi” itu dimasukkan ke mesin pencacah dan hasilnya dipadatkan

dan dicetak dalam mesin pencetak Pellet.

Gambar 4.5. Pembuatan SRF/RDF

2. Aplikasi Lestari
Pemerintah Provinsi NTB mendesain sebuah aplikasi berbasis

website Lestari, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi

tentang program NTB Zero Waste. Selain menyuguhkan informasi lengkap
tentang program NTB Zero Waste, aplikasi Lestari juga menyediakan

ruang interaksi, di mana masyarakat bisa memberikan saran, masukan,
dan juga pengaduan seputar masalah pengelolaan sampah. Aplikasi ini
sudah diluncurkan sejak tahun 2021.

Aplikasi ini dibangun sebagai bagian dari ketaatan Pemerintah
Provinsi atas regulasi yang sudah dibangunnya. Berdasarkan Pasal 53
Perda 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
menyelenggarakan Sistem Informasi mengenai Pengelolaan Sampah.
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Layanannya dikembangkan berpusat pada server layanan data dalam
jaringan yang dikembangkan oleh pemerintah. Aplikasi ini akan
memberikan kemudahan bagi publik untuk mendapatkan informasi
tentang pengelolaan sampah sehingga diharapkan dapat meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam tata kelola sampah di NTB.

Keberadaan aplikasi dan aksinya tentu akan berjalan simultan.

Berbagai aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, komunitas atau
oleh masyarakat akan terekam secara baik, up to date dan real time saat

itu juga bisa dipantau oleh semua pihak.

Gambar 4.6. Tampilan Aplikasi Lestari

Dalam aplikasi ini publik bisa mendapatkan penjelasan tentang apa
itu Program Zero Waste, berbagai panduan dan aturan terkait kelola
sampah, agenda kegiatan, data tingkat penanganan dan pengurangan
sampah, data sarpras pengelolaan sampah dan kanal aduan yang
dihubungkan dengan Aplikasi NTB Care yang sudah diluncurkan
Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2019. Bahkan di aplikasi ini,
masyarakat bisa melihat rencana-rencana investasi kelola sampah yang
sedang dan akan dibangun oleh pemerintah, termasuk seluruh kerjasama
yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan para pihak.
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Keberadaan aplikasi ini nantinya diharapkan akan memperluas
distribusi informasi tentang Program Zero Waste, meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan sampah, meningkatkan kinerja pengelolaan
sampah dan yang terpenting juga menjadi salah satu penguat identitas
Program NTB Zero Waste.

3. Konversi Sampah Menjadi Biogas
Konversi sampah menjadi biogas dilakukan oleh Rumah Energi

yang bekerjasama dengan Komunitas Ini Baru Banjar (IBRA) dalam
program peresmian biogas mini rumah (BIOMIRU). Pengolahan sampah
dapat dilakukan pengguna atau user biomiru dengan memasukkan

sampah organik dapur ke dalam biodigester yang nantinya akan menjadi
gas untuk memasak. Secara nasional, total penerima manfaat biogas

adalah 115.000 orang di 11 provinsi termasuk di NTB sejak 2012.

Gambar 4.7. Instalasi Kompor Biogas Sampah
di Kelurahan Banjar Mataram

Tidak hanya berperan dalam pengurangan dan penanganan
sampah, penggunaan biodigester biogas untuk sampah organik juga

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam hal promosi
atau menjadi mitra pembangunan (Construction Partner Organization-

CPO).
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4. Bank Sampah Kampus Berbasis Online dan Bayar Kuliah
Dengan Sampah

Sistem Online Manajemen Sampah atau yang disebut SMASH
adalah aplikasi terintegrasi untuk manajemen persampahan. Smash bisa
diterapkan dimanapun di seluruh Indonesia. SMASH dapat digunakan oleh
masyarakat, KSM Unit Dusun, KSM Unit Desa, dan Pemerintah Kabupaten.

Dengan menggunakan SMASH, proses pencatatan dan pendataan dapat
dilakukan secara digital dan saling terintegrasi antara dashboard

masyarakat, KSM dan Pemerintah. Dengan demikian proses pemantauan
dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

SMASH juga terintegrasi dengan Peta Google (Google Map)
sehingga memudahkan tracing dan tracking pengumpulan dan
pengangkutan. Aplikasi ini dapat didownload di playstore atau google play
di smartphone.

Smash menyediakan dashboard yang berbeda untuk pengguna
(masyarakat), Bank sampah/KSM, dan pemerintah daerah. Dashboard ini
sengaja dibuat berbeda untuk memudahkan penggunaan berdasarkan
kategori pengguna. Walaupun demikian, data akan tetap terintegrasi di
server, dan akan muncul di dashboard milik pemerintah daerah. Dengan
menggunakan mySmash, akan membantu proses integrasi data dalam
proses awal untuk pemanfaatan kembali sampah menggunakan beberapa
teknologi tepat guna yang dapat dioperasikan di KSM unit desa.

Salah satu Bank Sampah yang mengimplementasikan penggunaan
SMASH adalah Bank Sampah Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara
Barat (UNU NTB) yang menginisiasi pembayaran perkuliahan

menggunakan sampah. Target dan sasaran bank sampah UNU NTB adalah
sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar/sederajat hingga SMA/ sederajat

yang berada di sekitar UNU NTB. Bank Sampah UNU NTB termasuk bank
sampah yang menerima bantuan hibah untuk operasional awal dari

pemerintah Provinsi NTB.
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Bank Sampah UNU NTB bekerjasama dengan pemerintah provinsi
pada proses pra operasional, dengan Bank Sampah Induk Regional untuk
proses distribusi, dan sekolah/sederajat di sekitar UNU NTB. Pada Gambar
4.8. dan 4.9. dapat dilihat proses menjadi nasabah untuk mahasiswa dan
untuk umum, sementara pada Gambar 4.10. merupakan alur secara
menyeluruh.

Gambar 4.8. Alur Pendaftaran Nasabah Untuk Civitas Akademik UNU NTB
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Gambar 4.9. Alur Pendaftaran Nasabah Untuk Umum

Gambar 4.10. Alur Kerja Bank Sampah UNU Secara Umum
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5. Pembuatan Bata/Batako Plastik Daur Ulang
Inisiasi pembuatan bata/batako berbahan sampah plastik daur

ulang dilatarbelakangi keinginan menciptakan material tahan gempa
mengingat banyaknya bangunan yang roboh ketika terjadinya gempa
Lombok Tahun 2018 lalu. Peningkatan timbulan sampah yang cukup pesat
di NTB khususnya Pulau Lombok memperkuat ide untuk mengkonversi

sampah yang ada menjadi barang yang bermanfaat.
Block Solution adalah solusi daur ulang sampah plastik menjadi

bata/batako plastik ramah lingkungan. Sebagai uji coba, bata plastik daur
ulang ini telah digunakan untuk membangun Sekolah dan rumah tahan

gempa. Sekolah pertama yang dibangun dengan bata ini yaitu SDN 4
Tamansari Lombok Barat. Kegiatan ini diprakarsai oleh Classroom of Hope
(Australia) bekerja sama dengan Block Solutions (Finlandia), Pelita
Foundation Lombok, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan
Pemerintah Daerah Provinsi NTB tersebut menggunakan bahan bata dari
limbah plastik daur ulang (Eco Block) yang memiliki keunggulan tahan
gempa, tahan api dalam suhu tertentu, dan waktu pengerjaan lebih cepat
dan hemat biaya.

Gambar 4.11. Bangunan SDN 4 Tamansari Lombok Barat Berbahan Bata
Plastik Daur Ulang
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Keberhasilan pembangunan sekolah dan rumah berbahan bata
plastik daur ulang tersebut, menginisiasi kerjasama pembangunan pabrik
bata plastik daur ulang di NTB. Hasil kerjasama dengan Block Solutions
(Finlandia), akhirnya pabrik produksi bata plastik daur ulang ini telah
dibangun di Desa Banyumulek Lombok Barat Provinsi NTB pada awal
tahun 2022 dan mulai beroperasi di bulan Juni 2023. Pabrik ini adalah

pabrik Bata/batako plastik daur ulang pertama di Indonesia bahkan Asia.
Pembukaan pabrik Block Solutions di Provinsi NTB menjadi yang pertama

menggunakan inovasi teknologi yang terbarukan. Pabrik ini akan
memproduksi 8-9 ton bata plastik perhari.

Gambar 4.12. Kerjasama Pembangunan Pabrik Bata Plastik Daur Ulang
Di Lombok NTB

6. Pengolahan Sampah Plastik menjadi Solar
Nusa Tenggara Barat berhasil memproduksi bahan bakar ramah

lingkungan berupa solar dari pengolahan sampah yang dikembangkan di

Science Dan Technology Industrial Park (STIPARK) Lombok. Produksi solar
dari pengolahan sampah dilakukan oleh PT.Geo Trash Management yang
dipimpin oleh Direktur dan Project Manager Mr. Andrew Sinclair, dengan
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teknologi mesin berkapasitas 2 ton yang mampu mengolah 1 ton sampah.
Mesin produksi dioperasikan dengan memanfaatkan tenaga listrik dari PLN
dan mampu beroperasi selama 8 jam per hari dengan produksi 600 liter
solar atau dexlie dengan kualitas euro3.

Gambar 4.13. Mesin Pengolah Sampah Plastik Menjadi Solar

Bahan baku produksi solar berasal dari plastik seperti kantong
plastik, bahan karet seperti ban bekas yang tidak terpakai, sedangkan
sampah botol plastik yang berasal dari bahan Polyethylene terephthalate
dan Polyvinyl Chloride tidak digunakan. Penyediaan bahan baku produksi
solar, PT Geo Trash Management bekerjasama seluruh Bank Sampah di
NTB. Kerja mesin ini dengan proses pirolisis menghasilkan cairan dan gas,
kemudian cairan sampah diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak
berupa solar. Sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan
baku aspal dan ban, sedangkan sisa gas ditangki filtrasi disaring dengan
keramik, sehingga udara yang keluar dari proses ini bersih tanpa polusi
(Bisnis.com, 2021).

Saat ini, proses pengolahan plastik menjadi bahan bakar masih
pada skala pengembangan baru 1 ton per harinya. Investor rencananya
akan meningkatkannya menjadi 20 ton per hari.
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7. Gerakan Nol Sampah Event
Sekelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha

Penyelenggara Kegiatan (ASPPEK) telah mendeklarasikan gerakan nol
sampah di setiap event yang diselenggarakan di Provinsi NTB pada
kegiatan Urban Fest X KINGSMAKER yang berlangsung di Lapangan
Sangkareang Mataram Sabtu, 18 November 2022.

Gambar 4.14. Acara Pembacaan Deklarasi Gerakan Nol Sampah Event

Gerakan ini diharapkan agar seluruh penyelenggara acara yang
membuat event di NTB ke depannya dapat mengakomodir secara mandiri

sampah mereka pasca-event, sehingga kebersihan dan kelestarian
lingkungan juga dapat dijaga dengan upaya bersama. Gerakan ini juga

diharapkan dapat membantu mewujudkan Program “Zero Waste” yang
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi.

Sebagian besar segmen event adalah kalangan milenial dan
generasi Z. ASPPEK dalam hal ini ikut melakukan edukasi kepada para
pengelola maupun pengunjung cafe-cafe di Kota Mataram agar melakukan
pemilahan sampah untuk memudahan proses pengolahan dan daur ulang.
Sampah yang terpilah menjadi kunci pengelolaan sampah menjadi
komoditi yang bernilai ekonomi.

8. Program Eco Office
Penerapan Program Eco Office di seluruh organisasi perangkat

daerah Provinsi NTB diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Provinsi NTB sejak tahun 2021. Eco Office merupakan bagian dari ikhtiar
Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran
akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari
kantor pemerintahan.

Penerapan Eco Office diharapkan dapat memberikan dampak positif,
yakni pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan limbah, penghematan

air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, adanya Ruang Terbuka
Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan

barang dan peralatan lingkungan.
Hingga kini program eco office masih terus dinilai dan dievaluasi

penerapannya. Beberapa kriteria dan indikator dalam eco office seperti
administrasi, SOP, kelembagaan, pernyataan komitmen dan baseline dan
rencana kerja terus dievaluasi. Implementasi diukur dari sepuluh kriteria
dan indikator seperti pengelolaan sampah dan limbah, penghematan listrik,
air dan ATK, kebersihan dan kenyamanan, penyediaan dan pengelolaan
ruang terbuka hijau, pengadaan barang ramah lingkungan, kampanye
serta inovasi.

Di awal tahun 2022, dari 45 OPD yang dipantau baru delapan OPD
yang berstatus emas, 15 OPD berstatus biru dan 22 OPD berstatus hijau.
Sejak penerapan di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, meskipun
implementasinya tidak memenuhi target 42 OPD berstatus emas,
setidaknya implementasinya sudah lumayan membaik bila dibandingkan
diawal pembinaan penerapan program.

Gambar 4.15. Penilaian Eco Office
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9. Organik Farm terintegrasi Jasa Pengolahan Sampah Organik
Bank Sampah NTB Mandiri menginisiasi kegiatan pertanian dan

peternakan organik yang disandingkan dengan Jasa Pengolahan Sampah
Organik (JPSO) yang sasarannya ditujukan bagi usaha/kegiatan pelaku
wisata seperti rumah makan, restauran dan hotel-hotel yang belum
mampu mengolah sampah organiknya sendiri. Jasa pengolahan sampah

organik diinisiasi sejak Tahun 2021 dan mulai beroperasi di tahun 2022.
Sampah organik yang diolah berupa limbah organik dari dapur dan

makanan sisa serta sampah hasil pembersihan dan pemeliharaan taman.

Gambar 4.16. OFarm Terintegrasi JPSO

Lokasi JPSO berada di wilayah Kampung Wisata Dusun Nyangket,
Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, kegiatan ini akan
diintegrasikan dengan kegiatan lain yaitu Organik Farm (OFarm)/
pertanian dan peternakan organik yang dapat dijadikan tujuan Wisata
Edukasi Pengelolaan Sampah sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi
Desa Wisata Bonjeruk.
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4.3. Inovasi Daerah untuk Penanganan Bencana akibat
Kerusakan Lingkungan
Berdasarkan data kebencanaan, sebagian besar bencana alam yang

terjadi di wilayah Provinsi NTB merupakan dampak kerusakan lingkungan
seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan angin
puting beliung. Bencana yang sering terjadi di NTB menginisiasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB membuat aplikasi
kebencanaan bernama Aplikasi Siaga.

Gambar 4.17. Aplikasi Siaga NTB

Aplikasi yang diluncurkan sejak awal tahun 2019 ini merupakan
salah satu aplikasi unggulan program Pemerintah Provinsi NTB dalam
sektor penanganan kebencanaan. Aplikasi tersebut menjadi sarana
edukasi terkait kebencanaan, mulai dari user/pengguna/masyarakat dapat
melaporkan bencana, info/berita terkait bencana, dan fitur-fitur edukasi
kebencanaan.
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Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengahadapi bencana
sangat penting untuk menurunkan risiko terhadap dampak bencana.
Untuk itu Aplikasi Siaga NTB menghadirkan edukasi bencana seperti SOP
bencana, dan Desa Tangguh Bencana “DESTANA” sebagai kategori
kesiapan Desa dalam menghadapi bencana.

Masyarakat dihimbau untuk dapat menginstall aplikasi Siaga NTB

sebagai salah satu media terpercaya untuk mendapatkan informasi terkait
kesiapan menghadapi bencana, dan bencana yang terjadi, dan dengan

aktif turut serta melaporkan bencana.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 menggunakan

pendekatan model Driving force - Pressures - State -I mpact -
Responses pada media lingkungan hidup, meliputi tataguna

lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana,
perkotaan dan tata kelola pada tahun data 2022.

2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2022 ada 4
yaitu :

a. Alih fungsi lahan
b. Degradasi sumber daya air
c. Pengelolaan sampah tidak optimal
d. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

3. Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk
upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi
3 (tiga) isu prioritas lingkungan hidup antara lain:
a. Program “NTB Zero Waste 2023”
b. Program “NTB Hijau 2023”

4. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah
mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam
menyusun program dan kegiatan peningkatan keberlanjutan
pembangunan sesuai dengan kompetisi dan/atau secara sinergis

dengan pelaku lain, khususnya terkait dengan isu prioritas
lingkungan yang dituangkan dalam inovasi lingkungan di Provinsi

NTB;



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

V - 2

5.2. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Provinsi

NTB dalam pengelolaan lingkungan hidup akan lebih terfokus pada
isu prioritas lingkungan yang telah ada dan beberapa isu prioritas
yang saling berkaitan, antara lain:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan

b. Pengelolaan dan pengendalian kualitas Air
c. Pembentukan satuan tugas pengelolaan sampah khusus di

kawasan sungai dan pesisir.
Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan perhatian utama

pada program-program inovasi yang telah dilakukan dan
melanjutkan upaya-upaya perbaikan serta melakukan evaluasi
secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dari program-
program inovasi tersebut mencapai tujuan yang diharapkan.
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LAMPIRAN 1

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

Nama Kawasan Luas Kawasan
(Ha)

Tutupan Lahan (Ha)

Vegetasi Area
Terbangun

Tanah
Terbuka

Badan
Air

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kawasan
Lindung

Kawasan
Lindung
terhadap
Kawasan
Bawahannya

1. Kawasan Hutan Lindung 433.391,00

2. Kawasan Bergambut -

3. Kawasan Resapan Air 56.468,00

Kawasan
Perlindungan
Setempat

1. Sempadan Pantai 14.460,00

2. Sempadan Sungai 10.297,00

3. Kawasan Sekitar Danau 910,00
4. Ruang Terbuka Hijau -

Kawasan
Suaka Alam.
Pelestarian
Alam dan
Cagar
Budaya

1. Kawasan Suaka Alam 3.718,80
2. Kawasan Suaka Laut dan
Perairannya -

3. Suaka Margasatwa dan
Suaka Margasatwa Laut -

4. Cagar Alam dan Cagar
Alam Laut 12.998,00

5. Kawasan Pantai
Berhutan Bakau 179.948,66

6. Taman Nasional dan
Taman Nasional Laut 116.851

7. Taman Wisata Alam dan
Taman Wisata Laut 14.085,00

8. Kawasan Cagar Budaya
dan Ilmu Pengetahuan 306,60

Kawasan
Rawan
Bencana

1. Kawasan Rawan Tanah
Longsor

2. Kawasan Rawan
Gelombang Pasang

3. Kawasan Rawan Banjir 98.419,69

Kawasan
Lindung
Geologi

1. Kawasan Cagar Alam

i. Kawasan Keunikan Batuan
dan Fosil

ii. Kawasan Keunikan Bentang
Alam

iii. Kawasan Keunikan Proses
Geologi

2. Kawasan Rawan
Bencana

i. Kawasan Rawan Letusan
Gunung Berapi

ii. Kawasan Rawan Gempa
Bumi

iii. Kawasan Rawan Gerakan
Tanah
iv. Kawasan Rawan Letusan
Gunung Berapi

v. Kawasan yang terletak di
Zona Patahan Aktif

vi. Kawasan Rawan Abrasi
vii. Kawasan Rawan Gas
Beracun

3. Kawasan yang
MemberikanPerlindungan
Terhadap Air Tanah

i. Kawasan Imbuhan Air
Tanah

ii. Sempadan Mata Air

Kawasan
Lindung
Lainnya

1. Cagar Biosfer
2. Ramsar
3. Taman Baru 22.537,9
4. Kawasan Perlindungan
Plasma Nutfah

5. Kawasan Pengungsian
Satwa

6. Terumbu Karang 37.107
7. Kawasan Koridor bagi
Jenis Satwa atau Biota
Laut yang dilindungi

Kawasan
Budidaya 306,6

Keterangan : Data berdasarkan Dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota
Luas Lahan

Non
Pertanian
(Ha)

Luas Lahan
Sawah (Ha)

Luas Lahan
Kering (Ha)

Luas Lahan
Perkebunan

(Ha)
Luas Lahan
Hutan (Ha)

Luas Lahan
Badan Air
(Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lombok Barat 8.166,54 19.190,54 24.194,14 724,53 39.314,49 687,05
2 Lombok Utara 4.527,69 10.171,69 18.614,44 10.107,46 36.618,72 1.029,56
3 Lombok Tengah 15.645,46 63.507,77 13.771,57 353,63 21.910,03 1.693,28
4 Lombok Timur 16.675,98 56.571,38 22.262,06 2.411,80 61.299,07 1385,48
5 Kota Mataram 4.151,56 1.846,45 - 0 - 18,83
6 Sumbawa Barat 5.072,51 11.881,00 26.673,59 378,04 128.303,00 1.711,64
7 Sumbawa 6.261,28 71.866,03 174.314,01 1.398,01 402.708,25 8.783,22
8 Dompu 17.058,49 26.181,76 50.152,96 431,93 130.707,75 3565,07
9 Bima 36.134,57 39.591,59 121.217,61 549,74 220.221,43 3.565,07
10 Kota Bima 1.546,87 2.288,35 11.839,68 257,3 4.683,50 184,75

Total 115.240,95 303.096,56 463.040,06 16.612,44 1.045.766,24 22.623,95

Keterangan :
3. Luas Lahan Non Pertanian: Luas lahan permukiman, lahan terbuka, lapangan, tanaman campuran
4. Luas Lahan Sawah: Luas lahan sawah irigasi dan tadah hujan
5. Luas Lahan Kering: Luas lahan ladang dan semak belukar
6. Luas Lahan Perkebunan: Luas lahan perkebunan campuran
7. Luas Lahan Hutan: Luas lahan hutan basah dan kering primer/sekunder
8. Luas Lahan Badan Air: Luas lahan sungai, danau, waduk, tambak dan rawa
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB (Peta RBI Skala 1:25.000 BIG,

dan Intepretasi Citra Spot 6/7 Lapan Tahun 2018-2019, Analisis Rencana)



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

3

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Fungsi Hutan Luas (Ha)
(1) (2) (3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan
1 Hutan Produksi 454.067,57
2 Hutan Lindung 444.725,67
3 Taman Nasional 112.975,64
4 Taman Wisata Alam 14.085,00
5 Taman Buru 22.537,90
6 Cagar Alam 12.991,80
7 Suaka Margasatwa 0,00
8 Taman Hutan Raya 2.579,19

B. Berdasarkan Status Hutan
1 Hutan Negara (Kawasan Hutan) 53.618
2 Hutan Hak/Hutan Rakyat 127.681
3 Hutan Kota -
4 Taman Hutan Raya 2.579,19
5 Taman Keanekaragaman Hayati -

Keterangan :
Sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Data sesuai dengan Dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

Golongan
Nama Species Status

Nama Lokal Nama Latin Endemik Terancam Dilindungi Tidak
Dilindungi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Mamalia 1. Babi Hutan Sus scrova Tidak Tidak Tidak Ya

2. Bajing Kelep Lomys horsfield Tidak Ya Tidak Ya

3. - Acerodon macklotil
prajae Ya Tidak Tidak Ya

4. - Pleropus vampyrus
kopangi Ya Tidak Tidak Ya

5. - Pipistrelus tenuis
sewelanus Ya Tidak Tidak Ya

6. - Tylonycteris
pachypus bhakti Ya Tidak Tidak Ya

7. Banteng Bos javanicus Tidak Ya Tidak Ya
8. Clurut Kecil Crocidula monticola Tidak Tidak Tidak Tidak

9. Codot Barong Cynopterus nusa
tenggara Ya Tidak Tidak Ya

10. Codot Fajar Gua Eonyterus spelacea
glandifera Ya Tidak Tidak Ya

11. Cotot Horsfield Cynopterus
horsfieldii horsfieldii Ya Tidak Tidak Ya

12. Codot Kerdil Aethalops alecto
alecto Ya Tidak Tidak Ya

13. Codot Pesek Cynopterus terminus Ya Tidak Tidak Ya

14. Kalong Nusa
Tenggara

Aceradon maclotii
maclotii Ya Tidak Tidak Ya

15. Kalong Hitam Pteropus alecto Tidak Ya Tidak Ya

16. Kalong Punggung
Maluku

Dobsonia
moluccense
moluccense

Ya Tidak Tidak Ya

17. Kalong Punggung
Gunung Besar

Dobsonia personii
gradis Tidak Ya Tidak Ya

18. Kelelawar Aceradon macklotii
prajae Ya Tidak Tidak Ya

19. Kelelawar Cynopterus sp Tidak Ya Tidak Ya
20. Kelelawar Pteropus vampyrus Tidak Ya Tidak Ya

21. Kelelawar Myotis muricola
muricola Tidak Ya Tidak Ya

22. Kelelawar Harpio Harpicephalus
harpia Tidak Ya Tidak Ya

23. Kelelawar Hidung
Orange

Murina cyclotis
penisularis Ya Tidak Tidak Ya

24. Kelelawar Hutan
Hardwicke

Kerivoula harpia
hardwickil Tidak Ya Tidak Ya

25. Kelelawar Kupu Kerivoula picta-picta Tidak Ya Tidak Ya
26. Kelelawar Mega Megaderma spasma Tidak Ya Tidak Ya

27. Kelelawar Mini
Schreiber

Mineoterus
schreibersil Tidak Ya Tidak Ya

28. Kelelawar Vampire
Kecil

Megaderma spasma
trifolium Tidak Ya Tidak Ya

29. Kera Abu-abu Macaca fascicularis Tidak Ya Tidak Ya

30. Kera Hitam Trachypitecus
auratus Ya Tidak Tidak Ya

31. Kijang Mutiacus muncak Ya Tidak Ya Tidak
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Mamalia

32. Kucing Batu
Prionailurus
(=Felis)benghalensis
javanensis)

Ya Tidak Tidak Ya

33. Kucing Hutan/
Meong Gawah Felis planiceps Tidak Ya Ya Tidak

34. Landak Hystrix brachyura Tidak Tidak Tidak Ya
35. Manggung Gunung Tupaia montana Tidak Ya Tidak Ya
36. Motong Aik Cynogale bennetti Tidak Ya Ya Tidak
37. Musang/Luwak/ Viverriculla indeca Ya Tidak Tidak Ya
38. Lelekot Ya Tidak Tidak Ya
39. Musang Paradoxurus Tidak Ya Tidak Ya
40. Pipistrel Telinga

Besar Pipistrellus imbicus Tidak Ya Tidak Ya

41. Oei’s Pipistrele Pipistrellus tenuis
sewelanus Ya Tidak Tidak Ya

42. Rusa Timor Cervus Timorensis Ya Tidak Ya Tidak
43. Senggah, Muntiacus mutjak Tidak Ya Ya Tidak
44. Menjangan Tidak Ya Ya Tidak
45. Trenggiling Manis javanica Ya Tidak Ya Tidak
46. Bajing Kelep Lomys horsfield Tidak Ya Tidak Ya
47. - Acerodon macklotil

prajae Ya Tidak Tidak Ya

48. - Pleropus vampyrus
kopangi Ya Tidak Tidak Ya

49. - Pipistrelus tenuis
sewelanus Ya Tidak Tidak Ya

50. - Tylonycteris
pachypus bhakti Ya Tidak Tidak Ya

Aves 1. Ayam Hutan Hijau Gallus varius Tidak Ya Tidak Ya
2. Ayam Hutan Merah Gallus gallus Tidak Ya Tidak Ya
3. Alap-alap Sapi Falco moluccensis Ya Tidak Tidak Ya

4. Anis Hutan Zoothera
andromedae Ya Tidak Tidak Ya

5.
Anis Kembang
/Punglor Kepala
Merah

Zoothera intirpres Tidak Ya Ya Tidak

6. Anis kuning Turdus onscrurus Tidak Ya Ya Tidak

7.
Anis Nusa
Trenggara/Punglor
Kepala Hitam

Zoothera dohertyi Ya Tidak Tidak Ya

8. Anis Sisik Zoothera dauma Ya Tidak Tidak Ya

9. Apung Tanah Anthus
novaeseelandiae Tidak Ya Tidak Ya

10. Bambangan
Kuning Ixobrychus sinensis Tidak Ya Tidak Ya

11. Bambangan Merah Ixobrychus
cinnamortheus Tidak Ya Tidak Ya

12. Bangau Bluwok Myteria cinerea Tidak Ya Tidak Ya

13. Bangau Sadang
Lawe Ciconia episcopus Tidak Ya Ya Tidak

14. Belibis Dendracygna sp Tidak Ya Tidak Ya

15. Belibis Batu Dendracygn
javanica Tidak Ya Tidak Ya

16. Belibis Kembang Dendracygn arcuata Tidak Ya Tidak Ya
17. Betet Kelabu Lanius schach Tidak Ya Tidak Ya
18. Beo/Tiong Mas Gracula freligoas Ya Tidak Ya Tidak
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Aves 19. Berkik Kembang

Besar
Rostatula
benghalensis Tidak Ya Tidak Ya

20. Bekik Rawa Gallinago megala Tidak Ya Tidak Ya
21. Bekokok Sawah Andreola speciosa Tidak Ya Tidak Ya

22. Bondol Hijau Dada
Merah Erythura hyperythra Tidak Ya Tidak Ya

23. Bondol Jawa Lonchura
leucogastroides Tidak Ya Tidak Ya

24. Bondol Kepala
Pucar Lonchura pallida Tidak Ya Tidak Ya

25. Bondol
Pancawarna Lonchura quinticolor Tidak Ya Tidak Ya

26. Bondol Peking Lonchura punculata Tidak Ya Tidak Ya
27. Bonol Taruk Lonchura molluca Tidak Ya Tidak Ya

28. Bubut Alang-
langan Centropus malucco Tidak Ya Tidak Ya

29. Butut Sate Putih Phaeton kepturus Tidak Ya Tidak Ya

30 Burun Gereja
Ereasia Pasermontanus Tidak Ya Tidak Ya

31 Burung Gosong Megapodius
reinward Tidak Ya Ya Tidak

32. Burung Madu
Kelapa

Anthreptes
malacensis Tidak Ya Tidak Ya

33. Burung Madu
Matahari Nectarinia solaris Tidak Ya Ya Tidak

34. Burung Madu
Sriganti Cinnyris jugularis Tidak Ya Tidak Ya

35. Cabai Dahi Hitam Dicoeum igniferum Ya Tidak Tidak Ya

36. Cabai Gunung Dicoeum
sanguinnolentum Tidak Ya Tidak Ya

37. Cabai Jawa Dicoeum trochileum Ya Tidak Tidak Ya
38. Cabai Lombok Dicoeum maugei Tidak Ya Tidak Ya
39. Burung Cabe Dicoeum sp. Tidak Ya Tidak Ya

40. Caladi Tilik Dendrocopos
melucensis Tidak Ya Ya Tidak

41. Cangak Abu Ardea cinerea Ya Tidak Ya Tidak
42. Cangak Besar Ardea alaba Ya Tidak Ya Tidak
43. Cangak laut Ardea sumatrana
44. Cangak Merah Ardea purpurea Ya Tidak Ya Tidak

45. Cakakak Kalung
Coklat Halcyon australasia

46. Cakakak Cina Halcyon pilienta Tidak Ya Ya Tidak
47. Cakakak Suci Halcyon sanca Tidak Ya Tidak Ya

48. Cakakak Sungai Tadir humpus
chiaris Tidak Ya Ya Tidak

49. Cakakak Tungir
Putih Caridanax fulgidus Ya Ya Ya Tidak

50. Celeput Walacea Otus silvicalia Tidak Ya Tidak Ya
51. Celepuk Rinjani Otus jolandae
52. Celepuk Maluku Otus mangicus Tidak Ya Tidak Ya

53. Cerek Kalung
Kecil Otus dublus Tidak Ya Tidak Ya

54. Ceret Gunung Otus vulcania Tidak Ya Tidak Ya

55. Cicakopi Melayu Pormatorhinus
montonus Tidak Ya Tidak Ya

56. Cici Merah Cisticola exilis Tidak Ya Tidak Ya
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Aves 57. Cici Padi Cisticola juncidis Tidak Ya Tidak Ya

58. Cikalang Besar Fregata minor Tidak Ya Tidak Ya

59. Cikrak Daun Phyllocopus
tivirgatus Tidak Ya Tidak Ya

60. Cikrak Kutub Phyllocopus barealis Tidak Ya Tidak Ya
61. Cingcoang coklat

62. Cinenem
Jawa/Kelincer Orthotomus sepium Tidak Ya Tidak Ya

63. Cucak Coklat Pycnonotus
leucophrys Tidak Ya Tidak Ya

64. Cucak Gunung Pycnonotus
bimaculatus Tidak Ya Tidak Ya

65. Cucak Kutilang Pycnonotus
aurigaster Tidak Ya Tidak Ya

66. Dara Laut Sterna sp. Tidak Ya Tidak Ya

67. Dara Laut
Benggala Sterna bengalensis Tidak Ya Tidak Ya

68. Dara Laut Kecil Sterna albifrons Tidak Ya Tidak Ya

69. Dara Laut Sayap
Hitam Sterna fulcuta Tidak Ya Tidak Ya

70. Dara Laut Tengkuk
Hitam Sterna sumatrana Tidak Ya Tidak Ya

71. Dawah Ducula sp. Tidak Ya Tidak Ya
72. Decu Belang Streptopelia soprata Tidak Ya Tidak Ya

73. Dederuk Jawa Streptopelia
bitorquata Tidak Ya Tidak Ya

74. Delimukan Zamrud Chaicophaps indica Tidak Ya Tidak Ya
75. Elang Atap Besar Acipiter virgatus Tidak Ya Ya Tidak
76. Elang Atap Coklat Acipiter fasciatus Tidak Ya Ya Tidak

77. Elang Atap Kelabu Acipiter
nevaehaliandiae Tidak Ya Ya Tidak

78. Elang Bondol Haliastus indus Tidak Ya Ya Tidak
79. Elang Brontok Spizetus cirhatus Tidak Ya Ya Tidak

80. Elang Laut Perut
Putih

Hieraaetus
leucagaster Tidak Ya Ya Tidak

81. Elang Perut Karat Hieraaetus kieneril Tidak Ya Ya Tidak
82. Elang Flores Spizetus floris Tidak Ya Ya Tidak
83. Elang Tikus Elanus caeruleus Tidak Ya Ya Tidak

84. Elang Ular Jari
Pendek Circaetus gallicus Tidak Ya Ya Tidak

85. Gagak Corvus sp. Tidak Ya Ya Tidak

86. Gagak Kampung Corvus
macrorthynchos Tidak Ya Tidak Ya

87. Gagak Flores Corvus florensis Tidak Ya Tidak Ya
88. Gajahan Kecil Numerius malinutus Tidak Ya Tidak Ya

89. Gajahan Timur Numerius
madagascariensis Tidak Ya Tidak Ya

90. Gelatik Batu
Kelabu Parus mayor Tidak Ya Tidak Ya

91. Gelatik Jawa Padda aryzivara Tidak Ya Tidak Ya
92. Gemak Loreng Turnix suscitator Tidak Ya Tidak Ya
93. Gereja Reasia Passer montanus Tidak Ya Tidak Ya

94. Gosong Kaki
Merah

Megapadius
reinwardt Tidak Ya Tidak Tidak

95. Ibis Roko-roko Plegadis falcinellus Tidak Tidak Tidak Tidak
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Aves 96. Isap Madu

Australia Lichmera lndistincta Tidak Ya Ya Tidak

97. Isap Madu Topi
Sisik Lichmera lombakia Tidak Ya Ya Tidak

98. Itik Benjut Anas gibberifrons Tidak Ya Tidak Ya
99. Itik Gunung Auperciliosanas s Tidak Ya Tidak Ya

100. Kacamata Biasa Zasterops
palperbrosus Tidak Ya Tidak Ya

101. Kacamata Gunung Zasterops montanus Tidak Ya Tidak Ya
102. Kacamata Laut Zasterops cloris Tidak Ya Tidak Ya

103. Kacamata
Wallacea Zasterops wallacea Ya Tidak Tidak Ya

104. Kakatua Kecil
Jambul Kuning Cacatua sulphurea Ya Tidak Ya Tidak

105. Kacilan Pachycephala
fulfatinca Tidak Tidak Tidak Ya

106. Kancilan Bakau Pachycephala grisala Tidak Tidak Tidak Ya

107. Kancilan Emas Pachycephala
pectaralis Tidak Tidak Tidak Ya

108. Kancilan Flores Pachycephala
nudigula Ya Tidak Tidak Ya

109. Kancilan Ranting Pachycephala
saturatus Ya Tidak Tidak Ya

110. Kapasan Sayap
Putih Kalage sweurii Tidak Ya Tidak Ya

111. Kareo Padi Amauromis
phoenicurus Tidak Ya Tidak Ya

112. Kadasi Emas Chrysococcyx
lucidus Tidak Ya Tidak Ya

113. Kadidi Ekor Tajam Colidris acuminata Tidak Ya Tidak Ya

114. Kecial Kompo/
Gentong Lichmera lombokia Ya Tidak Ya Tidak

115. - Lichmera indistincha Tidak Ya Tidak Ya
116. Kecuit Batu Motacilla cinerea Tidak Ya Tidak Ya
117. Kecuit Kerbau Motacilla flava Tidak Ya Tidak Ya
118. Kehicap Flores Monarcha flores Tidak Ya Tidak Ya
119. Kehicap Kacamata Monarcha trivirgatus Tidak Ya Tidak Ya
120. Kehicap Ranting Hypothymis azurea Tidak Ya Tidak Ya

121. Kekep Babi Artamus
leucarhynchus Tidak Ya Tidak Ya

122. Kepudak Kuduk
Hitam Oriolus chinensis Tidak Ya Tidak Ya

123. Kepudang Sungu
Sumba Caracina dohertyl Tidak Ya Tidak Ya

124. Kepudang Sungu
Topeng Caracina personata Tidak Ya Tidak Ya

125. Kerakbasi Ramai Acrocephalus
stentoreus Tidak Ya Tidak Ya

126. Kipasan Belang Rhipidura javanica Ya Tidak Ya Tidak

127. Kipasan Dada-
Hitam Rhipidura rufifrons Tidak Ya Ya Tidak

128. Kipasan Flores Rhipidura diluta Tidak Ya Tidak Ya
129. Kirik-kirik Australia Meropsornatus Tidak Ya Tidak Ya
130. Kirik-kirik Laut Merops philippenus Tidak Ya Tidak Ya

131. Koakiau/Cikukua
Tanduk Philemon buceroides Tidak Ya Ya Tidak
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Aves 132. Kokokan Laut Buteroides striatus Tidak Ya Tidak Ya

133. Kowak Malam Abu Nycticorax
nyctcorax Tidak Ya Tidak Ya

134. Kowak Malam
Merah

Nycticorax
coledonicus Tidak Ya Ya Tidak

135. Kuntul Besar Egretta alba Tidak Ya Ya Tidak
136. Kuntul Karang Egretta sacra Tidak Ya Ya Tidak
137. Kuntul Kecil Egretta garzetta Tidak Ya Ya Tidak
138. Kuntul Kerbau Bubulcus ibis Tidak Ya Ya Tidak
139. Kuntul Perak Egretta intermedia Tidak Ya Ya Tidak

140. Kutilang Pycnonotus
aurigaster Tidak Ya Tidak Ya

141. Layang-layang Hirundo sp. Tidak Ya Tidak Ya
142. Layang-layang Api Hirundo rustica Tidak Ya Tidak Ya
143. Laying-layang Batu Hirundo tohticia Tidak Ya Tidak Ya

144. Layang-layang
Loreng Hirundo striolata Tidak Ya Tidak Ya

145. Mandar Batu Golinula chloropus Tidak Ya Tidak Ya
146. Mandar Besar Placeusporphyrio Tidak Ya Tidak Ya
147. Manyar Jambul Placeus manyar Tidak Ya Tidak Ya
148. Manyar Tempua Placeus phylippinus Tidak Ya Tidak Ya
149. Merbak Cerucuk Pycnonotus goiaver Tidak Ya Tidak Ya
150. Merpati Batu Culumba livia Tidak Ya Tidak Ya

151. Merpati Hutan
Metalik Culumba vitensi Tidak Ya Tidak Ya

152. Nuri Merah Domicella domicella Ya Tidak Ya Tidak
153. Nuri Pipih Merah Geoffroyus geoffroyi Ya Tidak Ya Tidak

154. Opior Flores Lophazosterops
superciliaris Ya Tidak Tidak Ya

155. Paok La’us Pita elegas Ya Tidak Tidak Ya

156.
Pucuk Padi
Belang/Gara Besi
Belang

Phalacrocorax Ya Tidak Tidak Ya

157. Pucuk Padi
Hitam/Gara Besi

Phalacrocorax
Sulcirostris Ya Tidak Tidak Ya

158. Pecuk Ular Anhinga
melanogaster Ya Tidak Ya Tidak

159. Pekaka Emas Halcyon capensis Ya Tidak Ya Tidak
160. Pekaka Emas Pelargops copesis Tidak Ya Tidak Ya
161. Pergam Hijau Decula aenea Tidak Ya Tidak Ya

162. Pergam Punggung
Hitam Decula lacemuluta Tidak Ya Tidak Ya

163. Perkici Pelangi Trichoglassus
haemotadus Ya Tidak Ya Tidak

164. Pelici Timor Trichoglassus
euteles Ya Tidak Ya Tidak

165. Perkutut Jawa Geopelia striota Tidak Ya Tidak Ya
166. Perkutut Loreng Geopelia maugei Tidak Ya Tidak Ya
167. Perling Kecil Apionis minor Tidak Ya Tidak Ya
168. Pipit Zebra Taeniopgia guttata Tidak Ya Tidak Ya
169. Punai Flores Treron floris Tidak Tidak Tidak Tidak
170. Punai Gading Treron vernans Tidak Tidak Tidak Tidak
171. Punai Gagak Treron sphenura Tidak Tidak Tidak Tidak

172. Punglor Kepala
Merah

Zoothera interpres
interpres Tidak Ya Ya Tidak
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Aves 173. Punglor Kepala

Hitam Zoothera dohertyl Tidak Ya Tidak Ya

174. Puyuh Batu Coturnix chinensis Tidak Ya Tidak Ya
175. Puyuh Pepekoh Cotunix sp Tidak Ya Tidak Ya
176. Raja Udang alcediacoerulescens Tidak Ya Ya Tidak
177. Raja Udang Halcyon sp. Tidak Ya Ya Tidak
178. Raja Udang Biru Halcyon chioris Tidak Ya Ya Tidak
179. Rajaudang Erasia Alcedo ottis Tidak Ya Ya Tidak

180. Raja udang
Meninting Alcedomeninting Ya Tidak Ya Tidak

181. Sepah Hutan Pericrocatus
flammeus Tidak Ya Tidak Ya

182. Sepah Kerdil Pericrocatus
lonsbergei Tidak Ya Tidak Ya

183. Serak Jawa Tyto alba Tidak Ya Tidak Ya
184. Sepatu Jengger Irediparra galinacea Tidak Ya Tidak Ya

185. Sriwang Asia Terpsiphone
paradisi Tidak Ya Tidak Ya

186. Sikatan Belang Ficedula
westermanni Tidak Ya Tidak Ya

187. Sikatan Bodoh Ficedula hyperythra Tidak Ya Tidak Ya

188. Sikatan Dada
Merah Ficedula dumetoria Tidak Ya Tidak Ya

189. Sikatan Kepala
Abu Culcicapa cylonensis Tidak Ya Tidak Ya

190. Sikatan Paruh
Lebar Myagra ruficalis Tidak Ya Tidak Ya

191. Sikatan Rimba
Ayun Rhinomy oscillans Ya Tidak Tidak Ya

192. Srigunting Dicrurus sp. Ya Tidak Tidak Ya

193. Srigunting Jambul
Rambut Dicrurus hetentottus Ya Tidak Tidak Ya

194. Srigunting Kelabu Dicrurus
leucaphoeus Ya Tidak Tidak Ya

195. Srigunting
Wallacea Dicrurus densus Ya Tidak Tidak Ya

196. Tekukur Biasa Streptopelia
chinersis Tidak Tidak Tidak Ya

197. Tapekong Jambul Hamiprocne
longipennis Tidak Ya Tidak Ya

198. Tesia Timur Tesia everetti Tidak Ya Tidak Ya
199. Tikusan Alis Putih Poliolimmas cinerea Tidak Ya Tidak Ya
200. Tikusan Merah Porzana fusta Tidak Ya Tidak Ya

201. Tiong Lampu Biasa Eurystomus
orientalis Tidak Ya Tidak Ya

202. Titihan Telaga Tachybaptus
reficollis Tidak Ya Tidak Ya

203. Trinil Tringa sp. Tidak Ya Tidak Ya
204. Trinil Kaki Hijau Tringa nebularia Tidak Ya Tidak Ya
205. Trinil Pantai Tringa hypoleucos Tidak Ya Tidak Ya
206. Trinil Semak Tringa glareala Tidak Ya Tidak Ya
207. Trulek Topeng Vanellus miles Tidak Ya Tidak Ya

208. Tuwur Asia Eudynamys
scaloppeus Tidak Ya Tidak Ya

209. Burung Udang
Merah Api Ceyx erithacus Tidak Ya Tidak Ya
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Aves 210. Uncal Buau Macrophygia

emiliana Tidak Ya Tidak Ya

211. Uncal Kouran Macrophygia
ruficeps Tidak Tidak Tidak Tidak

212. Uncal Loreng Macrophygia unchall Tidak Ya Tidak Ya
213. Walet Inchi Coliocalia inchi Tidak Ya Tidak Ya
214. Walet Sapi Coliocalia esculenta Tidak Tidak Tidak Ya

215. Walet Sarang Putih Coliocalia
fusciphagus Tidak Ya Tidak Ya

216. Walet Sarang Putih Aerodromus
fuciphagus Tidak Ya Tidak Ya

217. Walik Kembang Ptilinopus
molanaspila Tidak Ya Tidak Ya

218. Wili-wili Eracus magniratris Tidak Ya Tidak Ya
219. Wiwik Kelabu Cocomatis merulinus Tidak Ya Tidak Ya

220. Wiwik Ucuing Cocomatis
sepuciaris Tidak Ya Tidak Ya

Reptil 1. Cicak Hemodoctylus
frenatus Tidak Tidak Tidak Ya

2. Biawak Varanus solvator Ya Tidak Tidak Ya

3. Kadal Kebun Mabauya multi
fasciata Tidak Tidak Tidak Ya

4. Kadal
Sphenomorphus
(=Carlia)
sambalunica

Ya Tidak Tidak Ya

5. Kadal Carlia (=Emoia
sambalunica) Ya Tidak Tidak Ya

6. Penyu Blimbing Demochelys
coreceae Tidak Ya Ya Tidak

7. Penyu Hijau Chelonia myclass Tidak Ya Ya Tidak

8. Penyu Lelang Lepidochelys
alivaceae Tidak Ya Ya Tidak

9. Penyu Pipih Natator depressa Tidak Ya Ya Tidak

10. Penyu Sisik Eretmochelys
imbricata Tidak Ya Ya Tidak

11. Penyu Tempayan Coretta coretta Tidak Ya Ya Tidak
12. Tokek Terbang Draco baschmai Tidak Ya Tidak Ya

13. Tokek
Cnemaspis
gordongekkoi
sp.nov

Ya Tidak Tidak Ya

14. Tokek Lapidodactylus
lombocensis Ya Tidak Tidak Ya

15. Tokek Cryptoblepharus
cursor Ya Tidak Tidak Ya

16. Ular Gekka gecko Tidak Ya Tidak Ya
17. Ular Ahaetulian parisina Tidak Ya Tidak Ya

18. Ular Branghammenus
reticulatus Tidak Ya Tidak Ya

19. Ular Cerberus rynchops Tidak Ya Tidak Ya

20. Ular Caleognathus
subradiata Tidak Ya Tidak Ya

21. Ular Crptolytrops
insularis Tidak Ya Tidak Ya

22. Ular Sanca Timur Phyton timorensis Tidak Ya Tidak Ya
23. Ular Phyton Python sp. Tidak Ya Tidak Ya
24. Ular Sanca Python reticulatus Tidak Ya Ya Tidak
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Batik/Ular Sawak

25. Ular Hijau Ekor
Merah

Trimeresurus
alborabris Tidak Ya Tidak Ya

26. Ular Sawah Phyton rimulus Tidak Ya Tidak Ya
Amphibi 1. Kodok Bufo biporcatus Tidak Ya Tidak Ya

2. Kodok Bufo mulonoscitus Tidak Ya Tidak Ya

3. Katak Pemakan
Serangga Fejervarya canrifora Tidak Ya Tidak Ya

4. Katak Fejervarya
limnocharis Tidak Ya Tidak Ya

5. Katak Kolaola baleta Tidak Ya Tidak Ya

6. Katak Limnonectes
dammermani Tidak Ya Tidak Ya

7. Katak Limnonectes
kadarsani Tidak Ya Tidak Ya

8. Katak Occordazyga cf
floresiana Tidak Ya Tidak Ya

9. Katak Oreophryne
monticola Tidak Ya Ya Tidak

10. Katak Merah Rana erythraea Tidak Ya Tidak Ya
11. Katak Rana florensis Tidak Ya Tidak Ya

12. Katak Sungai Limnonectes
dammermani Tidak Ya Tidak Ya

13. Katak Sungai Limnonectes
macrodon Tidak Ya Tidak Ya

Pisces 1. Ikan Layaran Heniochus sp Tidak Ya Tidak Ya
2. Ikan Kakap Lutjanus fulviflama Tidak Ya Tidak Ya
3. Ikan Botana Nasio Naso liferatus Tidak Ya Tidak Ya

4. Ikan Keling
Jenggot Parupeneus spp. Tidak Ya Tidak Ya

5. Ikan Kerapu Susu Plectropomus
maculantus Tidak Ya Tidak Ya

6. Ikan Bluestrone
Asli

Pomacanthus
imperator Tidak Ya Tidak Ya

7. Ikan Enjel Pomacanthus spp Tidak Ya Tidak Ya

8. Ikan Enjel Doreng
Padang

Pomacanthus
diacanthus Tidak Ya Tidak Ya

9. Ikan Moris Zanclus conesceus Tidak Ya Tidak Ya
10. Ikan Burung Laut Zebrasoma scopas Tidak Ya Tidak Ya
11. Ikan Sebelah Psettodidae Tidak Tidak Tidak Ya
12. Ikan Karang Ephibulus insidiator Tidak Ya Tidak Ya

13. Ikan Karang Epinephelus
quoyanus Tidak Ya Tidak Ya

14. Ikan Karang Gymnotorax
zonipectus Tidak Ya Tidak Ya

15. Ikan Karang Halichoeres chrysus Tidak Ya Tidak Ya

16. Ikan Karang Halichoeres
hortulanus Tidak Ya Tidak Ya

17. Ikan Karang Halichoeres
melanurus Tidak Ya Tidak Ya

18. Ikan Karang Halichoeres
purpurescens Tidak Ya Tidak Ya

19. Ikan Karang Halichoeres
schwartzi Tidak Ya Tidak Ya

20. Ikan Karang Halichoeres
acuminatus Tidak Ya Tidak Ya
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21. Ikan Karang Hemigymnus
fosciatus Tidak Ya Tidak Ya

22. Ikan Karang Heniachus varius Tidak Ya Tidak Ya
23. Ikan Karang Labroides dimidiatus Tidak Ya Tidak Ya

24. Ikan Karang Lepidozygus
topeinosoma Tidak Ya Tidak Ya

25. Ikan Karang Leptojulis
cyanopleura Tidak Ya Tidak Ya

26. Ikan Karang Lethrinus obsoletus Tidak Ya Tidak Ya
27. Ikan Karang Lutjanus bohor Tidak Ya Tidak Ya
28. Ikan Karang Lutjanus decussates Tidak Ya Tidak Ya

29. Ikan Karang Lutjanus
erenbergghi Tidak Ya Tidak Ya

30. Ikan Karang Lutjanus
quinquelineatus Tidak Ya Tidak Ya

31. Ikan Karang Monotaxis
gradoculus Tidak Ya Tidak Ya

32. Ikan Karang Mullaides
vonicalensis Tidak Ya Tidak Ya

33. Ikan Karang Naso lituratus Tidak Ya Tidak Ya
34. Ikan Karang Odonas niger Tidak Ya Tidak Ya
35. Ikan Karang Ostracion melegris Tidak Ya Tidak Ya

36. Ikan Karang Oxymonochanthus
longirastris Tidak Ya Tidak Ya

37. Ikan Karang Paracirrhites arcatus Tidak Ya Tidak Ya
38. Ikan Karang Paracirrhites fosteri Tidak Ya Tidak Ya

39. Ikan Karang Paracirrhites
tertracantha Tidak Ya Tidak Ya

40. Ikan Karang Paracirrhites
xanthosoma Tidak Ya Tidak Ya

41. Ikan Karang Paracirrhites
barberinus Tidak Ya Tidak Ya

42. Ikan Karang Paracirrhites
bifasciatus Tidak Ya Tidak Ya

43. Ikan Karang Paracirrhites
multifasciatus Tidak Ya Tidak Ya

44. Ikan Karang Paracirrhites
signatus Tidak Ya Tidak Ya

45. Ikan Karang Pentapodus
trivittatus Tidak Ya Tidak Ya

46. Ikan Karang Plagiotremus
rhinorhyncus Tidak Ya Tidak Ya

47. Ikan Karang Plectorhynchus
choetodonoides Tidak Ya Tidak Ya

48. Ikan Karang Plectorhynchus
goldmanni Tidak Ya Tidak Ya

49. Ikan Karang Plectorhynchus
orientalis Tidak Ya Tidak Ya

50. Ikan Karang Pomacanthus
orientalis Tidak Ya Tidak Ya

51. Ikan Karang Pomacanthus
imperator Tidak Ya Tidak Ya

52. Ikan Karang Pomacanthus
sexstriator Tidak Ya Tidak Ya

53. Ikan Karang Pomacanthus
alexanderae Tidak Ya Tidak Ya
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54. Ikan Karang Pormacentrus
amboinensis Tidak Ya Tidak Ya

55. Ikan Karang Pormacentrus
coeruleus Tidak Ya Tidak Ya

56. Ikan Karang Pormacentrus
chrysurus Tidak Ya Tidak Ya

57. Ikan Karang Pormacentrus
coelestis Tidak Ya Tidak Ya

58. Ikan Karang Pormacentrus
lepidogenys Tidak Ya Tidak Ya

59. Ikan Karang Pormacentrus
moluccensis Tidak Ya Tidak Ya

60. Ikan Karang Pormacentrus vaiuli Tidak Ya Tidak Ya
61. Ikan Karang Pormacentrus wardi Tidak Ya Tidak Ya
62. Ikan Karang Pseudanthias dispar Tidak Ya Tidak Ya

63. Ikan Karang Pseudanthias
hutchie Tidak Ya Tidak Ya

64. Ikan Karang Pseudanthias
squamipinnis Tidak Ya Tidak Ya

65. Ikan Karang Pseudanthias tuko Tidak Ya Tidak Ya
66. Ikan Karang Pseudanthias evides Tidak Ya Tidak Ya

67. Ikan Karang Pseudanthias
magnifica Tidak Ya Tidak Ya

68. Ikan Karang Pseudanthias tile Tidak Ya Tidak Ya

69. Ikan Karang Pseudanthias
trilineata Tidak Ya Tidak Ya

70. Ikan Karang Pterois antennata Tidak Ya Tidak Ya

71. Ikan Karang Pygopites
diacanthus Tidak Ya Tidak Ya

72. Ikan Karang Solarias sp. Tidak Ya Tidak Ya

73. Ikan Karang Sargocentron
caudimaculatum Tidak Ya Tidak Ya

74. Ikan Karang Sargocentron
melanospilos Tidak Ya Tidak Ya

75. Ikan Karang Scarus bleekeri Tidak Ya Tidak Ya

76. Ikan Karang Scarus
capistratoides Tidak Ya Tidak Ya

77. Ikan Karang Scarus flafipectoralis Tidak Ya Tidak Ya
78. Ikan Karang Scarus ghobban Tidak Ya Tidak Ya
79. Ikan Karang rubroviolaceus Tidak Ya Tidak Ya
80. Ikan Karang Scarus vivolatus Tidak Ya Tidak Ya
81. Ikan Karang Scarus billineat Tidak Ya Tidak Ya
82. Ikan Karang Scarus margaritifier Tidak Ya Tidak Ya
83. Ikan Karang Scarus trilieata Tidak Ya Tidak Ya
84. Ikan Karang Siganus guttatus Tidak Ya Tidak Ya
85. Ikan Karang Siganus vulpinus Tidak Ya Tidak Ya
86. Ikan Karang Siganus fosteri Tidak Ya Tidak Ya
87. Ikan Karang Schyraena sp Tidak Ya Tidak Ya

88. Ikan Karang Stethojulis
bandanensis Tidak Ya Tidak Ya

89. Ikan Karang Stethojulis
strigiventer Tidak Ya Tidak Ya

90. Ikan Karang Stethojulis trilineata Tidak Ya Tidak Ya

91. Ikan Karang Thalassoma
hardwickii Tidak Ya Tidak Ya

92. Ikan Karang Thalassoma janseni Tidak Ya Tidak Ya
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93. Ikan Karang Thalassoma lunare Tidak Ya Tidak Ya
94. Ikan Karang Valincienna strigata Tidak Ya Tidak Ya

95. Ikan Keling
Jenggot Variola louti Tidak Ya Tidak Ya

96. Ikan Kenari Model Parupeneus spp Tidak Ya Tidak Ya
97. Ikan Kepe Cheilinus fastiatus Tidak Ya Tidak Ya

98. Ikan Kepe Chaetodon
baronnesa Tidak Ya Tidak Ya

99. Ikan Kepe Chaetodon spp. Tidak Ya Tidak Ya

100. Ikan Kepe Tiker Chaetodon
trifasciatus Tidak Ya Tidak Ya

101. Ikan Kerapu Susu Chaetodon
vagabundus Tidak Ya Tidak Ya

102. Ikan Laut Plectropomus
maculantus Tidak Ya Tidak Ya

103. Ikan Layaran Chephalopholis
miniata Tidak Ya Tidak Ya

104. Ikan Morish Heniochus sp. Tidak Ya Tidak Ya

105. Ikan Napoleon
Wrasse Zancius canescens Tidak Ya Tidak Ya

106. Ikan Napoleon
Wrasse Chelinus unduratus Tidak Ya Tidak Ya

Serangga 1. Belalang
Bersungut Pendek

Megaphlaeoba
crassiceps Ya Tidak Tidak Ya

2. Belalang
Bersungut Pendek

Phaeobella
lombokensis Ya Tidak Tidak Ya

3. Belalang
Bersungut Pendek

Phlaeobella
sumbawana Ya Tidak Tidak Ya

4. Belalang
Bersungut Pendek Phlaeobella tristis Ya Tidak Tidak Ya

5. Belalang
Bersungut Pendek

Phlaeobella
sumbawae Ya Tidak Tidak Ya

6. Capung Drepanosticta
berlandi Ya Tidak Tidak Ya

7. Kumbang Aegus acuminatus Tidak Ya Tidak Ya
8. Kumbang Agestrata aruchalca Tidak Ya Tidak Ya
9. Kupu-kupu Amathusia phidipus Tidak Ya Tidak Ya
10. Kumbang Batacera rubrus Tidak Ya Tidak Ya

11. Kumbang Chrysoderma
bimanensis Tidak Ya Tidak Ya

12. Kumbang Chrysoderma
purpureifentris Tidak Ya Tidak Ya

13. Kumbang Chrysoderma
smaragdula Tidak Ya Tidak Ya

14. Kumbang Dicheras bicornis Tidak Ya Tidak Ya
15. Kumbang Euryphagus pictus Tidak Ya Tidak Ya

16. Kumbang Penthicades
atomaris Tidak Ya Tidak Ya

17. Kumbang Polyclicty illuminata Tidak Ya Tidak Ya

18. Kumbang Prosopocoilus
fruhstorferi Tidak Ya Tidak Ya

19. Kumbang Prosopocoilus giraffa Tidak Ya Tidak Ya
20. Kumbang Salva istiharai Tidak Ya Tidak Ya

21. Kumbang Scamandra
tamborana Tidak Ya Tidak Ya

22. Kumbang Tanah Alectorolophus Tidak Ya Tidak Ya
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Serangga

unilobatus
23. Kumbang Tanah Bibracte

sumbawana Tidak Ya Tidak Ya

24. Kumbang Tanah Paralecterolophus
subapterus Tidak Ya Tidak Ya

25. Kumbang Tanah Apotomus
sumbawanus Ya Tidak Tidak Ya

26. Kumbang Tanah Caelostomus
convexior Ya Tidak Tidak Ya

27. Kumbang Tanah Calpodes blotei Ya Tidak Tidak Ya
28. Kumbang Tanah Lebia acutangula Ya Tidak Tidak Ya

29. Kumbang Tanah Pseudaloma
andrewesi Ya Tidak Tidak Ya

30. Kumbang topeng Cotacanthus
incarnates Tidak Ya Tidak Ya

31. Kupu-kupu Actias groenandaeli Tidak Ya Tidak Ya
32. Kupu-kupu Actias maenas Tidak Ya Tidak Ya
33. Kupu-kupu Appias albina Tidak Ya Tidak Ya
34. Kupu-kupu Appias lyncida Tidak Ya Tidak Ya
35. Kupu-kupu Atrophaneura nox Tidak Ya Tidak Ya
36. Kupu-kupu Attacus atlas Tidak Ya Tidak Ya
37. Kupu-kupu Attacus inopinatus Tidak Ya Tidak Ya
38. Kupu-kupu Cotopsilia pomona Tidak Ya Tidak Ya
39. Kupu-kupu Cotopsilia pyranthe Tidak Ya Tidak Ya
40. Kupu-kupu Cotopsilia scylla Tidak Ya Tidak Ya
41. Kupu-kupu Cepora iudith Tidak Ya Tidak Ya
42. Kupu-kupu Cethosia hypsea Tidak Ya Tidak Ya
43. Kupu-kupu Cethosia penthesilea Tidak Ya Tidak Ya
44. Kupu-kupu Cethosia myrina Tidak Ya Tidak Ya
45. Kupu-kupu Cethosia tabora Tidak Ya Tidak Ya
46. Kupu-kupu Charaxes elwesi Tidak Ya Tidak Ya
47. Kupu-kupu Charaxes acelatus Tidak Ya Tidak Ya
48. Kupu-kupu Cyrestis sp Tidak Ya Tidak Ya
49. Kupu-kupu Donaus chysippus Tidak Ya Tidak Ya
50. Kupu-kupu Donaus genutia Tidak Ya Tidak Ya
51. Kupu-kupu Delias oraia Tidak Ya Tidak Ya
52. Kupu-kupu Delia perihara Tidak Ya Tidak Ya
53. Kupu-kupu Delias sumbawana Tidak Ya Tidak Ya
54. Kupu-kupu Deleschalia bisaltide Tidak Ya Tidak Ya
55. Kupu-kupu Euphaea climena Tidak Ya Tidak Ya
56. Kupu-kupu Euphaea eunice Tidak Ya Tidak Ya
57. Kupu-kupu Euphaea mulciber Tidak Ya Tidak Ya
58. Kupu-kupu Eurema hecabe Tidak Ya Tidak Ya
59. Kupu-kupu Euthalia aconthea Tidak Ya Tidak Ya
60. Kupu-kupu Euthalia atalanta Tidak Ya Tidak Ya
61. Kupu-kupu Euthalia sp Tidak Ya Tidak Ya

62. Kupu-kupu Graphium
agamemnon Tidak Ya Tidak Ya

63. Kupu-kupu Grophium
anthipates Tidak Ya Tidak Ya

64. Kupu-kupu Grophium aristeus Tidak Ya Tidak Ya

65. Kupu-kupu Grophium
euryphylus Tidak Ya Tidak Ya

66. Kupu-kupu Grophium sarpedon Tidak Ya Tidak Ya
67. Kupu-kupu Hebomoia glaucippe Tidak Ya Tidak Ya



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

17

Golongan
Nama Species Status

Nama Lokal Nama Latin Endemik Terancam Dilindungi Tidak
Dilindungi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Serangga

68. Kupu-kupu Hypolimnas bolina Tidak Ya Tidak Ya

69. Kupu-kupu Hypolimnas
sumbawana Tidak Tidak Tidak Tidak

70. Kupu-kupu Ideopsis juventa Tidak Ya Tidak Ya
71. Kupu-kupu Lxias reinwardti Tidak Ya Tidak Ya
72. Kupu-kupu Jononia iphita Tidak Ya Tidak Ya
73. Kupu-kupu Leptosia nina Tidak Ya Tidak Ya
74. Kupu-kupu Lexias aegle Tidak Ya Tidak Ya
75. Kupu-kupu Melantis leda Tidak Ya Tidak Ya
76. Kupu-kupu Moduza prochis Tidak Ya Tidak Ya
77. Kupu-kupu Mycelis horsfieldi Tidak Ya Tidak Ya
78. Kupu-kupu Mycelis sp Tidak Ya Tidak Ya
79. Kupu-kupu Neptis hylas Tidak Ya Tidak Ya

80. Kupu-kupu Pacliopa
aristolochiae Tidak Ya Tidak Ya

81. Kupu-kupu Papilia conopus Tidak Ya Tidak Ya
82. Kupu-kupu Papilia demoleus Tidak Ya Tidak Ya
83. Kupu-kupu Papilia demolian Tidak Ya Tidak Ya
84. Kupu-kupu Papilia helenus Tidak Ya Tidak Ya
85. Kupu-kupu Papilia memmon Tidak Ya Tidak Ya
86. Kupu-kupu Papilia peranthus Tidak Ya Tidak Ya
87. Kupu-kupu Papilia polytes Tidak Ya Tidak Ya
88. Kupu-kupu Polyyurapeckius Tidak Ya Tidak Ya
89. Kupu-kupu Polyyura alphius Tidak Ya Tidak Ya
90. Kupu-kupu Polyyura galaxia Tidak Ya Tidak Ya
91. Kupu-kupu Polyyura hebe Tidak Ya Tidak Ya
92. Kupu-kupu Trumala hamata Tidak Ya Tidak Ya

93. Kupu-kupu Raja
Heliphron Troides heliphron Tidak Ya Ya Tidak

94. Kupu-kupu Raja
Helena Troides helena Tidak Ya Ya Tidak

Mollusca 1. Kima Kecil Tridocna maxima Tidak Ya Ya Tidak
2. Kima Pasir Hippopus Tidak Ya Ya Tidak
3. Kima Raksasa Tridocna gigas Tidak Ya Ya Tidak
4. Kima Selatan Tridocna derasa Tidak Ya Ya Tidak
5. Kima Sisik Tridocna squamasa Tidak Ya Ya Tidak
6. Siput Hijau Turbomarmoratus Tidak Ya Ya Tidak
7. Triton Trompet Charonia tritonis Tidak Ya Ya Tidak
8. Troka Trochus niloticus Tidak Ya Ya Tidak

9. Karang Kepala
Kambing Cassis cornuta Tidak Ya Ya Tidak

Karang/
Coral

1. Akar Bahar Antiphates spp. Tidak Ya Ya Tidak
2. Karang/Coral Acropora aculeus Tidak Ya Tidak Ya
3. Karang/Coral Acropora acuminota Tidak Ya Tidak Ya
4. Karang/Coral Acropora aspera Tidak Ya Tidak Ya
5. Karang/Coral Acropora cerealis Tidak Ya Tidak Ya
6. Karang/Coral Acropora cytherea Tidak Ya Tidak Ya
7. Karang/Coral Acropora danai Tidak Ya Tidak Ya
8. Karang/Coral Acropora dendrum Tidak Ya Tidak Ya
9. Karang/Coral Acropora divaricata Tidak Ya Tidak Ya
10. Karang/Coral Acropora echinata Tidak Ya Tidak Ya
11. Karang/Coral Acropora elseyi Tidak Ya Tidak Ya
12. Karang/Coral Acropora florida Tidak Ya Tidak Ya
13. Karang/Coral Acropora formosa Tidak Ya Tidak Ya
14. Karang/Coral Acropora gemmifera Tidak Ya Tidak Ya
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Karang/
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15. Karang/Coral Acropora granulosa Tidak Ya Tidak Ya
16. Karang/Coral Acropora horrescens Tidak Ya Tidak Ya
17. Karang/Coral Acropora humilis Tidak Ya Tidak Ya
18. Karang/Coral Acropora hyacinthus Tidak Ya Tidak Ya
19. Karang/Coral Acropora latistella Tidak Ya Tidak Ya

20. Karang/Coral Acropora
micropthaima Tidak Ya Tidak Ya

21. Karang/Coral Acropora millepora Tidak Ya Tidak Ya
22. Karang/Coral Acropora nona Tidak Ya Tidak Ya
23. Karang/Coral Acropora nasuta Tidak Ya Tidak Ya
24. Karang/Coral Acropora noibilis Tidak Ya Tidak Ya
25. Karang/Coral Acropora polifera Tidak Ya Tidak Ya
26. Karang/Coral Acropora peniculata Tidak Ya Tidak Ya
27. Karang/Coral Acropora piana Tidak Ya Tidak Ya
28. Karang/Coral Acropora polystoma Tidak Ya Tidak Ya
29. Karang/Coral Acropora samoensis Tidak Ya Tidak Ya
30. Karang/Coral Acropora secalae Tidak Ya Tidak Ya
31. Karang/Coral Acropora selaga Tidak Ya Tidak Ya
32. Karang/Coral Acropora subgiabra Tidak Ya Tidak Ya

33. Karang/Coral Acropora
suharsoleae Tidak Ya Tidak Ya

34. Karang/Coral Acropora tenulis Tidak Ya Tidak Ya

35. Karang/Coral Acropora
verenciannesi Tidak Ya Tidak Ya

36. Karang/Coral Acropora vaughami Tidak Ya Tidak Ya
37. Karang/Coral Acropora yangei Tidak Ya Tidak Ya
38. Karang/Coral Alveopora fenestrata Tidak Ya Tidak Ya
39. Karang/Coral Alveopora verilliana Tidak Ya Tidak Ya
40. Karang/Coral Alveopora forbesi Tidak Ya Tidak Ya
41. Karang/Coral Alveopora mathai Tidak Ya Tidak Ya

42. Karang/Coral Alveopora
poertangalare Tidak Ya Tidak Ya

43. Karang/Coral Blastamassa welisi Tidak Ya Tidak Ya

44. Karang/Coral Catalaphyllia
jardineri Tidak Ya Tidak Ya

45. Karang/Coral Cascincastrea exesa Tidak Ya Tidak Ya
46. Karang/Coral Cascincastrea sp. Tidak Ya Tidak Ya
47. Karang/Coral Cynaria lacrymalis Tidak Ya Tidak Ya

48. Karang/Coral Dendranephthea
spp. Tidak Ya Tidak Ya

49. Karang/Coral Dendranephthea
fistala Tidak Ya Tidak Ya

50. Karang/Coral Diaseris fragilis Tidak Ya Tidak Ya

51. Karang/Coral Deploastrea
heliapora Tidak Ya Tidak Ya

52. Karang/Coral Echinapora
lamellasa Tidak Ya Tidak Ya

53. Karang/Coral Echinapora sp. Tidak Ya Tidak Ya
54. Karang/Coral Echinapora speciasa Tidak Ya Tidak Ya
55. Karang/Coral Euphyllia cristata Tidak Ya Tidak Ya

56. Karang/Coral Euphyllia
glabrescens Tidak Ya Tidak Ya

57. Karang/Coral Favia maritime Tidak Ya Tidak Ya
58. Karang/Coral Favia russeli Tidak Ya Tidak Ya
59. Karang/Coral Favia speciosa Tidak Ya Tidak Ya
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60. Karang/Coral Favites spp Tidak Ya Tidak Ya
61. Karang/Coral Fungia fungites Tidak Ya Tidak Ya
62. Karang/Coral Fungia paupotensis Tidak Ya Tidak Ya
63. Karang/Coral Fungia Spp. Tidak Ya Tidak Ya
64. Karang/Coral Galaxea fascicularis Tidak Ya Tidak Ya

65. Karang/Coral Galaxea
australiensis Tidak Ya Tidak Ya

66. Karang/Coral Galaxea retiformis Tidak Ya Tidak Ya
67. Karang/Coral Galaxea lobata Tidak Ya Tidak Ya
68. Karang/Coral Galaxea minor Tidak Ya Tidak Ya
69. Karang/Coral Galaxea pendulus Tidak Ya Tidak Ya
70. Karang/Coral Galaxea stakesi Tidak Ya Tidak Ya

71. Karang/Coral Heliofungia
actiniformis Tidak Ya Tidak Ya

72. Karang/Coral Heliopora coerulea Tidak Ya Tidak Ya
73. Karang/Coral Hepolitha limax Tidak Ya Tidak Ya
74. Karang/Coral Herpolitha sp Tidak Ya Tidak Ya
75. Karang/Coral Hydnophora exesa Tidak Ya Tidak Ya
76. Karang/Coral Hydnophora rigita Tidak Ya Tidak Ya
77. Karang/Coral Hydnophora exesa Tidak Ya Tidak Ya
78. Karang/Coral Hydnophora pilosa Tidak Ya Tidak Ya
79. Karang/Coral Hydnophora rigida Tidak Ya Tidak Ya
80. Karang/Coral Issis sp. Tidak Ya Tidak Ya

81. Karang/Coral Liptoseries
explanata Tidak Ya Tidak Ya

82. Karang/Coral Liptoseries sp. Tidak Ya Tidak Ya

83. Karang/Coral Labophyllia
corymbosa Tidak Ya Tidak Ya

84. Karang/Coral Labophyllia
hemprichi Tidak Ya Tidak Ya

85. Karang/Coral Labophyllia spp. Tidak Ya Tidak Ya
86. Karang/Coral Merulina sp. Tidak Ya Tidak Ya

87. Karang/Coral Montastraea
magnistellata Tidak Ya Tidak Ya

88. Karang/Coral Montipora danae Tidak Ya Tidak Ya
89. Karang/Coral Montipora digitata Tidak Ya Tidak Ya
90. Karang/Coral Montipora digitata Tidak Ya Tidak Ya
91. Karang/Coral Montipora spp Tidak Ya Tidak Ya

92. Karang/Coral Montipora
tuberculata Tidak Ya Tidak Ya

93. Karang/Coral Montipora verucosa Tidak Ya Tidak Ya

94. Karang/Coral Nemenzophyllia
turbida Tidak Ya Tidak Ya

95. Karang/Coral Nepthera spp. Tidak Ya Tidak Ya

96. Karang/Coral Pochyseris
gemmacea Tidak Ya Tidak Ya

97. Karang/Coral Pochyseris
lommelosa Tidak Ya Tidak Ya

98. Karang/Coral Pochyseris speciosa Tidak Ya Tidak Ya
99. Karang/Coral Palauastrea remosa Tidak Ya Tidak Ya

100. Karang/Coral Paraclavarina
triangularis Tidak Ya Tidak Ya

101. Karang/Coral Pavana sp. Tidak Ya Tidak Ya
102. Karang/Coral Pavana varians Tidak Ya Tidak Ya
103. Karang/Coral Pectinia lactuca Tidak Ya Tidak Ya
104. Karang/Coral Pectinia sp. Tidak Ya Tidak Ya
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Karang/
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105. Karang/Coral Pleragyra daedalea Tidak Ya Tidak Ya
106. Karang/Coral Pleragyra Lamellose Tidak Ya Tidak Ya
107. Karang/Coral Pleragyra sinuasa Tidak Ya Tidak Ya
108. Karang/Coral Plesiatrea versipora Tidak Ya Tidak Ya

109. Karang/Coral Plumigorgia
hydraides Tidak Ya Tidak Ya

110. Karang/Coral Pocillopora
domicornis Tidak Ya Tidak Ya

111. Karang/Coral Pocillopora eydouxi Tidak Ya Tidak Ya

112. Karang/Coral Pocillopora
meandriana Tidak Ya Tidak Ya

113. Karang/Coral Pocillopora verucora Tidak Ya Tidak Ya
114. Karang/Coral Porites lobata Tidak Ya Tidak Ya
115. Karang/Coral Porites rus Tidak Ya Tidak Ya
116. Karang/Coral Porites cylindrica Tidak Ya Tidak Ya
117. Karang/Coral Porites lichen Tidak Ya Tidak Ya
118. Karang/Coral Porites spp. Tidak Ya Tidak Ya

119. Karang/Coral Psammocora
profundacella Tidak Ya Tidak Ya

120. Karang/Coral Pasamodocora sp Tidak Ya Tidak Ya
121. Karang/Coral Rumphella sp. Tidak Ya Tidak Ya
122. Karang/Coral Sorcophython spp. Tidak Ya Tidak Ya

123. Karang/Coral Seriatapora
caliendrum Tidak Ya Tidak Ya

124. Karang/Coral Seriatapora hystrix Tidak Ya Tidak Ya
125. Karang/Coral Sinularia spp. Tidak Ya Tidak Ya
126. Karang/Coral Stylopora pestilia Tidak Ya Tidak Ya
127. Karang/Coral Symphyllia orgaricia Tidak Ya Tidak Ya
128. Karang/Coral Symphyllia sp. Tidak Ya Tidak Ya
129. Karang/Coral Symphyllia wilsoni Tidak Ya Tidak Ya
130. Karang/Coral Tubastraea micranta Tidak Ya Tidak Ya
131. Karang/Coral Tubastraea stellata Tidak Ya Tidak Ya
132. Karang/Coral Tubastraea musica Tidak Ya Tidak Ya

133. Karang/Coral Tubastraea
masenterina Tidak Ya Tidak Ya

134. Karang/Coral Xenia sp Tidak Ya Tidak Ya
Flora 1. Adas Manis Anethum graveolens Tidak Ya Tidak Ya

2. Ajan Diospyros sp. Tidak Ya Tidak Ya
3. Akar Telur Stephania japonica Tidak Ya Tidak Ya
4. Akasia Acacia auriculiformis Tidak Ya Tidak Ya
5. Alang-alang Imperata cylindrica Tidak Ya Tidak Ya
6. Ampupu Eucalyptus deglupa Tidak Ya Tidak Ya
7. Andong Cordyline terminalis Tidak Ya Tidak Ya

8. Anggrek Tanah Corymbarchis
veratirifolia Tidak Ya Tidak Ya

9. Api-api Avicennia sp. Tidak Ya Tidak Ya
10. Api-api Avicennia lanata Tidak Ya Tidak Ya
11. Api-api Avicennia alba Tidak Ya Tidak Ya
12. Api-api Putih Avicennia marina Tidak Ya Tidak Ya
13. Ara Bote Tidak Ya Tidak Ya
14. Are Ficus racemasa Tidak Ya Tidak Ya
15. Aren Arenga piñata Tidak Tidak Tidak Ya
16. Aru Caesalpinia bodus Tidak Ya Tidak Ya
17. Asam Tamrindus indica Tidak Ya Tidak Ya
18. Asam londo Pithecellobium duce Tidak Ya Tidak Ya
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bth
19. Awar-awar Ficus sp. Tidak Ya Tidak Ya
20. Badung Garcinia laterifora Tidak Ya Tidak Ya

21. Bajur Pterospermum
jawanicum Tidak Ya Tidak Ya

22. Bakau Rhisopora
mucronata Tidak Ya Tidak Ya

23. Bakau Rhisopora sylosa Tidak Ya Tidak Ya
24. Bakau Rhisopora apiculata Tidak Ya Tidak Ya
25. Bakau Rhisopora, sp. Tidak Ya Tidak Ya
26. Bakung-bakung Scaevola taccoda Tidak Ya Tidak Ya
27. Beleman Tidak Ya Tidak Ya
28. Bambu Bambusa sp. Tidak Tidak Tidak Ya

29. Bantotan Ageratum
conyzoides Tidak Ya Tidak Ya

30. Bara bawi Villebrunea
rubescens Tidak Ya Tidak Ya

31. Baralimpe Tidak Ya Tidak Ya
32. Baru bawa Tidak Ya Tidak Ya
33. Baru-baru Osbornia octodonta Tidak Ya Tidak Ya
34. Bebalang Tidak Ya Tidak Ya

35. Bebanitan Petungga
microcarpa Tidak Ya Tidak Ya

36. Bebatu Astonia spectabillis Tidak Ya Tidak Ya
37. Bebeluk Euodia glabra Tidak Ya Tidak Ya
38. Beberas Tidak Ya Tidak Ya
39. Bebile Centella asiatica Tidak Ya Tidak Ya
40. Becek Tidak Ya Tidak Ya
41. Belimbing Wuluh Overrhoabilimbi Tidak Tidak Tidak Ya
42. Benaro Tidak Ya Tidak Ya
43. Bengkai Neuclea orientalis Tidak Ya Tidak Ya
44. Bengkel Talun Neuclea subdita Tidak Ya Tidak Ya
45. Bentaeng Beilsch miedia sp. Tidak Ya Tidak Ya
46. Bentunu Melochia umbellate Tidak Ya Tidak Ya
47. Benut Kodek Ficus ampelas Tidak Ya Tidak Ya
48. Berarak Tidak Ya Tidak Ya
49. Beras Tidak Ya Tidak Ya
50. Beringin Ficus benjamina Tidak Tidak Tidak Ya
51. Benora Kleinhovia hospital Tidak Ya Tidak Ya

52. Beru Dysoxylum
caulastachyum Tidak Ya Tidak Ya

53. Beru Garuga floribunda Tidak Ya Tidak Ya
54. Bidara Ziziphus mouritiana Tidak Tidak Tidak Ya
55. Bidara Ziziphus jujube Tidak Tidak Tidak Ya
56. Bidara Cina Ziziphus tomorensis Tidak Tidak Tidak Ya

57. Binong Tetromeles
mudiflora Tidak Ya Tidak Ya

58. Bintangor Callophylum saulatri Tidak Ya Tidak Ya
59. Bintangur Callophylum sp. Tidak Ya Tidak Ya
60. Bongo Tidak Ya Tidak Ya
61. Boruno Tidak Ya Tidak Ya
62. Buah Puin Tidak Ya Tidak Ya

63. Buah Odak Mama Planchonella
obovata Tidak Ya Tidak Ya

64. Buah Odak Nina Planchonella notida Tidak Ya Tidak Ya
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65. Bujak Amomum sp. Tidak Ya Tidak Ya
66. Bulu Tidak Ya Tidak Ya

67. Bunga Api hHutan Clerodendron
compressum Tidak Ya Tidak Ya

68. Bunga Api-api Clerodendron
speciosissimum Tidak Ya Tidak Ya

69. Bunga Melur Tidak Ya Tidak Ya
70. Bunga Panjang Elephantopus Tidak Ya Tidak Ya

71. Bungur Logerstroemia
speciosa pers Tidak Ya Tidak Ya

72. Buni Antidesma bunius Tidak Ya Tidak Ya
73. Bunut Ficus variegate Tidak Ya Tidak Ya
74. Bunut Tandan Ficus quercifolia Tidak Ya Tidak Ya
75. Busur Acacia femesiana Tidak Tidak Tidak Tidak
76. Cabe Hutan Tidak Ya Tidak Ya
77. Cabe Hutan Pipier sp. Tidak Ya Tidak Ya
78. Cakar Ayam Pipier retrofractum Tidak Ya Tidak Ya
79. Calincing Gede Oxalis corymbosa Tidak Ya Tidak Ya
80. Camar Nyawa Conyza sp. Tidak Ya Tidak Ya
81. Cawa Wera Tidak Ya Tidak Ya

82. Cemara Laut Casuarina
junghuhniana Tidak Ya Tidak Ya

83. Cemara Laut Casuarina
equisetifolia Tidak Ya Tidak Ya

84. Cempaka Kuning Michela campaca Tidak Ya Tidak Ya
85. Cempaka Putih Michela alba Tidak Ya Tidak Ya

86. Cengkeh Syzygium
aromaticum Tidak Ya Tidak Ya

87. Cermen Hutan Micromelumminutu
m Tidak Ya Tidak Ya

88. Ciplukan Physalis angulata Tidak Ya Tidak Ya
89. Cocor Bebek Kalanchoe pinnata Tidak Ya Tidak Ya
90. Coklat Theobrama cacao Tidak Ya Tidak Ya
91. Creme Hutan Phyllanthus acidus Tidak Ya Tidak Ya

92. Dadap Serep Erythrina orientalis Tidak Tidak Tidak Ya

93. Dadap Erythrina sp Tidak Tidak Tidak Ya
94. Dadap Erythrina longipes Tidak Tidak Tidak Ya

95. Dadap Serep Erythrina
sumbubrans Tidak Tidak Tidak Ya

96. Dahu Draconto melon sp. Tidak Ya Tidak Ya
97. Damar Agathis sp. Tidak Ya Tidak Ya
98. Dangar Tidak Ya Tidak Ya

99. Dao Daun Besar Dracontomelon
mangiferum Tidak Ya Tidak Ya

100. Dao Daun Kecil Dracontomelon dao Tidak Ya Tidak Ya
101. Daramonge Tidak Ya Tidak Ya
102. Daun Putri Mussaenda incana Tidak Ya Tidak Ya

103. Daun Ungu Grathophillum
pictum Tidak Ya Tidak Ya

104. Dedilem Tidak Ya Tidak Ya
105. Dope Bauhinia sp. Tidak Ya Tidak Ya

106. Duabanga Duabanga
moluccana Tidak Ya Ya Tidak

107. Duku Lansium
domesticum Tidak Tidak Tidak Ya
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108. Durian Durio zibethinus Tidak Tidak Tidak Ya

109. Durian Ochromonas
lagopoioides Tidak Tidak Tidak Ya

110. Duwet Eugenia cumini Tidak Tidak Tidak Ya
111. Enceng Gondok Eichhornia crassipes Tidak Tidak Tidak Ya
112. Elak Tidak Ya Tidak Ya
113. Eler Tidak Ya Tidak Ya
114. Embur Trevesia sundaica Tidak Ya Tidak Ya

115. Endong-endongan Xanthophyllum
excelsum Tidak Ya Tidak Ya

116. Erlak Dysoxylum sericeum Tidak Ya Tidak Ya
117. Falmboyan Delonix regia Tidak Ya Tidak Ya
118. Gadung Dioscorea hispida Tidak Ya Tidak Ya
119. Gadung Tikus Tacca palimate Tidak Ya Tidak Ya
120. Gaharu Grinaps versteghii Tidak Ya Tidak Ya
121. Gamal Gliricidia linfolia Tidak Tidak Tidak Ya
122. Gamal Gliricidia sepium Tidak Tidak Tidak Ya

123. Gambir Laut Clerodendron
inerme Tidak Ya Tidak Ya

124. Gandarusa Justicia gendarussa Tidak Ya Tidak Ya

125. Ganitri Elaeocarpus
sphaericus Tidak Ya Tidak Ya

126. Garu Dysoxylum
densiflorum Tidak Ya Tidak Ya

127. Gatep Samadera indica Tidak Ya Tidak Ya
128. Gageli Tidak Ya Tidak Ya

129. Gelang Laut Sesuvium
portulacastrum Tidak Ya Tidak Ya

130. Gelang Laut Swedia maritime Tidak Ya Tidak Ya
131. Generong Tidak Ya Tidak Ya
132. Genjeling Tidak Ya Tidak Ya
133. Gewor Commelina diffusa Tidak Ya Tidak Ya
134. Gewor Murdania mudiflora Tidak Ya Tidak Ya

135. Gewor Tali Korang Commelina
benghalensis Tidak Ya Tidak Ya

136. Glepu/Teteran/Kali
mbambang Acaur nivaum Tidak Ya Tidak Ya

137. Girang Leea acuelata Tidak Ya Tidak Ya
138. Girang Leea aequata Tidak Ya Tidak Ya
139. Girang Tetrastigma sp Tidak Ya Tidak Ya

140. Girang,
leea”Burgundy” Leea coccinea Tidak Ya Tidak Ya

141. Glodongan Tiang Polyalthia longifolia Tidak Ya Tidak Ya
142. Gomez Richardia basiliensi Tidak Ya Tidak Ya
143. Gurugedek Ervatamia sp Tidak Ya Tidak Ya
144. Heci Canarium olesum Tidak Ya Tidak Ya
145. Herba Pilea numularifolia Tidak Ya Tidak Ya
146. Huwi Dioscorea alata Tidak Ya Tidak Ya
147. Huwi Buah Dioscorea bulbifera Tidak Ya Tidak Ya
148. Ipil Intsia bijuga Tidak Ya Tidak Ya
149. Iwis Corypha utan Tidak Ya Tidak Ya

150. Jabon Anthocephalus
chinensis Tidak Ya Tidak Ya

151. Jakatuwa Scoparia dulcis Tidak Ya Tidak Ya
152. Jalantil Erigeron sumtrensis Tidak Ya Tidak Ya
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153. Jambu Batu Psidium guajava Tidak Tidak Tidak Ya

154. Jambu Dersana Syzgium
malaccensis Tidak Tidak Tidak Ya

155. Jambu Hutan Eugenia sp. Tidak Tidak Tidak Ya
156. Jambu Hutan Eugenia polyantha Tidak Tidak Tidak Ya
157. Jambu Hutan Eugenia subglauca Tidak Tidak Tidak Ya
158. Jambu Hutan Metrosideros vera Tidak Tidak Tidak Ya

159. Jambu Mete Anacardium
accidentale Tidak Tidak Tidak Ya

160. Jarak Jatropha padagrica Tidak Tidak Tidak Ya
161. Jarak Jatropha curcas Tidak Tidak Tidak Ya

162. Jarong Stachytarpheta
jamaicensis Tidak Tidak Tidak Ya

163. Jati Tectona grandis Tidak Tidak Tidak Ya
164. Jati Pasir Scaevolia frutescens Tidak Tidak Tidak Ya
165. Jati Putih Gmelina arbarea Tidak Tidak Tidak Ya

166. Jawan Aphanamyxix
polistachia Tidak Ya Tidak Ya

167. Jelanten Biasa Laportea stimulans Tidak Ya Tidak Ya
168. Jelanten Kerbau Laportea decumana Tidak Ya Tidak Ya
169. Jelanten Manuk Fleurya interrupta Tidak Ya Tidak Ya
170. Jeliman Tidak Ya Tidak Ya
171. Jeluntung Tidak Ya Tidak Ya
172. Jelintung Dyera sp. Tidak Ya Tidak Ya
173. Jempiring Hutan Gardenia tubifera Tidak Tidak Tidak Ya
174. Jeruju Hitam Acanthus ilicifolius Tidak Tidak Tidak Ya
175. Jeruk Citrus sp. Tidak Tidak Tidak Ya
176. Jeruk Limau Citrus amblycarpa Tidak Tidak Tidak Ya
177. Johar Cassia siamea Tidak Ya Tidak Ya
178. Johar Hutan Cassia sp. Tidak Ya Tidak Ya

179. Jontang Spilanthes
iabadicensis Tidak Ya Tidak Ya

180. Jowet Eugenia cumini Tidak Tidak Tidak Ya

181. Jakut Carang Polygonium
barbatum Tidak Ya Tidak Ya

182. Jakut Ibun Drymaria cordata Tidak Ya Tidak Ya
183. Jakut Lameta Leersia hexandra Tidak Ya Tidak Ya

184. Kaca Piring Gordenia
jasminoides Tidak Ya Tidak Ya

185. Kacemcem Spondias pinnata Tidak Ya Tidak Ya
186. Kahihutan Poederia foetida Tidak Ya Tidak Ya
187. Kakekeh Drynaria sp Tidak Ya Tidak Ya
188. Kakin Bunga Tidak Ya Tidak Ya
189. Kaktus Eriosyce imitans Tidak Ya Tidak Ya
190. Kalagemang Croton sp. Tidak Ya Tidak Ya
191. Kaleang Tidak Ya Tidak Ya

192. Kaliandra Calliandra
colothyrsus Tidak Ya Tidak Ya

193. Kalimambang Tidak Ya Tidak Ya
194. Kalimuta Excoecaria agallocha Tidak Ya Tidak Ya
195. Kalimuntung Rubus fraxinifolius Tidak Ya Tidak Ya
196. Kamboja Plumeria acuminate Tidak Ya Tidak Ya
197. Kapal barus Tidak Ya Tidak Ya
198. Kapuk randu Ceiba pentandra Tidak Tidak Tidak Ya
199. Kapuk hutan Bombax malabricum Tidak Ya Tidak Ya
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200. Karanga Tidak Ya Tidak Ya
201. Kasane Tidak Ya Tidak Ya
202. Kasrie Tidak Ya Tidak Ya
203. Kasuk Tidak Ya Tidak Ya
204. Katekek Tidak Ya Tidak Ya
205. Katelo Tidak Ya Tidak Ya

206. Katsuri Abelmoshchus
moschatus Tidak Ya Tidak Ya

207. Kayu Angel Actnodophne
sphaerocarpa Tidak Ya Tidak Ya

208. Kayu Banten Lannea
coromandelica Tidak Tidak Tidak Ya

209. Kayu Batu Dacryodes costata Tidak Ya Tidak Ya
210. Kayu Bentenu Melochia umbellata Tidak Ya Tidak Ya
211. Kayu Duren Ardisia myrisicfolia Tidak Ya Tidak Ya
212. Kayu Hitam Polyalthia lateriflora Tidak Ya Tidak Ya
213. Kayu Je Tidak Ya Tidak Ya
214. Kayu Kaleang Tidak Ya Tidak Ya

215. Kayu Kaleang Pterospermum
difersifolium Tidak Ya Tidak Ya

216. Kayu Kopi Coffea robusta Tidak Tidak Tidak Ya
217. Kayu Kuping Tidak Ya Tidak Ya
218. Kayu Meme Tidak Ya Tidak Ya
219. Kayu Pade Tidak Ya Tidak Ya
220. Kayu Pait Tidak Ya Tidak Ya
221. Kayu Pingan Tidak Ya Tidak Ya
222. Kayu Pinyit Tidak Ya Tidak Ya
223. Kayu Prapen Mollutus dispar Tidak Ya Tidak Ya
224. Kayu Putih Eucalyptus alba Tidak Ya Tidak Ya
225. Kayu Salamiung Tidak Ya Tidak Ya
226. Kayu Sangkerang Tidak Ya Tidak Ya
227. Kayu Tawar Tidak Ya Tidak Ya
228. Kayu Ular/Belek Tidak Ya Tidak Ya

229. Kecapi Sandoricum
koetjape Tidak Ya Tidak Ya

230. Kecincang Nicolaia speciosa Tidak Ya Tidak Ya
231. Kedelean Crotalaria linifolia Tidak Ya Tidak Ya
232. Kedondong Spandias sp. Tidak Ya Tidak Ya
233. Kedondong Hutan Spandias mambin Tidak Ya Tidak Ya
234. Kekungkung Tidak Tidak Tidak Ya
235. Keladi hias Caladium bicolor Tidak Tidak Tidak Ya

236. Keladi Rambat Syngonium
padaphyllum Tidak Tidak Tidak Ya

237. Keladi-keladian Alacasia sp. Tidak Tidak Tidak Ya
238. Kelak Tidak Ya Tidak Ya
239. Kelanir Albizia placera Tidak Ya Tidak Ya
240. Kelanir Albizia placera Tidak Ya Tidak Ya
241. Kelapa Cococs nucifera Tidak Tidak Tidak Ya
242. Keleneng Syzygium sp. Tidak Ya Tidak Ya

243. Keliandra Merah Calliandra
calothyrsus Tidak Ya Tidak Ya

244. Kelicung Diospyras
malabarica Tidak Ya Tidak Ya

245. Kelor Maringa oliefera Tidak Ya Tidak Ya
246. Keluwak Pengium edule Tidak Ya Tidak Ya
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247. Kemangi Gawah Ocimum sp. Tidak Ya Tidak Ya

248. Kemayung Axanopus
compressus Tidak Ya Tidak Ya

249. Kembang Bugang Clerodendron
calamitosum Tidak Ya Tidak Ya

250. Kembang Sepatu Hibiscus
rosasinensis Tidak Tidak Tidak Ya

251. Kembang Sepatu Hibiscus sabdarifa Tidak Tidak Tidak Ya

252. Kembang Sepatu Malvaviscus
arbareus Tidak Tidak Tidak Ya

253. Kambeang Tidak Tidak Tidak Ya
254. Kemiri Aleurites moluccana Tidak Tidak Tidak Ya

255. Kemuning Gawah Micromelum
minitum Tidak Tidak Tidak Ya

256. Kenanga Cananga adorata Tidak Ya Tidak Ya
257. Kenanga Hutan Cananga sp. Tidak Ya Tidak Ya
258. Kenangas Tidak Ya Tidak Ya
259. Kenari Canariicaum javan Tidak Ya Tidak Ya
260. Kapel Stelechocarpus sp. Tidak Ya Tidak Ya
261. Kepuh Sterculia foetida Tidak Ya Tidak Ya
262. Kepundung Gawah Baccaurea recemosa Tidak Ya Tidak Ya
263. Kerepeh Tidak Ya Tidak Ya

264. Kerinyuh Euphatonium
adoratum Tidak Tidak Tidak Ya

265. Kesambi Schleichera oleosa Tidak Ya Tidak Ya
266. Kesenek Tidak Ya Tidak Ya
267. Kesumbang Bawi Sonchusarvencis Tidak Ya Tidak Ya
268. Ketak/kayu Kawat Lygodium cicinatum Tidak Ya Tidak Ya
269. Ketantong Tidak Ya Tidak Ya
270. Ketapang Terminalia catapa Tidak Tidak Tidak Ya
271. Ketapisano Tidak Ya Tidak Ya
272. Kuntemung Buntit Tidak Ya Tidak Ya
273. Ketimus Protium vulgare Tidak Ya Tidak Ya
274. Ketimus Protium javanicum Tidak Ya Tidak Ya
275. Ketumpangan Pilea microphylla Tidak Ya Tidak Ya
276. Ketuk Manuk Chlorathus officialis Tidak Ya Tidak Ya
277. Kihujan Samanean saman Tidak Ya Tidak Ya

278. Kimpul Xanthosoma
violaceum Tidak Ya Tidak Ya

279. Kinca/Kawista Limonia acidissima Tidak Ya Tidak Ya

280. Kirinyuh Euphatorium
adoratum Tidak Ya Tidak Ya

281. Klicik Buchanania
sessilifolia Tidak Ya Tidak Ya

282. Klokos Udang Syzgium javanica Tidak Ya Tidak Ya
283. Koak Ficus fistulasa Tidak Ya Tidak Ya
284. Kolobemang Tidak Ya Tidak Ya
285. Kopi Coffe arabica Tidak Tidak Tidak Ya
286. Kopi Hutan Ixora sp. Tidak Ya Tidak Ya
287. Kopi-kopian Tidak Ya Tidak Ya
288. Kowo Aik Hyptis capitata Tidak Ya Tidak Ya

289. Krerong Eriglossum
rubiginosum Tidak Ya Tidak Ya

290. Krikis Actinodaphne sp Tidak Ya Tidak Ya
291. Krokot Althenantera sp Tidak Ya Tidak Ya
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292. Kumbi Buah Hijau Voacanga sp Tidak Ya Tidak Ya

293. Kumbi Buah
Kuning

Ervatomia
sphaeracarpa Tidak Ya Tidak Ya

294. Kumis Kucing Asystasis sp Tidak Ya Tidak Ya
295. Laban Vitex pupescens Tidak Ya Tidak Ya
296. Lada Hutan Piper bantamense Tidak Ya Tidak Ya

297. Lamtoro Leucaena glauca
benth Tidak Ya Tidak Ya

298. Lamun Enhalus acoroides Tidak Ya Tidak Ya
299. Lamun Halophila ovalis Tidak Ya Tidak Ya
300. Lamun Halophila minor Tidak Ya Tidak Ya
301. Lamun Thalassia hemprichii Tidak Ya Tidak Ya

302. Lamun Cymodocea
ratundata Tidak Ya Tidak Ya

303. Lamun Cymodoce serrulata Tidak Ya Tidak Ya
304. Lamun Halodule univervis Tidak Ya Tidak Ya
305. Lamun Halodule pinifolia Tidak Ya Tidak Ya

306. Lamun Syringodium
isoitifolium Tidak Ya Tidak Ya

307. Lamun Cymodoce serrulata Tidak Ya Tidak Ya
308. Langgem Tidak Ya Tidak Ya
309. Langon Salvia occidentalis Tidak Ya Tidak Ya
310. Lanu Salvia accidentalis Tidak Ya Tidak Ya
311. Lasi Homallium sp. Tidak Ya Tidak Ya

312. Lebek Lumnitzera
racemosa Tidak Ya Tidak Ya

313. Lelengis Albizzia lebbeck Tidak Ya Tidak Ya

314. Lemayang Claoxylon
erythrophyllum Tidak Ya Tidak Ya

315. Lemokek Ficus septic Tidak Ya Tidak Ya
316. Lempajor Lansium sp Tidak Ya Tidak Ya

317. Lempeak Dysoxylum
gaudichaudianum Tidak Ya Tidak Ya

318. Lempeni Ardisia sp Tidak Ya Tidak Ya

319. Lempinyuh Blumeodendron
tokbral Tidak Ya Tidak Ya

320. Lempinyuh Mallotus sp Tidak Ya Tidak Ya
321. Lempuyang Zingiber americans Tidak Ya Tidak Ya

322. Lempuyang Antrocephalus
cadamba Tidak Ya Tidak Ya

323. Lemudu Lasianthus sp Tidak Ya Tidak Ya
324. Lengkoat Tidak Ya Tidak Ya
325. Lapus Polyscias nodosa Tidak Ya Tidak Ya
326. Lesisat Tidak Ya Tidak Ya
327. Lesuni Tidak Ya Tidak Ya
328. Liana Cissus discolor Tidak Ya Tidak Ya
329. Liana Hias Cissus sp. Tidak Ya Tidak Ya
330. Libi Eugenia densiflora Tidak Ya Tidak Ya
331. Lili Paris Clorophytum sp Tidak Ya Tidak Ya
332. Lilit Moyang Tidak Ya Tidak Ya
333. Lingua Pteracarpus indiscus Tidak Ya Tidak Ya
334. Lingsar Pametia tomentosa Tidak Ya Tidak Ya
335. Liwar Tidak Ya Tidak Ya
336. Lumut Riccia sp. Tidak Ya Tidak Ya
337. Lumut Daun Polytrichum sp. Tidak Ya Tidak Ya
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Golongan
Nama Species Status

Nama Lokal Nama Latin Endemik Terancam Dilindungi Tidak
Dilindungi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Flora

338. Lumut Hati Marhantiaceae Tidak Ya Tidak Ya
339. Lumut Tanduk Anthoceros laevi Tidak Ya Tidak Ya
340. Luwing Ficus hispida Tidak Ya Tidak Ya

341. Mahoni Switenia
macrophylla Tidak Ya Tidak Ya

342. Maja Crescentia cuyete Tidak Ya Tidak Ya
343. Maja Eugenia operculata Tidak Ya Tidak Ya
344. Malaka Phyllanthus embica Tidak Ya Tidak Ya
345. Manang Mayung Tidak Ya Tidak Ya
346. Mandalean Tidak Ya Tidak Ya
347. Mangga Mangifera indica Tidak Ya Tidak Ya
348. Mangga Hutan Mangifera sp. Tidak Ya Tidak Ya
349. Manggis Hutan Tidak Ya Tidak Ya
350. Melinjo Gnetum gnemon Tidak Ya Tidak Ya
351. Mangkudu Morinda citrifola L Tidak Ya Tidak Ya
352. Mangkudu/ Pace Morinda citrifola L Tidak Ya Tidak Ya
353. Mentigi Ceriops tagl Tidak Ya Tidak Ya
354. Mimba Azadirachtan indica Tidak Ya Tidak Ya
355. Mindi Mella azedarach Tidak Ya Tidak Ya
356. Mitak Mame Rauvolvia reflexa Tidak Ya Tidak Ya

357. Nangga Palaquium
amboinense Tidak Ya Tidak Ya

358. Nangka Artocarpus
heterophyllus Tidak Ya Tidak Ya

359. Nyamplung Callophyllum
inophllum Tidak Ya Tidak Ya

360. Pala Knema cinerea Tidak Ya Tidak Ya
361. Pala Myristica sp. Tidak Ya Tidak Ya
362. Pala Gunung Knema cinerea Tidak Ya Tidak Ya
363. Pinang Areca cathecu Tidak Ya Tidak Ya
364. Pinus Pinus merkusil jungh Tidak Ya Tidak Ya
365. Pulai/ Mitak Aistonia scholaris Tidak Tidak Tidak Ya

366. Rambutan Nephelium
lapporaceum Tidak Tidak Tidak Ya

367. Randu Bombax sp. Tidak Tidak Tidak Ya
368. Rengas Gluta renghas Tidak Tidak Tidak Ya
369. Rotan Daemonorops sp. Tidak Tidak Tidak Ya

370. Rotan Kecil Daemonorops
kunstleri Tidak Ya Tidak Ya

371. Salak Salacca edulis Tidak Ya Tidak Ya

372. Salinguru Actnodaphne
diversifolia Tidak Ya Tidak Ya

373. Sangketan Achyranthes aspera Tidak Ya Tidak Ya
374. Sawo Hutan Acras zabota Tidak Tidak Tidak Ya
375. Sawo Kecik Manilkara kauki Tidak Tidak Tidak Ya

376. Sawo Kecik
Sumbawa

Manilkara kauki
samawensis Ya Tidak Tidak Ya

377. Sawo Susu Chrysaphyllum
cainata Tidak Tidak Tidak Ya

378. Sengon Albizzia falcataria Tidak Tidak Tidak Ya
379. Sengon Albizzia chinensis Tidak Tidak Tidak Ya
380. Sentigi Pemphis acidula Tidak Tidak Tidak Ya
381. Sentul Gawah Aglaia elliptica Tidak Ya Tidak Ya
382. Sentul Mulon Aglaia macrocarpa Tidak Ya Tidak Ya
383. Singgapor Muntingia calaburfa Tidak Tidak Tidak Ya
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Golongan
Nama Species Status

Nama Lokal Nama Latin Endemik Terancam Dilindungi Tidak
Dilindungi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Flora

384. Sirih Hutan Piper caninum Tidak Tidak Tidak Ya
385. Sirsak Annona muricata Tidak Tidak Tidak Ya
386. Soka Ixora sp. Tidak Ya Tidak Ya
387. Songga Strychnas ligustrina Tidak Ya Tidak Ya
388. Sonokeling Dalbegia latifolia Tidak Ya Tidak Ya

389. Sukun Artocarpus
communis Tidak Tidak Tidak Ya

390. Suren Toona sureni Tidak Tidak Tidak Ya
391. Tanjung Mimosops eleng L Tidak Ya Tidak Ya
392. Tengguli Cassia fistula Tidak Ya Tidak Ya
393. Terep Artocarpus elastic Tidak Ya Tidak Ya
394. Terep buku Amaracarpus sp Tidak Ya Tidak Ya
395. Turi/Ketujur Sesbania grandifora Tidak Tidak Tidak Ya

396. Walangan Pterospermum
diversifolium Tidak Ya Tidak Ya

397. Walikukun Schoutenia ovate Tidak Ya Tidak Ya
398. Warni Mangifera caesia Tidak Ya Tidak Ya
399. Waru Hibiscus tiliaceus Tidak Tidak Tidak Ya
400. Waru Laut Trespesia populnea Tidak Ya Tidak Ya
401. Widuri Colotropis gigantea Tidak Ya Tidak Ya

Keterangan :
Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB
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Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama Perusahaan/
Perorangan SK Jenis yang ditangkar

(1) (2) (3) (4)

1. Drs. H. Rachiman SK.144/K.14/TU/TSL/4/2017
tanggal 7 April 2017 Rusa timor (Cervus timorensis)

2. P. Rachmadi SK.208/K.14/TU/TSL/6/2017
tanggal 13 Juni 2017 Rusa timor (Cervus timorensis)

3. H. Hamzah Isya SK.210/K.14/TU/TSL/6/2017
tanggal 13 Juni 2017 Rusa timor (Cervus timorensis)

4. Juhta SK.237/K.14/TU/TSL/7/2017
tanggal 18 Juli 2017 Rusa timor (Cervus timorensis)

5. Hugeng Angkosodjojo SK.286/K.14/TU/TSL/9/2017
tanggal 19 September 2017 Rusa timor (Cervus timorensis)

6. Inderson LA SK.18/K.14/TU/TSL/1/2018
tanggal 22 Januari 2018 Rusa timor (Cervus timorensis)

7. Agus Titian Cokro SK.18.1/K.14/TU/TSL/1/2018
tanggal 22 Januari 2018 Rusa timor (Cervus timorensis)

8. Lalu Sudiwangse SK.117/K.14/TU/TSL/4/2018
tanggal 6 April 2015 Rusa timor (Cervus timorensis)

9. Ainul Yaqin SK.42/K.14/TU/TSL/2/2019
tanggal 19 Februari 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

10. Yusuf Tauziri, S.I.K SK.43/K.14/TU/TSL/2/2019
tanggal 19 Februari 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

11. I Dewa Putu Subagia
Wiria

SK.44/K.14/TU/TSL/2/2019
tanggal 19 Februari 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

12. H. Hasbiallah Adnan SK.45/K.14/TU/TSL/2/2019
tanggal 19 Februari 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

13. Bambang Widyanto SK.88/K.14/TU/TSL/3/2019
tanggal 29 Maret 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

14. Harmaen SK.103/K.14/TU/TSL/4/2019
tanggal 22 April 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

15. I Nyoman Ratmawa SK.115/K.14/TU/TSL/5/2019
tanggal 21 Mei 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)
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No. Nama Perusahaan/
Perorangan SK Jenis yang ditangkar

(1) (2) (3) (4)

16. Achmad Sarbini SK.117/K.14/TU/TSL/5/2019
tanggal 22 Mei 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

17. Tasrif SK.120/K.14/TU/TSL/5/2019
tanggal 22 Mei 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

18. TGH Muharrar Mahfuz SK.163/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 14 Agustus 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

19.
H. Harmaen, S.Kep,
Ners.

SK.164/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 14 Agustus 2019

Rusa timor (Cervus timorensis)

20. Kijang (Muntiacus muntjak)

21. Koesnadi SK.165/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 14 Agustus 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

22. Ns Anhar, S.Kep., SH. SK.172/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 23 Agustus 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

23. Kuswanto Setyabudi SK.173/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 23 Agustus 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

24. Feri Sofiyan SK.106/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 4 November 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

25. H. M.Said SK.108/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 5 November 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

26. Drs. H. Ali Ahmad, SH. SK.109/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 5 November 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

27. Ahmad, S.Pd. SK.192/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 26 November 2019 Rusa timor (Cervus timorensis)

28. Joko Priyono SK.09/K.14/TU/KSA.2/TSL/1/2020
tanggal 8 Januari 2020 Rusa timor (Cervus timorensis)

29. Kuswanto Setyabudi SK.10/K.14/TU/KSA.2/TSL/1/2020
tanggal 8 Januari 2020 Kijang (Muntiacus muntjak)

30. Joni SK.14/K.14/TU/KSA.2/1/2020
tanggal 9 Januari 2020 Rusa timor (Cervus timorensis)

31. Slamet Hariyanto SK.15/K.14/TU/KSA.2/TSL/1/2020
tanggal 13 Januari 2020 Rusa timor (Cervus timorensis)

32. Lalu Faturrahman SK.265/KSDAE/SET.3/KSA.2/7/2021
tanggal 21 Juli 2021 Rusa timor (Cervus timorensis)
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No. Nama Perusahaan/
Perorangan SK Jenis yang ditangkar

(1) (2) (3) (4)

33. Harmaen SK.332/KSDAE/SET.3/KSA.2/7/2021
tanggal 29 Juli 2021 Rusa timor (Cervus timorensis)

34. Mukhtar SK.546/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021
tanggal 4 Agustus 2021 Rusa timor (Cervus timorensis)

35. Lalu Fathurrahman SK.1055/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021
tanggal 3 Desember 2021 Rusa timor (Cervus timorensis)

36. PT. Lombok Samudera
Abadi

SK.456/IV/K.18/TSL/2015
Tgl 3 Nopember 2015 Karang Hias

37. CV. Surya Samawa SK.190/K.14/TU/TSL/6/2017
Tgl 5 Juni 2017 Karang Hias

38. PT. Neptune Aquatic
Marine

SK.320/K.14/TU/TSL/10/2017
Tgl 27 Oktober 2017 Karang Hias

39. Drs. Eddy Kuswanto SK.28/K.14/TU/TSL/1/2018
Tgl 31 Januari 2018 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

40. H. Trino Junaidin, BA.,
S.Sos.

SK.26/K.14/TU/TSL/1/2018
tanggal 31 Januari 2018 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

41. Solikin, ST. SK.27/K.14/TU/TSL/1/2018
tanggal 31 Januari 2018 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

42. Drs. Eddy Kuswanto SK.28/K.14/TU/TSL/1/2018
tanggal 31 Januari 2018 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

43. Zakaria, S.Ag. SK.96/K.14/TU/TSL/4/2019
tanggal 10 April 2019 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

44. Agus Mulyadi SK.170/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 23 Agustus 2019

Murai Batu (Copsychus
malabaricus)

45. Muhamad Saleh SK.171/K.14/TU/TSL/8/2019
tanggal 23 Agustus 2019 Jalak Bali (Leocopsar rothschildi)

46. Lalu Zulkifli SK.111/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 6 November 2019

Murai Batu (Copsychus
malabaricus)

47. Ir. Baidullah, M.AB. SK.121/K.14/TU/TSL/11/2019
tanggal 18 November 2019

Murai Batu (Copsychus
malabaricus)

48. Adityo Krispratomo SK.202/K.14/TU/TSL/12/2019
tanggal 3 Desember 2019

Murai Batu (Copsychus
malabaricus)

49. Agus Zaironi SK.205/K.14/TU/TSL/12/2019
tanggal 5 Desember 2019 Kenari (Serinus canaria)
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No. Nama Perusahaan/
Perorangan SK Jenis yang ditangkar

(1) (2) (3) (4)

50. Andi Dwi Harisandi SK.214/K.14/TU/TSL/12/2019
tanggal 18 Desember 2019

Murai Batu (Copsychus
malabaricus)

51. Yulianto Kenari (Serinus canaria)

52. Yulianto Burung Cinta (Agapornis spp)

53. Sema'un Parkit Australia (Nymphicus
hollandicus)

54. CV. Nusa Mina Lestari SK.405/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021
tanggal 4 Agustus 2021 Karang Hias

Keterangan : Izin Penangkaran yang memiliki SK adalah izin yang dikeluarkan sebelum
adanya pemberlakukan izin melalui OSS

Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB
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Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Kabupaten/Kota/
Kecamatan

Kritis (Ha) Sangat Kritis (Ha) Potensial Kritis (Ha) Agak Kritis (Ha) Tidak Kritis (Ha)

Hutan Non
Hutan Hutan Non

Hutan Hutan Non Hutan Hutan Non
Hutan Hutan Non Hutan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Lombok Barat 11.434 8.501 6.631 8.376 3.845 1.516 12.105 12.325 4.683 22.889

2. Lombok Utara 2.772 6.127 2.643 4.358 11.752 508 14.932 28.529 5.502 3.939

3. Lombok Tengah 3.208 6.905 6.547 2.689 3.236 1.978 3.556 12.593 5.445 70.667

4. Lombok Timur 1.765 11.913 8.858 510 14.482 2.383 22.272 16.424 14.599 67.404

5. Kota Mataram - - - - - 2 - - - 6.037

6. Sumbawa Barat 5.712 6.774 1.363 2.948 59.234 3.593 38.408 14.937 23.810 18.605

7. Sumbawa 29.313 84.220 22.163 22.775 128.853 19.520 118.041 72.020 92.096 74.931

8. Dompu 26.249 34.824 15.897 5.758 29.806 3.988 36.239 18.005 28.363 28.967

9. Bima 29.875 51.488 16.202 30.960 44.813 7.266 103.454 56.629 42.223 38.728

10. Kota Bima 600 2.963 1.062 5.732 186 233 2.676 4.559 8 2.781

Total 110.928 213.715 81.366 84.106 296.207 40.987 351.683 236.021 216.729 334.948

Keterangan :
Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari
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Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi Tebal Tanah
Ambang Kritis Erosi
(PP 150/2000)
(mm/10 Tahun)

Besaran
Erosi
(mm/10
Tahun)

Status
Melebihi/
Tidak

1. - < 20 cm 0,2 - 1,3 - -
2. - 20 - < 50 cm 1,3 - < 4 - -
3. - 50 - < 100 cm 4,0 - < 9,0 - -
4. - 100 - 150 cm 9,0 - 12 - -
5. - > 150 cm > 12 - -

Keterangan : Data tidak tersedia
Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB
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Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi Parameter Ambang Kritis
(PP 150/2000)

Hasil
Pengamatan

Status
Melebihi/
Tidak

1.

Kabupaten
Lombok
Timur

Ketebalan Solum < 20 cm > 100 cm Melebihi

2. Kebatuan
Permukaan > 40% 10 - 15 % Tidak

3.A Komposisi Fraksi < 18% koloid 10 % - 20% Tidak
3.B Komposisi Fraksi > 80% pasir kuarsitik 35% Tidak
4. Berat Isi > 1,4 g/cm3 1.24 Tidak
5. Porositas Total < 30% ; > 70% 57.40% Tidak

6. Derajat Pelulusan
Air < 0,7 cm/jam; > 8,0 5.67 Tidak

7. pH (H2O) 1 : 2,5 < 4,5 ; > 8,5 6.22 Tidak

8. Daya Hantar
Listrik/DHL > 4,0 mS/cm 0.44 Tidak

9. Redoks < 200 mV 92.2 Melebihi
10. Jumlah Mikroba < 102cfu/g tanah 1,29 x 10 Melebihi

Keterangan : Pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Lombok Timur (2017)
Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB
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Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi Parameter Ambang Kritis (PP 150/2000) Hasil
Pengamatan

Melebihi/
Tidak

1. -

Subsidensi Gambut
di Atas Pasir
Kuarsa

> 35 cm/tahun untuk ketebalan
gambut  3 m

atau 20% / 5 tahun untuk
ketebalan

gambut < 3 m

- -

2. -
Kedalaman Lapisan

Berpirit dari
Permukaan Tanah

< 25 cm dengan pH  2,5 - -

3. - Kedalaman Air
Tanah Dangkal > 25 cm - -

Keterangan : Provinsi Nusa Tenggara Barat Tidak Memiliki Lahan Gambut
Sumber : -



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

38

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Lokasi
Luas Lokasi

(Ha) Persentase Tutupan
(%)

Kerapatan
(pohon/ Ha)

1. Lombok Barat 510.40
2. Lombok Utara 6.70
3. Lombok Tengah 110.80
4. Lombok Timur 1,886.50
5. Kota Mataram -
6. Sumbawa Barat 672.20
7. Sumbawa 6,172.80
8. Dompu 2,038.10
9. Bima 663.30
10. Kota Bima 19.80

Total 12.080,60

Keterangan :
Data tertera merupakan data Tahun 2015. Data total luasan ekosistem mangrove NTB terbaru (2022)
±5.338,94 ha (merupakan hasil klarifikasi Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN pasca FPR Tahun 2023)
namun tidak tersedia data luasan per lokasi Kabupaten/Kota. Data Persentase tutupan dan kerapatan per
Kab/Kota tidak tersedia.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Tabel-10a. Panjang Hutan Mangrove
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Lokasi
Luas Lokasi

(Ha)
Panjang Hutan Mangrove (m)

Pesisir Pulau-pulau
Kecil

1. Lombok Barat 510.40 26.215 496
2. Lombok Utara 6.70 - -
3. Lombok Tengah 110.80 1.591 -
4. Lombok Timur 1,886.50 43.984 30.613
5. Kota Mataram - - -
6. Sumbawa Barat 672.20 11.614 31.138
7. Sumbawa 6,172.80 134.095 276.984
8. Dompu 2,038.10 31.145 5.821
9. Bima 663.30 66.312 4.072
10. Kota Bima 19.80 3.811 -
Keterangan : Data tertera merupakan data tahun 2015
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
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Tabel-10 b. Kondisi, Kerapatan dan Tutupan Ekosistem Mangrove
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama Kawasan
Kerapatan
(pohon/ha) % Tutupan Status

Min Maks. Min Maks. Kondisi Kerapatan Tutupan
1. Gili Matra dan Sekitarnya - 4.180 - 80,60 B SP SP
2. Senggigi dan sekitarnya - - - - - - -
3. Lembar-Sekotong dan sekitarnya 2.000 12.800 1,70 81,60 B SP S - SP
4. Kuta-Awang dan sekitarnya 1.200 3.266 15,16 95,50 R - B S - SP J - SP
5. Tanjung Luar-Jerowaru dan sekitarnya 1.333 11.244 32,47 88,60 S - B S - SP J - SP

6.
Gili Sulat-Labuhan Lombok dan
sekitarnya 3.140 5.644 67,37 78,87 B SP SP

7. Labuhan Lalar-Maluk dan sekitarnya 1.411 16.267 22,75 82,75 R - B S - SP J - SP
8. Gili Balu-Alas dan sekitarnya 5.156 11.556 64,85 82,65 B SP SP

9.
Labuhan Badas-Pulau Moyo dan
sekitarnya - 1.144 - 33,50 R S J

10. Teluk Saleh 6.478 10.067 68,45 89,50 B SP SP
11. Teluk Sanggar dan sekitarnya - - - - - - -
12. Teluk Bima dan sekitarnya - 1.400 - 38,68 R S J
13. Sape dan sekitarnya - 2.711 - 48,00 S SP J
14. Teluk Waworada dan sekitarnya 1.655 4.406 48,50 68,75 S - B S - SP J - SP
15. Teluk Cempi 1.344 1.900 47,65 55,75 B SP SP
16. Lunyuk - 3.967 - 77,75 B SP SP
Keterangan : Data tertera merupakan data tahun 2015
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
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Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota Luas (Ha) Persentase Area
Kerusakan (%)

1 2 3 4
1 Lombok Barat 124,80 0,64

2 Lombok Utara 761,10 3,92

3 Lombok Tengah 95,20 0,49

4 Lombok Timur 278,00 1,43

5 Kota Mataram - -

6 Sumbawa Barat 672,00 3,46

7 Sumbawa 13.460,04 69,38

8 Dompu 566,00 2,92

9 Bima 3.394,00 17,50

10 Kota Bima 48,00 0,25

Total 19.399,14 100

Keterangan : Data tertera merupakan data Tahun 2019
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
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Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Kabupaten
/Kota

Luas Tutupan
(ha)

Sangat
Baik (%)

Baik
(%)

Sedang
(%)

Rusak
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Lombok Barat 124,80

2 Lombok Tengah 761,10

3 Lombok Timur 95,20

4 Sumbawa 278,00

5 Dompu -

6 Bima 672,00

7 Sumbawa Barat 13.460,04

8 Lombok Utara 566,00

9 Kota Mataram 3.394,00

10 Kota Bima 48,00

Total 19.399,14

Keterangan :
Data tertera merupakan data Tahun 2019. Tidak tersedia data persentase kerusakan
terumbu karang per Kabupaten/Kota.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
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Tabel-12a. Sebaran dan Status EkosistemTerumbu Karang
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama Kawasan Tipe Terumbu
Karang

Tutupan (%) Status
Min Maks Min Maks

1. Gili Matra dan Sekitarnya Terumbu Tepi dan
Terumbu Takad 32,30 77,60 Sedang Sangat Baik

2. Senggigi da sekitarnya Terumbu Tepi 20,50 64,70 Buruk Baik

3. Lembar - Sekotong dan
sekitarnya

Terumbu Tepi dan
Terumbu Takad 4,20 82,60 Buruk Sangat Baik

4. Kuta - Awang dan
sekitarnya

Terumbu Tepi dan
Barrier Reef 39,55 79,40 Sedang Sangat Baik

5. Tanjung Luar - Jerowaru
dan sekitarnya

Terumbu Tepi dan
Barrier Reef 44,80 64,90 Sedang Baik

6. Gili Sulat - Labuhan
Lombok dan sekitarnya Terumbu Tepi 76,30 82,24 Sangat

Baik Sangat Baik

7. Labuhan Kertasari -
Maluk dan sekitarnya Terumbu Tepi 22,80 44,90 Buruk Baik

8. Gili Balu - Alas da
sekitarnya Terumbu Tepi 22,90 89,20 Buruk Sangat Baik

9. Labuhan Badas - Pulau
Moyo dan sekitarnya Terumbu Tepi 47,80 77,50 Baik Sangat Baik

10. Teluk Saleh Terumbu Tepi dan
Terumbu Takad 12,40 82,30 Buruk Sangat Baik

11. Teluk Sanggar dan
Sekitarnya Terumbu Tepi 36,00 78,90 Sedang Sangat Baik

12. Teluk Bima dan
sekitarnya Terumbu Tepi 16,50 48,70 Buruk Sangat Baik

13. Sape dan sekitarnya - - - - -

14. Teluk Waworada dan
sekitarnya Terumbu Tepi 14,30 61,60 Buruk Baik

15. Teluk Cempi - - - - -

Keterangan : Data tertera merupakan data Tahun 2019.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
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Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Jenis Penggunaan Baru Luas Lama (ha) Luas Baru (ha)
(1) (2) (3) (4)
1 Permukiman 58.149,50 86.554,55

2 Bandar Udara Domestik
dan Internasional 689,14

3 Lapangan 63,69
4 Pertambangan 2.488,12
5 Tambak 13.240,62
6 Waduk 2.528,62
7 Perkebunan 16.612,44 2.903,80

8 Semak belukar 159.307,32

7 Lainnya (sebutkan)

Keterangan :
-Data luas lama diperoleh berdasarkan Peta RBI Skala 1:25.000 BIG, dan Intepretasi
Citra Spot 6/7 Lapan Tahun 2018-2019

-Data luas baru diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi Kemenkumham, Kementerian
ATR/BPN Pasca FPR Mei 2023
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
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Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Jenis Pemanfaatan
Lahan Jumlah Skala Usaha Luas (ha) Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pertambangan

Logam
Besar (>10
Ha)

149.965,50 Berdasarkan data
IUP Logam
Batuan dan
Logam pada
Dinas ESDM
Provinsi NTB
2022

Menengah
(5-10 Ha)
Kecil (1-5
Ha)
Rakyat 6,00
Mikro

2 Pertambangan
Batuan

Besar (>10
Ha)

196,05

Menengah
(5-10 Ha)

117,05

Kecil (1-5
Ha)

342,57

Rakyat
Mikro

2 Pertanian Sawah Besar Berdasarkan data
Badan Pusat
Statistik dan
Kementerian
Pertanian Tahun
2022

Menengah
Kecil
Rakyat 253.355,00
Mikro

3 Pertanian Bukan
Sawah (Tegalan,
Ladang/Huma,
Perkebunan)

1 Perkebunan Besar 539,00
Menengah
Kecil
Rakyat 132.562,75
Mikro

4 Pemanfaatan
Hutan (IUPHHK-
HTI & HA,
IUPHHK-HTR, IUP
HKm, IUPJL-WA)

5 IUPHHK-HTI
HA

Besar 106.216,00 Berdasarkan data
IUPHHK-HTI &
HA, IUPHHK-
HTR, IUP HKm,
IUPJL-WA Tahun
2022

25 IUPJL-WA Menengah 5.723,00
Kecil

12 IUPHHK-
HTR, IUP HKm

Rakyat 3.152,88

Mikro
Rakyat

Mikro

Keterangan :
Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis
Bahan Galian

Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Kab. Sumbawa Barat dan

Sumbawa
Tembaga
(DMP)

PT. Amman Mineral
Nusa Tenggara (OP) 25.000

2. Kab. Dompu dan Bima Emas
(DMP)

PT. Sumbawa Timur
Mining (Eksplorasi
PMA)

19.260

3. Kec. Ropang Kab.
Sumbawa Emas

PT. Selatan Arc
Mineral (Eksplorasi
PMA)

9.670

4. Kec. Sekotong Kab.
Lombok Barat Emas PT. Indotan Lombok

Barat Bangkit (OP) 10.088

5. Desa Pelangan & Batu
Putih Kec. Sekotong Kab.
Lombok Barat

Emas DMP PT. Bintang Bulaeng
Perkasa (OP) 3.671

6. Kec. Pringgabaya &
Labuan Haji Kab.
Lombok Timur

Pasir Besi PT. Anugerah Mitra
Graha (OP) 1.348

7. Kec. Maronge Kab.
Sumbawa Mangan PT. Mitra Indomas

Pertiwi (OP) 167,5

8. Kec. Lape Kab. Sumbawa Mangan PT. Ngali Sumbawa
Mining (OP) 188

9. Kec Plampang & Empang
Kab. Sumbawa Pasir Besi

PT. Asiapasifik
Aristama Entebe
(OP)

3.028

10. Kec. Ropang Sumbawa Emas DMP PT. Sumbawa
Jutaraya (OP) 8.697

11. Kec. Alas Barat & Alas
Kab. Sumbawa Emas DMP PT. Delapan Inti

Power (Eksplorasi) 9.734

12. Sori Tatanga & Doropeti
Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir Besi PT. Timur Raya Mas

(OP) 7.378

13. Kec. Wera & Ambalawi
Kab. Bima Pasir Besi PT. Jagad Mahesa

Karya (OP) 3.772

14.
Kec. Taliwang, Brangrea,
Jereweh, Brang Ene dan
Seteluk Kab. Sumbawa
Barat

Emas DMP PT. Sumbawa Barat
Mineral (OP) 24.722

15. Kec. BrangRea,
BrangEne & Jereweh
Kab. Sumbawa Barat

Emas DMP
PT. Sumbawa Barat
Sejahtera Bersama
(Eksplorasi)

23.242

16. Desa Lepadi Kec. Pajo
Dompu

Bijih
Tembaga Jainun (OP IPR) 1

17. Desa Lepadi Kec. Pajo
Kab. Dompu Tembaga Koperasi Produsen

Qaswa (OP IPR) 5

18. Kec. Narmada Kab.
Lombok Barat Pasir CV. Arum Erik

Mandiri (Eksplorasi) 1,26

19. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat Andesit PT. Tambang Batu

Alam (Eksplorasi) 2,16

20. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu Quary
Besar

CV. Rahmat Tri
Utama (Eksplorasi) 4,91
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
21. Kec. Gerung Kab.

Lombok Barat
Tanah
Urug

CV. Pelangi Nusa
(Eksplorasi) 0,4

22. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Tanah
Urug

CV. Bunga Sinta
Mandari (Eksplorasi) 1

23. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu
Gunung
Quarry
Besar

CV. Anra Cipta
Persada (Eksplorasi) 0,5

24. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu
Gunung
Quarry
Besar

CV. Putra Jaya
Mandiri Lombok
(Eksplorasi)

0,5

25. Kec. Narmada Kab.
Lombok Barat

Tanah
Urug

CV. Zhynandar
Berkah Barokah (OP) 2,54

26. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu
Gunung

PT. Sukses
Karyabangun
Persada (OP)

0,87

27. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat Andesit PT. Mashitam Segara

Anak (OP) 8,81

28. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu
Gunung

PT. Gapuk Karya
Mandiri (OP) 4,00

29. Desa Gapuk Kec. Gerung
Kab. Lombok Barat

Tanah
Urug dan
Batu
Andesit

Muslehudin (OP) 0,34

30. Kec. Pringgarata Kab.
Lombok Tengah

Tanah
Urug

CV. Tunjung Biru
Pancora (Eksplorasi) 4,04

31. Kec. Pringgarata Kab.
Lombok Tengah Pasir CV. Karman Jaya

Unggul (Eksplorasi) 0,34

32. Kec. Batukliang Utara
Kab. Lombok Tengah Pasir CV. Sarana Era

Mandiri (Eksplorasi) 3,33

33. Kec. Batukliang Utara
Kab. Lombok Tengah

Tanah
Urug

CV. Wahyu Zamani
Pratama (Eksplorasi) 1,22

34. Kec. Praya Barat Kab.
Lombok Tengah

Batu
Gunung
Quarby
Besar

CV. Alfa Nida Aulia
(Eksplorasi) 4,23

35. Kec. Kopang Kab.
Lombok Tengah Sirtu CV. Sahabat Akbar

Jaya (Eksplorasi) 1,48

36. Kec. Pringgarata Kab.
Lombok Tengah Pasir

CV. Aryasena
Multistone
(Eksplorasi)

4,9

37. Kec. Pujut Kab. Lombok
Tengah Diorit CV. Safaza Karya

(Eksplorasi) 1,4

38. Kec. Pringgarata Kab.
Lombok Tengah

Tanah
Urug

CV. Rizki Jaya
Persada (Eksplorasi) 4,92

39. Kec. Pringgarata Kab.
Lombok Tengah Sirtu CV. Berkah Alam

Indah (OP) 3,50

40. Desa Pemepek Kec.
Pringgarata Kab. Lombok
Tengah

Pasir, Batu
Apung dan
Tanah urug

Kasim (OP) 2,21

41. Desa Sengkol Kec. Pujut
Kab. Lombok Tengah

Batu &
Tanah
Urug

Bayu Hadi Wijaya
(OP) 1,68
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

42. Desa Tanak Beak Kec.
Batukliang Utara Kab.
Lombok Tengah

Pasir Batu Muhamad Jaenudin
(OP) 1,35

43. Desa Bangket Parak Kec.
Pujut Kab. Lombok
Tengah

Batu &
Tanah
Urug

Arun (OP) 2,42

44. Desa Sengkol Kec. Pujut
Kab. Lombok Tengah

Batu dan
Tanah
Urug

Lalu Mardus (OP) 0,63

45. Desa Sengkol Kec. Pujut
Kab. Lombok Tengah

Batu,
Tanah
Urug

Kadar (OP) 1,10

46. Desa Mertak Kec. Pujut
Kab. Lombok Tengah

Tanah
Urug &
Batu

Menyar (OP) 1,90

47. Desa Pemepek Kec.
Pringgarata Kab. Lombok
Tengah

Tanah
Urug,
Pasir, &

Batu apung
Ketut Seno (OP) 3,50

48. Kec. Lenek Kab. Lombok
Timur

Kerikil
Berpasir
Alami/Sirtu

CV. Bulan Madu
Hijrah (Eksplorasi) 5,00

49. Kec. Sembelia Kab.
Lombok Timur

Kerikil
Berpasir
Alami/Sirtu

CV. Jati Beringin
(Eksplorasi) 4,42

50. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Pasir

CV. Anugrah Alam
Jaya Lombok
(Eksplorasi)

4,62

51. Kec. Pringgasela Kab.
Lombok Timur Pasir Urug CV. Putri Bersaudara

Tiga (Eksplorasi) 3,00

52. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur

Pasir
Pasang

CV. Putri Kembar
Sisik (Eksplorasi) 0,90

53. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Pasir Cv. Bunda Buana

Bakti (Eksplorasi) 0,90

54. Kec. Pringgabaya
Kabupaten Lombok
Timur

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Malaka Putra
Persada (Eksplorasi) 5,63

55. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur

Kerikil
Berpesir
Alam/Sirtu

PT. Selaparang Indo
Konstruksi
(Eksplorasi)

2,50

56. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Batu apung CV. Putra Kembar

Geris (Eksplorasi) 3,40

57. Kec. Sambelia Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Surya Anugrah

Karya (Eksplorasi) 5,00

58. Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur Sirtu

PT. Sinar Tunas
Karya Utama
(Eksplorasi)

1,00

59. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur

Kerikil
Berpasir
Alami/Sirtu

CV. Bulan Madu
Hijrah (Eksplorasi) 1,25

60. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Pasir Indah Jaya

(Eksplorasi) 1,75

61. Kec. Lenek Kab. Lombok
Timur Pasir CV. Baru Kembang

(Eksplorasi) 2,00
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
62. Kec. Sakra Kab. Lombok

Timur Sirtu CV. Amalia Glass
(Eksplorasi) 3,48

63. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Batu Apung CV. Bintang Lendang

Mulia (Eksplorasi) 1,00

64. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Wantas

(Eksplorasi) 3,93

65. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Andesit CV. Brugak Elen

Jaya (Eksplorasi) 1,17

66. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Sirtu PT. Peramana Artha

Raharja (Eksplorasi) 3,06

67. Kec. Suela Kab. Lombok
Timur Andesit

CV. Pascal Pardede
Bangun Bangsa
(Eksplorasi)

2,50

68. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir

CV. Summar
Windimu Family
(Eksplorasi)

1,25

69. Kec. Wanasaba Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Angkasa Biru

Mamben (Eksplorasi) 2,50

70. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Batu Apung CV. Putra Kembar

Geris (Eksplorasi) 1,30

71. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Jaya Utama

Mineral (Eksplorasi) 3,31

72. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Sehati Serba

Guna (Eksplorasi) 2,50

73. Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur Pasir CV. Mataram Tiga

Berlian (Eksplorasi) 4,90

74. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur

Batu
Apung

CV. Barokah
Sejahtera Lestari
(Eksplorasi)

1,45

75. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Mitra Buana

Lestari (Eksplorasi) 1,33

76. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Andesit CV. Krikil Batu One

(Eksplorasi) 4,61

77. Kec. Wanasaba Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Damain Group

(Eksplorasi) 1,12

78. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Bumi Putra

Anjani (Eksplorasi) 1,53

79. Kec. Wanasaba Kab.
Lombok Timur Sirtu

CV. Bumi Lombok
Sejahtera
(Eksplorasi)

4,6

80. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Ersadenova

(Eksplorasi) 0,75

81. Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur Pasir PT. Global Ummah

Berkah (Eksplorasi) 4,27

82. Kec. Masbagik Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Satu Amanah

(Eksplorasi) 4,54

83. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Graha Utama

Lestari (Eksplorasi) 2.33

84. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Andesit PT. Selaparang

Perkasa (Eksplorasi) 5,1

85. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Surya Kencana

Jaya (Eksplorasi) 0,65

86. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Batu Apung CV. Handri Awan

Jaya (Eksplorasi) 2,4
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
87. Kec. Pringgabaya Kab.

Lombok Timur Pasir PT. Jepari Jaya
(Eksplorasi) 2,88

88. Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur Pasir CV. Ridho Doa Ibu

(Eksplorasi) 4,3

89. Kec. Wanasaba Kab.
Lombok Timur Pasir PT. Lio Jaya Mineral

I (Eksplorasi) 22

90. Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur Pasir PT. Lio Jaya Mineral

II (Eksplorasi) 4,1

91. Kec. Masbagik Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Tunas Bareng

(Eksplorasi) 2,1

92. Kec. Pengadangan/
Pringgasela Kab. Lombok
Timur

Pasir Urug CV. Graha Islahudin
(Eksplorasi) 6,22

93. Kec. Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Aisya Najwa

Rinjani (Eksplorasi) 0,63

94. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Andesit PT. Citra Bangun

Sempana 1,41

95. Kec. Lenek Kab. Lombok
Timur Sirtu CV. Reski Putra

Segara (Eksplorasi) 1,76

96. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Bumi Kencana

Mulya 3,33

97. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Batuan PT. Bahagia Bangun

Nusa (OP) 15,60

98. Kec. Gunung
Malang/Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batuan PT. Maju Berkat
Berserung (OP) 5,62

99. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Batuan PT. Karesna Karya

(OP) 13,64

100. Kec. Seruni
Mumbul/Pringgabaya
Kab. Lombok Timur

Sirtu PT. Metro Lestari
Utama (OP) 10,65

101. Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur Pasir CV. Rizki Anjani (OP) 1,18

102. Pringgasela Kabupaten
Lombok Timur Pasir CV. Sinar Maju Jaya

Bersama (OP) 4,75

103. Kec. Pringi/Suela Kab.
Lombok Timur Batuan

PT. Batu Gunung
Rinjanai Jaya
Perkasa/Arif S (OP)

2,70

104. Kec. Pringi/Suela Kab.
Lombok Timur Andesit PT. Pramana Artaha

Raharia (OP) 4,80

105. Kec. Lenek Daya/Aikmel
Kab. Lombok Timur Pasir CV. Istana Karya

(OP) 5,96

106. Kec. Lenek Kab. Lombok
Timur Pasir CV. Putri Puring (OP) 4,50

107. Kec. Geres/Lab. Haji
Kab. Lombok Timur Batu apung CV. Bunda Buana

Bakti (OP) 2,34

108. Desa Kalijaga Selatan
Kec. Aikmel Kab. Lombok
Timur

Pasir CV. Jaya Mandiri
(OP) 1,85

109. Desa Pringgabaya Utara
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Andesit PT. Jeringo Andesit
Rinjani (OP) 4.970

110. Desa Kalijaga Selatan
Kec. Aikmel Kab. Lombok Sirtu CV. Amazindo Inti

Persada (OP) 0,80
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Timur

111. Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur Sirtu CV. Gapura Prima

Masbagik (OP) 7,25

112. Desa Suryawangi Kec.
Labuhan Haji Kab.
Lombok Timur

Pasir dan
Batu Apung

Muhammad Ersan
Umar (OP) 0,95

113. Desa Pringgasela Kec.
Pringgasela Kab. Lombok
Timur

Pasir Fawwas Supardan
(OP) 1,00

114. Desa Bagik Payung
Timur Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur

Pasir dan
Batu Apung Tapsir (OP) 1,60

115. Lab. Lombok &
Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batu PT. Prima Bumi
Agung (OP) 3,82

116. Kec. Lab. Lombok dan
Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batu, Pasir,
Tanah
Urug

PT. Bumi Agung
Annusa (OP) 4,83

117. Desa Bagik Payung
Timur Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur

Batuan Mihardi (OP) 1,00

118. Desa Seruni Mumbul
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batu PT. Sanur Jaya
Utama (OP) 6,90

119. Desa Geres Kec. Lab.
Haji Kab. Lombok Timur Pasir Nursaat (OP) 1,00

120. Desa Kalijaga Timur Kec.
Aikmel Kab. Lombok
Timur

Pasir Baiq Emil Lestari
(OP) 1,70

121. Desa Pringgabaya Kec.
Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Pasir dan
Batu

CV. Surya Anugrah
Karya (OP) 5,00

122. Desa Pringgabaya Utara
Kec. Peringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batuan PT. Indomine Utama
(OP) 6,00

123. Desa Seruni Mumbul
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batu, Pasir
dan Tanah
Urung

Santoso Widjaya
(OP) 2,90

124. Desa Bagik Payung
Timur Kec. Suralaga Kab.
Lombok Timur

Pasir dan
Batu

Aq. Samsul Hadi
(OP) 2,00

125. Kabupaten Lombok
Timur (Kerumut
Peringgabaya

Pasir Azhar (OP) 1,00

126. Desa Gunung Malang
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Pasir, Batu
dan Tanah
Urug

Diana Kusuma Dewi
(OP) 1.50

127. Desa Gunung Malang
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Pasir, Batu I G N Alit Aryawan
(OP) 2,85

128. Desa Pringggabaya Utara
Kec. Pringgabaya Kab.
Lombok Timur

Batu
PT. Lombok
Infrastruktur
Perkasa/Muhammad
Zulhadi (OP)

3,00
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
129. Kec. Rhee Kabupaten

Sumbawa Sirtu CV. Jasa Utama
Persada (Eksplorasi) 4,81

130. Kec. Sumbawa
Kabupaten Sumbawa

Tanah
Urug

CV. Kelapis Jaya
(Eksplorasi) 4,70

131. Kec. Rhee Kab.
Sumbawa Sirtu

PT. Sinar Tunas
Karya Utama
(Eksplorasi)

4,96

132. Kec. Labuhan Badas Kab.
Sumbawa

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Batu Nisung
Permai (Eksplorasi) 1,83

133. Kec. Unter Iwes Kab.
Sumbawa

Tanah
Urug

CV. Damarwulan
(Eksplorasi) 0,82

134. Kec. Utan Kabupaten
Sumbawa

Tanah
Urug

CV. Cinta Bahagia
(Eksplorasi) 1,40

135. Kec. Utan Kabupaten
Sumbawa

Tanah
Urug CV. Cinta Bahagia 4,30

136. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Pasir

CV. Nawasena
Bayanaka
(Eksplorasi)

1,92

137. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Tanah Liat CV. Manis Madu

(Eksplorasi) 1,80

138. Desa Labangka
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Yurikha

(Eksplorasi) 1,51

139. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Butiran Pasir

Alam (Eksplorasi) 3,05

140. Kec. Unter Iwes Kab.
Sumbawa

Batu Quary
Besar

PT. Basai Ate Lestari
(Eksplorasi) 14,87

141. Kec. Plampang
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Ade Utama

Teknik (Eksplorasi) 1,16

142. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Pasir CV. Qolbi Aja

(Eksplorasi) 4,66

143. Kec. Plampang
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Yurikha

(Eksplorasi) 3,38

144. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Central Lestari

(Eksplorasi) 1,80

145. Desa Motong Kec. Utan
Kab. Sumbawa

Pasir dan
Batu PT. Niat Karya (OP) 8,20

146. Desa Rhee Kec. Rhee
Kab. Sumbawa Sirtu PT. Sanur Jaya

Utama (OP) 2,70

147. Desa Perung Kec.
Lunyuk Kab. Sumbawa Sirtu CV. Mitra Peragasta

(OP) 0,98

148. Kec. Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa Sirtu CV. Sumber Teknik

(OP) 4,52

149. Desa Karang Dima Kec.
Lab. Badas Kabupaten
Sumbawa

Batu, Pasir
& Tanah
Urug

M. Nur H. Yusuf
(OP) 0,64

150. Desa Pungka Kec. Unter
Iwes Kab. Sumbawa

Batu &
Tanah
Urug

CV. Sinar Utama
(OP) 3,42

151. Desa Kerekeh Kec. Unter
Iwes Kab. Sumbawa

Pasir &
Batu Agus Sujono (OP) 4,92

152. Kec. Sumbawa Kab.
Sumbawa Batuan Agus Sujono (OP) 2,05
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

153. Desa Lab. Alas Kec. Alas
Kab. Sumbawa

Batu dan
Tanah
Urug

Zulkarnain (WIUP I)
(OP) 1,24

154. Kabupaten Sumbawa
(Tarusa/Buer)

Batu dan
Tanah
Urug

Zulkarnain (WIUP II)
(OP) 0,84

155. Desa Lamenta Kec.
Empang Kab. Sumbawa

Pasir
dan
Batu

A. Rahman (OP) 0,83

156. Desa Jorok Kec. Unter
Iwes Kab. Sumbawa Batuan Muhammad Amin

(OP) 4,85

157. Desa Teluk Santong Kec.
Plampang Kab. Sumbawa

Batu dan
Tanah
Urug

Mates (OP) 2,62

158. Desa Ninjang Kec. Unter
Iwes Kab. Sumbawa

Batu, Pasir
dan Tanah
Urung

PT. Rajawali Beton
Indonesia (OP) 3,99

159. Desa Seketeng Kec.
Sumbawa Kabupaten
Sumbawa

Batu, Pasir
dan Tanah
Urung

Jayadi Kwan (OP) 0,81

160. Desa Motong Kec. Utan
Kab.Sumbawa

Batu, Pasir
dan Tanah
Urung

Eddy Sudarmin (OP) 3,38

161. Desa Nijang Kec. Utar
Iwes Kab. Sumbawa

Pasir dan
Batu Inta Andiyani (OP) 0,73

162. Desa Bangkong Kec.
Lab.Badas Kab.
Sumbawa

Batu, Pasir
dan Tanah
Urung

CV. Cahaya Batu
Crusher (OP) 2,83

163. Desa Luk Kec. Rhee Kab.
Sumbawa

Pasir &
Batu Bahtiar (OP) 1,70

164. Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir
Pasang

CV. Serikandi
(Eksplorasi) 2,62

165. Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir
PT. Naufal Tambora
Jaya Abadi
(Eksplorasi)

10,5

166. Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir
CV. Mitra Brothers
Indotama
(Eksplorasi)

3,69

167. Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir CV. Rizki Samada
(Eksplorasi) 2,31

168. Kec. Pekat Kab. Dompu Pasir CV. Nuansa Tambora
(Eksplorasi) 3,15

169. Desa Daha Kec. Hu՚u
Kab. Dompu Sirtu PT. Dunia Mas (OP) 10,49

170. Desa Doropeti Kec. Pekat
Kab.Dompu Sirtu CV. Tambora Jaya

Group (OP) 2,23

171. Desa Pekat Kec. Pekat
Kab. Dompu

Batu
Gunung

CV. Syukur Sejahtera
(OP) 1,08

172. Kec. Pekat Kab. Dompu Batu
Gunung

CV. Jitender Indo
(OP) 0,73

173. Desa Nangakara Kec.
Pekat Kab. Dompu Pasir PT. Bumi Mineral

Tambora Jaya (OP) 4,50

174. Desa Kandai Dua Kec.
Woja Kab. Dompu

Tanah
Urung CV. DC (OP) 1,02
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Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
175. Desa Katua Kec. Dompu

Kab. Dompu
Tanah
Urung

CV. Kian Sukses
(OP) 2,14

176. Desa Matua Kec. Woja
Kab.Dompu Andesit CV. Rora Indah (OP) 1,24

177. Desa Kwangko Kec.
Manggelewa Kab.
Dompu

Batu Belah PT. Rangga
Ekapratama (OP) 3,40

178. Desa Kandai Dua Kec.
Woja Kab. Dompu

Pasir, Batu
dan Tanah
Urung

PT. Lancar Sejati
(OP) 9,70

179. Desa Sori Tatanga Desa
Pekat Kab. Dompu Batuan CV. Tambora Jaya

(OP) 3,54

180. Desa Rasabou Kec. Hu՚u
Kab. Dompu Batuan PT. Rangga

Ekapratama (OP) 8,82

181. Desa Mangge Nae Kec.
Dompu Kab. Dompu Batuan CV. Kian Sukses

(OP) 3,60

182. Desa Ndano Kec.
Madapangga Kab. Bima Sirtu PT. Citra Nusra

Persada (OP) 5,40

183. Desa Keri Kec. Woha
Kab. Bima

Pasir dan
Batu H. A. Gani (OP) 1,97

184. Desa Belo Kec. Palibelo
Kab. Bima

Tanah
Urug dan
Batu

Wawan Kurniawan
(OP) 4,75

185. Kec. Brang Ene Kab.
Sumbawa Barat Sirtu CV. Sinar Tubalong

(Eksplorasi) 0,7

186. Kec. Sekongkang Kab.
Sumbawa Barat

Batu
Urung

CV. Atbian Sejahtera
I (Eksplorasi) 2,2

187. Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat Pasir CV. Atbian Sejahtera

II (Eksplorasi) 4

188. Kec. Brang Rea Kab.
Sumbawa Barat Sirtu CV. Karya Dita

(Eksplorasi) 2,87

189. Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat Andesit CV. Gali Mas

(Eksplorasi) 5,52

190. Kec. Sekongkang Kab.
Sumbawa Barat

Batu
Gunung
Quarry
Besar

CV. Bintang
Sekongkang
(Eksplorasi)

6

191. Desa Seteluk Tengah
Kec. Seteluk Kab.
Sumbawa Barat

Sirtu PT. Nindya Tobang
Artha (OP) 1,70

192. Desa Labuhan Kertasari
Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat

Batu Kapur PT. Bumi Pasir
Mandiri (OP) 108,6

193. Desa Goa Kec. Jereweh
Kabupaten Sumbawa
Barat

Batu
Gamping

PT. Indomine
Cahaya Sejahtera
(OP)

49,67

194. Desa Lampok Kec. Brang
Ene Kab. Sumbawa Barat Sirtu

CV. Cipta Berkah
Lestari/Adi Wirawan
(OP)

4,90

195. Desa Banjar Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa
Barat

Batu, Pasir,
Tanah
Urug

Andi Yusuf (OP) 1,99

196. Kec. Gangga Kab.
Lombok Utara Pasir Urug PT. Impian Jaya

Utama Lotara 8,30
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Jenis
Bahan
Galian
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Luas Areal
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Produksi
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(Eksplorasi)

197. Kec. Kayangan Kab.
Lombok Utara

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Gulem Putra
Kayangan
(Eksplorasi)

5,05

198. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Hanapi
(Eksplorasi) 1,92

199. Kec. Kayangan Kab.
Lombok Utara

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Jati Beringin
(Eksplorasi) 4,42

200. Kec. Kayangan Kab.
Lombok Utara

Kerikil
Berpasir
Alam/Sirtu

CV. Gulem Putra
Kayangan
(Eksplorasi)

3,55

201. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara Sirtu CV. Filar Mandiri

(Eksplorasi) 5,57

202. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara Andesit CV. Dolar Bayan

(Eksplorasi) 4,48

203. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara Batu Apung

CV. Sumber
Sejahtera Lombok
(Eksplorasi)

2,18

204. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara Sirtu CV. Sinar Artha

Rinjani (Eksplorasi) 2,55

205. Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara Sirtu CV. Dolar Bayan

(Eksplorasi) 2,41

206. Kec. Kayangan Kab.
Lombok Utara Sirtu

CV. Gulem Putra
Kayangan
(Eksplorasi)

2,35

207. Desa Loloan Kec. Bayan
Kab. Lombok Utara Sirtu CV. Sinar Artha

Rinjani (Eksplorasi) 2,7

208. Desa Akar-akar Kec.
Bayan Kab. Lombok
Utara

Andesit Cv. Jati Beringin
(Eksplorasi) 4,02

209. Kec. Gangga Kab.
Lombok Utara Batuan CV. Sodik (OP) 2,00

210. Desa Loloan Kec. Bayan
Kab. Lombok Utara

Pasir dan
Batuan

CV. Sinar Artha
Rinjani (OP) 1,97

211. Desa Akar-Akar Kec.
Bayan Kab. Lombok
Utara

Batuan
Apung Jinarto (OP) 2,17

212. Kec. Mpunda Kota Bima Tanah
Urug

CV. Bima Batuan
(Eksplorasi) 2,95

213. Kec. Mpunda Kota Bima Tanah
Urug

CV. Raka Putra
Pratama Bima
(Eksplorasi)

4,82

214. Kec. Mpunda Kota Bima Gamping Fa Sembilan Belas
(Eksplorasi) 32,75

215. Kel. Rontu Kec. Raba
Kota Bima

Batu dan
dan Tanah
Urug

Yacub (OP) 2,75

216. Kel. Rontu Kec. Raba
Kota Bima Batuan Vivi Deliana

Verbianti (OP) 4,04

217. Kel. Rontu Kec. Raba
Kota Bima Batuan M. Sidik (OP) 4,88
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No. Lokasi
Jenis
Bahan
Galian

Nama Perusahaan
Luas Ijin
Usaha

Penambangan
(Ha)

Luas Areal
Produksi
(Ha)

Produksi
(Ton/
Tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

218. Kec. Batukliang Utara
Lombok Tengah

Kerikil
Berpasir
Alami/Sirtu

CV. Satria Bagus
Abadi (SIPB) 49,30

219. Kec. Gerung Kab.
Lombok Barat

Batu
Bangunan

CV. Putra Melayu
(SIPB) 3,00

Keterangan :
Data merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi yang dikeluarkan
hingga tahun 2022.
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
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Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota
Target

Rehabilitasi
(ha)

Penghijauan

Luas
Realisasi

Realisasi
Jumlah
Pohon

Jumlah
Pohon
hidup
(batang)

Luas
Realisasi

Realisasi
Jumlah
Pohon
(batang)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Lombok Barat

37.555,00

255,00 106.520 455,00 186.520

2. Lombok Utara - - 66,00 26.400

3. Lombok Tengah 2.212,19 1.172.186 2.355,19 1.229.386

4. Lombok Timur 1.670,00 834.986 2.042,00 983.764

5. Kota Mataram - - - -

6. Sumbawa Barat 275,00 82.000 433,00 145.200

7. Sumbawa 1.266,44 553.233 4.166,44 1.713.233

8. Dompu 2.165,00 1.012.600 2.165,00 1.012.600

9. Bima 1.410,00 307.827 2.107,00 898.540

10. Kota Bima 80,00 - 160,00 32.000

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/ Kota/
Kecamatan Lokasi Luas

(Ha)
Kedalaman
Maksimal
(m)

Prosentase
Kerusakan
(%)

Penyebab
Kerusakan

1. Lombok Barat
2. Lombok Utara
3. Lombok Tengah
4. Lombok Timur
5. Kota Mataram
6. Sumbawa Barat
7. Sumbawa
8. Dompu
9. Bima
10. Kota Bima

Total

Keterangan : Provinsi NTB Tidak Memiliki Lahan Gambut
Sumber :
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Tabel-18. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten Lokasi
SK Definitif

KeteranganJumlah
Produksi Luas (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Lombok Barat
Desa Sekotong Barat 412,14 IUPHHK-HTR KSU Sukma Mulya (SK. 116/Menhut-II/2008)

Desa Kedaro 492,27 IUPHHK-HTR KSU Darma Lestari (SK. 116/Menhut-II/2008)

2. Lombok Utara Bayan/ KH. Rinjani (RTK.
1) - 1.274,00 IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arifnusa (SK. 256/MENHUT-

II/2011, tgl. 12 Mei 2011)/ masa izin 60 tahun

3. Lombok Tengah

Praya Barat dan Barat
Daya/ KH. Marejebonga
(RTK. 13)

- 779,00 IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arifnusa (SK. 256/MENHUT-
II/2011, tgl. 12 Mei 2011)/ masa izin 60 tahun

Desa Mangkung Kec. Praya
Barat 72,99 IUPHHK-HTR KSU Tekad Lestari (SK. 454/Menhut-II/2009)

Desa Mangkung Kec. Praya
Barat 57,82 IUPHHK-HTR KSU Sengkong Paok Bersatu (SK. 454/Menhut-

II/2009)

Desa Kabul Kec. Praya
Barat 356,11 IUPHHK-HTR KSU Makmur Bersama (SK. 454/Menhut-

II/2009)

Desa Pandan Indah Kec.
Praya Barat Daya 124,03 IUPHHK-HTR KSU Karya Utama (SK. 454/Menhut-II/2009)

Desa Batu Jangkih Kec.
Barat Daya 130,22 IUPHHK-HTR KSU Maju Bersama (SK. 454/Menhut-II/2009)
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Desa Kabul Kec. Praya
Barat 153,29 IUPHHK-HTR KSU Lembah Jaya (SK. 454/Menhut-II/2009)

4. Lombok Timur Sambelia/ KH. Rinjani
(RTK. 1) - 2.000,00 IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arifnusa (SK. 256/MENHUT-

II/2011, tgl. 12 Mei 2011)/ masa izin 60 tahun

5. Kota Mataram - - - -

6. Sumbawa Barat
Desa Tepas Kec. Brang Rea - 134,08 IUPHHK-HTR KSU Brang Rea Sesa Seminar Salit (SK.

65/Menhut-II/2011)

Desa Belo Kec. Jereweh 666,74 IUPHHK-HTR KSU Batu Pisak (SK. 65/Menhut-II/2011)

7. Sumbawa

Sumbawa Besar/ KH. Olat
Lake/Cabe (RTK.78), KH.
Gili Ngara/Olat Puna (RTK.
79), dan KH. Pulau
Liang/Rai Rakit Kwangko
(RTK. 80)

- 7.220,00 PT. Esa Sampoerna Agro (SK.
30/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2020)/ masa izin 60 tahun

Desa Lape dan Pemasar
Kec. Maronge 198,19 IUPHHK-HTR KTH Uma Dene (SK. 115/Menhut-II/2008)

8. Dompu

KH. Tambora (RTK. 53) - 17.449,00 IUPHHK-HTI PT. Usaha Tani Lestari (SK. 660/MENHUT-
II/2009, Tgl. 15 Oktober 2009)/ masa izin 60 tahun

KH. Tambora (RTK. 53) 12.603,36 UPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi (SK. 102/MENHUT-
II/2013, tgl. 11 Pebruari 2013)/ masa izin 45 tahun

Desa Jambu dan Cempi
Jaya Kec. Pajo 355,00 IUPHHK-HTR KSU Swadaya LPMP Dompu (SK. 509/Menhut-

II/2009)

9. Bima
KH. Tambora (RTK. 53)
dan KH. Soromandi (RTK.
55)

- 6.890,00 IUPHHK-HTI PT. Usaha Tani Lestari (SK. 660/MENHUT-
II/2009, Tgl. 15 Oktober 2009)/ masa izin 60 tahun
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KH. Tambora (RTK. 53) 16.040,64 IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi (SK. 102/MENHUT-
II/2013, tgl. 11 Pebruari 2013)/ masa izin 45 tahun

KH. Kota Donggomasa
(RTK. 67), KH. Nipas Pusu
(RTK. 66), KH. Toffo
Rompu (RTK. 65), KH.
NanganaE Kapenta (RTK.
68), KH. Tololai (RTK. 24),
dan KH. Tolowata (RTK.
23)

41.960,00 IUPHHK-HTI PT. Koin Nesia (SK. 428/MENHUT-II/2009, tgl.
22 Juli 2009)/ masa izin 60 tahun

10. Kota Bima - - - -

IUPHHK-HTI 106.216,00

IUPHHK-HTR 3.152,88

Total 109.368,88

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-19. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu

Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota Jumlah Unit Luas (Ha) Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Lombok Barat 25 4.903,24 Unit merupakan Gapoktan
dan KTH berizin dalam
Perhutanan Sosial (HTR,
HKm dan KK)

2. Lombok Utara 6 3.942,00

3. Lombok Tengah 15 3.149,47

4. Lombok Timur 5 1.774,08

5. Kota Mataram 0 0

6. Sumbawa Barat 18 4.422,82

7. Sumbawa 11 3.187,19

8. Dompu 25 5.440,00

9. Bima 16 3.467,00

10. Kota Bima 6 1.635,00

Total 127 31.920,80

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-19a. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Wilayah KPH Jenis Hasil Hutan Ikutan Satuan Jumlah/
Volume

1 2 3 4 5

1 Brang Rea Puncak
Ngengas

Bambu Milah Batang 33.952

2 Brang Rea Puncak
Ngengas Lonto Kg 7.700

3 Brang Rea Puncak
Ngengas, Sejorong
Mataiyang, Ropang, Orong
Telu

Rotan Lainnya Ton 1.279,63

4 Rinjani Barat Biji Kopi Kg 133.152

5 Rinjani Barat Buah-buahan/Umbi-
umbian Lainnya

Ton
324,23

6 Rinjani Barat Durian Ton 23,26
7 Rinjani Barat Nira Aren Liter 15.579
8 Rinjani Barat Umbi Porang Ton 36,50
9 Rinjani Timur Kayu Putih Kg 4.000

10

Rinjani Timur, Sejorong
Mataiyang, Toffopajo
Soromandi, Brang Beh,
Madapangga Rompu
Waworada, Orong Telu

Jagung Ton 941,55

11 Orong Telu Padi/Gabah Ton 2
12 Rinjani Barat Gula Aren Kg 25.540
13 Rinjani Timur Nangka Ton 2,10

14 Rinjani Timur, Maria
Donggomasa, Rinjani Barat Biji Kemiri Ton 7

15 Rinjani Timur, Rinjani
Barat Jahe Ton 28

16 Madapangga Rompu
Waworada Sarang Burung Walet Kg 16

17 Rinjani Barat, Maria
Donggomasa Kopi Robusta Kg 108.500

18 Rinjani Barat Biji-bijian lainnya Ton 10

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama Spesies Bagian-bagian yang
diperdagangkan

Status menurut
CITES

1. Karang (Dalbergia latifolia) Karang Appendix

2. Karang (Acropora spp.) Karang Appendix

3. Karang (Herpolitha limax) Karang Appendix

4. Karang (Fungia spp.) Karang Appendix

5. Karang (Fungia fragilis) Karang Appendix

6. Karang (Heliofungia actiniformis) Karang Appendix

7. Karang (Polyphyllia talpina) Karang Appendix

8. Karang (Galaxea fascicularis) Karang Appendix

9. Karang (Blastomussa wellsi) Karang Appendix

10. Karang (Lobophyllia corymbosa) Karang Appendix

11. Karang (Lobophylia sp.) Karang Appendix

12. Karang (Cynarina lacrymalis) Karang Appendix

13. Karang (Acanthophyllia
deshayesiana) Karang Appendix

14. Karang (Merulina ampliata) Karang Appendix

15. Karang (Hydnopora exesa) Karang Appendix

16. Karang (Hydnophora microconus) Karang Appendix

17. Karang (Oxypora sp.) Karang Appendix

18. Karang (Euphyllia glabrescens) Karang Appendix

19. Karang (Euphyllia cristata) Karang Appendix

20. Karang (Euphyllia ancora) Karang Appendix

21. Karang (Nemenzophyllia turbida =
Plerogyra turbida) Karang Appendix

22. Karang (Pleroghyra sinuosa) Karang Appendix

23. Karang (Physogira lichtensteini) Karang Appendix

24. Karang (Catalaphyllia jardinei) Karang Appendix
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25. Karang (Turbinaria peltata) Karang Appendix

26. Karang (Turbinaria sp.) Karang Appendix

27. Karang (Dendrophyllia fistula =
Eguchipsammia fistula) Karang Appendix

28. Karang (Tubastrea sp.) Karang Appendix

29. Karang (Porites spp.) Karang Appendix

30. Karang (Goniopora lobata) Karang Appendix

31. Karang (Goniopora spp.) Karang Appendix

32. Karang (Goniopora stokesi) Karang Appendix

33. Karang (Goniopora stokesi) Karang Appendix

34. Karang (Caulastrea sp.) Karang Appendix

35. Karang (Favia sp.) Karang Appendix

36. Karang (Favites sp.) Karang Appendix

37. Karang (Goniastrea sp.) Karang Appendix

38. Karang (Monsastrea sp.) Karang Appendix

39. Karang (Trachyphyllia geoffroyi) Karang Appendix

40. Karang (Tubipora musica) Karang Appendix

41. Ular Sanca (Malayopython
(Python) reticulatus) Kulit Appendix

42. Biawak Air Tawar (Varanus
salvator) Pet Appendix

43. Tokek Rumah (Gekko gecko) Pet & Konsumsi Appendix

44. Gaharu (Gyrinops versteghii) Gubal/Kemedangan Appendix

45. Burung Anis Merah (Zoothera
citrina) Hidup Non Appendix

46. Burung Anis Kembang (Zoothera
interpres) Hidup Non Appendix

47. Kumbang (Chrysochroa
bimanensis) Hidup Non Appendix

48. Kumbang (Chrysochroa
purpureiventris) Hidup Non Appendix

49. Kumbang (Batocera rubus) Hidup Non Appendix
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50. Kumbang (Aegus acuminatus) Hidup Non Appendix

51. Kumbang (Prosopocoilus giraffa) Hidup Non Appendix

52. Kumbang (Agestrata orichalcea) Hidup Non Appendix

53. Kumbang (Dicheros bicornis) Hidup Non Appendix

54. Penthicodes atomaris Hidup Non Appendix

55. Polidyctia illuminata Hidup Non Appendix

56. Kumbang (Catacanthus
incarnatus) Hidup Non Appendix

57. Kupu-kupu (Cethosia hypsea) Hidup Non Appendix

58. Kupu-kupu (Cethosia tambora) Hidup Non Appendix

59. Kupu-kupu (Charaxes alphius) Hidup Non Appendix

60. Kupu-kupu (Charaxes ocellatus) Hidup Non Appendix

61. Kupu-kupu (Charaxes (polyura)
galaxia) Hidup Non Appendix

62. Kupu-kupu (Hypolimnas bolina) Hidup Non Appendix

63. Kupu-kupu (Hypolimnas
sumbawana) Hidup Non Appendix

64. Kupu-kupu (Euthalia atalanta) Hidup Non Appendix

65. Kupu-kupu (Lexias aegle) Hidup Non Appendix

66. Kupu-kupu (Sumalia hollandil) Hidup Non Appendix

67. Kupu-kupu (Graphium
agamemnon) Hidup Non Appendix

68. Kupu-kupu (Graphium antiphates) Hidup Non Appendix

69. Kupu-kupu (Graphium aristeus) Hidup Non Appendix

70. Kupu-kupu (Graphium sarpedon) Hidup Non Appendix

71. Kupu-kupu (Pachliopta
aristolochiae) Hidup Non Appendix

72. Kupu-kupu (Papilioo demoleus) Hidup Non Appendix

73. Kupu-kupu (Papilio demolion) Hidup Non Appendix

74. Kupu-kupu (Papilio helenus) Hidup Non Appendix

75. Kupu-kupu (Papilio memnon) Hidup Non Appendix

76. Kupu-kupu (Papilio polytes) Hidup Non Appendix



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

66

Keterangan :
Sumber : Balai Kesatuan Sumber Daya Alam Provinsi NTB

77. Kupu-kupu (Delias oraia) Hidup Non Appendix

78. Kupu-kupu (Hebomoia glaucippe) Hidup Non Appendix

79. Kupu-kupu (Ixias reindwardti) Hidup Non Appendix

80. Kupu-kupu (Actias groenendaeli) Hidup Non Appendix

81. Kupu-kupu (Attacus atlas) Hidup Non Appendix

82. Kupu-kupu (Attacus inopinatus) Hidup Non Appendix

83. Kumbang (Pharmacia biceps) Hidup Non Appendix
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Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Lokasi

Jenis IUPJLWA

SKNama Perusahaan
Luas

Pemanfaatan
Jasa Aliran Air

(Ha)

Luas Wisata
Alam (Ha)

Luas
Perlindungan
Keanekaraga
man Hayati

(Ha)

Luas
Penyelamatan

dan
Perlindungan
Lingkungan

(Ha)

Luas
Penyerapan
Karbon (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.
Desa Sekaroh, Kec.
Jerowaru, Kab.
Lombok Timur

PT. Lombok Saka
- 50 - - -

181/021/HUTBUN/2010, 01-06-
2010, 2010-2035 (25 Tahun)

2.

Desa Poto Tano,
Kec. Poto Tano,
Kab. Sumbawa
Barat

PT. Nusantara
Oriental Permai - 40.63 - - -

522/2603/PH-DISLHK/2018, 31-
12-2018, 2019-2054 (35 tahun)

3.
Desa Sekaroh, Kec.
Jerowaru, Kab.
Lombok Timur

PT. Eco Solution
Lombok - 339 - - -

188.45/363/HUTBUN/2013, 26-
08-2013, 2013-2048 (35 tahun)

4.
Desa Labuan
Burung Kec. Buer
Kab. Sumbawa

PT. Jaya Putra
Adhitama - 229,23 - - -

503/02-II/03/IUPJLWA/2021,
23/02/2021, 2021 – 2056 (35
tahun)

5.

Desa Pelangan, Kec.
Sekotong, Kab.
Lombok Tengah

PT. Sarana Bukit
Alami - 391 - - -

503/03-
III/03/IUPJLWA/DPMPTSP/2021,
29/03/2021, 2021 – 2056 (35
tahun)

6. Desa Sekaroh, Kec. PT. Ocean Blue - 136 - - - 474/503/PPT/2015, 31/01/2015,
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No Lokasi

Jenis IUPJLWA

SKNama Perusahaan

Luas
Pemanfaatan
Jasa Aliran Air

(Ha)

Luas Wisata
Alam (Ha)

Luas
Perlindungan
Keanekaraga
man Hayati

(Ha)

Luas
Penyelamatan

dan
Perlindungan
Lingkungan

(Ha)

Luas
Penyerapan
Karbon (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jerowaru, Kab.
Lombok Timur

2015 – 2050 (35 tahun)

7.

Desa Karang
Sidemen, Kec.
Batukliang Utara
Kab. Lombok
Tengah

PT. Indonesia
Lombok Resort

- 500 - - -

503/04-
III/03/IUPJLWA/DPMPTSP/2021,
29/03/2021, 2021-2056 (35
tahun)

8.
Desa Malaka
Kec.Pemenang Kab.
Lombok Utara

PT.Tanah Hufa
Indonesia - 105,62 - - -

522/14/BKPH-DISHUT/2015,
25/02/2015, 2015 – 2050 (35
tahun)

9.

Desa Malaka,
Senggigi Kec.
Pemenang, Batu
Layar Kab. Lombok
Utara, Lombok
Barat

PT. Ira Zhafran
Wisata

- 175,48 - - -

522/131/KPHL-RINBAR/2016,
06/06/2016, 2016 - 2051 (35
tahun)

10.

Desa Bukit Tinggi,
Sigar Penjalin Kec.
Gunung Sari,
Tanjung Kab.
Lombok Barat,
Lombok Utara

PT. Berjaya Lombok
Tirta

4 - - - -

SPKS.10/LHK-RBPT/2017,
04/09/2017, 2017 - 2052 (35
tahun)
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No Lokasi

Jenis IUPJLWA

SKNama Perusahaan

Luas
Pemanfaatan
Jasa Aliran Air

(Ha)

Luas Wisata
Alam (Ha)

Luas
Perlindungan
Keanekaraga
man Hayati

(Ha)

Luas
Penyelamatan

dan
Perlindungan
Lingkungan

(Ha)

Luas
Penyerapan
Karbon (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11.
Desa Sesaot, Kec.
Narmada, Kab.
Lombok Barat

BUMDES Sesaot
- 4,2 - - -

027/03/LHK-RBPT/2017,
02/04/2018, 2018 - 2028 (10
tahun)

12.
Desa Gapit, Boal
Kec. Empang, Kab.
Sumbawa

CV Sahabat Forestry
- 1.000 - -

522/213/SKRT-DLHK/2018,
19/10/2018, 2018- 2038 (20
tahun)

13.
Desa Lere, Kec.
Parado, Kab. Bima

CV. Bersama Indah
- 5 - -

522/3871.1/PH-DLHK/2019,
09/09/2019, 2019 – 2024 (5
tahun)

14.
Desa Gelangsar Kec.
Gunungsari, Kab.
Lombok Barat

BUMDES Sari
Kencana - 3 - - -

522/1146/SKRT-DLHK/2020,
05/05/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)

15.
Desa Buwun Sejati
Kec. Narmada, Kab.
Lombok Barat

BUMDES Buwun
Sejati - 10 - - -

522/1147/PH-DLHK/2020,
05/05/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)

16.

Desa Aik Berik, Kec.
Batukliang Utara,
Kab. Lombok
Tengah

Koperasi Jasa
Wisata Syariah
Benang Stokel - 55 - - -

522/1954/SKRT-DLHK/2020,
01/09/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)

17.
Desa Seminar Salit,
Beru, Sapugara
Bree, Sermong,

CV. Rangga Putra
- 1000 - -

050/3807/SKRT-DISLHK/2020,
28/12/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)
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No Lokasi

Jenis IUPJLWA

SKNama Perusahaan

Luas
Pemanfaatan
Jasa Aliran Air

(Ha)

Luas Wisata
Alam (Ha)

Luas
Perlindungan
Keanekaraga
man Hayati

(Ha)

Luas
Penyelamatan

dan
Perlindungan
Lingkungan

(Ha)

Luas
Penyerapan
Karbon (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tamekan Kec.
Brang Rea, Kab.
Sumbawa Barat

18.

Desa Sajang Kec.
Sembalun, Kab.
Lombok Timur

Badan Pengelola
Rinjani Lombok
Unesco Global
Geopark
(BPRLUGGp)

- 4,1 - - -

522.4/204/BKPH-RT/XI/2020,
28/12/2020, 2020 – 2025 (5
tahun)

19.
Desa Batu Putih,
Kec. Sekotong, Kab.
Lombok Barat

Koperasi Bumi
Bangkit
Mandiri

- 984,22 - - -
050/230/PH-DLHK/2021,
19/01/2021, 2021 – 2031 (10
tahun)

20.

Desa Batu Putih,
Kec. Sekotong, Kab.
Lombok Barat

Primer Koperasi
Angkatan Udara
Lanud
Zainuddin Abdul
Majid

- 62,28 - - -

522/3700/PH-DLHK/2020,
17/12/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)

21.
Desa Boak Kec.
Unter Iwes, Kab.
Sumbawa

CV. Maras Hijau
- 515 - -

522/232/PH-DLHK/2021,
19/01/2021, 2021 – 2031 (10
tahun)

22.
Desa Kuta Kec.
Pujut, Kab. Lombok
Tengah

Koperasi Jasa Bhakti
Wana Lestari - 25 - - -

522/3715/PH-DLHK/2020,
18/12/2020, 2020 – 2030 (10
tahun)
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No Lokasi

Jenis IUPJLWA

SKNama Perusahaan

Luas
Pemanfaatan
Jasa Aliran Air

(Ha)

Luas Wisata
Alam (Ha)

Luas
Perlindungan
Keanekaraga
man Hayati

(Ha)

Luas
Penyelamatan

dan
Perlindungan
Lingkungan

(Ha)

Luas
Penyerapan
Karbon (Ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

23.

Desa Sembalun
Bumbung Kec.
Sembalun, Kab.
Lombok Timur

Jelajah Alam Rinjani

- 236,96 - - -

522/3713/PH-DLHK/2020,
18/12/2020, 2020-2030 (10
tahun)

24.

Desa Pakuan,
Karang Sidemen
Kec. Narmada,
Batukliang Utara,
Kab. Lombok Barat,
Lombok Tengah

PT. Persada RHM
Global Indonesia

- 100 - -

522/3712/PH-DLHK/2020,
18/12/2020, 2020-2030 (10
tahun)

25.

Desa Karang
Sidemen Kec.
batukliang Utara,
Kab. Lombok
Tengah

CV. Cahaya Samalas

- 25 - - -

522/3637/PH-DLHK/2020,
15/12/2020, 2020-2030 (10
tahun)

Total

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel -22. Kualitas Air Sumur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No
Lokasi

Sumur/Titik
Pantau

Parameter Fisika Parameter Biologi Parameter Kimia Wajib

Kekeruha
n, NTU Warna TDS,

mg/l
Suhu
(0C) Rasa Bau

Total
Coliform

(ml/100 ml)

Fecal
Coliform

(ml/100 ml)
pH Besi

(mg/l)
Fluorida
(mg/l) Kesadahan Mangan Nitrat

sbg N
Nitrit
sbg N Sianida Detergen Pestisida

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Standar Baku Mutu
sesuai Permenkes 32
Tahun 2017

25 50 1000 ±3 Tidak
Berasa

Tidak
Berbau 50 0 6,5 -

8,5 1 1,5 500 0,5 10 1 0,1 0,05 0,1

1. SDN 47
Cakranegara 1,34 65,81 25,9 61 20 7,77 <0,060 0

72
<0,060 2,135 0,002 0,06

2. Bertais
Selatan 0,43 177,4 26,9 17.000 11.000 6,85 <0,060 0,44

132
<0,060 7 0,031 0,06

3.
Getap Timur
Cakra
Selatan

0,73 506,7 28,05 35000 17000 7,06 <0,060 0,42
343

<0,060 11 0,009 0,06

4. Dasan
Cermen 2,29 298,45 28,2 3300 1700 6,96 <0,060 0,88 202 0,162 2 0,018 0,05

5. Selagalas
Cakranegara 1,81 219,15 28,1 220 170 6,64 <0,060 1,4

153
<0,060 9 0,01 0,07

6.

Masjid Nurul
Huda
Karang
Tapen

1,61 259,2 26,1 24000 7900 6,85 0,364 1,58
154

0,84 13 0,004 0,05

7. Dasan
Agung 12,31 165,1 26,9 6100 400 6,7 0,406 0,72 96 0,174 5 0,37 0,04

8. Karang Pule
(Sekarbela) 12,31 383,85 28,7 24000 7900 6,96 1,388 2,04

154
1,253 2 0,043 0,09

9. Kekalik Jaya
(Sekarbela) 2,59 395,05 28,3 92000 1400 7,03 0,516 1,79

213
0,643 2 0,108 0,04

10.
Kampung
Arab
Ampenan

0,59 248,1 28,1 1400 230 7,4 0,566 0,74
192

0,496 0 0 0,04
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Sambungan

No
Lokasi

Sumur/Titik
Pantau

Parameter Kimia Tambahan

Air
Raksa,
mg/l

Arsen,
mg/l

Kadmium,
mg/l

Cromium,
mg/l Selenium Seng,

mg/l
Sulfat
(mg/l)

Timbal,
mg/l Benzenemg/l

Zat
Organik
(KMNO4)

Standar Baku Mutu
sesuai Permenkes 32
Tahun 2017

0,001 0,05 0,005 0,05 0,01 15 400 0,05 400 0,05

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. SDN 47
Cakranegara <0,05 <0,040 1,43 <0,02

2. Bertais Selatan <0,05 <0,040 2,73 <0,02

3. Getap Timur
Cakra Selatan <0,05 <0,040 7 <0,02

4. Dasan Cermen <0,05 <0,040 3,45 <0,02

5. Selagalas
Cakranegara <0,05 <0,040 3,48 <0,02

6.
Masjid Nurul
Huda Karang
Tapen

<0,05 <0,040 3,61 <0,02

7. Dasan Agung <0,05 <0,040 1,68 <0,02

8. Karang Pule
(Sekarbela) <0,05 <0,040 2,77 <0,02

9. Kekalik Jaya
(Sekarbela) <0,05 <0,040 5,22 <0,02

10. Kampung Arab
Ampenan <0,05 <0,040 3,11 <0,02

Keterangan : Tidak tersedia hasil uji pada beberapa parameter
Sumber : Laboratorium Lingkungan DLH Kota Mataram
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Tabel -23. Kualitas Air Laut
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Nama Lokasi/Titik
Pantau

Waktu Sampling
(tgl/bln/thn)

Titik Koordinat
Lokasi Sampling Peruntukan TSS,

mg/l
DO,
mg/l

Minyak &
Lemak, mg/l

Amonia
Total,
mg/l

Ortofosfat
mg/lLintang Bujur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Ampenan '17 Mei 2022 '-8.56925 '116.066806
Belakang Pelabuhan
Lama (belakang
Pertamina TBBM
Ampenan)

Biota Laut 5,68 6,4 0,5 0,016 0,005

2. Meninting '17 Mei 2022 '-8.550056 '116.062806 Area Sekitar Muara
Meninting Biota Laut 6,16 6,5 0,5 0,016 0,005

3. Batu Layar '17 Mei 2022 '-8.530389 '116.05725
Area Batu Layar
(Belakang Hotel
Jayakarta

Biota Laut 6,54 6,7 0,5 0,016 0,005

4. Batu Bolong '17 Mei 2022 '-8.512056 '116.046278 Area Belakang Pura
Batu Bolong

Wisata
Bahari 5,58 6,6 0,5 0,016 0,005

5. Sheraton '17 Mei 2022 '-8.498972 '116.038167 Area Belakang Hotel
Sheraton

Wisata
Bahari 6,66 6,8 0,5 0,016 0,005

6. Katamaran '17 Mei 2022 '-8.472639 '116.032722 Belakang Hotel
Katamaran

Wisata
Bahari 5,75 6,9 0,5 0,14 0,005

7. Malimbu '17 Mei 2022 '-8.4405 '116.035194 Pantai Malimbu Biota Laut 8,35 6,8 0,5 0,016 0,005

8. Pandanan '17 Mei 2022 '-8.416389 '116.047694 Pantai Pandanan Biota Laut 5,6 6,6 0,5 0,016 0,005

9. Teluk Nare '17 Mei 2022 '8.400333 '116.072167 Pelabuhan Teluk Nare Pelabuhan 7,71 6,7 0,5 0,016 0,005

10. Bangsal '17 Mei 2022 '-8.392361 '116.097083 Pelabuhan Bangsal Pelabuhan 5,12 6,7 0,5 0,016 0,005

11. Kuta '18 Mei 2022 '-8.89798 '116.27919 Pelabuhan Kuta Biota Laut 13,31 6,7 0,5 0,016 0,005

12. Mandalika '18 Mei 2022 '-8.90353 '116.29188 Pantai Mandalika Biota Laut 5,65 6,4 1,15 0,016 0,005

13. Bukit Merese '18 Mei 2022 '-8.91356 '116.32257 Bukit Merese Biota Laut 7,59 6,8 0,5 0,016 0,005

14. Tanjung Aan '18 Mei 2022 '-8.91103 '116.32554 Tanjung AAN Biota Laut 6,18 6,8 0,5 0,016 0,005
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No Nama Lokasi/Titik
Pantau

Waktu Sampling
(tgl/bln/thn)

Titik Koordinat
Lokasi Sampling Peruntukan TSS,

mg/l
DO,
mg/l

Minyak &
Lemak, mg/l

Amonia
Total,
mg/l

Ortofosfat
mg/lLintang Bujur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

15. Pelabuhan Awang '18 Mei 2022 '-8.8803 '116.40148 Pelabuhan Awang Biota Laut 7,66 6,6 0,5 0,016 0,005

16. Teluk Awang1 '18 Mei 2022 '-8.87315 '116.39912 Pemukiman Penduduk
Teluk Awang Biota Laut 7,93 6,8 0,5 0,016 0,005

17. Teluk Awang2 '18 Mei 2022 '-8.86798 '116.39174 Muara Teluk Awang Biota Laut 5,64 6,8 0,5 0,016 0,005

18. Tambak Udang1 '19 Mei 2022 '-8.52949 '116.86219 Tambak Udang
Kampung Bali Biota Laut 7,6 6,9 0,5 0,016 0,005

19. Tambak Udang2 '19 Mei 2022 '-8.5266 '116.87189 Tambak Udang 2 Biota Laut 5,79 6,9 0,5 0,016 0,005

20. Pelabuhan Tano '19 Mei 2022 '-8.52442 116.83523 Pelabuhan Tano Biota Laut 5,47 6,9 0,5 0,016 0,005

21. Moyo 1 '19 Mei 2022 '-8.40954 117.47859 DAS Sungai Moyo 1 Biota Laut 7,56 6,5 0,5 0,016 0,005

22. Moyo 2 '19 Mei 2022 '-8.40587 117.47691 DAS Sungai Moyo 2 Biota Laut 5,64 7 0,5 0,016 0,005

23. Moyo 3 '19 Mei 2022 '-8.409954 117.47859 DAS Sungai Moyo 3 Biota Laut 5,83 6,9 0,5 0,016 0,005

Keterangan :
Sumber : Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, 2022
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Tabel-24. Curah Hujan Rata-rata Bulanan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

Keterangan : Data curah hujan rata-rata bulanan di atas diolah berdasarkan data curah hujan pada Buletin Iklim Provinsi NTB
Edisi Februari 2022 - Januari 2023 yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi NTB.

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi NTB

No. Nama dan Lokasi
Stasiun Pengamatan

Titik Koordinat Curah Hujan Bulan (mm)
Latidude Longitude Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Lombok Barat 8,6364 LS 116,1705 BT 215 267 137 153 184 145 21 48 133 358 324 332

2. Lombok Utara 8,4031 LS 116,1002 BT 383 316 346 134 148 94 33 34 57 203 132 223

3. Lombok Tengah 8,7650 LS 116,2847 BT 252 278 203 157 92 91 31 54 60 384 392 372

4. Lombok Timur 8,5846 LS 116,5099 BT 215 228 120 147 71 75 11 32 45 245 309 262

5. Kota Mataram 8,5586 LS 116,1072 BT 214 247 114 176 109 189 18 20 166 318 315 252

6. Sumbawa Barat 8,7358 LS 116,8542 BT 160 250 233 167 160 111 9 27 100 296 223 390

7. Sumbawa 8,4883 LS 117,4136 BT 184 251 212 109 77 71 14 10 40 174 204 210

8. Dompu 8,5191 LS 118,4654 BT 208 232 181 126 104 104 22 18 79 201 338 266

9. Bima 8,5428 LS 118,0761 BT 197 179 168 81 66 48 12 7 22 321 239 172

10. Kota Bima 8,4716 LS 118,7550 BT 132 230 138 207 115 67 19 3 83 137 261 340
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Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota Mata Air Ledeng/PAM Sumur Sungai Hujan Kemasan Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lombok Barat 30.627 30.419 86.690 - - 59.607 1.147
2. Lombok Utara 25.587 17.687 19.318 3.690 - 4.559 399
3. Lombok Tengah 8.350 8.669 208.533 - - 77.224 -
4. Lombok Timur 134.039 36.545 161.488 - - 68.642 -
5. Kota Mataram 3.513 37.357 19.948 - - 57.852 -
6. Sumbawa Barat 128 1.576 8.854 - - 28.224 31
7. Sumbawa 8.450 9.590 32.014 69 - 80.323 206
8. Dompu 10.540 4.062 34.867 87 - 8.643 -
9. Bima 17.129 5.306 92.938 1.475 - 14.812 -
10. Kota Bima 1.169 1.939 15.010 - - 21.124 -

Total 239.532 153.158 679.660 5.320 - 421.009 1.783

Keterangan :
1. Sumur pada data di atas mencakup sumur terlindungi, sumur tak terlindungi dan sumur bor/pompa
2. Data Jumlah Rumah Tangga tidak tersedia, maka untuk Jumlah Rumah Tangga diperkirakan dengan membagi Jumlah Penduduk 2022 (Provinsi NTB Dalam
Angka 2023) dengan Jumlah Anggota RT Rata-rata 2021 (Provinsi NTB Dalam Angka 2022), dengan asumsi bahwa Jumlah Anggota Rumah Tangga Rata-rata sama.
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Sumber Air Minum dihitung dengan mengalikan Persentase RT Pengguna Sumber Air Minum 2022 (Provinsi NTB Dalam Angka
2023) dengan Perkiraan Jumlah Rumah Tangga.
Sumber : Data diolah, 2023
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Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi
Pemantauan

Titik Koordinat pH DHL SO4 NO3 Cr NH4 Na Ca2+ Mg2+Latitude Longitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Lombok Barat - - - - - - - - - - -
2. Lombok Utara - - - - - - - - - - -

3. Lombok
Tengah - - - - - - - - - - -

4. Lombok
Timur - - - - - - - - - - -

5. Kota Mataram - - 7,06 - <1,00 0,261 <0,04 <1,00 - 1,6 38,4

6. Sumbawa
Barat - - - - - - - - - - -

7. Sumbawa - - - - - - - - - - -
8. Dompu - - - - - - - - - - -
9. Bima - - - - - - - - - - -
10. Kota Bima - - - - - - - - - - -

Keterangan : Data tertera merupakan hasi uji air hujan di bulan Februari 2022
Sumber : UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
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Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No Nama Sungai Lokasi Panjang (km) Lebar
Permukaan (m)

Lebar Dasar
(m)

Kedalaman
(m)

Debit Maks
(m3/dtk)

Debit Min
(m3/dtk)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Berenyok Mataram 6,780 15,000 12,000 5,000 1,200 0,221
2. Ancar Mataram 20,420 20,000 15,000 5,000 1,500 0,275
3. Jangkok Mataram 47,110 26,820 20,000 7,000 2,710 0,420
4. Jelateng Lombok Barat 12,470 52,000 50,000 4,500 15,450 0,078
5. Dodokan Lombok Barat 25,082 24,350 22,250 6,200 2,970 1,550
6. Babak Lombok Barat 54,942 65,930 52,500 6,800 2,970 1,550
7. Meninting- Midang Lombok Barat 24,920 52,010 43,250 6,500 24,840 0,750
8. Renggung- Perempung Lombok Tengah 47,450 20,120 15,450 4,500 2,710 0,920
9. Beburung Lombok Timur 26,300 105,000 102,500 7,500 10,500 0,050
10. Rajak Lombok Timur 13,940 95,570 94,250 5,200 15,450 0,035
11. Sambelia Lombok Timur 21,150 30,250 29,470 4,500 25,450 0,850
12. Palung Lombok Timur 38,456 129,950 122,650 6,200 6,100 1,190
13. Belimbing Lombok Timur 39,678 27,990 25,500 5,600 16,840 0,950
14. Moyot Lombok Timur 20,482 15,780 12,550 4,500 15,840 0,350
15. Desa Lombok Timur 28,790 18,500 16,550 4,000 20,250 0,420
16. Tanggik Lombok Timur 30,330 56,000 54,750 6,500 25,740 0,520
17. Kukusan Lombok Timur 34,130 18,240 15,250 4,520 18,750 0,650
18. Tojang Lombok Timur 27,830 15,750 14,280 4,500 12,500 7,500
19. Beburung Lombok Timur 26,300 105,000 102,500 7,500 10,500 0,050
20. Sokong Lombok Utara 15,440 64,900 62,000 4,500 3,600 0,400
21. Segare Lombok Utara 31,489 63,390 61,250 6,500 6,180 1,850
22. Luk Lombok Utara 18,260 56,000 54,460 5,200 10,250 0,523
23. Sidutan Lombok Utara 27,089 18,000 16,500 5,300 7,700 0,960
24. Amor - Amor Lombok Utara 23,590 65,700 64,240 4,500 10,250 0,120
25. Reak Lombok Utara 10,480 23,500 22,180 6,200 2,000 0,300
26. Putih Lombok Utara 22,096 41,000 39,200 4,500 1,280 0,050
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No Nama Sungai Lokasi Panjang (km) Lebar
Permukaan (m)

Lebar Dasar
(m)

Kedalaman
(m)

Debit Maks
(m3/dtk)

Debit Min
(m3/dtk)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
27. Brang Biji Sumbawa 45,025 75,500 73,450 5,500 35,750 1,250
28. Brang Utan Sumbawa 40,529 56,000 52,360 4,500 36,560 12,620
29. Brang rhee Sumbawa 40,529 42,600 40,580 4,600 27,820 0,520
30. Brang Aik Surik Sumbawa - - - - - -
31. Brang Juru Mapin Sumbawa 31,485 25,160 22,450 3,400 15,140 0,250
32. Brang Patihung Sumbawa - - - - - -
33. Brang Pangulir Sumbawa 12,916 - - - - -
34. Brang Beh Sumbawa 80,754 - - - - -
35. Brang Sangone Sumbawa - - - - - -
36. Brang Sumpe Sumbawa - - - - - -
37. Brang Garanta Sumbawa - - - - - -
38. Brang Pulit Sumbawa 8,500 - - - - -
39. Labuan Ijuk Sumbawa 3,760 - - - - -
40. Brang Nanga Bangka Sumbawa - - - - - -
41. Brang Bera Sumbawa 39,551 - - - - -
42. Brang Kolong Sumbawa 10,751 - - - - -
43. Labuan Nanggali Sumbawa - - - - - -
44. Brang Bual Sumbawa - - - - - -
45. Olat Putrinjaran Sumbawa - - - - - -
46. Brang Sangane Sumbawa 26,854 - - - - -
47. Brang Bual Sumbawa - - - - - -
48. Brang Lamenta Sumbawa 29,453 - - - - -
49. Brang Kesaming Sumbawa - - - - - -
50. Brang Sebekil Sumbawa 20,841 - - - - -
51. Brang Jemplung Sumbawa 19,711 - - - - -
52. Brang Labangka Sumbawa 9,168 - - - - -
53. Brang Asmara Sumbawa 11,540 - - - - -
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No Nama Sungai Lokasi Panjang (km) Lebar
Permukaan (m)

Lebar Dasar
(m)

Kedalaman
(m)

Debit Maks
(m3/dtk)

Debit Min
(m3/dtk)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
54. Brang Peniris Sumbawa 16,064 - - - - -
55. Brang Bako Sumbawa 5,033 - - - - -
56. Brang Tiram Sumbawa 25,793 - - - - -
57. Brang Kua Sumbawa 11,728 - - - - -
58. Brang Ode Sumbawa 3,578 - - - - -
59. Brang Bangkong Sumbawa - - - - - -
60. Brang Putu Pedu Sumbawa - - - - - -
61. Brang Luk Sumbawa 10,288 - - - - -
62. Brang Petupedu Sumbawa - - - - - -
63. Brang Rhee Sumbawa 40,529 - - - - -
64. Brang Simonbe I Sumbawa - - - - - -
64. Sori Raba Baka Dompu 46,312 35,200 33,450 5,000 15,850 2,250
65. Sori Laba laju Dompu 50,650 42,000 39,570 4,500 13,248 0,365
66. Rasa Bou 1 Dompu 3,905 - - - - -
67. Rasa Bou II Dompu 1,712 - - - - -
68. Sori Karama Dompu 8,053 - - - - -
69. Sori Bonto Dompu 12,416 - - - - -
70. Sori Dumu Dompu 16,566 - - - - -
71. Sori Kempo Dompu 18,989 15,200 14,750 4,500 4,520 0,155
72. Sori Kambu Dompu 21,608 - - - - -
73. Sori Padolo Bima 32,078 32,000 30,500 6,000 2,450 0,050
74. Sori Pai Sari Sape Bima 34,024 35,240 33,500 4,500 3,750 0,250
75. Sori Kandi/ Sori Tewo

Tawali Wera
Bima 24,889 42,370 40,500 4,300 6,580 0,352

76. Sori Madapangga Bima 20,402 15,100 14,850 5,600 3,500 0,354

Keterangan : Data kondisi beberapa sungai tidak tersedia maka diperlukan verifikasi lebih lanjut
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
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Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No.
Nama

Danau/ Waduk /Situ/
Embung

Lokasi Luas
(Ha) Volume (m3)

(1) (2) (3) (4) (5)
A. DANAU
1. Danau Segara Anak Sembalun Lawang Sembalun Lotim 11.300,00 36.000.000

2. Danau Gili Meno Gili Indah Pemenang Lombok Utara 8,00 *

3. Danau Lebo Taliwang Sumbawa Barat 819,20 *

4. Danau Satonda Nangamiro Pekat Dompu 335,00 *

B. BENDUNGAN

1. Bendungan Jurang Dao Selebung Batukliang Loteng 7,48 336.668

2. Bendungan Surabaya Jontlak Praya Loteng 3,75 300.000

3. Bendungan Batujai Batujai Praya Barat Loteng 890,00 25.000.000
4. Bendungan Pare Semoyang Praya Timur Loteng 2,52 767.500
5. Bendungan Bringe Saba Janapria Loteng 1,75 190.000

6. Bendungan Pejanggik Pejanggik Praya Loteng 2,65 157.790

7. Bendungan Sepit Pengembur Praya Barat Loteng 27,50 695.000

8. Bendungan Pengga Plambik Praya Barat Daya Loteng 430,00 27.000.000
9. Bendungan Batu Bokah Banyu Urip Praya Barat Loteng 27,50 1.560.000

10. Bendungan Pancor Tumpak Pujut Loteng 8,80 428.000

11. Bendungan Inan Ratu Saba Janapria Loteng 1,65 101.200

12. Bendungan Batu Tulis Batu Tulis Jonggat Loteng 16,18 339.494

13. Bendungan Jelantik Jelantik Jonggat Loteng 8,50 353.300

14. Embung Jangkih Jawa Mangkung Praya Barat Loteng 30,40 896.000

15. Bendungan Mapasan Seraga Prabarda Loteng 6,50 652.866

16. Bendungan Lingkuk Lamun Sepit Keruak Lotim 7,24 252.850
17. Bendungan Gunung Paok Perian Montong Gading Lotim 3,60 226.800

18. Bendungan Kembar Ii Swela Swela Lotim 1,00 36.000

19. Bendungan Jago Jenggik Utara Montong Gading Lotim 0,65 90.500
20. Bendungan Tundak Sepit Keruak Lotim 5,20 262.000

21. Bendungan Kali Ujung Rensing Sakra Lotim 2,25 103.720

22. Bendungan Batu Nampar Batu Nampar Jerowaru Lotim 6,75 292.029
23. Bendungan Senang Batuyang Swela Lotim 4,00 262.876

24. Bendungan Kuangrundun Pemongkong Jerowaru Lotim 2,00 78.000
25. Bendungan Jerowaru Jerowaru Jerowaru Lotim 1,50 174.000

26. Bendungan Peneda Gandor Peneda Gandor Labuhan Haji Lotim 8,14 913.628

27. Bendungan Propok Batu Tinja Selaparang Pringgabaya Lotim 0,93 51.533

28. Bendungan Pandanduri Swangi Sakra Lotim 315,70 27.200.000

29. Bendungan Kengkang Sekotong Tengah Sekotong Lobar 11,00 350.000

30. Bendungan Tibu Kuning Batu Putik Sekotong Lobar 23,00 1.391.000

31. Bendungan Telaga Lebur Sekotong Tengah Sekotong Lobar 16,30 1.539.000

32. Bendungan Gegurik Akar-akar Bayan Lom-Utara 7,00 110.000
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No.
Nama

Danau/ Waduk /Situ/
Embung

Lokasi Luas
(Ha) Volume (m3)

(1) (2) (3) (4) (5)
33. Bendungan Muer Muer Plampang Sumbawa 6,00 225.000

34. Bendungan Beringin Sila Tengah Utan Sumbawa 126,00 27.460.000

35. Bendungan Selante Selante Plampang Sumbawa 8,43 524.134

36. Bendungan Mamak Berora Lopok Sumbawa 300,00 27.700.000

37. Bendungan Tiu Kulit Simu Maronge Sumbawa 120,00 11.000.000

38. Bendungan Labangka Labangka Plampang Sumbawa 6,40 83.000

39. Bendungan Sepayung Dalam Sepayung Plampang Sumbawa 5,00 1.600.000

40. Bendungan Lamenta Boal Empang Sumbawa 15,50 850.000

41. Bendungan Gapit Boal Empang Sumbawa 225,00 10.300.000

42. Bendungan Sejari I Sejari Plampang Sumbawa 10,76 699.000

43. Bendungan Penyaring Seketeng Sumbawa Sumbawa 15,00 250.000

44. Bendungan Olat Rawa Ngeru Moyo Hilir Sumbawa 50,00 1.920.344

45. Bendungan Pemasar Simu Plampang Sumbawa 43,00 2.200.000

46. Bendungan Batu Bulan Maman Moyo Hulu Sumbawa 650,00 48.600.000

47. Bendungan Brangkolong Muer Plampang Sumbawa 20,00 1.850.000

48. Bendungan Serading Lab. Kuris Lape Sumbawa 11,00 486.000

49. Bendungan Kaswangi Ongko Empang Sumbawa 7,00 940.000

50. Bendungan Mengkoang Lape Lape Lopok Sumbawa 10,38 610.000

51. Bendungan Pernek Pernek Moyo Hulu Sumbawa 11,20 540.000

52. Bendungan Banda Bantu Lanteh Terano Sumbawa 2,5 300.000

53. Bendungan Tiu Suntuk Mujahidin Brang Ene Sumbawa Bara 312,09 55.900.000

54. Bendungan Bintang Bano Bangkat Monteh Brang Rea Sumbw Barat 256,41 56.726.000

55. Bendungan Mantar Kiantar Poto Tano Sumbawa Barat 1,35 27.125.000

56. Bendungan Sanggupasante Soriutu Manggelewa Dompu 8,00 650.000

57. Bendungan Jambu Jambu Hu'u Dompu 36,20 970.000

58. Bendungan Saneo Saneo Dompu Dompu 2,56 320.000

59. Bendungan Kempo Kompo Manggelewa Dompu 7,10 500.000

60. Bendungan Tonda Selatan Bara Dompu Dompu 19,50 660.000

61. Bendungan Kesi Kesi Manggelewa Dompu 9,50 624.000

62. Bendungan Soncolopi Rasabou Hu'u Dompu 3,00 118.000

63. Bendungan Lasi II Kiwu Kilo Dompu 5,00 208.923

64. Bendungan Lanangga Ranggo Hu'u Dompu 5,42 254.550

65. Bendungan Tanju Tanju Manggelewa Dompu 287,89 18.270.000

66. Bendungan Mila Rababaka Woja Dompu 84,52 6.570.000

67. Bendungan Roiroka Roka Belo Bima 30,00 1.900.000

68. Bendungan Ncera Ncera Belo Bima 5,00 425.000

69. Bendungan Kowo Kowo Sape Bima 5,00 400.000

70. Bendungan Sumi Mangge Lambu Bima 155,00 19.400.000

71. Bendungan Woro Woro Bolo Bima 7,50 1.000.000

72. Bendungan Oi Toi Tawali Wera Bima 7,50 560.000

73. Bendungan Pelaparado Pela Monta Bima 104,00 18.000.000
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No.
Nama

Danau/ Waduk /Situ/
Embung

Lokasi Luas
(Ha) Volume (m3)

(1) (2) (3) (4) (5)
74. Bendungan Parado Kanca Kanca Monta Bima 4,46 718.000

75. Bendungan Laju Laju Langgudu Bima 3,70 485.000

76. Bendungan Tolotangga Tolo Uwi Monta Bima 5,25 320.000

C. EMBUNG

1. Embung Bayan Mumbul Sari Bayan Lombok Utara 2,5 75.000

2. Embung Lokok Tawah Akar-akar Bayan Lombok Utara 1,65 37.367

Embung Gegurik Akar-akar Bayan Lombok Utara 7 110.000

3. Embung Bantir Dasan Geres Gerung Lobar 1,2 50.000

4. Embung Bentenu Dasan Geres Gerung Lobar 1,7 55.000

5. Embung Mareje Mareje Lembar Lobar 3,75 56.250

6. Embung Aik Mual Sekotong Timur Sekotong Lobar * *

7. Embung Lilin Giri Tembesi Gerung Lobar * *

8. Embung Tembowong Sekotong Sekotong Lobar * *

9. Embung Ketapang Batu Putik Sekotong Lobar * *
10. Embung Teloke Batu Layar Gunung Sari Lobar * *

11. Embung Telekong I Labuan Tereng Lembar Lobar * *

12. Embung Telekong II Labuan Tereng Lembar Lobar * *

13. Embung Telaga Lebur Sekotong Tengah Sekotong Lobar 16,3 1.376.000

14. Embung Tibu Kuning Batu Putik Sekotong Lobar 23 1.249.000

15. Embung Kengkang Sekotong Tengah Sekotong Lobar 11 450.000

16. Embung Bodak Montong Terep Praya Loteng 8,5 130.000

17. Embung Parandap Bunut Baok Praya Loteng 0,65 18.000

18. Embung Bubuk Bodak Praya Loteng 1 21.000

19. Embung Lendang Batah Aikmual Praya Loteng 1,5 56.200

20. Embung Orogedang Mangkung Praya Barat Loteng 3,5 60.000

21. Embung Juwet Mangkung Praya Barat Loteng 2 157.500

22. Embung Patra 1 Mangkung Praya Barat Loteng 1,2 100.000

23. Embung Patra 2 Mangkung Praya Barat Loteng 1,25 38.000

24. Embung Bonder Bonder Praya Barat Loteng 3,75 300.000

25. Embung Ngabok Plambik Praya Barat Daya Loteng 1 39.000

26. Embung Rurut Plambik Praya Barat Daya Loteng 1,2 40.000

27. Embung Sware Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 3,5 130.000

28. Embung Montong azan Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 0,86 60.000

29. Embung Sombeng II Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 1,2 56.000

30. Embung Sombeng I Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 0,8 76.000

31. Embung Darak Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 0,75 60.000

32. Embung Lamben Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 1,5 55.000

33. Embung Montong Sapah I Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 1 32.000
34. Embung Leman Kabul Praya Barat Daya Loteng 1 45.000
35. Embung Preak Kabul Praya Barat Daya Loteng 1 42.000

36. Embung Tabaer Kabul Praya Barat Daya Loteng 1,5 36.000
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37. Embung Loang Make Loang Make Janapria Loteng 2,1 58.800

38. Embung Monjong I Loang Make Janapria Loteng 1,2 42.000

39. Embung Monjong II Loang Make Janapria Loteng 1 37.000

40. Embung Monggas Janapria Janapria Loteng 2 65.000

41. Embung Tiu Reban Janapria Janapria Loteng 0,65 13.230

42. Embung Gusi Janapria Janapria Loteng 3 100.000

43. Embung Lendang Telage Janapria Janapria Loteng 5,75 13.125

44. Embung Pejeruk Janapria Janapria Loteng 0,75 81.820

45. Embung Perok Janapria Janapria Loteng 0,85 268.250

46. Embung Beleq Durian Janapria Loteng 1,3 50.000

47. Embung Juring Durian Janapria Loteng 1 50.000

48. Embung Nuru Durian Janapria Loteng 1,3 47.000

49. Embung Batu Jaran Saba Janapria Loteng 1 57.000

50. Embung Kenyalu I Saba Janapria Loteng 1,2 43.000

51. Embung Kenyalu II Saba Janapria Loteng 1,2 40.000

52. Embung Mengkene Rembitan Pujut Loteng 1 40.000

53. Embung Monggel Rembitan Pujut Loteng 1,2 50.000

54. Embung Ruje Rembitan Pujut Loteng 1,25 55.000

55. Embung Tantih Rembitan Pujut Loteng 7,5 196.800

56. Embung Gabak Sengkol Pujut Loteng 4,5 198.500

57. Embung Tajuk Sengkol Pujut Loteng 1 38.000

58. Embung Tereng Borek Sengkol Pujut Loteng 0,8 39.000

59. Embung Macut Monggas Kopang Loteng 0,5 22.500

60. Embung Bingkok Montong Gamang Kopang Loteng 2,48 61.875

61. Embung Tokan' Dasan Geres Kopang Loteng 1 67.375

62. Embung Rindik Dasan Baru Kopang Loteng 1,75 10.672

63. Embung Petikus Aik Bukak Batukliang Loteng 1,15 27.731
64. Embung Skedek Stiling Batukliang Loteng 0,85 30.000
65. Embung Pengkores Wajegeseng Batukliang Loteng 1,5 38.000
66. Embung Tibu Nara Wajegeseng Batukliang Loteng 1 37.000
67. Embung Bisok Bokah Bebuak Kopang Loteng 1.740 79.000
68. Embung Selong Telaga Pengekat Pujut Loteng 900 49.940
69. Embung Tandung Andung Doropeti Kopang Loteng 1.020 59.927
70. Embung Gerunung Gerunung Praya Loteng 925 45.433

71. Embung Bangka Durian Janapria Loteng * *

72. Embung Bajak Sukadana Pujut Loteng 1,62 66.557

73. Embung Jurang Jaler Jurang Jaler Praya Tengah Loteng 1,20 38.400

74. Embung Bumbang Mertak Pujut Loteng 4,00 156.500

75. Embung Menteang Montong Terep Praya Loteng 0,93 96.416

76. Embung Bombas Kateng Praya Barat Loteng 4,85 289.100

77. Embung Kepok Aikmual Praya Loteng 0,75 150.000
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78. Embung Babi Puyung Jonggat Loteng 3,34 110.000

79. Embung Enem Batunyala Praya Tengah Loteng * *

80. Embung Masjid Montong Sapah Praya Barat DayaLoteng 2,00 75.000

81. Embung Goa Dakang Pengembur Pujut Loteng 4,00 160.697

82. Embung Pengadang Pengadang Praya Tengah Loteng 2,00 80.000

83. Embung Goa Lajut Praya Tengah Loteng 1,37 157.700

84. Embung Muncan Monggas Kopang Loteng 4,50 400.000

85. Embung Sade Barabali Batukliang Loteng 8,50 130.000

86. Embung Pendem Pendem Janapria Loteng 2,75 72.785

87. Embung Danasari Kerembung Janapria Loteng 3,00 145.000

88. Embung Kuangsampi Pendem Janapria Loteng 2,50 71.785

89. Embung Tasik-asik Setuta Janapria Loteng 3,20 297.250

90. Embung Pengkemit Pengengat Pujut Loteng 5,20 310.000

91. Embung Bage Monggas Kopang Loteng 0,80 160.000

92. Embung Gule Liat Aik Bukak Batukliang Utara Loteng 1,40 35.015

93. Embung Bual Aik Bual Kopang Loteng 0,63 15.830

94. Embung Gerantung Gerantung Praya Tengah Loteng 1,50 22.691

95. Embung Tanggor Braim Praya Tengah Loteng 2,15 175.000

96. Embung Uwung Mertak Pujut Loteng 1,00 40.000

97. Embung Karung Montong Gamang Kopang Loteng 1,20 32.500

98. Embung Pasekar Janapria Janapria Loteng 1,40 225.500

99. Embung Jebak Janapria Janapria Loteng 2,51 71.785

100. Embung Dakung Braim Praya Tengah Loteng 2,00 80.000

101. Embung Bengak Kerembung Janapria Loteng 2,50 82.500

102. Embung Jongkor Lekor Janapria Loteng * *

103. Embung Melat I Loang Make Janapria Loteng * *

104. Embung Melat II Loang Make Janapria Loteng * *

105. Embung Penyabuk Janapiria Janapria Loteng * *

106. Embung Bebie Mekar Sari Praya Loteng * *

107. Embung Aik Leneng Stilling Batu Kliang Utara Loteng * *

108. Embung Bengkang Rembitan Pujut Loteng * *

109. Embung Batu Jangkeh BT. Jangkeh Praya Barat Daya Loteng * *

110. Torok Aik Belek/Aik Mual BT. Jangkeh Praya Barat Daya Loteng * *

111. Embung Jangkih Jawa Mangkung Praya Loteng * *

112. Embung Batu Bokah Banyu Urip Praya Loteng 27,50 1.560.000,00

113. Embung Pare Semoyang Praya Loteng 2,52 767.500,00

114. Embung Surabaya Jontlak Praya Loteng 3,75 300.000,00

115. Embung Bringe Saba Janapria Loteng 1,75 190.000,00

116. Embung Inan Ratu Saba Janapria Loteng 1,65 91.200,00

117. Embung Sepit Pengembur Praya Barat Loteng 27,50 620.000,00



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

87

No.
Nama

Danau/ Waduk /Situ/
Embung

Lokasi Luas
(Ha) Volume (m3)

(1) (2) (3) (4) (5)
118. Embung Mapasan Seraga Praya Barat Daya Loteng 6,50 652.866,00

119. Embung Pancor Tumpek Pujut Loteng 8,80 428.000,00

120. Embung Batu Tulis Bt Tulis Jonggat Loteng 16,18 339.494,00

121. Embung Jelantik Jelantik Jonggat Loteng 8,50 543.000,00

122. Embung Jurang Dao Selebung Batukliang Loteng 7,48 336.668,00

123. Embung Pejanggik Pejanggik Praya Loteng 2,65 157.790,00

124. Embung Oro Gendang Mangkung Praya Loteng * *

125. Embung Montong Sapah 1 Montong Sapah Praya Barat Loteng * *

126. Embung Pendem Pendem janapria Loteng * *

127. Embung Pasekar Janapria Janapria Loteng * *

128. Embung Topor Saba Janapria Loteng * *

129. Embung Tantih Rambitan Pujut Loteng * *

130. Embung Gabak Sengkol Pujut Loteng * *

131. Embung Macut Monggas Kopang Loteng * *

132. Embung Tokan Dasan Baru Kopang Loteng * *

133. Embung Bingkok Montong Gamang Kopang Loteng * *

134. Embung Aik Bukak Aik Bukak Batukliang Utara Loteng * *

135. Embung Uwung Mertak Pujut Loteng * *

136. Embung Metak Bantun Kidang Praya Timur Loteng * *

137. Embung Silung Belanak Mekar Sari Praya Loteng * *

138. Embung Pedaleman Kidang Praya Loteng * *

139. Embung Tabaer Kabul Praya Loteng * *

140. Embung Gamang Loang Make Janapria Loteng * *

141. Embung Bagek Rupe Sepit Sakra Lotim 1 40.000

142. Embung Seliat Pijot Keruak Lotim 1 50.000

143. Embung Berparigi Pijot Keruak Lotim 0,7 30.000

144. Embung Rempok Sampi Selebung Ketangga Keruak Lotim 0,7 45.000

145. Embung Mangan Selebung Ketangga Keruak Lotim 1 20.000

146. Embung Pejaik Sukaraja Keruak Lotim 2 120.000

147. Embung Temodo Pemokong Jerowaru Lotim 11,53 285.160

148. Embung Ujung Gol Pemokong Jerowaru Lotim 5,5 66.907

149. Embung Solong Montong Betok Montong Gading Lotim 0,4 13.440

150. Embung Seruni Lb. Lombok Pringgabaya Lotim 0,5 36.000

151. Embung Jero Poto Sukarara Sakra Lotim 1 50.000

152. Embung Bengak Sukarara Sakra Lotim 0,9 35.000

153. Embung Pelopok Sukarara Sakra Lotim 1 35.000

154. Embung Toyang Buntiang Sakra Barat Lotim 0,8 14.500

155. Embung Lingkuk Doyo Buntiang Sakra Barat Lotim 1,5 20.125

156. Embung Tibu Kulit Buntiang Sakra Barat Lotim 0,5 60.000

157. Embung Dambrug Surabaya Sakra Timur Lotim 1,5 36.700
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156. Embung Pengoros Greneng Sakra Timur Lotim 0,8 12.800

157. Embung Peroa Sakra Sakra Timur Lotim 0,75 80.000

158. Embung Montong Belo Gelanggang Sakra Timur Lotim 1 40.000

159. Embung Loncek Santong Terara Lotim 0,75 37.630

160. Embung Lendang Jogang Jenggik Terara Lotim 1 25.000

161. Embung Semat Masbagik Masbagik Lotim 1 14.000

162. Embung Montong Atas Montong baan Sikur Lotim 1 100.000

163. Embung Pusuk Sembalun Bumbung Sembalun Lotim 0,4 52.000

164. Embung Payung Pringgabaya Utara Pringgabaya Lotim * *

165. Embung Lendang Belo Selaparang Pringgabaya Lotim 1,27 56.000

166. Embung Rate Mas Sembalun lawang sembalun Lotim 0,6 22.500

167. Embung Sengkurik Sambalia Lotim * *

168. Embung Sagik Mateng Pane Jerowaru Lotim 1,11 53.188

169. Embung Batucangku Perigi Suela Lotim 568 38.855

170. Embung Lendang Terong Pemokong Jerowaru Lotim * *

171. Embung Kuang selimun Perigi Suela Lotim * *

172. Embung Mare Jenggik Utara Montong Gading Lotim 5,10 412.335

173. Embung Batu Lawang Gelanggang Sakra Lotim 3,97 26.507

174. Embung Rungkang Sukaraja Jerowaru Lotim 7,40 345.000

175. Embung Kokok Koak Perigi Pringgabaya Lotim 0,40 20.787

176. Embung Kandong Kandong Terare Lotim 8,85 35.000

177. Embung Aweng Perigi Pringgabaya Lotim 0,40 20.787

178. Embung Munte Surabaya Sakra Timur Lotim 1,50 40.000

179. Embung Penye Swangi Sakra Lotim 0,50 110.250

180. Embung Penyampek/Baloq Kandong Terare Lotim 0,40 37.632

181. Embung Gunung Sepang Denggen Selong Lotim 1,25 125.700

182. Embung Pondok Raden Wakan Jerowaru Lotim 0,47 130.000

183. Embung Tembeng Suka Damai Jerowaru Lotim 4,44 82.380

184. Embung Kondok Borok Toyang Sakra Barat Lotim 1,00 24.500

185. Embung Raja Raja Terara Lotim * 50.000

186. Embung Kenyait/ Lonce Raja Terara Lotim * *

187. Embung Tridaye Jenggik Terara Lotim * *

188. Embung Penggek Rarang Tengah Terara Lotim * *

189. Embung Montong Atas Montong Baan Sikur Lotim * *

190. Embung Bawak Raja Sukarara Sakra Barat Lotim * *

191. Embung Jeropoto Sukarara Sakra Barat Lotim * *

192. Embung Monte Batu Nyale Sakra Timur Lotim * *

193. Embung Prako Buntiang Sakra Lotim * *

194. Embung Tembeng Suka Damai Jerowaru Lotim * *

195. Embung Ujung Gol Sekaroh Jerowaru Lotim * *
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196. Embung Pejaik Wakan Jerowaru Lotim * *

197. Embung Mertak Pijot Keruak Lotim * *

198. Embung Semat Danger Masbagik Lotim * *

199. Embung Kembar I Swela Swela Lotim * *

200. Embung Kembar II Swela Swela Lotim 56 16.150.000

201. Embung Montong Betok Pesanggrahan Montong Gading Lotim * *

202. Embung Batu Nampar Batu Nampar Keruak Lotim 14 1.297.159.000

203. Embung Gunung Paok Perian Montong Gading Lotim 1 96.435.000

204. Embung Jerowaru Jerowaru Jerowaru Lotim 15 1.865.384.210

205. Embung Lingkok Lamun Sepit Keruak Lotim 40 298.719.329

206. Embung Senang Batuyang Swela Lotim 30 1.098.289.000

207. Embung Peneda Gandor Peneda Gandor Labuhan Haji Lotim 6 3.906.253.000

208. Embung Tundak Sepit Keruak Lotim 37 549.571.455

209. Embung Kuang Rundun Pemongkong Jerowaru Lotim 5 851.390.906

210. Embung Propok Batu Tinja Selaparang Pringgabaya Lotim 4 3.891.429.700

211. Embung Kali Ujung Rensing Sakra Lotim 29 918.191.000

212. Embung Jago Jenggik Utara Montong Gading Lotim * 650.000.000

213. Embung Sapit Sapit Swela Lotim * *

214. Embung Lingkok Kolo Buntiang Sakra Barat Lotim * *

215. Embung Batu Bangka Jenggik Terare Lotim * *

216. Embung Lelonggek Perigi Swela Lotim * *

217. Embung Songkok Wakan Jerowaru Lotim * *

218. Embung Padak Guar Padak Guar Sambelia Lotim * *

219. Embung Batu Payung Pringgabaya Utara Pringgabaya Lotim * *

220. Embung Mantar Mantar Seteluk Sumbawa Barat 2,40 360.000

221. Embung Samarekat Kokarlian Pototano Sumbawa Barat * *

222. Embung Jeruk Lone Mura Brang Ene Sumbawa Barat * *

223. Embung Tiu Rantok Jereweh Sumbawa Barat * 120.000

224. Embung Tiu Nisung Seteluk Atas Seteluk Sumbawa Barat 2,84 92.000

225. Embung Tua Nangga Tuananga Pototano Sumbawa Barat * *

226. Embung Sloto Sloto Taliwang Sumbawa Barat * *

227. Embung Jorok Tiram Batu putih Taliwang Sumbawa Barat * *

228. Embung Lang Sinyur Sekotong atas Sekongkang Sumbawa Brt * *

229. Embung Tebo Tebo Pototano Sumbawa Barat 3,7 105.300

230. Embung Petara Lampok Brang Ene Sumbawa Barat * *

231. Embung Jompong Muer Plampang Sumbawa 8 225.000

232. Embung Mengkoang Batu Peraga Lape Sumbawa 10 1.839.000

233. Embung Krida Jamu Lunyuk Sumbawa * *

234. Embung Aik Galih Lopok Lopok Sumbawa * 150.000

235. Embung Sangor Maja Sangoro Maronge Sumbawa 1,37 34.254
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236. Embung Kokar Pekok Ongko Empang Sumbawa 3,75 154.000

237. Embung Kuris Lab. Kuris Lape Sumbawa * *

238. Embung Sejari II Sejari Plampang Sumbawa 4,32 272.500

239. Embung Ngeru Ngeru Moyo Hilir Sumbawa 3,50 35.000

240. Embung Songkar Songkar Moyo Hilir Sumbawa 2,50 130.000

241. Embung Batu Bangka Batu Bangka Moyo Hilir Sumbawa 5,00 146.490

242. Embung Sebeta Poto Moyo Hilir Sumbawa 4,00 65.000

243. Embung Batu Lanteh Bantulante Terano Sumbawa 4,50 75.000

244. Embung Mata Mata Terano Sumbawa 2,00 100.000

245. Embung Batu Razak Plampang Plampang Sumbawa 1,50 53.000

246. Embung Hijrah Lape Lape Sumbawa * *

247. Embung Wonogiri Sabedo Utan Rhee Sumbawa * *

248. Embung Batu Gong Sumbawa Sumbawa Sumbawa * *

249. Embung Mas Kerto Sumbawa Sumbawa Sumbawa * *

250. Embung Aik Masam Hijrah Lopok Sumbawa * *

251. Embung Sengklong Kuning Hijrah Lopok Sumbawa * *

252. Embung Sarat Babas Hijrah Lopok Sumbawa * *

253. Embung Kokar Luar Simu Maronge Sumbawa * *

254. Embung Kokar Melung Ngeru Moyo Hilir Sumbawa * *

255. Embung Karang Lombok Muer Plampang Sumbawa * *

256. Embung Teluk Santong Teluk Santong Plampang Sumbawa * *

257. Embung Brangkolong Brangkolong Plampang Sumbawa 20,00 1.000.000

258. Embung Sejari I Sejari Plampang Sumbawa 10,76 699.000

259. Embung Sejari II Sejari Plampang Sumbawa * *

260. Embung Lamenta Boal Empang Sumbawa 15,50 850.000

261. Embung Kasuangi Ongko Empang Sumbawa 7,00 940.000

262. Embung Olat Rawa Ngeru Moyo Hilir Sumbawa 50,00 1.920.344

263. Embung Penyaring Penyaring Sumbawa Sumbawa 15,00 337.000

264. Embung Serading Lab. Kuris Lape Sumbawa 11,00 486.000

265. Embung Muer Muer Plampang Sumbawa 6,00 225.000

266. Embung Labangka Labangka Labangka Sumbawa 6,40 183.000

267. Embung Pernek Pernek Moyo Hulu Sumbawa 11,20 590.000

268. Embung Banda Banda Tarano Sumbawa 7,00 550.000

269. Embung Tolo Oi Tolo Oi Tarano Sumbawa * *

270. Embung Aik Buak Dete Lape Sumbawa * *

271. Embung Pompong Semamung Moyo Hulu Sumbawa * *

272. Embung Mamak Berora Lape Lopok Sumbawa * *

273. Embung Pemasar Simu Plampang Sumbawa * *

274. Embung Sepayung Dalam Sepayung Dalam Plampang Sumbawa * *

275. Embung Selante Selante Plampang Sumbawa * *
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276. Embung Sorimadawa Hu'u Hu'u Dompu * *

277. Embung Madalatu Karamabura Dompu Dompu * *

278. Embung Samada Doropeti Dompu Dompu * *

279. Embung Madanduru Saneo Woja Dompu * *

280. Embung Kalogoa Serakapi Woja Dompu * *

281. Embung Sante Doromelo Manggelewa Dompu * *

282. Embung Songgolari Jambu Hu'u Dompu * *

283. Embung Kandai II Monta Dompu Dompu * *

284. Embung Serapanda Bali Dompu Dompu * *

285. Embung Madaduli II Kempo Kempo Dompu * *

286. Embung Sambi Konte Kempo Dompu * *

287. Embung Pada Graha Adu Hu'u Dompu * *

288. Embung Doro Toi Bali Dompu Dompu * *

289. Embung Sanggupasante Soriutu Manggelewa Dompu 18,00 650.000

290. Embung Kempo Kempo Kempo Dompu 7,10 500.000

291. Embung Kesi Kesi manggelewa Dompu 9,50 624.600

292. Embung Saneo Saneo Dompu 2,56 320.000

293. Embung Tonda Selatan Bara Dompu 19,50 660.000

294. Embung Jambu Jambu Hu,u Dompu 17,60 940.000

295. Embung Lasi II Kiwu Kilo Dompu 5,00 202.231

296. Embung Lanangga Ranggo Hu’u Dompu 5,40 254.550

297. Embung Soncolopi Rasabou Hu’u Dompu 3,00 118.000

298. Embung Panijara Rasabou Hu’u Dompu * *

299. Embung Lasi Lasi Kilo Dompu * *

300. Embung Tambora I Tambora Timur Pekat Dompu * *

296. Embung Amabaena Parangina Sape Bima * *

297. Embung Soribura Paradorato Paradowane Bima * *

298. Embung Waworada Waworada Langgudu Bima 7,50 315.000

299. Embung Ompokaloi Palama Bolo Bima * 48.000

300. Embung Soka Maria Wawo Bima 1,48 55.142
301. Embung Ngirah I Mangge Lambu Bima 1,00 50.000

302. Embung Ngirah II Mangge Lambu Bima 2,30 10.000

303. Embung Ntori Sori Nae Maria Utara Wawo Bima * *

304. Embung Tawali Tawali Wera Bima * *

305. Embung Nunggi Nunggi Wera Bima * *

306. Embung Boke Boke Sape Bima * *

307. Embung Nggembe Nggembe Bolo Bima * *

308. Embung Panijara Rasabou * *

309. Embung Jia Jia Sape Bima * *

310. Embung Kowo Kowo Sape Bima * *
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311. Embung Ncera Ngali Tangga Woha Bima 5,00 425.000

312. Embung Woro Woro Bolo Bima 7,50 1.000.000

313. Embung Oi Toi Tawali Wera Bima 7,50 458.000

314. Embung Roi Roka Roka Belo Bima 30,00 1.700.000

315. Embung Parado Kanca Kanca Monta Bima 4,46 718.000

316. Embung Laju Laju Langgudu Bima 3,70 485.000

317. Embung Tolotangga Tolo Uwi Monta Bima 5,25 320.000

318. Embung Wora Tawali Wera Bima 5,10 300.000

319. Embung Kore Kore Sanggar Bima 3,50 328.000

320. Embung Ncoha Ncoha Bima 3,00 450.000

321. Embung Jati Baru I Jatibaru Asakota Bima * *

322. Embung Jati Baru II Jatibaru Asakota Bima * *

323. Embung Lombe Kolo Kolo Asakota Kota Bima. 6.160 116.000

Keterangan :
*Data tidak tersedia, perlu dilakukan verifikasi kembali.
Data luas dan volume pada beberapa bendungan dan embung di beberapa lokasi
kemungkinan telah mengalami perubahan akibat adanya pendangkalan akibat erosi.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
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Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama
Sungai Lokasi Titik

Pantau

Titik Koordinat Waktu
Sampling
(tgl/bln/thn)

Temp
eratur
(0C)

pH TSS
(mg/L)

DO
(mg/L)

BOD
(mg/L)

COD
(mg/L)

NO3
sbg N
(mg/L)

Total
Phosphat
sbg P
(mg/L)

Fecal
coliform
(ml/100
ml)

Total
coliform
(ml/100
ml)

Lintang Bujur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Pemantauan 1
1. Ancar Lombok Barat Hulu 1 '-8.586978 '116.173633 01/03/2022 - 7,6 19 7,4 1,4 11 0,8 0,16 33.000 -
2. Lombok Barat Hulu 2 '-8.58931 '116.160552 01/03/2022 - 7,68 24 7,35 2,3 16 0,8 0,32 350.000 -
3. Mataram Tengah 1 '-8.587184 '116.147735 01/03/2022 - 7,6 24,5 7,18 0,9 5 0,9 0,18 170.000 -
4. Mataram Tengah 2 '-8.585375 '116.111973 01/03/2022 - 7,32 15 6,91 1,6 3 0,5 0,18 240.000 -
5. Mataram Hilir 1 '-8.588369 '116.100225 01/03/2022 - 7,43 21,5 7,41 1,2 3 0,5 0,2 49.000 -
6. Mataram Hilir 2 '-8.588795 '116.085213 01/03/2022 - 7,44 22 7,1 1,1 4 1,5 0,21 220.000 -
7. Rabalaju Dompu Hulu 1 '-8.498828 '118.487795 01/03/2022 - 7,98 32,5 7,74 0,5 17 0,5 0,13 2.000 -
8. Dompu Hulu 2 '-8.523417 '118.487099 01/03/2022 - 8,01 42 6,82 0,6 22 0,9 0,15 49.000 -
9. Dompu Tengah 1 '-8.5432 '118.463721 01/03/2022 - 7,65 151,5 5,65 1,6 40 4,5 0,28 4.500 -
10. Dompu Tengah 2 '-8.544747 '118.446685 01/03/2022 - 7,67 183,5 7,06 1,7 38 8,8 0,32 33.000 -
11. Dompu Hilir 1 '-8.551416 '118.435827 01/03/2022 - 7,44 227,5 5,95 1,9 42 15,5 0,34 1.600.000 -
12. Dompu Hilir 2 '-8.560409 '118.429656 01/03/2022 - 7,62 204,5 5,32 2,1 45 1,1 0,33 540 -
13. Jangka Kab. Bima Hulu 1 '-8.578803 '118.893266 01/03/2022 - 8,26 4,6 4,6 0,86 22 0,5 0,03 13.000 -
14. Kab. Bima Hulu 2 '-8.572676 '118.909212 01/03/2022 - 8,22 6 5,5 0,56 10 0,5 0,03 160.000 -
15. Kab. Bima Tengah 1 '-8.567285 '118.922618 01/03/2022 - 8,36 17,5 5,1 0,36 14 0,5 0,06 13.000 -
16. Kab. Bima Tengah 2 '-8.563852 '118.942092 01/03/2022 - 8,32 6 5 0,17 11 1,1 0,06 4.500 -
17. Kab. Bima Hilir 1 '-8.566039 '118.976062 01/03/2022 - 8,3 19 5,8 0,26 11 2,3 0,08 6.100 -
18. Kab. Bima Hilir 2 '-8.558992 '118.996324 01/03/2022 - 7,58 24 5,6 1,27 16 4,1 0,17 920.000 -
19. Padolo Kota Bima Hulu 1 '-8.5114 '118.810854 01/03/2022 - 8,08 30 7,57 1,04 13 0,5 0,11 4.900 -
20. Kota Bima Hulu 2 '-8.513438 '118.798421 01/03/2022 - 8,08 22 6,07 0,9 15 0,5 0,1 160.000 -
21. Kota Bima Tengah 1 '-8.487505 '118.77557 01/03/2022 - 7,88 22,5 5,89 0,3 26 0,5 0,1 17.000 -
22. Kota Bima Tengah 2 '-8.47777 '118.761059 01/03/2022 - 7,64 32 6,01 1,4 28 0,5 0,12 33.000 -
23. Kota Bima Hilir 1 '-8.476704 '118.738605 01/03/2022 - 7,66 55,5 5,39 1,3 12 7,1 0,17 23.000 -
24. Kota Bima Hilir 2 '-8.455974 '118.723964 01/03/2022 - 7,59 30,5 4,69 1 27 1,7 0,16 1.600.000 -
25. Brang Biji Kab. Sumbawa Hulu 1 '-8.57401 '117.318402 01/03/2022 - 8,3 2,5 7,84 0,32 3 0,5 0,07 2.300 -
26. Kab. Sumbawa Hulu 2 '-8.549772 '117.365979 01/03/2022 - 8,38 2,8 7,87 1,1 3 0,5 0,08 13.000 -
27. Kab. Sumbawa Tengah 1 '-8.529199 '117.416062 01/03/2022 - 8,35 8,8 8,03 0,8 6 0,5 0,08 3.300 -
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No. Nama
Sungai Lokasi Titik

Pantau

Titik Koordinat Waktu
Sampling
(tgl/bln/thn)

Temp
eratur
(0C)

pH TSS
(mg/L)

DO
(mg/L)

BOD
(mg/L)

COD
(mg/L)

NO3
sbg N
(mg/L)

Total
Phosphat
sbg P
(mg/L)

Fecal
coliform
(ml/100
ml)

Total
coliform
(ml/100
ml)

Lintang Bujur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

28. Kab. Sumbawa Tengah 2 '-8.503676 '117.421758 01/03/2022 - 7,85 16,4 7,48 1,7 10 0,5 0,1 35.000 -
29. Kab. Sumbawa Hilir 1 '-8.48902 '117.416527 01/03/2022 - 7,76 15,2 6,82 1,1 12 0,5 0,13 35.000 -
30. Kab. Sumbawa Hilir 2 '-8.476779 '117.410981 01/03/2022 - 7,63 9,8 6,45 2 10 0,5 0,16 160.000 -
31. Brang Rea Sumbawa Barat Hulu 1 '-8.708932 '116.958482 01/03/2022 - 7,79 10,6 7,43 1,68 6 0,5 0,01 1.300 -
32. Sumbawa Barat Hulu 2 '-8.702595 '116.923047 01/03/2022 - 7,24 18,8 6,09 1,15 9 0,5 0,02 450 -
33. Sumbawa Barat Tengah 1 '-8.737328 '116.884874 01/03/2022 - 7,18 47 6,46 1,72 13 0,8 0,06 4.900 -
34. Sumbawa Barat Tengah 2 '-8.745941 '116.864396 01/03/2022 - 7,3 53,5 7,43 2,7 15 4,6 0,07 54.000 -
35. Sumbawa Barat Hilir 1 '-8.739142 '116.849207 01/03/2022 - 7,42 50,5 6,05 2,4 13 2,7 0,08 4.500 -
36. Sumbawa Barat Hilir 2 -8.745643 '116.804118 01/03/2022 - 7,63 74,5 6,03 4,15 14 0,5 0,11 21.000 -
37. Segara Lombok Utara Hulu 1 '-8.398552 '116.185099 01/03/2022 - 7,71 5 7,7 0,26 18 0,5 0,06 160.000 -
38. Lombok Utara Hulu 2 '-8.392023 '116.18989 01/03/2022 - 7,61 8 7,97 0,11 25 0,5 0,06 24.000 -
39. Lombok Utara Tengah 1 '-8.382777 '116.184523 01/03/2022 - 7,71 8 7,94 0,32 4 0,5 0,07 28.000 -
40. Lombok Utara Tengah 2 '-8.371097 '116.178544 01/03/2022 - 7,6 7 7,59 0,15 12 0,5 0,05 92.000 -
41. Lombok Utara Hilir 1 '-8.359991 '116.17459 01/03/2022 - 6,93 4,5 6,97 0,16 10 0,5 0,1 160.000 -
42. Lombok Utara Hilir 2 '-8.346557 '116.177224 01/03/2022 - 7,26 13,5 7,09 0,1 8 0,5 0,06 240.000 -
43. Tojang Lombok Timur Hulu 1 '-8.586737 '116.449033 01/03/2022 - 6,45 2,5 6,79 1,67 11 0,5 0,14 78 -
44. Lombok Timur Hulu 2 '-8.594681 '116.457201 01/03/2022 - 7,28 14 6,26 1 3 2,3 0,14 160.000 -
45. Lombok Timur Tengah 1 '-8.621988 '116.470204 01/03/2022 - 7,33 2,5 4,3 1,2 21 0,5 0,22 92.000 -
46. Lombok Timur Tengah 2 '-8.642625 '116.523109 01/03/2022 - 7,77 7 4,69 2,1 14 0,6 0,29 160.000 -
47. Lombok Timur Hilir 1 '-8.66095 '116.560316 01/03/2022 - 8,16 3,5 5,74 0,7 24 0,5 0,13 92.000 -
48. Lombok Timur Hilir 2 '-8.662724 '116.577957 01/03/2022 - 7,73 4 6,14 1,4 17 0,5 0,18 17.000 -
49. Babak Lombok Barat Hulu 1 '-8.591341 '116.250665 01/03/2022 - 7,32 301 5,68 0,8 10 0,5 0,31 13.000 -
50. Lombok Barat Hulu 2 '-8.610525 '116.201472 01/03/2022 - 7,27 100,75 5,07 0,8 3 0,5 0,15 46.000 -
51. Lombok Barat Tengah 1 '-8.624437 '116.172516 01/03/2022 - 7,23 123 5,54 0,8 3 0,5 0,18 49.000 -
52. Lombok Barat Tengah 2 '-8.62939 '116.150494 01/03/2022 - 6,995 101 4,89 1,1 3 0,5 0,15 110.000 -
53. Lombok Barat Hilir 1 '-8.640671 '116.127503 01/03/2022 - 7,22 98,5 4,83 1 3 0,5 0,2 49.000 -
54. Lombok Barat Hilir 2 '-8.646904 '116.085391 01/03/2022 - 7,22 141,5 4,71 0,7 10 0,5 0,22 79.000 -
55. Dodokan Lombok Tengah Hulu 1 '-8.753317 '116.188224 01/03/2022 - 7,7 50 7,39 0,86 25 0,5 0,28 1.600 -
56. Lombok Tengah Hulu 2 '-8.752183 '116.182381 01/03/2022 - 7,89 45 7,43 1,32 16 0,5 0,26 1.600 -
57. Lombok Tengah Tengah 1 '-8.717847 '116.159958 01/03/2022 - 7,83 20 7 0,85 9 0,5 0,19 1.600 -
58. Lombok Barat Tengah 2 '-8.707759 '116.150209 01/03/2022 - 7,52 25,5 6,54 1,02 15 0,5 0,2 4.500 -
59. Lombok Barat Hilir 1 '-8.690542 '116.11219 01/03/2022 - 7,43 32,5 6,24 1,2 33 0,5 0,22 4.000 -
60. Lombok Barat Hilir 2 '-8.681819 '116.087343 01/03/2022 - 7,36 14 5,85 1,8 16 0,5 0,19 6.800 -
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Pemantauan 2
1. Ancar Lombok Barat Hulu 1 '-8.586978 '116.173633 30/09/2022 - 8,16 9 6,09 1,83 8 0,5 0,24 170.000 350.000
2. Lombok Barat Hulu 2 '-8.58931 '116.160552 30/09/2022 - 8,48 6,5 6,18 0,95 11 0,5 0,2 130.000 130.000
3. Mataram Tengah 1 '-8.587184 '116.147735 30/09/2022 - 8,6 22,5 6,48 2,8 5 0,5 0,29 170.000 220.000
4. Mataram Tengah 2 '-8.585375 '116.111973 30/09/2022 - 8,8 8,5 7,07 3,99 5 0,5 0,29 540.000 540.000
5. Mataram Hilir 1 '-8.588369 '116.100225 30/09/2022 - 9,1 8,5 7,1 1,54 11 2 0,3 350.000 1.600.000
6. Mataram Hilir 2 '-8.588795 '116.085213 30/09/2022 - 8,58 7 7,2 5,56 16 0,9 0,35 33.000 33.000
7. Rabalaju Dompu Hulu 1 '-8.498828 '118.487795 30/09/2022 - 7,94 4 8,22 0,17 11 0,5 0,17 4.600 17.000
8. Dompu Hulu 2 '-8.523417 '118.487099 30/09/2022 - 7,89 12 7,89 0,24 8 0,5 0,15 13.000 92.000
9. Dompu Tengah 1 '-8.5432 '118.463721 30/09/2022 - 7,89 19,5 6,54 1,43 8 0,5 0,15 4.900 28.000
10. Dompu Tengah 2 '-8.544747 '118.446685 30/09/2022 - 7,57 42,5 4,48 1,34 24 0,5 0,26 33.000 240.000
11. Dompu Hilir 1 '-8.551416 '118.435827 30/09/2022 - 7,72 24,5 4,32 1,47 14 0,5 0,28 49.000 540.000
12. Dompu Hilir 2 '-8.560409 '118.429656 30/09/2022 - 7,59 20,5 4,96 1,27 41 0,5 0,27 49.000 110.000
13. Jangka Kab. Bima Hulu 1 '-8.578803 '118.893266 30/09/2022 - 7,21 12,5 5,48 1,69 4 0,5 0,03 1.100 160.000
14. Kab. Bima Hulu 2 '-8.572676 '118.909212 30/09/2022 - 7,1 6,5 1,57 9,67 29 0,5 0,21 54.000 160.000
15. Kab. Bima Tengah 1 '-8.567285 '118.922618 30/09/2022 - 7,47 3,5 6,58 0,39 20 0,5 0,06 17.000 41.000
16. Kab. Bima Tengah 2 '-8.563852 '118.942092 30/09/2022 - 7,68 19,5 7,22 0,47 3 2,4 0,09 17.000 540.000
17. Kab. Bima Hilir 1 '-8.566039 '118.976062 30/09/2022 - 7,72 15,5 5,91 2,74 19 0,5 15,5 2.000 7.800
18. Kab. Bima Hilir 2 '-8.558992 '118.996324 30/09/2022 - 7,56 10,5 11,38 8,88 22 0,8 0,16 4.500 7.800
19. Padolo Kota Bima Hulu 1 '-8.5114 '118.810854 30/09/2022 - 7,01 2,5 7,8 0,18 3 0,5 0,04 92.000 92.000
20. Kota Bima Hulu 2 '-8.513438 '118.798421 30/09/2022 - 7,47 10,5 7,63 2,17 9 0,5 0,06 24.000 92.000
21. Kota Bima Tengah 1 '-8.487505 '118.77557 30/09/2022 - 7,31 4,5 6,84 0,6 11 0,5 0,12 35.000 54.000
22. Kota Bima Tengah 2 '-8.47777 '118.761059 30/09/2022 - 7,56 15,5 4,37 0,2 20 0,5 0,11 25.000 110.000
23. Kota Bima Hilir 1 '-8.476704 '118.738605 30/09/2022 - 7,78 7 4,56 1,55 5 0,5 0,14 17.000 170.000
24. Kota Bima Hilir 2 '-8.455974 '118.723964 30/09/2022 - 7,23 13 3,53 1,56 72 0,5 0,32 49.000 240.000
25. Brang Biji Kab. Sumbawa Hulu 1 '-8.57401 '117.318402 30/09/2022 - 7,39 6,5 7,46 0,69 5 0,5 0,18 24.000 24.000
26. Kab. Sumbawa Hulu 2 '-8.549772 '117.365979 30/09/2022 - 8,17 4,5 7,75 0,76 14 0,5 0,3 7.900 92.000
27. Kab. Sumbawa Tengah 1 '-8.529199 '117.416062 30/09/2022 - 7,5 22 7,75 0,83 7 0,5 0,24 7.900 17.000
28. Kab. Sumbawa Tengah 2 '-8.503676 '117.421758 30/09/2022 - 7,18 17 4,8 7,94 24 0,5 0,23 23.000 1.600.000
29. Kab. Sumbawa Hilir 1 '-8.48902 '117.416527 30/09/2022 - 7,42 13,5 4,59 9,06 27 0,5 0,28 23.000 1.600.000
30. Kab. Sumbawa Hilir 2 '-8.476779 '117.410981 30/09/2022 - 7,23 31,5 2,65 12,9 28 0,5 0,33 240.000 920.000
31. Brang Rea Sumbawa Barat Hulu 1 '-8.708932 '116.958482 30/09/2022 - 7,09 2,5 7,38 0,64 3 0,5 0,05 7.900 17.000
32. Sumbawa Barat Hulu 2 '-8.702595 '116.923047 30/09/2022 - 7,13 30,5 6,42 0,03 6 0,5 0,07 7.900 35.000
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33. Sumbawa Barat Tengah 1 '-8.737328 '116.884874 30/09/2022 - 7,09 24 5,92 1,1 3 0,5 0,08 4.900 13.000
34. Sumbawa Barat Tengah 2 '-8.745941 '116.864396 30/09/2022 - 7,22 22,5 5,01 0,72 4 1 0,1 350.000 430.000
35. Sumbawa Barat Hilir 1 '-8.739142 '116.849207 30/09/2022 - 7,19 19,5 5,12 0,76 3 0,8 0,12 14.000 240.000
36. Sumbawa Barat Hilir 2 -8.745643 '116.804118 30/09/2022 - 7,29 14 4,93 2,05 3 0,5 0,1 1.600.000 1.600.000
37. Segara Lombok Utara Hulu 1 '-8.398552 '116.185099 30/09/2022 - 8,84 2,5 6,6 0,94 3 0,5 0,05 1.300 3.300
38. Lombok Utara Hulu 2 '-8.392023 '116.18989 30/09/2022 - 8,55 25 7,56 0,04 3 0,5 0,09 160.000 160.000
39. Lombok Utara Tengah 1 '-8.382777 '116.184523 30/09/2022 - 8,46 2,5 6,26 2,21 6 0,5 0,14 54.000 92.000
40. Lombok Utara Tengah 2 '-8.371097 '116.178544 30/09/2022 - 8,45 7,5 8,16 0,8 11 0,5 0,06 13.000 79.000
41. Lombok Utara Hilir 1 '-8.359991 '116.17459 30/09/2022 - 8,17 6 5,61 1,1 3 0,5 0,09 130.000 920.000
42. Lombok Utara Hilir 2 '-8.346557 '116.177224 30/09/2022 - 8,03 4 5,5 1,45 9 0,5 0,2 13.000 49.000
43. Tojang Lombok Timur Hulu 1 '-8.586737 '116.449033 30/09/2022 - 7,52 2,5 5,96 0,77 5 0,5 0,15 1.300 4.900
44. Lombok Timur Hulu 2 '-8.594681 '116.457201 30/09/2022 - 8,28 25,5 7,04 0,16 4 0,5 0,17 160.000 160.000
45. Lombok Timur Tengah 1 '-8.621988 '116.470204 30/09/2022 - 8,08 2,5 6,61 0,38 3 0,5 0,25 92.000 160.000
46. Lombok Timur Tengah 2 '-8.642625 '116.523109 30/09/2022 - 8,14 3 7,66 1,6 13 1 0,45 240.000 350.000
47. Lombok Timur Hilir 1 '-8.66095 '116.560316 30/09/2022 - 8,42 3,5 6,4 0,85 4 0,5 0,17 350.000 1.600.000
48. Lombok Timur Hilir 2 '-8.662724 '116.577957 30/09/2022 - 8,15 3 6,43 1,01 3 0,5 0,13 17.000 36.000
49. Babak Lombok Barat Hulu 1 '-8.591341 '116.250665 30/09/2022 - 7,14 207,5 6,94 1,73 3 0,5 0,283 17.000 17.000
50. Lombok Barat Hulu 2 '-8.610525 '116.201472 30/09/2022 - 7,74 49,5 6,37 2,04 3 0,5 0,145 49.000 130.000
51. Lombok Barat Tengah 1 '-8.624437 '116.172516 30/09/2022 - 7,68 9 6,49 1,84 8 0,5 0,17 46.000 140.000
52. Lombok Barat Tengah 2 '-8.62939 '116.150494 30/09/2022 - 7,45 22,5 6,69 1,88 3 1 0,22 33.000 79.000
53. Lombok Barat Hilir 1 '-8.640671 '116.127503 30/09/2022 - 7,43 33,5 4,86 0,78 7 3,1 0,25 23.000 79.000
54. Lombok Barat Hilir 2 '-8.646904 '116.085391 30/09/2022 - 7,77 6,5 7,07 4,58 15 1,4 0,47 22.000 130.000
55. Dodokan Lombok Tengah Hulu 1 '-8.753317 '116.188224 30/09/2022 - 8,52 14 7,44 2,35 31 0,5 0,13 7.000 24.000
56. Lombok Tengah Hulu 2 '-8.752183 '116.182381 30/09/2022 - 8,11 10,5 8,86 1,99 19 0,5 0,07 28.000 28.000
57. Lombok Tengah Tengah 1 '-8.717847 '116.159958 30/09/2022 - 7,6 9,5 7,84 2,97 22 0,5 0,09 13.000 13.000
58. Lombok Barat Tengah 2 '-8.707759 '116.150209 30/09/2022 - 7,5 7,5 5,14 1,29 16 0,5 0,18 2.000 6.800
59. Lombok Barat Hilir 1 '-8.690542 '116.11219 30/09/2022 - 7,66 6 4,63 2,52 16 0,5 0,31 49.000 79.000
60. Lombok Barat Hilir 2 '-8.681819 '116.087343 30/09/2022 - 8,3 14 5,09 4,28 26 0,5 0,37 33.000 130.000

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Nama Lokasi
Waktu
Sampling
(tgl/bln/
thn)

Titik Koordinat Temper
atur
(°C)

pH DHL
(mg/L)

TDS
(mg/L)

TSS
(mg/L)

DO
(mg/L)

BOD
(mg/L)

COD
(mg/L)

Nitrat
(mg/L)Lintang Bujur

1. Bendungan Batu Jai Lombok
Tengah

2017 08° 42' 40,96" 116° 16' 50,75" 27,7 7,6 347 208 1 4 0,3 < 2

2017 08° 44' 51,00" 116° 16' 15,00" 32 7,3 236 141 6 3,3 20,2 23,52

2017 08° 44' 07,00" 116° 15' 26,00" 31,2 7,8 223 134 5 3,5 26,2 47,04

2021 08° 42' 50.918" 116° 15' 46.975" 28,2 7,12 185 527 6,6 48,5 1,28

2. Bendungan Pengga Lombok
Tengah

2017 08° 46' 30,26" 116° 12' 22,54" 29,6 7,7 169,5 114 3 3,4 14,2 1,65

2017 08° 46' 28,85" 116° 11 42,77" 30 7,8 269 162 10 3,5 14,2 15,65

2017 08° 45' 09,57" 116° 11' 11,22" 28,3 7,1 192,5 116 1 3,5 13,5 15,65

3. Bendungan
Pandanduri

Lombok
Timur

2017 24,5 7,8 285 170 1 3,5 9,3 15,68

2017 08° 40' 50,00" 116° 26' 24,00" 26,5 9,5 216,5 130 1 3,4 10,8 15,68

2017 08° 41' 03,00" 116° 26' 17,00" 29,5 9,3 210,7 120 2 3 16,3 23,52

4. Bendungan Tibu
Kuning

Lombok
Barat

2017 08° 17' 22,00" 115° 54' 25,50" 29,6 7,6 928 565 1 5,3 0,3 < 2

2017 08° 46' 54,80" 115° 54' 21,60" 31,5 7,8 45 273 1 4,3 7,8 15,68

2017 08° 46' 59,70" 115° 54' 21,60" 31,5 7,8 45 273 1 13,5 13,2 23,52
Sambungan

No. Nama Lokasi
Waktu
Sampling
(tgl/bln/
thn)

Titik Koordinat
Warna
(TCU)

Amonia
(mg/L)

Nitrit
(mg/L)

Khlorida
(mg/L)

Fe
(mg/L)

Mangan
(mg/L)

COD
(mg/L)

Coliform
(MPN/
100 ml)

Colitinja
(MPN/
100 ml)Lintang Bujur

1. Bendungan Batu Jai 2021 08° 42' 50.918" 116° 15' 46.975" 20 0,17 0,0031 13,8 0,39 <0,012 < 2 14000 3300

Keterangan :
Sumber : Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi NTB (2017), Melinda & Siswandi (2021)
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Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota
Jumlah
Rumah
Tangga

Rumah Tangga Pengguna Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sendiri Bersama Umum Tidak
Menggunakan Tidak ada

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lombok Barat 208.490 147.819 23.351 4.420 271 32.629
2. Lombok Utara 71.233 52.506 6.945 1.026 114 10.642
3. Lombok Tengah 318.711 231.575 32.254 2.008 1.115 51.759
4. Lombok Timur 400.714 305.625 46.964 2.484 561 45.120
5. Kota Mataram 118.670 102.234 13.196 795 - 2.456
6. Sumbawa Barat 38.817 36.492 2.108 - - 213
7. Sumbawa 137.398 118.959 5.111 137 82 13.108
8. Dompu 58.199 42.183 4.540 565 431 10.487
9. Bima 131.659 96.019 15.681 1.040 105 5.108
10. Kota Bima 39.242 31.888 5.094 738 - 5.608

Total 1.523.133 1.165.300 155.242 13.213 2.680 177.131

Keterangan :
3. Data Jumlah Rumah Tangga tidak tersedia, maka untuk Jumlah Rumah Tangga diperkirakan dengan membagi Jumlah Penduduk 2022 (Provinsi
NTB Dalam Angka 2023) dengan Jumlah Anggota RT Rata-rata 2021 (Provinsi NTB Dalam Angka 2022), dengan asumsi bahwa Jumlah Anggota
Rumah Tangga Rata-rata sama.
4. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Fasilitas BAB dihitung dengan mengalikan Persentase RT Pengguna Fasilitas BAB 2022 (Provinsi NTB Dalam
Angka 2023) dengan Perkiraan Jumlah Rumah Tangga (poin 1).
Sumber : Data diolah, 2023
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Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota
Tidak/Belum
Sekolah (jiwa)

Belum Tamat
SD

SD (jiwa) SLTP (jiwa) SLTA (jiwa) D I/II/III
(jiwa)

D-IV/S1(jiwa) S2 (jiwa) S3 (jiwa)

L P L P L P L P L P L P L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Lombok Barat 116.250 128.985 37.840 37.906 77.432 83.746 44.929 44.082 68.896 52.497 3.323 4.194 12.737 11.792 1.035 480 85 19

2. Lombok Utara 41.978 47.044 18.666 18.000 28.039 29.289 14.742 15.521 20.451 14.430 1.223 1.207 3.791 2.769 152 59 7 1

3. Lombok Tengah 181.662 201.167 71.357 73.582 94.280 105.813 68.412 69.527 89.055 65.477 5.161 5.723 18.555 15.620 1.102 373 39 10

4. Lombok Timur 230.390 234.308 73.988 70.968 161.369 177.818 88.965 95.312 94.244 81.419 5.354 7.131 24.657 21.925 1.356 514 99 100

5. Kota Mataram 51.386 54.869 32.693 35.771 17.804 21.790 26.848 28.587 65.596 55.359 4.072 5.735 20.341 19.779 2.495 1.460 292 97

6. Sumbawa Barat 21.815 21.053 5.905 5.397 16.937 20.113 8.039 9.825 14.775 11.213 888 1.382 3.543 3.817 209 91 7 0

7. Sumbawa 58.546 56.731 33.459 32.244 67.388 74.774 37.471 39.519 48.803 41.532 3.391 4.601 10.321 10.041 456 254 16 17

8. Dompu 49.969 49.288 17.777 18.305 14.331 16.092 12.770 14.359 24.079 20.009 1.870 2.879 6.185 5.954 228 88 7 0

9. Bima 77.016 74.119 31.462 31.262 49.680 52.546 27.390 30.610 65.757 59.281 2.577 4.020 13.340 13.463 505 186 32 28

10. Kota Bima 20.703 19.893 9.431 9.790 7.425 8.499 7.617 8.873 23.311 22.113 1.211 2.324 7.131 7.056 440 234 16 0

Keterangan :
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB (NTB Satu Data)



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

100

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Lokasi Jenis Penyakit Jumlah Penderita (jiwa)
1 2 3 4
1. Provinsi

NTB
Infeksi Akut pada Saluran
Pernafasan Bagian Atas 162.538

2. Tekanan Darah Tinggi /
Hipertensi 145.953

3. Infeksi Pada Saluran
Pernafasan Bagian Atas
(ISPA)

85.615

4. Common Cold
(Nasopharyngitis Akut) 72.693

5. Diabetes Mellitus 63.812

6. Gastritis 59.111

7. Dispepsia 56.098

8. Myalgia 47.143

9. Diare 38.340

10. Penyakit Pada Sistem Otot
dan Jaringan Pengikat 30.291

Keterangan :
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB
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Tabel-34. Jenis Rumah Tangga Miskin
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Kabupaten/Kota
Jumlah
Rumah
Tangga

Jumlah
Rumah
Tangga
Miskin

Persentase
Rumah
Tangga
Miskin

1. Lombok Barat 208.490 24.327 12

2. Lombok Utara 71.233 14.698 21

3. Lombok Tengah 318.711 31.450 10

4. Lombok Timur 400.714 46.595 12

5. Kota Mataram 118.670 11.130 9

6. Sumbawa Barat 38.817 5.229 13

7. Sumbawa 137.398 15.904 12

8. Dompu 58.199 8.174 14

9. Bima 131.659 18.295 14

10. Kota Bima 39.242 4.039 10

Keterangan :
1. Data Jumlah Rumah Tangga tidak tersedia, maka untuk Jumlah Rumah Tangga
diperkirakan dengan membagi Jumlah Penduduk 2022 (Provinsi NTB Dalam Angka
2023) dengan Jumlah Anggota RT Rata-rata 2021 (Provinsi NTB Dalam Angka 2022),
dengan asumsi bahwa Jumlah Anggota Rumah Tangga Rata-rata sama.

2. Data Jumlah Rumah Tangga Miskin tidak tersedia, maka untuk Jumlah Rumah Tangga
Miskin diperkirakan dengan membagi Jumlah Penduduk Miskin 2022 (Provinsi NTB
Dalam Angka 2023) dengan Jumlah Anggota RT Miskin Rata-rata (Provinsi NTB Dalam
Angka 2023)

Sumber : Data diolah, 2023
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Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun : 2022

No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. Bergerak
1. Terminal Mandalika Mataram Terminal * * * * *
2. Terminal Sumer Payung Sumbawa Terminal * * * * *
3. Terminal Dara Kota Bima Terminal * * * * *
4. Terminal Renteng Lombok Tengah Terminal * * * * *
5. Terminal Tanjung Lombok Utara Terminal * * * * *
6. Terminal Selong Lombok Timur Terminal * * * * *
7. Terminal Tana Mira Sumbawa Barat Terminal * * * * *
8. Terminal Ginte Dompu Terminal * * * * *
9. Terminal Tente Woha Bima Terminal * * * * *
10. Pelabuhan Lembar Lombok Barat Pelabuhan * * * * *
11. Pelabuhan Kayangan Lombok Timur Pelabuhan * * * * *
12. Pelabuhan Labuhan Lombok Timur Pelabuhan * * * * *
13. Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur Pelabuhan * * * * *
14. Pelabuhan Pemenang Lombok Utara Pelabuhan * * * * *
15. Pelabuhan Tanjung Luar Lombok Timur Pelabuhan * * * * *
16. Pelabuhan Badas Sumbawa Pelabuhan * * * * *
17. Pelabuhan Alas Sumbawa Pelabuhan * * * * *
18. Pelabuhan Kempo Dompu Pelabuhan * * * * *
19. Pelabuhan Calabai Dompu Pelabuhan * * * * *
20. Pelabuhan Sape Bima Pelabuhan * * * * *
21. Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat Pelabuhan * * * * *
22. Pelabuhan Bima Kota Bima Pelabuhan * * * * *
23. Bandara Lombok International Lombok Tengah Bandar Udara * * * * *
24. Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa Bandar Udara * * * * *
25. Bandara Sultan M Salahudin Bima Bandar Udara * * * * *
26. Bandara Water Base PT NNT Sumbawa Barat Bandar Udara * * * * *
23. Bandara Lombok International Lombok Tengah Bandar Udara * * * * *
24. Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa Bandar Udara * * * * *
25. Bandara Sultan M Salahudin Bima Bandar Udara * * * * *
B. Tidak Bergerak

1. PT. Lombok Energy Dynamics
Jl. Raya Sambelia
km.2 , Desa Padak
Guar, Sambelia,
Lombok Timur

Energi PLTU 20 - -

2. PT. PLN (Persero)- Batam PLTG
MPP 50 MW

Jalan PLTU
Jeranjang Desa
Taman Ayu
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok
Barat

Energi PLTG 5,0600 40,0000

3. CV. Harum Manis
Jalan TGH Hambali
Dasan Cermen
Sandubaya Lombok

Agroindustri/
Industri
Minuman

- -
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No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4.
PT PLN (PERSERO) UPK Lombok-
PT Indonesia Power PLTU
Jeranjang OMU 3 x 25 MW

Desa Taman Ayu,
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok
Barat

Energi PLTU 6,0086 8,6560

5. PT. PLN (PERSERO) Pusat Listrik
Bima PLTD Bima dan PLTD Niu

Kota Bima Energi PLTD 2,0000 4,9000

6.
PT. PLN (PERSERO) Wilayah NTB
Sektor Tambora Pusat LISTRIK
Kabupaten Sumbawa LABUHAN

Sumbawa Energi PLTD 5,5000

7. PT Amman Mineral Nusa
Tenggara

Sumbawa Barat Tambang
Mineral

713.7 141.118.7
57,0000 40.246.04

8,1000
8. PT. PLN (PERSERO) Pusat Listrik

Bima PLTD NIU
Kota Bima Energi PLTD 3,3000 5,8000

9. PT. PLN (PERSERO) Wilayah NTB
Sektor Tambora Pusat Listrik
PLTD Taliwang

Sumbawa Barat Energi PLTD - -

10. PT. PLN (PERSERO) Pusat Listrik
PLTD Dompu

Dompu Energi PLTD - -

11. PT. NARMADA AWET MUDA Lombok Barat Minuman
Kemasan

0,0210 0,6300

12. PT PERTAMINA Patra Niaga -
Regional Jatimbalinus Integrated
Terminal Badas

Sumbawa Migas
Distribusi

1,4320 0,0200

13.
PT PERTAMINA Patra Niaga -
Regional Jatimbalinus Integrated
Terminal Ampenan

Kota Mataram Migas
Distribusi

- -

14. PT PERTAMINA Patra Niaga -
Regional Jatimbalinus Integrated
Terminal Bima

Kota Bima Migas
Distribusi

12,6020 0,0250

15. PT. PLN (PERSERO) Pusat Listrik
PLTD Paokmotong

Lombok Timur Energi PLTD 159,4000 18,6000

16. PT. PLN (PERSERO) Pusat Listrik
Ampenan Dan Pusat Listrik
Taman

Kota Mataram Energi PLTD 442,1000 15,6

17.
PT PERTAMINA Patra Niaga -
Regional Jatimbalinus Dppu
Bandara International Lombok

Kompleks
bandara
internasional
lombok

Migas
Distribusi

0,0861 0,1685

18. RSUD Provinsi NTB Mataram Fasyankes * * * * *
19. RSUD Kota Mataram Mataram Fasyankes * * * * *
20. RS Bhayangkara Mataram Fasyankes * * * * *
21. RS Harapan Keluarga Mataram Fasyankes * * * * *
22. RSAD Wira Bhakti Mataram Fasyankes * * * * *
23. RS Risa Sentra Medika Mataram Mataram Fasyankes * * * * *
24. RS UNRAM Mataram Fasyankes * * * * *
25. RSI Siti Hajar Mataram Fasyankes * * * * *
26. RS Saint Antonius Mataram Fasyankes * * * * *
27. RSJ Mutiara Sukma Mataram Fasyankes * * * * *
28. RS Siloam Mataram Mataram Fasyankes * * * * *
29. RSIA Permata Hati Mataram Fasyankes * * * * *
30. Puskesmas Rawat Inap (5) Mataram Fasyankes * * * * *
31. Puskesmas Non Rawat Inap (6) Mataram Fasyankes * * * * *
32. Klinik Pratama 40 Unit Mataram Fasyankes * * * * *
33. RSUD Gerung Lombok Barat Fasyankes * * * * *
34. RSUD Patut Patuh Padju Lombok Barat Fasyankes * * * * *
35. Puskemas Rawat Inap (7) Lombok Barat Fasyankes * * * * *
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No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
36. Puskesmas Non Rawat Inap (13) Lombok Barat Fasyankes * * * * *
37. Klinik Pratama (10) Lombok Barat Fasyankes * * * * *
38. RSUD Lombok Utara Lombok Utara Fasyankes * * * * *
39. Puskemas Rawat Inap (8) Lombok Utara Fasyankes * * * * *
40. RSUD Praya Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
41. RS Sumbawa Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
42. RS Mandalika Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
43. RS Bodak Yatofa Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
44. RSIA Bhumi Bunda Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
45. Puskesmas Rawat Inap (28) Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
46. Klinik Pratama (15) Lombok Tengah Fasyankes * * * * *
47. RS Lotim Medikal Center Lombok Timur Fasyankes * * * * *
48. RS Dr. R. Sudjono Lombok Timur Fasyankes * * * * *
49. RSUD Lombok Timur Lombok Timur Fasyankes * * * * *
50. RS Islam Namira Lombok Timur Fasyankes * * * * *
51. RS Lombok Hospital Lombok Timur Fasyankes * * * * *
52. RS Risa Bunga Lombok Timur Fasyankes * * * * *
53. Puskemas Rawat Inap (35) Lombok Timur Fasyankes * * * * *
54. Klinik Pratama (30) Lombok Timur Fasyankes * * * * *
55. RSU Sumbawa Besar Sumbawa Fasyankes * * * * *
56. RSUD Sumbawa Sumbawa Fasyankes * * * * *
57. RS H.L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa Fasyankes * * * * *
58. Puskesmas Rawat Inap (25) Sumbawa Fasyankes * * * * *
59. Puskesmas Non Rawat Inap (1) Sumbawa Fasyankes * * * * *
60. Klinik Pratama 7 Unit Sumbawa Fasyankes * * * * *
61. RSU Dompu Dompu Fasyankes * * * * *
62. RS Kusta Panda Bima Fasyankes * * * * *
63. RSUD Sondosia Bima Bima Fasyankes * * * * *
64. Puskesmas Rawat Inap (20) Bima Fasyankes * * * * *
65. Puskesmas Non Rawat Inap (1) Bima Fasyankes * * * * *
66. Klinik Pratama 1 Unit Bima Fasyankes * * * * *
67. RSUD Kota Bima Kota Bima Fasyankes * * * * *
68. RSU Raba Kota Bima Fasyankes * * * * *
69. RS Dr. Agung Kota Bima Fasyankes * * * * *
70. RS Stikes Mataram Kota Bima Fasyankes * * * * *
71. RS PKU Muhammadiyah Kota Bima Fasyankes * * * * *
72. Puskesmas Rawat Inap 1 Unit Kota Bima Fasyankes * * * * *
73. Puskesmas Non Rawat Inap (6) Kota Bima Fasyankes * * * * *
74. Kalaki Beach Bima Penginapan * * * * *
75. Pandaan Bima Penginapan * * * * *
76. Mustika Mutiara Bima Penginapan * * * * *
77. Mutiara Bima Penginapan * * * * *
78. Nusa Bajo Bima Penginapan * * * * *
79. Anggrek Bima Penginapan * * * * *
80. Ratnasari Bima Penginapan * * * * *
81. Friendship Bima Penginapan * * * * *
82. Give Bima Penginapan * * * * *
83. Pesanggrahan Wawo Bima Penginapan * * * * *
84. Pesanggrahan Sape Bima Penginapan * * * * *
85. Bina Baru Abadi Bima Penginapan * * * * *
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No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
86. Wisma Ruka Wanga Dompu Penginapan * * * * *
87. Puma Bungalow Dompu Penginapan * * * * *
88. Rion Caesar Dompu Penginapan * * * * *
89. Balumba Dompu Penginapan * * * * *
90. Any Lestari Dompu Penginapan * * * * *
91. Aman Gati Dompu Penginapan * * * * *
92. Alamanda Cottage Dompu Penginapan * * * * *
93. Monalisa Cottage Dompu Penginapan * * * * *
94. Homestay Keraton Dompu Penginapan * * * * *
95. Adhyaksa Dompu Penginapan * * * * *
96. Kota Baru Dompu Penginapan * * * * *
97. Samada Dompu Penginapan * * * * *
98. Kartika Dompu Penginapan * * * * *
99. Sahab Dompu Penginapan * * * * *
100. Wisma Praja Dompu Penginapan * * * * *
101. Rinjani Dompu Penginapan * * * * *
102. Annisa Dompu Penginapan * * * * *
103. Homestay Adhyaksa II Dompu Penginapan * * * * *
104. Lakey Peak Dompu Penginapan * * * * *
105. Toraja Homestay Dompu Penginapan * * * * *
106. Jul-Jul Homestay Dompu Penginapan * * * * *
107. Kurnia Family Dompu Penginapan * * * * *
108. Lakey Beach Inn Dompu Penginapan * * * * *
109. Kila Garden Dompu Penginapan * * * * *
110. Primadona Hotel Dompu Penginapan * * * * *
111. Grand Royal Taliwang Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
112. Mega Arafah Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
113. Hotel Trophy Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
114. Balat Beach Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
115. Maluk Resort Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
116. Hotel Kiwi Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
117. Tropycal Beach Club & Spa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
118. Balat Beach Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
119. Maluk Resort Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
120. Hotel Kiwi Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
121. Tropycal Beach Club & Spa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
122. Cemara Beach Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
123. Hotel Larosa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
124. Hotel Jelenga Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
125. Mulya Beach Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
126. Jelenga Beach Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
127. Hotel Taliwang Indah Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
128. Hotel Andi Graha Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
129. Hotel Ashar Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
130. Pantai Rantung Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
131. Yoyo’s Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
132. Tubalong Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
133. Cottage Surya Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
134. Hotel Mawis Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
135. Hotel Balas Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
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No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
136. Penginapan Rizkah Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
137. Jepoen Cottage Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
138. Pondok Putri Safila Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
139. Hotel Sunset View Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
140. Hotel Ifa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
141. Hotel l&j Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
142. Hotel Lia Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
143. Cottage d Lina Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
144. Amigos Bungalow Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
145. Bakudapa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
146. Super Suck Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
147. Komeng Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
148. B Hotel Spa Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
149. Pondok Wisata Santai Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
150. Pondok Wisata Rantung Sumbawa Barat Penginapan * * * * *
151. Awanwana Resort Sumbawa Penginapan * * * * *
152. Kencana Beach Sumbawa Penginapan * * * * *
153. Laguna Biru Sumbawa Penginapan * * * * *
154. Sernu Raya Sumbawa Penginapan * * * * *
155. Hotel Dian Sumbawa Penginapan * * * * *
156. Hotel Tambora Sumbawa Penginapan * * * * *
157. Hotel Baru Sumbawa Penginapan * * * * *
158. Hotel Anda Sumbawa Penginapan * * * * *
159. Hotel Telaga Sumbawa Penginapan * * * * *
160. Hotel Selamat Sumbawa Penginapan * * * * *
161. Hotel Suci Sumbawa Penginapan * * * * *
162. Hotel Harapan Sumbawa Penginapan * * * * *
163. Hotel Bala Kemar Sumbawa Penginapan * * * * *
164. Hotel Goroto Sumbawa Penginapan * * * * *
165. Hotel Sumbawa Sumbawa Penginapan * * * * *
166. Cendrawasih Sumbawa Penginapan * * * * *
167. Mekarsari Sumbawa Penginapan * * * * *
168. Tirta Sari Sumbawa Penginapan * * * * *
169. Eksekutif Sumbawa Penginapan * * * * *
170. Cirebon Sumbawa Penginapan * * * * *
171. Dewi Sumbawa Penginapan * * * * *
172. Saudara Sumbawa Penginapan * * * * *
173. Tunas Sumbawa Penginapan * * * * *
174. Indra Sumbawa Penginapan * * * * *
175. Jayani Sumbawa Penginapan * * * * *
176. Agus Jayantra Sumbawa Penginapan * * * * *
177. Pasanggrahan Empang Sumbawa Penginapan * * * * *
178. Pasanggrahan Lunyuk Sumbawa Penginapan * * * * *
179. Samawa Sea Side Cottage Sumbawa Penginapan * * * * *
180. Transit Hotel Sumbawa Penginapan * * * * *
181. Parahiyngan Sumbawa Penginapan * * * * *
182. Sutan Hotel Sumbawa Penginapan * * * * *
183. Garuda Hotel Sumbawa Penginapan * * * * *
184. Samawa Rea Sumbawa Penginapan * * * * *
185. Mentari Sari Sumbawa Penginapan * * * * *
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186. Hotel Lina Sumbawa Penginapan * * * * *
187. Tarano Jaya Sumbawa Penginapan * * * * *
188. Lambitu Hotel Kota Bima Penginapan * * * * *
189. Lila Graha Hotel Kota Bima Penginapan * * * * *
190. Parewa Hotel Kota Bima Penginapan * * * * *
191. Losmen Dara Kota Bima Penginapan * * * * *
192. Losmen Pelangi Kota Bima Penginapan * * * * *
193. Losmen Komodo Kota Bima Penginapan * * * * *
194. Losmen Dewi Sari Kota Bima Penginapan * * * * *
195. Losmen Putra Sari Kota Bima Penginapan * * * * *
196. Losmen Vivi Kota Bima Penginapan * * * * *
197. Hotel La Ila Kota Bima Penginapan * * * * *
198. Hotel La Ode Kota Bima Penginapan * * * * *
199. Hotel Pertama Kota Bima Penginapan * * * * *
200. Hotel Pavorite Kota Bima Penginapan * * * * *
201. Hotel Bimatika Kota Bima Penginapan * * * * *
202. Hotel Mutmainnah Kota Bima Penginapan * * * * *
203. Marina Kota Bima Penginapan * * * * *
204. Asakota Kota Bima Penginapan * * * * *
205. Camelia Kota Bima Penginapan * * * * *
206. Hotel Grand Legi Mataram Penginapan * * * * *
207. Hotel Lombok Raya Mataram Penginapan * * * * *
208. Hotel Lombok Garden Mataram Penginapan * * * * *
209. Hotel Lombok Plaza Mataram Penginapan * * * * *
210. Hotel Nitour Mataram Penginapan * * * * *
211. Hotel Graha Ayu Mataram Penginapan * * * * *
212. Hotel Mataram Mataram Penginapan * * * * *
213. Hotel Handika Mataram Penginapan * * * * *
214. Hotel Zaitun Mataram Penginapan * * * * *
215. Hotel Arianz Mataram Penginapan * * * * *
216. Golden Palace Mataram Penginapan * * * * *
217. City Hotel Mataram Penginapan * * * * *
218. Wisma Nusantara Ii Mataram Penginapan * * * * *
219. Hotel Astiti I Mataram Penginapan * * * * *
220. Hotel Viktor Mataram Penginapan * * * * *
221. Hotel Kartika I Mataram Penginapan * * * * *
222. Hotel Pusaka Mataram Penginapan * * * * *
223. Hotel Artha Mataram Penginapan * * * * *
224. Hotel Pesaban Mataram Penginapan * * * * *
225. Hotel Ratih Mataram Penginapan * * * * *
226. Hotel Arca Mataram Penginapan * * * * *
227. Crown Mataram Penginapan * * * * *
228. Hotel Tika Mataram Penginapan * * * * *
229. Hotel Cendrawasih Ii Mataram Penginapan * * * * *
230. Hotel Srikandi Mataram Penginapan * * * * *
231. Hotel Kartika Ii Mataram Penginapan * * * * *
232. Hotel Adiguna Mataram Penginapan * * * * *
233. Hotel Internasional Mataram Penginapan * * * * *
234. Hotel Astiti Ii Mataram Penginapan * * * * *
235. Hotel Orindo Mataram Penginapan * * * * *
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236. Hotel Cakrajaya Mataram Penginapan * * * * *
237. Hotel Surabaya Mataram Penginapan * * * * *
238. Hotel Merpati Mataram Penginapan * * * * *
239. Hotel Aria Mataram Penginapan * * * * *
240. Hotel Buana Mas Mataram Penginapan * * * * *
241. Hotel Tangguh Mataram Penginapan * * * * *
242. Hotel Ayu Mataram Penginapan * * * * *
243. Hotel Santi Puri Mataram Penginapan * * * * *
244. Hotel Sudi Inn Mataram Penginapan * * * * *
245. Hotel Bidari Mataram Penginapan * * * * *
246. Putra Iin Mataram Penginapan * * * * *
247. Hotel Maktal Mataram Penginapan * * * * *
248. Hotel Grand Mataram Penginapan * * * * *
249. Hotel Kertayoga Mataram Penginapan * * * * *
250. Hotel Mareje Mataram Penginapan * * * * *
251. Hotel Mareje Ii Mataram Penginapan * * * * *
252. Hotel Chandra Mataram Penginapan * * * * *
253. Hotel Catur Warga Mataram Penginapan * * * * *
254. Hotel Paradiso Mataram Penginapan * * * * *
255. Hotel Rinjani Mataram Penginapan * * * * *
256. Hotel Tenang Mataram Penginapan * * * * *
257. Hotel Santika Mataram Penginapan * * * * *
258. Gria Asri Mataram Penginapan * * * * *
259. Hotel Kamboja Mataram Penginapan * * * * *
260. Wisma Nusantara I Mataram Penginapan * * * * *
261. Hotel Puri Indah Mataram Penginapan * * * * *
262. Hotel Victory Mataram Penginapan * * * * *
263. Hotel Triguna Mataram Penginapan * * * * *
264. Hotel Wisata Mataram Penginapan * * * * *
265. Hotel Zahir Mataram Penginapan * * * * *
266. Angin Mamiri Mataram Penginapan * * * * *
267. Hotel Horas Mataram Penginapan * * * * *
268. Hotel Pabean Mataram Penginapan * * * * *
269. Pondok Ampenan Mataram Penginapan * * * * *
270. Hotel Tjabe Merah Mataram Penginapan * * * * *
271. Hotel Indradi Mataram Penginapan * * * * *
272. Hotel Nanda Mataram Penginapan * * * * *
273. Hotel Nang Mataram Penginapan * * * * *
274. Hotel Sunshine Mataram Penginapan * * * * *
275. Kurnia Jaya Mataram Penginapan * * * * *
276. Hotel Airlangga Ii Mataram Penginapan * * * * *
277. Hotel Baka-Baka/Sayung Mataram Penginapan * * * * *
278. Hotel Cendrawasih Ii Mataram Penginapan * * * * *
279. Hotel Dinta Mataram Penginapan * * * * *
280. Hotel Gde’S Mataram Penginapan * * * * *
281. Hotel Astawa Mataram Penginapan * * * * *
282. Hotel Kayu Mas Mataram Penginapan * * * * *
283. Hotel Ganesa Inn Mataram Penginapan * * * * *
284. Hotel Viktor Ii Mataram Penginapan * * * * *
285. Hotel Dian Prakarsa Mataram Penginapan * * * * *
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286. Pt. Bintang Grana Darma Mataram Penginapan * * * * *
287. Hotel Widya Wisata Mataram Penginapan * * * * *
288. Wisma Seruni Mataram Penginapan * * * * *
289. Hotel Kartika Mataram Penginapan * * * * *
290. Hotel Astri Mataram Penginapan * * * * *
291. Hotel Giri Putri Mataram Penginapan * * * * *
292. Hotel Sasak Sayung Mataram Penginapan * * * * *
293. Hotel Pratama Mataram Penginapan * * * * *
294. Motel Langko 48 Mataram Penginapan * * * * *
295. Hotel Fortune Mataram Penginapan * * * * *
296. Hotel Palapa Mataram Penginapan * * * * *
297. Sheraton Senggigi Beach Lombok Barat Penginapan * * * * *
298. Sun Dancer Lombok Barat Penginapan * * * * *
299. The Sentosa Villas & Resort Lombok Barat Penginapan * * * * *
300. Holiday Resort Lombok Lombok Barat Penginapan * * * * *
301. Senggigi Aero Wisata Lombok Barat Penginapan * * * * *
302. Jayakarta Lombok Barat Penginapan * * * * *
303. Gec Rinjani Lombok Barat Penginapan * * * * *
304. Puri Saron Lombok Barat Penginapan * * * * *
305. Pasific Beach Lombok Barat Penginapan * * * * *
306. Qunci Pool Villas Lombok Barat Penginapan * * * * *
307. PT. Windy Beach Lombok Barat Penginapan * * * * *
308. Cocotinus Boutique Beach

Resort & Spa
Lombok Barat Penginapan * * * * *

309. Graha Beach Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
310. Bintang Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
311. Bukit Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
312. Suranadi Hotel Lombok Barat Penginapan * * * * *
313. Puri Mas Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
314. Puri Bunga Lombok Barat Penginapan * * * * *
315. Qunci Villas Lombok Barat Penginapan * * * * *
316. The Qunci Lombok Barat Penginapan * * * * *
317. Imaj Private Villa Lombok Barat Penginapan * * * * *
318. Meninting Raya Lombok Barat Penginapan * * * * *
319. Pt. Odysia Utama Lombok Barat Penginapan * * * * *
320. Lombok Beach Villas Lombok Barat Penginapan * * * * *
321. Panorama Lombok Barat Penginapan * * * * *
322. Senggigi Beach Lombok Barat Penginapan * * * * *
323. Asri Lombok Barat Penginapan * * * * *
324. Atithi Sanggraha Lombok Barat Penginapan * * * * *
325. Batu Bolong Lombok Barat Penginapan * * * * *
326. Mascot Lombok Barat Penginapan * * * * *
327. Alang-Alang Lombok Barat Penginapan * * * * *
328. Santai Beach Inn Lombok Barat Penginapan * * * * *
329. Santosa Lombok Barat Penginapan * * * * *
330. Melati Dua Lombok Barat Penginapan * * * * *
331. Astiti Beach Lombok Barat Penginapan * * * * *
332. R A Y Lombok Barat Penginapan * * * * *
333. Lombok Nyiur Lombok Barat Penginapan * * * * *
334. Carolina Lombok Barat Penginapan * * * * *
335. Oma Sitard Lombok Barat Penginapan * * * * *
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336. Hotel Dharmarie Lombok Barat Penginapan * * * * *
337. Lina Lombok Barat Penginapan * * * * *
338. Bumi Aditya Lombok Barat Penginapan * * * * *
339. Pantai Indah Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
340. New Moon Lombok Barat Penginapan * * * * *
341. Pondok Damai Lombok Barat Penginapan * * * * *
342. Villa Puri Mas Lombok Barat Penginapan * * * * *
343. Sekotong Indah Lombok Barat Penginapan * * * * *
344. Gili Nangu Lombok Barat Penginapan * * * * *
345. Bola-Bola Paradise Lombok Barat Penginapan * * * * *
346. Hotel Mashuri Lombok Barat Penginapan * * * * *
347. Teratai Lombok Barat Penginapan * * * * *
348. Losmen Ida Lombok Barat Penginapan * * * * *
349. Puri Lingsar Lombok Barat Penginapan * * * * *
350. Puri Senggigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
351. Segara Villas Lombok Barat Penginapan * * * * *
352. Mekar Sejahtera Lombok Barat Penginapan * * * * *
353. Vila Campi Surga Lombok Barat Penginapan * * * * *
354. Sunset House Lombok Barat Penginapan * * * * *
355. Joje Bungalow Lombok Barat Penginapan * * * * *
356. Mariana Lombok Barat Penginapan * * * * *
357. Sendok Lombok Barat Penginapan * * * * *
358. Mana Kebun/Villa Lombok Barat Penginapan * * * * *
359. Villa Trasit Lombok Barat Penginapan * * * * *
360. Bale Kampung Lombok Barat Penginapan * * * * *
361. CV. Radia Lombok Barat Penginapan * * * * *
362. PT. Masaya Studios Lombok Barat Penginapan * * * * *
363. Home Stay Indah Lombok Barat Penginapan * * * * *
364. Alang Gigi Lombok Barat Penginapan * * * * *
365. B. Swaw Lombok Barat Penginapan * * * * *
366. Hotel Tamarin Lombok Barat Penginapan * * * * *
367. Jati Lombok Barat Penginapan * * * * *
368. Lannang Lombok Barat Penginapan * * * * *
369. Inn Deep Cottage Lombok Barat Penginapan * * * * *
370. Pao Pao Bech Lombok Barat Penginapan * * * * *
371. Villa Sayang Lombok Barat Penginapan * * * * *
372. Losmen Jati Lombok Barat Penginapan * * * * *
373. Crocodile Rivers Cottage Lombok Barat Penginapan * * * * *
374. Hero/Elen Lombok Barat Penginapan * * * * *
375. Coconut Lombok Barat Penginapan * * * * *
376. The Wira Café &Guest House Lombok Barat Penginapan * * * * *
377. Dunvegan Lombok Lombok Barat Penginapan * * * * *
378. PT Parachilna Lombok Barat Penginapan * * * * *
379. Lombok Seaside Cottage Lombok Barat Penginapan * * * * *
380. Akok Andi Sucipto Lombok Barat Penginapan * * * * *
381. The Candi Lombok Barat Penginapan * * * * *
382. Home Stay Rinjani Lombok Barat Penginapan * * * * *
383. Teratai Lombok Barat Penginapan * * * * *
384. H.Belongas Lombok Barat Penginapan * * * * *
385. H.Sulaeman Lombok Barat Penginapan * * * * *
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386. H.Secret Island Lombok Barat Penginapan * * * * *
387. H.Istana Cempaka Raya Lombok Barat Penginapan * * * * *
388. H. Warde Lombok Barat Penginapan * * * * *
389. Sri Nurhaeny Lombok Barat Penginapan * * * * *
390. Mandalika Homestay Lombok Barat Penginapan * * * * *
391. Siti Hawa Lombok Barat Penginapan * * * * *
392. Rajas Lombok Barat Penginapan * * * * *
393. Pondok Wisata Sonya Lombok Barat Penginapan * * * * *
394. Losmen Suranadi Lombok Barat Penginapan * * * * *
395. Pondok Surya Lombok Barat Penginapan * * * * *
396. Pondok Tiga Dara Lombok Barat Penginapan * * * * *
397. Batu Layar Bungalow Lombok Barat Penginapan * * * * *
398. Pondok Duren Lombok Barat Penginapan * * * * *
399. Bale Kampung Lombok Barat Penginapan * * * * *
400. Paradiso Lombok Barat Penginapan * * * * *
401. Café Wayan Lombok Barat Penginapan * * * * *
402. Vila Varce Lombok Barat Penginapan * * * * *
403. Melase Guest House Lombok Barat Penginapan * * * * *
404. Nengah Artha Lombok Barat Penginapan * * * * *
405. Desert Point Lodges Lombok Barat Penginapan * * * * *
406. Pondok Shinta Lombok Barat Penginapan * * * * *
407. Novotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
408. Kua Indah Lombok Tengah Penginapan * * * * *
409. Matahari Inn Lombok Tengah Penginapan * * * * *
410. Dienda Hayu Lombok Tengah Penginapan * * * * *
411. Rinjani Agung Lombok Tengah Penginapan * * * * *
412. Kelapa Lombok Tengah Penginapan * * * * *
413. Tastura Lombok Tengah Penginapan * * * * *
414. G’Day Inn Lombok Tengah Penginapan * * * * *
415. Surfers Inn Lombok Tengah Penginapan * * * * *
416. Ken’S Hotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
417. Lombok Baru Hotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
418. Edotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
419. Kuta Cove Hotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
420. Queen Hotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
421. Aerotel Lombok Tengah Penginapan * * * * *
422. Anda Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
423. Segara Anak Lombok Tengah Penginapan * * * * *
424. Sekar Kuning Lombok Tengah Penginapan * * * * *
425. Ketapang Lombok Tengah Penginapan * * * * *
426. Yuli’S Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
427. Mimpi Manis Lombok Tengah Penginapan * * * * *
428. Lamancha Lombok Tengah Penginapan * * * * *
429. Melon Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
430. Puri Itoma Lombok Tengah Penginapan * * * * *
431. Bintang Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
432. Baturiti Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
433. Tri Putri Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
434. Srikandi Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
435. G.R House & Café Lombok Tengah Penginapan * * * * *
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436. Dewi Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
437. Together Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
438. Kuta Baru Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
439. Dedy’S Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
440. Mandalika Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
441. Duyung Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
442. Lina Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
443. Lakuen Homestay Lombok Tengah Penginapan * * * * *
444. The Spot Bungalow Lombok Tengah Penginapan * * * * *
445. Puri Rinjani Bungalow Lombok Tengah Penginapan * * * * *
446. Seger Bungalow Lombok Tengah Penginapan * * * * *
447. Edo Surf Bungalow Lombok Tengah Penginapan * * * * *
448. Selong Belanak Indah Lombok Tengah Penginapan * * * * *
449. Empiak Villa’S Lombok Tengah Penginapan * * * * *
450. Wisma Suyono Lombok Timur Penginapan * * * * *
451. Wisma Cendrawasih Lombok Timur Penginapan * * * * *
452. Pondok Tete Batu Lombok Timur Penginapan * * * * *
453. Pondok Bulan Lombok Timur Penginapan * * * * *
454. Wisma Helwin Lombok Timur Penginapan * * * * *
455. Losmen Hakiki Lombok Timur Penginapan * * * * *
456. Pondok Gili Lampu Lombok Timur Penginapan * * * * *
457. Losmen Sanur Lombok Timur Penginapan * * * * *
458. Pondok Meliwis Lombok Timur Penginapan * * * * *
459. Pondok Green Orry Lombok Timur Penginapan * * * * *
460. Pondok Hati Suci Lombok Timur Penginapan * * * * *
461. Wisma Ratna Lombok Timur Penginapan * * * * *
462. Wisma Widya Lombok Timur Penginapan * * * * *
463. Wisma Yulisa Lombok Timur Penginapan * * * * *
464. Dian Dutaku Lombok Timur Penginapan * * * * *
465. Losmen Lima Tiga Lombok Timur Penginapan * * * * *
466. Losmen Munawar Lombok Timur Penginapan * * * * *
467. Losmen Aik Manis Lombok Timur Penginapan * * * * *
468. Pondok Siola Lombok Timur Penginapan * * * * *
469. Pondok Matahari Lombok Timur Penginapan * * * * *
470. Hotel Erina Lombok Timur Penginapan * * * * *
471. Wisma Karina Lombok Timur Penginapan * * * * *
472. Penginapan Bunga Lombok Timur Penginapan * * * * *
473. Pondok Radiah Lombok Timur Penginapan * * * * *
474. Pondok Soedjono Lombok Timur Penginapan * * * * *
475. Bale Langgak Lombok Timur Penginapan * * * * *
476. Paer Doe Lombok Timur Penginapan * * * * *
477. Pondok Sembalun Lombok Timur Penginapan * * * * *
478. Lembah Rinjani Lombok Timur Penginapan * * * * *
479. Heaven On The Planet Lombok Timur Penginapan * * * * *
480. Hotel Paradise Lombok Timur Penginapan * * * * *
481. Cemara Siu Lombok Timur Penginapan * * * * *
482. Puri Rinjani Lombok Timur Penginapan * * * * *
483. Penginapan Loang Gali Lombok Timur Penginapan * * * * *
484. Dewi Tunjung Biru Lombok Timur Penginapan * * * * *
485. Tiara Homestay Lombok Timur Penginapan * * * * *
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486. Wisma Haji Selong Lombok Timur Penginapan * * * * *
487. Asrama Bpkbm Prov. Ntb Lombok Timur Penginapan * * * * *
488. Pondok Santai Lombok Timur Penginapan * * * * *
489. Asrama Lkk Gelang Lombok Timur Penginapan * * * * *
490. Asrama Mts N Selong Lombok Timur Penginapan * * * * *
491. Losmen Dewi Lombok Timur Penginapan * * * * *
492. Meliwis Beach Cottages Lombok Timur Penginapan * * * * *
493. Pondok Tete Batu Lombok Timur Penginapan * * * * *
494. Bale Geleng Lombok Timur Penginapan * * * * *
495. Mina Rasa Resto Lombok Timur Penginapan * * * * *
496. Geva Bloam Lombok Timur Penginapan * * * * *
497. Tiara Villa Lombok Timur Penginapan * * * * *
498. The Oberoi Hotel Lombok Utara Penginapan * * * * *
499. Tugu Hotel Lombok Utara Penginapan * * * * *
500. Rinjani Beach Lombok Utara Penginapan * * * * *
501. Medana Beach Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
502. The Jeeva Klui Beach Lombok Utara Penginapan * * * * *
503. Living Asia Resort & Spa Lombok Utara Penginapan * * * * *
504. Lombok Lodge Lombok Utara Penginapan * * * * *
505. Nusa Bunga Lombok Utara Penginapan * * * * *
506. Gili Indah Lombok Utara Penginapan * * * * *
507. Han’S Lombok Utara Penginapan * * * * *
508. Bupati’S Lombok Utara Penginapan * * * * *
509. Resota Cottage Lombok Utara Penginapan * * * * *
510. Nusa Tiga Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
511. Mawar Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
512. Pino Lombok Utara Penginapan * * * * *
513. Lombok Indah Lombok Utara Penginapan * * * * *
514. Matahari Lombok Utara Penginapan * * * * *
515. Gita Gili Lombok Utara Penginapan * * * * *
516. Pondok Kelapa Lombok Utara Penginapan * * * * *
517. Lucky’S Lombok Utara Penginapan * * * * *
518. Salabose Lombok Utara Penginapan * * * * *
519. Abdi Fantastic Lombok Utara Penginapan * * * * *
520. Gili Air Santai Lombok Utara Penginapan * * * * *
521. Villa Ombak Lombok Utara Penginapan * * * * *
522. Creative 1 Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
523. Salobai Lombok Utara Penginapan * * * * *
524. Sandy Beach Lombok Utara Penginapan * * * * *
525. Danau Hijau Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
526. Melati Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
527. Losmen Pak Madjid Lombok Utara Penginapan * * * * *
528. Blue Marllin Lombok Utara Penginapan * * * * *
529. Sudi Mampir Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
530. Halim / Nature Lombok Utara Penginapan * * * * *
531. Melati Pondok Wisata Lombok Utara Penginapan * * * * *
532. Vila Almarik Lombok Utara Penginapan * * * * *
533. Rainbows Lombok Utara Penginapan * * * * *
534. Mawar I Lombok Utara Penginapan * * * * *
535. Bintang Trawangan Lombok Utara Penginapan * * * * *
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536. Sun Set Lombok Utara Penginapan * * * * *
537. Nusa Tiga Lombok Utara Penginapan * * * * *
538. Creative Ii Lombok Utara Penginapan * * * * *
539. Beach House Lombok Utara Penginapan * * * * *
540. Sagitarius Lombok Utara Penginapan * * * * *
541. Makmur Ii Lombok Utara Penginapan * * * * *
542. Trawangan Cottages I Lombok Utara Penginapan * * * * *
543. Losmen Eky Lombok Utara Penginapan * * * * *
544. Dive Indonesia Lombok Utara Penginapan * * * * *
545. Rudy’S Lombok Utara Penginapan * * * * *
546. Sinta Lombok Utara Penginapan * * * * *
547. The Balikana Lombok Utara Penginapan * * * * *
548. Dua Sekawan Lombok Utara Penginapan * * * * *
549. Paradise Lombok Utara Penginapan * * * * *
550. Dream Dive Lombok Utara Penginapan * * * * *
551. Desa Dunia Beda Lombok Utara Penginapan * * * * *
552. Pondok Lita Lombok Utara Penginapan * * * * *
553. Alex Home Stay Lombok Utara Penginapan * * * * *
554. Gazebo Meno Lombok Utara Penginapan * * * * *
555. Royal Reef Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
556. Casablanca Lombok Utara Penginapan * * * * *
557. Bougenvile Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
558. Kontiki Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
559. Malias Child Lombok Utara Penginapan * * * * *
560. Zoraya Papilon Lombok Utara Penginapan * * * * *
561. Pondok Jaya Fantastik Lombok Utara Penginapan * * * * *
562. Rustiah Lombok Utara Penginapan * * * * *
563. Bounty Hotel Lombok Utara Penginapan * * * * *
564. Kelapa Gading/Taok Kombok Lombok Utara Penginapan * * * * *
565. Pondok Senaru Lombok Utara Penginapan * * * * *
566. Matahari Pagi/Sunrise Lombok Utara Penginapan * * * * *
567. Holiday/Pondok Kayangan Lombok Utara Penginapan * * * * *
568. Rumah Saga Cottage Lombok Utara Penginapan * * * * *
569. Vila Anandita Lombok Utara Penginapan * * * * *
570. C.O. Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
571. Spoy-Spoy Lombok Utara Penginapan * * * * *
572. Sira Beach House Lombok Utara Penginapan * * * * *
573. Puri Malimbu Lombok Utara Penginapan * * * * *
574. Ebano Rr Lombok Utara Penginapan * * * * *
575. Rumah Flora Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
576. Taman Sari Lombok Utara Penginapan * * * * *
577. Sunset Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
578. Hotel Lombok Dame Lombok Utara Penginapan * * * * *
579. Pearl Of Trawangan Lombok Utara Penginapan * * * * *
580. Big Bubble Lombok Utara Penginapan * * * * *
581. Pesona Lombok Utara Penginapan * * * * *
582. Bonita Lombok Utara Penginapan * * * * *
583. Tir Na Nog Lombok Utara Penginapan * * * * *
584. The Beach House/ PT. Pantai

Gading
Lombok Utara Penginapan * * * * *

585. Hotel Villa Ombak Lombok Utara Penginapan * * * * *



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

115

No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
586. Beach Combers Lombok Utara Penginapan * * * * *
587. Carpedien Lombok Utara Penginapan * * * * *
588. Ratnikov Star Lombok Utara Penginapan * * * * *
589. Scaly Wags Lombok Utara Penginapan * * * * *
590. Mar Lombok Utara Penginapan * * * * *
591. The Trawangan Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
592. Sunset Gecko Lombok Utara Penginapan * * * * *
593. Biru Meno Lombok Utara Penginapan * * * * *
594. Bird Park Lombok Utara Penginapan * * * * *
595. Kura-Kura Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
596. Ko’Uchi Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
597. Villa Carla Lombok Utara Penginapan * * * * *
598. Bulan Baru/New Moon Lombok Utara Penginapan * * * * *
599. Hotel Malimbu Beach Lombok Utara Penginapan * * * * *
600. Villa Carla Lombok Utara Penginapan * * * * *
601. A. Aliku Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
602. Alam Gili Lombok Utara Penginapan * * * * *
603. Alfia Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
604. Ananda Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
605. Atong Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
606. Bale Langgaq Lombok Utara Penginapan * * * * *
607. Balenta Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
608. Trawangan Cottages 2 Lombok Utara Penginapan * * * * *
609. Banana Life Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
610. Baruna Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
611. Bb Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
612. Beach Café & Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
613. Blue Beach Cottages I Lombok Utara Penginapan * * * * *
614. Blue Damatik Lombok Utara Penginapan * * * * *
615. Blue Star Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
616. Brother Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
617. Budha Dive Lombok Utara Penginapan * * * * *
618. Bukit Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
619. Café Gili Lombok Utara Penginapan * * * * *
620. Pt. Gili Restaurant Lombok Utara Penginapan * * * * *
621. Coconut Dream Lombok Utara Penginapan * * * * *
622. Coral Beach I Lombok Utara Penginapan * * * * *
623. Coral Beach Ii Lombok Utara Penginapan * * * * *
624. Rinjani Mountain Garden Lombok Utara Penginapan * * * * *
625. D’ Gilian Lombok Utara Penginapan * * * * *
626. Danima Lombok Utara Penginapan * * * * *
627. Lumbung Cottages 2 Lombok Utara Penginapan * * * * *
628. Gili Diver Lombok Utara Penginapan * * * * *
629. Dream Village Lombok Utara Penginapan * * * * *
630. Easy Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
631. Egoist Lombok Utara Penginapan * * * * *
632. Black Penny Lombok Utara Penginapan * * * * *
633. Flush Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
634. Gili T Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
635. Gili Exotik Lombok Utara Penginapan * * * * *



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

116

No. Sumber Pencemaran Lokasi Type/ Jenis/
Klasifikasi

Luas
(ha)

Volume
Limbah
Padat
(m3/
hari)

Volume
Air

Limbah
(m3/
hari)

Jumlah
Limbah
B3
Padat
(ton/
tahun)

Jumlah
Limbah
B3
Cair
(ton/
tahun)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
636. Gili Gecko Villas Lombok Utara Penginapan * * * * *
637. Gili Hideway Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
638. Gili Palm Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
639. Gili Ranta Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
640. Gili Smile Lombok Utara Penginapan * * * * *
641. Gili View Lombok Utara Penginapan * * * * *
642. Gili Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
643. Gilinta Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
644. Giyat House Lombok Utara Penginapan * * * * *
645. Good Heart Lombok Utara Penginapan * * * * *
646. Horizontal Lombok Utara Penginapan * * * * *
647. Tropica Gili Lombok Utara Penginapan * * * * *
648. Villa Ottalia Lombok Utara Penginapan * * * * *
649. Ilham Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
650. Irma Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
651. Island Beach Lombok Utara Penginapan * * * * *
652. James Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
653. Karma Kayak/PT. Karma Kayak Lombok Utara Penginapan * * * * *
654. The Keraton Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
655. Kokomo Villa/Cv. Kokomo R. Lombok Utara Penginapan * * * * *
656. Lizard Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
657. Luce D’Alam Resort & Lombok Utara Penginapan * * * * *
658. Lumbung Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
659. Llutwala/Pt. Tech. Dive Indonesia Lombok Utara Penginapan * * * * *
660. Mango Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
661. Harbour Café & Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
662. Manta Dive & Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
663. Martas Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
664. Matahari Inn Lombok Utara Penginapan * * * * *
665. Genius Lombok Utara Penginapan * * * * *
666. Midnight Star Cottages Lombok Utara Penginapan * * * * *
667. Moz Art Lombok Utara Penginapan * * * * *
668. Drupadi Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
669. Ocean Ii Lombok Utara Penginapan * * * * *
670. Litle Wood Stock Lombok Utara Penginapan * * * * *
671. Oda Café & Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
672. Pesona Resort Lombok Utara Penginapan * * * * *
673. Phry Lombok Utara Penginapan * * * * *
674. Pondok Gili Gecko Lombok Utara Penginapan * * * * *
675. Salsabila Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
676. Sama-Sama Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
677. Samba Villa Lombok Utara Penginapan * * * * *
678. Savana/PT. Savana Lombok Utara Penginapan * * * * *
679. Wrap A. Snapper Lombok Utara Penginapan * * * * *
680. Sunrise Ii Lombok Utara Penginapan * * * * *
681. Sunset Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
682. Trawangan Dive / PT.

Trawangan Dive Indah
Lombok Utara Penginapan * * * * *

683. Trawangan Eco Lombok Utara Penginapan * * * * *
684. Trawangan Indah Leisure Lombok Utara Penginapan * * * * *
685. Turtle Bungalow Lombok Utara Penginapan * * * * *
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